BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 3® TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,

a. bahwa untuk memberikan Standarisasi pelayanan perizinan

: 1.

dan nonperizinan serta pedoman bagi aparatur penyelenggara
dan masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sesuai tugas
dan fungsinya, perlu membuat Standar Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Muara Enim.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Daerah
Tingkat 11 dan Kota Praja Di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektroknik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektroknik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Nomor Tahun 2014 Nomor 224,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5357);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan
Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan
Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 210);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956)

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2), Sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 8);
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian  Kewenangan  Pelayanan  perizinan  dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Camat di Kabupaten Muara
Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019

Nomor 4).



Menetapkan

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN

MUARA ENIM

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1
2.

Daerah adalah Kabupaten Muara Enim;

Pemerintah  Daerah  adalah  Pemerintah  Kabupaten
Muara Enim;

Bupati adalah Bupati Muara Enim;

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
yvang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Muara Enim;

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat
PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu
kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai
dengan tahap penyelesaian produk layanan melalui satu
pintu.

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan
yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan
sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan oleh DPMPTSP.
Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya
yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau
diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan
usaha atau kegiatan tertentu;

Pelayanan adalah Pemberian pelayanan di bidang perizinan
dan nonperizinan dari penerimaan berkas permohonan

sampai diterbitkannya dokumen;



10.

;3 O

12,

13.

14,

15.

Perizinan adalah Pemberian dokumen dan bukti legalitas dari
pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha / kegiatan

tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undanngan;

Nonperizinan Pemberian dokumen dan bukti legalitas atas
sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang
dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai ketentuan

peraturan perundang-undanngan;

Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan
penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji
Penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan
yang berkualitas, cepat, terjangkau dan terukur;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya SKRD
adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah
Retribusi yang terutang;

Tim Teknis PTSP adalah Tim yang anggotanya terdiri dari
Perangkat Daerah Teknis Kabupaten Muara Enim,
berkedudukan dan berkantor di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS
Sebuah sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (PBTSE) pemerintah Republik Indonesia yang
terintegrasi antar lembaga dan kementerian di seluruh
Indonesia, OSS dapat diakses melalui Perizinan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) atau bisa diakses secara online (daring).

BAB Il

TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 2

Standar Pelayanan DPMPTSP bertujuan untuk :

a.

Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada
masyarakat;
Memberikan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan,

kepastian hukum dan akuntabel; dan
Standar kinerja bagi pegawai dalam menyelesaikan, memperbaiki,

serta mengevaluasi pekerjaan yang menjadi tugasnya.



Bagian Kedua
Sasaran
Pasal 3
Sasaran Standar Pelayanan DPMPTSP adalah :
a. Terbangunnya citra yang lebih baik serta partisipasi masyarakat
terhadap percepatan layanan perizinan;
b. Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
perizinan,
c. Tercapainya koordinasi dan keterpaduan antar Perangkat Daerah
dalam penyelenggaraan perizinan.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN PRINSIP PELAYANAN

Bagian kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 4
Ruang Lingkup Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu meliputi:
Pelayanan perizinan baru;

a.
b. Pelayanan perubahan perizinan;

.z

Pelayanan perpanjangan/daftar ulang perizinan;

P

Pelayanan pemberian salinan perizinan;

e. Pelayanan pencabutan perizinan atas permohonan sendiri.

Bagian kedua
Prinsip
Pasal 5
Dalam penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan

dilakukan dengan memperhatikan prinsip antara lain :

a. Profesionalisme. Memberikan Pelayanan kepada masyarakat
secara Profesional Ramah dan Transfaran dalam melaksanakan
pekerjaan melayani masyarakat serta pelaksana pelayanan harus
memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas;

b. Partisipasif. Penyusunan Standar yaitu peningkatan peran serta
masyarakat dalam  penyelenggaraan pelayanan dengan
memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat;

c. Kepastian Hukum. Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban
dalam penyelenggaraan pelayanan pelayanan sesuai aturan dan

Norma yang berlaku.



BAB IV
JENIS PELAYANAN PERIZINAN
Pasal 6

(1) Jenis Perizinan dan Nonperizinan yang diselenggarakan dengan
Pola PTSP Kabupaten Muara Enim, terdiri dari :

a. Di bidang Kesehatan, meliputi :

1. Perizinan, terdiri dari :

a)
b)
c)
d)

€)

5

i)

Izin Toko Obat;

Izin Pengobat Tradisional (SIPT);

Izin Apotek;

Izin Optik;

Izin Praktek Dokter Umum;

Izin Praktek Dokter Gigi;

Izin Praktek Dokter Spesialis;

Izin Praktek Perawat;

Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan
Kelas D Pratama;

Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan
Kelas D Pratama;

Izin Mendirikan Klinik;

Izin Operasional Klinik;

[zin Laboratorium klinik Umum dan Pratama;
Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi,
Izin Klinik Kecantikan;

Izin Pijat/Urut;

Izin Pelayanan Kesehatan SPA;

Izin Depot Air Minum;

Izin Klinik Bersalin;

Izin Praktek Bidan;

Izin Hygiene Sanitasi Jasa Boga;

Izin Operasional Puskesmas;

Izin Praktek Fisiotrafis (SIPF);

Izin Tukang Gigi;

Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;

Izin Kerja Terapis Gigi dan Mulut;

Izin Praktik Ahli Gizi /Nutrisionis;

Izin Kerja Ahli Gizi /Nutrisionis;

Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;



dd) Izin Kerja Ahli Tenaga Laboratorium Medik;

ee) Izin Kerja Tenaga Kesehatan Lingkungan (Sanitarian);

ff) lzin Praktik Tenaga Kesehatan Lingkungan
(Sanitarian);

gg)  Izin Praktik Apoteker;

hh) Izin Tenaga Tekhnis Kefarmasian (Asisten Apoteker);

ii) Izin Praktik Perekam Medik;

1) Izin Kerja Perekam Medik;

kk) Izin Praktik Radiografer;

1) Izin Kerja Radiografer;

mm) lzin Praktik Fisioterafi;

nn) lzin Kerja Fisioterafi;

oo} lzin Praktik Refleksionis Optision;

pp) Izin Kerja Refleksionis Optision;

qq) Izin Praktik Hemodialisa,

rr)  Izin Kerja Hemodialisa;

ss) Izin Praktik Akufuntur;

tt)  lzin Praktik Ahli Tekhnik Elektro Medik;

uu) Izin Kerja Ahli Tekhnik Elektro Medik;

vv) Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF);

ww) Izin Praktik Okupasi Terapis;

xx) Izin Praktik Terapis Wicara;

yy) Izin Praktik Psikologis Klinis;

zz) lzin Kerja Psikologis Klinis;

aaa) lzin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

bbb) Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT,

ccc) Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan
Binatang Pembawa Penyakit;

ddd) Izin Toko Alat Kesehatan;

eee) Izin Unit Transpusi Darah

2. Nonperizinan, terdiri dari :
Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT);

b. Di bidang Perhubungan, meliputi :
1. Perizinan terdiri dari
a) lzin Trayek;
b) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek;
c) lzin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam
Trayek;
d) Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus;



e)
f)

g
hj

Izin Bongkar Muat;
Izin Penyimpanan Kendaraan Pool;
Izin Operasional Bengkel Tertunjuk (Khusus);

Izin Operasional Bengkel Umum;

2. Nonperizinan terdiri dari :

a)
b)
c)
d)

€]

Analisis Dampak Lalu Lintas;

Rekomendasi Izin Pembangunan Pelabuhan Danau;
Rekomendasi Izin Pembangunan Pelabuhan;
Rekomendasi Pengelolaan Terminal Khusus Untuk
Kepentingan Sendiri;

Rekomendasi Izin Penggunaan Perairan Pelabuhan

c. Di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan,

meliputi :

1. Perizinan terdiri dari :

a)
b)
c)
d)
e)
f

gl
h)
i)

i)

k)

1)

Izin Usaha Tanaman Pangan;

Izin Usaha Hortikultura;

lzin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman;
Izin Usaha Peternakan;

Izin Usaha Budidaya Peternakan;

Izin Usaha Pembibitan Peternakan;

Izin Usaha Rumah Potong Hewan;

Izin Usaha Tempat Pemotongan Hewan;

Izin Praktek Dokter Hewan;

Izin Praktek Paramedik Hewan,;

Izin Praktek Konsultasi Dokter Hewan (Pelayanan
Kesehatan di Unit Usaha Peternakan);

Izin Klinik Hewan;

m) Izin Usaha Tempat Hewan Kesayangan (Pet shop,

n)
o)
p)
q

1)

s)

t)

Poultry shop, Grooing, Kennel Caterry;

Izin Usaha Obat Hewan;

Izin Usaha Pakan Ternak;

Izin Usaha Peralatan Ternak;

1zin Pemasukan dan Pengeluaran Bibit Ternak;

Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal
Hewan dan Tumbuhan;

Izin Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan;
Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan.

2. Nonperizinan terdiri dari :

a)

Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan;



1)

Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura;
Pendaftaran / Varietas Tanaman;

Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
Pendaftaran Alat Mesin Pertanian;
Perlindungan / Pendaftaran Varietas Tanaman;
Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan dan Hewan;
Pendaftaran Pupuk;

Pendaftaran Pestisida;

Rekomendasi Ekspor / Impor Beras Tertentu;
Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;
Pendaftaran Usaha Peternakan,

m) Pendaftaran Pakan Ternak;

n)

Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Produk

Hewan.

d. Perizinan di bidang Perikanan, meliputi :
1. Izin Usaha Budidaya Ikan;
2. Izin Usaha Pembenihan lkan.

e. Di bidang Perindustrian dan Perdagangan, meliputi :

1. Perizinan terdiri dari :

al
b)
c)
d)

€)

)

g
h)

i)

Izin Usaha Industri;

Izin Perluasan Industri;

Izin Usaha Kawasan Industri;

Izin Perluasan;

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
(SIUP-MBY);

Izin Usaha Toko Swalayan;

Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP};

Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

Surat Izin Usaha Perdagangan.

2. Nonperizinan terdiri dari :

&.
b)
c)
d)

Tanda Daftar Gudang;

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);

Tanda Daftar Perusahaan;

Surat Keterangan Pengecer Minuman Berakohol
Golongan A (SKP-A);

Surat Keterangan Penjual Langsung Minum di Tempat
Minuman Berakohol Golongan A (SKPL-A);

Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang,

Konvensi dan/atau Seminar Dagang,
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g) Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian;

h) Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan
atau Jasa;

i) Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi Barang
Kebutuhan Pokok (TDPUD-Bapok).

f. Di bidang Perkebunan, meliputi :

1. Perizinan terdiri dari :
a) Izin Usaha Perkebunan (IUP);
b) Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B);
¢) Izin Usaha Perkebunan Pengelolaan (IUP-P).

2. Nonperizinan terdiri dari :
a) Surat Tanda Daftar Perkebunan;
b) Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B);
c) Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-P).

g. Di bidang Pendidikan, meliputi :
1. Perizinan terdiri dari :
a) Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan;
b} Izin Operasional Satuan Pendidikan;
c) lzin Penyelenggara Satuan Pendidikan Kerja Sama;
d) Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Dengan
Modal Asing;
e) lzin Usaha Perfilman.
2. Nonperizinan terdiri dari :
a) Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film;
b) Pendaftaran Usaha Pembuatan, Jasa  Teknik,
Pengarsipan Film;
¢) Surat Rekomendasi Impor Film.

h. Di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
meliputi :
1. Perizinan terdiri dari :
a) lzin Mendirikan Bangunan (IMB);
b} Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJK);
¢) lzin Penyelenggara Reklame;
d) Izin Dispensasi Jalan;
e) Surat lzin Peil Banjir;

L1



2. Nonperizinan terdiri dari :

a) Rekomendasi Pemakaian Badan Jalan;
b) Sertifikat Laik Fungsi;

5. [Bn

bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman,

meliputi :

1. Perizinan terdiri dari :
a) lzin Lokasi;
b) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);

c) Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun;

d) Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan

Rusun.

2. Nonperizinan terdiri dari :

a) Pengesahan Pertelaan;
b) Sertifikat HMRS a/n Developer;
c) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS)

a/n Pembeli.

j. Nonperizinan di bidang Kepariwisataan, meliputi :

o N L

8.
9.

10.
1l
12.

13.
14.
15.

Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata;

Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata,

Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;

Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata;

Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi.

Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan
Hiburan dan Rekreasi;

Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata;

Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;

Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta;

Tanda Daftar Usaha Spa;

Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan,
Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;

Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata;

Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

Sertifikasi Usaha.

k. Di bidang Lingkungan Hidup, meliputi :

1. Perizinan terdiri dari ;

a) Izin Lingkungan;

12



b) lzin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (B3);
c¢) Izin Pembuangan Air Limbah;
d) Izin Pembuangan Air Limbah Domestik;
e) Izin Pemanfaatan Air Limbah Pada Tanah.
2. Nonperizinan terdiri dari :
Surat Pernyataan Kesanggupan  Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan (SPPL).

|. Perizinan di bidang Koperasi dan UKM, meliputi :

a) Izin Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/ Unit Simpan Pinjam
(USP);

b) lzin Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Pembiayaan
Syariah (KSPPS)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syariah (USPPS);

¢) Izin Pembukaan Kantor Cabang;

d) Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu;

e) Izin Pembukaan Kantor Kas.

m. Perizinan di bidang Ketenagakerjaan, meliputi :
a) Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing
(IMTA);
b} Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

BAB V

TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN, MAKLUMAT PELAYANAN
DAN LAYANAN PENGADUAN

Bagian Kesatu
Tata cara
Pasal 7
(1) Tata Cara pelayanan perizinan pada DPMPTSP sebagai berikut:

a. Pemohon Melakukan Pendaftaran di OSS melalui alamat
https: / /www.0ss.go.id/oss/;

b. Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha Melalui OSS;

c. Pemohon Mendapatkan NIB , dan Perizinan Berusaha
melalui OSS;

d. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen pada DPMPTSP
Tim Teknis PTSP Melakukan Survey dan/atau Monotoring
Perizinan ke tempat Lokasi Usaha (Jika diperlukan);

f. DPMPTSP Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen
atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS;
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(2)

(3)

(1)

(2)

g. Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari

OSS.

Terhadap Pelayanan Jenis perizinan dan nonperizinan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak dipungut
retribusi, kecuali Pasal 6 ayat (1) huruf b, 1, a) dan huruf h, 1,
a) dikenakan retribusi.

Alur dan Tata Cara Pelayanan serta Komponen standar
pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud
pada pasal 6 tercantum dalam lampiran II dan IV yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan
Bupati ini.

Bagian Kedua
Maklumat Pelayanan

Pasal 8
Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan
kewajiban DPMPTSP untuk melakukan pelayanan sesuai
dengan Standar Pelayanan yang berisikan :
a. Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan
pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;
b. Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban
dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.
Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran [l yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan harus
dipublikasikan secara jelas dan luas.

Bagian Ketiga
Layanan Pengaduan

Pasal 9

(1) Pengaduan terhadap proses penyelenggaraan perizinan dapat

dilakukan melalui :

. Kotak saran dan pengaduan;
. Call center;

. Email;
. Aplikasi SMS Gateaway;

a
b
c. Short Message Service (SMS);
d
e
f. Aplikasi Web Site.
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(2) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditindaklanjuti oleh DPMPTSP paling lambat 3 (tiga) hari kerja
sejak pengaduan diterima.

(3) Bagan alur Layanan Pengaduan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tak terpisahkan dari

peraturan bupati ini.

BAB VI
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 10

(1) Sarana dan Prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan dan nonperizinan terdiri dari loket-
loket pelayanan sepeerti :

a, Loket Informasi,
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket pengambilan.

(2) Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan dan
nonperizinan meliputi :
a. Aplikasi melalui sistem OSS;
b. Aplikasi Online Perizinan;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

BAB VII
PERAN SERTA, KEPUASAN MASYARAKAT SERTA
KETERBUKAAN INFORMASI
Bagian Kesatu
Peran serta masyarakat
Pasal 11
(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-
luasnya untuk berperan serta dalam pelayanan perizinan dan
nonperizinan.
(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dengan cara :
a. Melakukan pengawasan untuk peningkatan pelayanan;
b. Memberikan saran dan/atau pendapat dalam rangka
peningkatan pelayanan; dan
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

c. Menyampaikan informasi terhadap produk dan kinerja

pelayanan.

Bagian Kedua
Kepuasan Masyarakat
Pasal 12

DPMPTSP dapat melakukan survey indeks kepuasan masyarakat
secara periodik dan berkesinambungan untuk mengetahui
tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan
perizinan dan nonperizinan.

Untuk melaksanakan survey indeks kepuasan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP dapat
bekerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pelaksanaan Survei indeks kepuasan masyarakat sebagaimana
pada ayat (1) dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Hasil survey indeks kepuasan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada masyarakat

melalui media yang sesuai.

Bagian Ketiga
Keterbukaan Informasi
Pasal 13

DPMPTSP menyediakan informasi publik sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang dapat diakses dengan
mudah dan cepat oleh masyarakat.
Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai
yaitu :
a. Informasi persyaratan, prosedur, waktu dan retribusi;
b. Informasi penelusuran posisi dokumen pada setiap proses

pelayanan perizinan;
c. Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam

penyelenggaraan pelayanan, dan

d. Informasi mengenai tata cara pengaduan.
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BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 14
Pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan

nonperizinan terpadu satu pintu dilakukan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 15
Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan nonperizinan terpadu satu pintu dilakukan secara
melekat dan berjenjang oleh atasan langsung dan secara

fungsional oleh Aparat Pengawasan Fungsional.

Pasal 16

(1) DPMPTSP wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan
penanggung jawab pemegang perizinan dan nonperizinan atas
ketentuan dalam izin sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pengawasan yang dilakukan oleh DPMPTSP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :

a. Melakukan pemantauan;
b. Membuat laporan hasil pemantauan;
¢. Melakukan evaluasi.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersifat
administratif dilakukan oleh DPMPTSP, sedangkan pengawasan
yang bersifat teknis dilakukan oleh Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) Teknis terkait sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 17
Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan secara tertulis setiap 3
(tiga) bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah tentang

pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim (Berita
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Nomor 11) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim

Pada tanggal 15 Juni 2620

Plt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI

Dto
JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 15 Juni 2626,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

Dto

HASANUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2020 NOMOR 3e,
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LAMPIRANI : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 3¢ TAHUN 2020

TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN MUARA ENIM

ALUR DAN TATA CARA PENGADUAN

PEMOHON KASI KONSULTASI DAMN PENGADLUAN
"iF : MENERIMA
PEMOHON MENYAMPAIKAN
B S bt w FENCADUAN
J Y-
= LANGSUMNG —|
- KOTA SARAN DAN ENTRY DATA
PENGADUAN
- SMS ..-;-
eman -
SMS CATEWAY
WEBSITE
L
ANALISA
MENERIMA NOMOR PENYEBAB
PENGADUAN -
F
MAELARL A
TIMAN
MENDAPATKAN
MEMEBERIKAN
INFORMASI - MEMBERIK.
KEPEMOHON

< PERNYATAAN
o, PUAS

" e

l YA = D-Gxunj_/_J
LAFPORAN HASIL
PENGADUAN
——

3

r SELESAI ]

9

Plt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI

Dto
JUARSAH
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A.

LAMPIRAN T : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 3@ TAHUN 2020

TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN MUARA ENIM

ALUR DAN TATA CARA PELAYANAN PERMOHONAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSIONS (OSS)

Plt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI

Dito
JUARSAH
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B. ALUR DAN TATA CARA PELAYANAN PERMOHONAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN (TANPA RETRIBUSI)

Pit. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI

Dto
JUARSAH
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C.

ALUR DAN TATA CARA PELAYANAN PERMOHONAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN (RETRIBUSI)

Meorcan infarmas

W a4
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' 1 Tim lelr.r-m
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o Premitazan
1 e
| ¥a
| f “H.
:: Syt >
s 'Iﬂﬂﬁ :.,‘_‘.‘1 ."'-
Ya
170 Diolik
f Ceatak SKRD
-
memtayar Retribus: ke Kas Pambinysimn SKRD dan
Dseran sasuai dengan SKRD Hm-m‘-gﬂh
ke Bank Sumsel Babel A .
@i&} -uam.q.i—.l hhﬁ

=" G’f@%

Pit. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI

Dto
JUARSAH
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PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

- 38 TAHUN 2020
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN MUARA ENIM

i

Plt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI

Dto
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LAMPIRAN [V : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR

TENTANG

3¢ TAHUN 2020

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN MUARA ENIM

e Izin Toko Obat

URAIAN

1 Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah (PP} Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

Peraturan Menteri Keschatan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2005 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan

fR

10.
11.

12.

Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.000 dan cap

Rekomendasi Dinas Keschatan

Fotacopy NPWP dan KTP pemohon

Surat pernyataan kesediaan asisten apoteker untuk menjadi
penanggung jawab teknis farmasi

Surat perjanjian kontrak kerja antara pemilik sarana
dengan asisten apoteker

. Fotocopy ijazah Asisten apoteker yang telah di legalisir oleh

pejabat yang berwenang

Fotocopy surat izin kerja asisten apoteker tenaga teknis
kefarmasian (SKTTK)

Pas foto berwarna ukuran 4x6 3 (tiga) lembar latar belakang
merah

Fotocopy SIUP dan TDP

Fotocopy Tanda lunas PBB tahun terakhir

Surat pernyataan dari pemilik tidak terlibat pelanggaran
peraturan perundang-undangan bidang obat di aras materai
Rp.6.000,-

Surat Kuasa diatas materai Rp. 6.000 dan Fotocopy KTF
bagi yang dikuasakan

. Denah Lokasi Tempat usaha.

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan

kemudian menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permochonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;

Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan  dikembalikan untuk  dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;
Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan untuk permohonan izin tertentu;
Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;
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8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAF,

9, Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris,

10. Sekretaris melalui stal sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11. Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris  terhadap  sertifikat permohonan untuk
ditandarangani oleh Kepala DPM-FTSP;

12. Kepala DPLH’I‘SP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.

14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan,

4 Jangka Walktu | 3 hari
Penyelesaian
Biaya [ Tarif Tidak dikenakan Retribusi
Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (Izin Toko Obat)
T Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan /atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :
Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan

meliput
a. Aplikasi Online Perizinan;

b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.
8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

4., Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elekironik; dan

5. Memil:i]ﬂ kemampuan mengolah data secara elektrumk

9 Pengawasan Internal Dﬂakuk&n secara berjenjang (atasan la.ngsung],
10 Penanpanan Pengaduan, | 1. Melalui konm.ﬂtam langsung; -
Saran, dan Masukan 2. Kotak saran dan pengaduan;

3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444

4. Short Message Service (SMS] : 0811 V382 444

5. Email :dpm-prspmuaraenim@gmail.com

6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional

Prosedur dan Aplikasi 0SS

12 Jumlah pelaksana Maksimal 5 {lima) orang
13 Jaminan Keamanan dan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
Keselamatan Pelayanan akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

14 Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
Pelayanan disampaikan kepada Bupati baik secara herkala setiap

bulan dan sebap tahun, maupun apabila diperlukan
sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
pisp.amuaraenimkab.go.id.

3. Pragres. report peuyelesman pengajuan perizinan dan non
perizinan pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
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» Izin Pengobat Tradisional [SIPT)

NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomer 11 Tahun
2005 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nenperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

[y
H

Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohen disertai

meterai 6.000 dan cap

Rekomendasi Dinas Kesehatan

Fotocopy NPWP dan KTP pemohon

Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah

Rekomendasi dari organisasi profesi

Fotocopy ijazah pengobatan tradisional

Surat pengantar Puskesmas setempat

Surat Kerjasama Pengelolaan Sampah Medis

Fotocopy Tanda lunas PBB tahun terakhir

10. Pas foto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6
sebanyak 3 (tiga) lembar

11. Surat Kuasa diatas meterai Rp. 6.000 dan Fotocopy KTP

bagi yang dikuasakan

PP NSOGB

Sistem Mekanisme dan

Prasedur

1. Pemchon mendapat formulir dan penjelasan di Front office [
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan  dikembalikan untuk  dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi FTP memernntahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin vang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan ocleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

g, Koordinator Tim Telmis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui stal sekretarat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untulk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sckretaris  terhadap  sertiikat permohonan  untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP,

12_Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penverahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

Jangka

Penvelesaian

Waktu

3 hari

Biaya / Tarif

Tidak dikenakan Retribusi
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Produk Layanan

Dokumen perizinan [/ Non Perizinan
Tradisional)

(lzin  Pengobatan

Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran;

¢. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi

a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
¢. Aplkasi Perizinan;

d. Aplikasi Pengarsipan;

¢, Aplikasi GIS.

Kompetensi Pelaksana

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang
pemerintahan, ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman
modal dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

4, Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elekironik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

Pengawasan Internal

1. Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

1. Melalui konsultasi langsung;

2. Kotak saran dan pengaduan;

3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444

4. Short Message Service (SM3) : 0811 7382 444

5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com

6. Aplikasi SM3 Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0S8

12

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
alkuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

14

Evaluasi
Pelayanan

Kinerja

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati balk secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.1d.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non

perizinan dilihat pada wehsite www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
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s Izin Apotek

1 Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik [ndonesia Nomor 26
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2005 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan

1. Mengisi foermulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.000 dan cap Perusahaan,

2, Rekomendasi Dinas Kesehatan

3. Fotocopy NPWP dan KTP pemohon

4, Fotocopy Surat Izin Kerja Apoteker Tenaga Teknis
Kefarmasian [SKTTK)

5. Surat pernyataan kesediaan Apoteker untuk menjadi
penanggung jawab teknis farmasi

6. Fotocopy Akta Perjanjian kontrak Kerja antara pemilik
sarana dengan asisten

7. Asli dan Fotocopy Surat Persetujuan dari atasan bagi
pemohon Pegawai Pemerintahan, TNI dan POLRI

8, Swurat Pernyataan dari Apoteker Pengelola Apotek (APA)

9. Surat Pernyataan Pemilik Sarana tidak pernah terlibat
pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang obat-
obatan dan farmasi diatas materai Rp. 6.000

10, ljazah Apoteker Pengelola Apotek (APA) dilegalisir

11.Denah Bangunan Apotek dan denah situasi Apotek

12. Rincian Daftar Alat Perlengkapan Apotek

13.Rekomendasi Organisasi Profesi lkatan Apoteker Indonesia
(TAT)

14.Surat Keterangan Kesehatan Fisik dan Mental dari Rumah
Sakit Pemerintah untuk melaksanakan tugas Apoteker

15. Fotocopy SIUP dan TDP

16. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini

17.Pasfoto  berwarna latar belakang merah ukuran 4x06
sebanyak 3 (tiga) lembar

18.Surat kuasa diatas materai Rp. 6.000 dan fotocopy KTP bagi
yang dikuasakan

3 Sistemn Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;

5. Selanjuinya Verifikator dan Kasi AF memernksa kembali
keabsahan dan Lkelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi  persyvaratan  berkas
permiohonan  dikembalikan untuk dilengkapi, jika
permohonian perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTF melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kahid PTSP dan Kasi FTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8 Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemchon termasuk kekurangan persvaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9, Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
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Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
regisirasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris  terhadap  sertifikat permchenan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangka Waktu | 3 hari
Penvelesaian
5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi
Produk Layvanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (Izin Apotik)
7 Sarana. Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas preduk pelayanan perizinan terdiri dari
Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran:
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi vang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS,
8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan  minimal sarjana  terutama  bidang
pemerintahan, ekonomi, hulkum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman
maodal dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elekironik; dan
5. Memilili kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 Penanganan Pengaduan, 1. Melalui konsultasi langsung;
Saran, dan Masukan 2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab,go.id
11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 Jaminan Keamanan dan 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan
Keselamatan Pelayanan secara akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

i4 Evaluasi Kinerja 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
Pelayanan disampaikan kepada Bupati baik secara berkala setiap

bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan

sewaktu-waktu;
2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website
www.dpm- Bl i Ld.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan
non perizinan dilihat pada website www.dpm-
pisp.muaracnimkab.go.id.
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e [zin Optik

NO

URAIAN

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronilk

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronil

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nemor 11 Tahun
2005 Tentang Perizinan i Bidang Kesehatan.

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Moedal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat M Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

1. Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.000 dan cap Perusahaan.
2. Rekomendasi Dinas Kesehatan
3. Fotocopy NPWP dan KTP pemohon
4. Fotocopy Akta Pendinan Perusahaan Optikal yang disahkan
oleh Notaris
5. Surat Pernyataan Kesediaan Refraksionis Optisien untuk
menjadi Penanggung Jawab Optikal dengan melampirkan:
a. Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemilik Sarana
Optikal dengan Refraksionis Optisien
b. Surat keterangan dari pejabat berwenang bahwa
Refraksionis Optisien berpenduduk Kab., Muara Enim
c. Fotocopy ljazah Refreksionis Optisien vang dilegalisir
oleh pejabat yang berwenang
d. Fotocopy Surat Izin Kerja (SIK)] Refraksionis Optisien
dan Surat Izin Refraksionis Optisien (SIRO)
e, Surat Keterangan Kesehatan Fisik dan Mental dari
' Rumah Sakit Pemerintah untuk melaksanakan tugas
Refraksionis Optisien
f. Pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6
sebanyak 3 (tiga) lembar
6. Surat pernyataan Kerjasama dari Laboratorium Optik
temnpat Pemrosesan lensa-lensa pesanan bagi yvang tidak
memiliki laboratorium
7. Daftar Sarana dan Prasarana terperinci meliput Ruang
Kerja Optikal, Ruang Laboratorium, Ruang Pemeriksaan,
Ruang Tamu dan Pamer
8. Daftar pegawai serta tugas dan fungsinya
9. Denah Ruangan Sarana dan Prasarana dengan skala 1 : 100
10. Surat Keterangan/ Rekomendasi dan Organisasi Profesi
11. Fetocopy IMB, SIUF dan TDP
12. Fotocopy Tanda Lunas FBB tahun ini
13. Surat kuasa diatas materai Rp. 6.000 dan fotocopy KTP bagi
yang dikuasakan

Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan Kemudian
menyerahkan ke Front office /| Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permchonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;

5. SBelanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan  dikembalikan untuk  dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSF;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesual dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permochonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
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lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9, Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
scekretaris  terhadap  sertifikat  permohonan  unituk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangka Waktu | 3 hari
Penyelesaian
Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi
6 Produk Layanan Doloumen perizinan [ Non Perizinan (Izin Optik)
Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran;

¢. Loket Perigambilan.

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan

meliputi ¢

a. Aplikasi Online Perizinan;

b. Aplikasi Bedah Investasi;

c. Aplikasi Perizinan;

d. Aplikasi Pengarsipan;

e. Aplikasi GIS.

B Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama:.  bidang
pemerintahan, ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal

dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal

dan pelayanan terpadu; :

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan

perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan Pengaduan, | 1. Melalui konsultasi langsung;
Saran, dan Masukan 2. Kotak saran dan pengaduan;

3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444

4. Short Message Service |SMS) : 0811 7382 444

5. Email :dpm-pispmuaraenim/@gmail.com

6. Aplikasi SMS Gate Away;

T. Website : dpm-ptsp. muaraenimkah.go.id

11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional

Prosedur dan Aplikasi 0SS

12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan dan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
Keselamatan Pelayanan akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-wakiu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.
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¢ [zin Praktek Dokter Umum

NO | KOMPONEN

1 Dasar Hukum

ki

Peraturan Pemerintah (PF) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elelctronile

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2005 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemochon

disertai meterai 6.000 dan cap

2. Fotocopy NPWP dan KTP pemohon

3. Fotocopy ijazah dokter

4. Surat keterangan sehat dari dokter

5. Swurat pernyataan tentang pengolahan limbah dan sampah
medis yang diketahui instansi pemerintah

6. Rekomendasi dari organisasi profesi (IDI) sesuai dengan
tempat praktek

7. Surat persetujuan dari atasan pada instansi pemerintah
atau non pemerintah

8. Asli Surat Tanda Regisirasi (STR) Dokter

9, Surat Pernyataan mempunyai tempat prakrek

ditandatangani yang bersangkutan disertai materai Rp.
6.000 dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah

10. Surat Pernyataan mempunyai tempat praktelk diketahui

1

pemilik sarana kesehatan
1. Fotocopy IMB, SIUP dan TDP |(Bersama/Klinik)

12. Fotocopy Status Kepemilikan Lahan
13. Fotocepy Tanda Lunas PBB tahun ini
14. Pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6

sebanyak 3 (tiga) lembar

15. Surat kuasa diatas materai Rp. 6.000 dan fotocopy KTP

bagi yang dikuasalcan

3 Sistern  Mekanisme
Prosedur

dan

10.

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;

Selanjutnva Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permchonan dan apabila
kelengkapan belummn memenuhi persyaratan berkas
permohonan  dikembalikan untuk  dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;
Pemchon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendehara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

Kabid FTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permoheonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tupgas;

. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan

lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan telnis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

Sekretaris melalui staf sekretariat memberilkkan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikar permohonan izin;
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11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris  terhadap  sertifikat  permohonan  untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-FTSF;
12 Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
13. Pengarsipan;

14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket
pengambilan.
4 Jangka Waktu | 3 hari
Penyelesaian
Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi
6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (Izin Prakiek Dokter Umum]
Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti ;

a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran:

c. Loket Pengambilan.

Sistern aplikasi vang digunakan dalam pelayanan perizinan

meliputi :

a. Aplikasi Online Perizinan;

b. Aplikasi Bedah Investasi;

c.  Aplikasi Perizinan;

d Aplikasi Pengarsipan;

e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan  minimal sarjana  terutama  bidang
pemerintahan, ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal

dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal

dan pelayanan terpacdu;

4, Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan

perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan [nternal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan Pengaduan, | 1. Melalui konsultasi langsung;
Saran, dan Masukan 2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444

4, Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

5. Email :dpm-ptspmuaraenimi@gmail.com

6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website ;: dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional

Prosedur dan Aplikasi 055

12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan dan | 1, Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
Keselamatan Pelayanan akuntabel dan transparan; _

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

14 | Evaluasi Kinerja | 1, Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waldu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimlab.go. id.
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e [zin Praktek Dokter Gigi;

NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1.

Peraturan Pemerintah (PP} Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terntegrasi Secara
Elektronik

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2005 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

o

B Wbk

o

10,

11
12.
13
14,

15.

Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon
disertai meterai 6,000 dan cap

Fotocopy NPWP dan KTP pemohon

Fotocopy ijazah dokter

Surat keterangan sehat dari dokter

Surat pernyataan tentang pengolahan limbah dan sampah
medis yang diketahui instansi pemerintah

Rekomendasi dari organisasi profesi (IDI) sesuai dengan
tempat praktek

Surat persetujuan dari atasan langsung bagi dokter yang
bekerja pada instansi pemerintah atau non pemerintah

Asli Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter

Surat Pernvataan mempunyai  tempat praktek
ditandatangani yang bersangkulan disertai materai Rp.
6.000 dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah

Surat Pernyataan mempunyai tempat praktek diketahui
pemilik sarana kesehatan

Fotocopy IMB, SIUP dan TDP (Bersama/Klinik)

Fotocopy Status Kepemilikan Lahan

Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini

Pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 94xb
sebanyak 3 (tiga) lembar

Surat kuasa diatas materai Rp. 6.000 dan fotocopy KTP
bagi yang dikuasakan

Sistem Mekanisme
Prosedur

dan

. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office

J Pelayanan

. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan

kemudian menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika

lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi

ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Admmistrasi
perizinan;

Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan  dikembalikan untuk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi, PTP melalui Kabid PTSP,

. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumse]

babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan untuk permohonan izin tertentu;

. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk

melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
uniuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan
oleh pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis
serta menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan

menyerahkan berkas permohenan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran

registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
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AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris  terhadap  sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSPF;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK  kepada pemohon melalui loket
pengambilan.
4 Jangka Walctu | 3 hari
Penyelesaian
Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi
Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (Izin Praktek Dokter Gigi)
Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana FTSP dalam melaksanalan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran;

¢. Loket Pengambilan,

Sistem aplikasi yang dipunakan dalam pelayanan perizinan

meliputi ;

a. Aplikasi Online Perizinan;

b. Aplikasi Bedah Investasi;

c. Aplikasi Perizinan;

d. Aplikasi Pengarsipan;

e. Aplikasi GIS, |

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang
pemerintahan, ekonomi, hulkum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraruran tentang penanaman modal

dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal

dan pelayanan terpadu;

4, Memililki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan

perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan Pengaduan, | 1. Melalui konsultasi langsung;
Saran, dan Masukan 2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444

4, Short Message Service (SMS)} : 0811 7382 444

5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com

6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional

Prosedur dan Aplikasi 0SS

12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (ima) orang
13 | Jaminan Keamanan dan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
Keselamatan Pelayanan akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas secktoral dan
instansi vertikal.

14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.
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¢ [zin Praktek Dokter Spesialis

NO | KOMPONEN

URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan  Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
3, Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2005 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan,
4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim
2 Persvaratan Layanan 1. Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.000 dan cap
2. Fotocopy NPWP dan KTP pemohon
3. Fotocopy ijazah dokter
4. Surar kererangan sehat dari dokter
5. Surat pernyataan tentang pengolahan limbah dan sampah
medis yang diketahui instansi pemerintah
6. Rekomendasi dari organisasi profesi (IDI) sesuai dengan
tempat praktek
7. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi dokter vang
bekerja pada instansi pemerintah atau non pemerintah
8. Asli Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter
9. Surat Pernyataan mempunyai tempat praktek ditandatangani
yvang bersangkutan disertai materai Rp. 6.000 dan diketahui
oleh Kepala Desa/Lurah
10.Surat Pernyataan mempunyai tempat praktek diketahui
pemilik sarana kesehatan
11.Fotocopy IMB, SIUP dan TDP (Bersama/Klinik)
12.Fotocopy Status Kepemilikan Lahan
13.Fotocapy Tanda Lunas PBB tahun ini
14.Pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak
3 (tiga) lembar
15.8urat kuasa diatas materai Rp. 6.000 dan fotecopy KTP bagi
yang dikuasakan
3 Sistem Mekanisme dan | - Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Prosedur Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office [ Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan  berkas
permohonan  dikembalikan untuk  dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP:

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu:

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permochonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP:

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
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AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris  terhadap  sertifikat  permohonan  untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-FT3F;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

Jangka Waktu

Penyelesaian

3 hari

Biaya [ Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Dokumen perizinan / Non Perizinan (lzin Praktek Dokter
Spesialis)

Sarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran:

c. Loket Pengambilan,
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi

a. Aplikasi Online Perizinan;

b. Aplikasi Bedah Investasy;

¢. Aplikasi Perizinan;

d. Aplikasi Pengarsipan;

e. Aplikasi GIS.

Kompetensi Pelaksana

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang
pemerintahan, ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman
modal dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

4, Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elekironik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;

Whatsapp Lavanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444

Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com

Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

o T T o o

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanaksn sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS

12

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13

Jaminart Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

|14

Evaluasi
Pelayanan

Kinerja

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.
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e [zin Praktek Perawat

NO KOMPONEN

URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah (PP)] Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2018 Tentang Pelayanan FPerizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomeor 11 Tahun
2005 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.
4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim
2 Persyaratan Layanan 1. Mengtst formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.000 dan cap
2. Fotocopy NPWP dan KTP pemohon
3. Fotocopy ijazah keperawatan
4, Fotocopy Surar Tanda Registrasi (STR) Keperawatan
dilegalisir
5. Surat pernyataan tentang pengelahan limbah dan sampah
medis yang diketahui instansi pemerintah
6. Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai SIP
7. Surat pemyataan memiliki tempat kerja di fasilitas
keschatan tempat praktek pelayanan atau keperawatan
secara mandiri
8. Rekomendasi dari organisasi profesi Perawat
9. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan
10. Pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak
3 (tiga) lembar
11.Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini
12.Surat persetujuan dari Instansi Dinas Kesehatan untuk PNS
13.Surat kuasa diatas materai Rp. 6.000 dan fotocopy KTP bagi
yvang dilkuasakan
3 s Nelmetoria  dan |5 Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Prosedur Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office [ Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4, Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan  dikembalikan untuk  dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

G. Pemochon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertenty;

7. Kabid PTSP dan Kasi PIP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuanglkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
selretaris  terhadap  sertifikat  permochonan  untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
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13.Pengarsipan;
14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Janghka Waktu | 3 hari
Penyelesaian
Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi
Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (lzin Praktek Keperawatan)
Sarana, Prasarana | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran;

c. Loket Pengambilan,

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan

meliputi

a. Aplikasi Online Perizinan,;

b. Aplikasi Bedah Investasi;

c. Aplikasi Perizinan;

d. Aplikasi Pengarsipan;

e. Aplikasi GIS.

B Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama hidang
pemerintahan, ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal

dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal

dan pelayanan terpadu;

4, Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan

perizinan elektronik; dan

5, Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan [nternal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 Penanganan Pengaduan, | 1. Melalui konsultasi langsung;
Saran, dan Masukan 2. Kotak saran dan pengaduan;

3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444

4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

5. Email :dpm-ptspmuaraenimf@gmail.com

6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional

Prosedur dan Aplikasi 033

12 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 Jaminan Keamanan dan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
Keselamatan Pelayanan akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

14 Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan rupas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-

.muaraeni go.id.
3. Progres repart penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilibat pada website www.dpm-

ptsp.muaraenimkab.go.id.
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e Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama

NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah (PP} Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

3, Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2005 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

1. Mengisi formulir yang ditandatangani eleh pemohon disertai

meterai 6.000 dan cap

Fotocopy NPWP dan KTP pemohon

Rekomendasi Dinas Kesehatan

Fotocopy Akte pendirian perusahaan yang dilegalisasikan oleh

pejabat yang berwenang

Studi kelayakan

Master plan

Detail Engineering Design (DED)

Status kepemilikan Tanah dan Pemilik Rumah Sakit

. Fotocopy IMB, SIUP dan TDP

10. UKL, UPL dan AMDAL

11.Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini

12.Pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak
3 (tiga) lembar

13.Surat kuasa diatas materai Rp. 6.000 dan fotocopy KTF bagi
yang dikuasakan

ok

0o

Sisten Mekanisme dan

Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permochonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinen dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan den di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan  belum  memenuhi  persyaratan  berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permochonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas; '

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekuranpgan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9, Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yeng sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11,Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris  terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSF;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

Jangka

Waktu

3 hari




Penyelesaian

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi
6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan {lzin Mendirikkan Rumah
Sakit)
7T Sarana, Prasarana, | Sérana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :
L Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
¢. Loket Pengambilan.
2 Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliput :
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
¢, Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.
8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2, Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan
3, Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.,
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan Pengaduan, | 1. Melalui konsultasi langsung;
Saran, dan Masukan 2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444
4, Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5, Email :dpm-ptspmuaraenim(@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesual dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan dan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
Keselamatan Pelayvanan alkuntabel dan transparan;

2, Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaltu-waltu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

S Pragres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimbkab.go.id
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« lzin Operasional Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama;

NO | KOMPONEN

URAIAN

i Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2005 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan

1. Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.000 dan cap

2. Rekomendasi Dinas Kesehatan

3. Fotocopy NPWP dan KTP pemohon

Dokumen Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk

rumah sakit rawat jalan dan rawat inap

5. Profil Rumah Sakit meliputi Visi dan Misi, Lingkup Kegiatan,
Rencana Strategis dan Struktur Organisasi

6. Instrumen self asessment sesuai dengan klasifikasi Rumah
Salit

7. Gambar Design (blue print) dan foto bangunan serta sarana
dan prasarana pendukung

8. Sertifikat laik fungsi

9. Daftar Peralatan Medis dan non medis

10.Daftar sediaan Farmasi dan alat keschatan

11.Dokumen Administrasi dan Manajemen

12.Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini

13.Fotocopy IMB, SIUP dan TDP

14.Izin mendirikan Rumah sakit bagi izin operasional untuk
instrumen pertama kali

15.Surat kuasa diatas materai Rp. 6.000 dan fotocopy KTP bagi
yang dikuasakan

>

3 Sisten Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyvaratan kemudian
menyerahkan ke Front office [ Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan  berkas
permohonan  dikembalikan untuk  dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi, PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel

babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-

undangan untuk permohonan izin tertentu;

Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk

melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis

untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
laparigan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan cleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

10. Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris  terhadap  sertifikat  permohonan  untuk
ditandatangani cleh Kepala DPM-PTSP;

i
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12. Kepala DPMPTSF menandatangani SK izin (pengesahan);
13.Pengarsipan;
14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan. |

L Jangka Waktu | 3 han

Penyelesaian

Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi J
6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (lzin Operasional Rumah

Saldt)

7 Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran;

c. Loket Pengambilan,

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan

meliput

al Aplikasi Online Perizinan;

b) Aplikasi Bedah Investasi;

c) Aplikasi Perizinan;

d} Aplikasi Pengarsipan;

ej Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan mimnimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan pernzinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung};
10 | Penanganan Pengaduan, | 1. Melalui konsultasi langsung;
Saran, dan Masukan 2. Kotak saran dan pengaduan;

3. Whatsapp Layenan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
+44

4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com

6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional

Prosedur dan Aplikasi 055

12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan dan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
Keselamatan Pelayanan akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Neon Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaltu-waktu;
2. Secara berkala dilaporkan juga melaln website www.dpm-
3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.
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¢ [zin Mendirikan Klinik

NO | KOMPONEN

1 Dasar Hulum

. Peraturan Pemerintah (PP} Nomor 24 Tahun 2015 tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2005 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan

10.

11

12,
13. Pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak

14.
15.

. Fotocopy Akte pendirian berbadan hukum  yang

. Fotocopy Surat lzin Bidan (SIB) dan ijazah para medis

Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.000 dan cap

Fotocopy NFWP dan KTP pemchon

Pemohon adalah Pimpinan lembaga berbadan
hukum/perorangan sarana kesehatan dimaksud

dilegalisasikan

Bagl pemohon perorangan, diperlukan riwayat pengalaman
kerja yang disahkan oleh instansi tempat yang bersangkutan
bekerja (instansi yang berwenang)

Akte kepemilikan tanah dan sertifikat atan bukti sewa
kontrak minimal 5 tahun

Dafiar tenaga profesi kesehatan dan struktur organisasi
pelayanan yang diuraikan dalam pembagian tugas dalam
penyelenggaraan pelayanan

Fotocopy SP, SIP, SPTP dokter-dokter setempat sebagai
penanggung jawab

(perawat / bidan)

Dokumen SPPL untuk Klinik Rawat Jalan atau dokumen
UKL/ UPL untuk Klinik rawat inap

Profil klinik yang akan didirikan meliputi pengorganisasian,
lokasi bangunan, prasarana dan sarana, ketenagakerjaan,
peralatan, kefarmasian, laboratorium serta pelayanan yang
diberikan

Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini

3 (tiga) lembar

Fotocopy IMB dan Nomeor Induk Berusaha (NIB)

Surat kuasa diatas materai Rp. 6.000 dan fotocopy KTP bagi
yang dikuasakan

3 Sistemm Mekanisme dan
Prosedur

1.

2
4
4

. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian

. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi

. Tim Teknis melakukan psmeriksaan administram dan

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

menyerahkan ke Front office / Pelayanan;
Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;

Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan  dikembalikan untuk  dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSFP;
Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permchonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAF;

Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
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menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

10. Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris  terhadap  sertifikat  permohonan  untuk
ditandatangam oleh Kepala DFM-PTSP;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13. Pengarsipan;

14. Penverahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Janghka Waktu | 3 hari
Penyelesaian

5 Biaya [ Tarif Tidak dikenakan Retribusi
Produk Layanan Dokumen perizinan | Non Perizinan (lzin Mendirikan Klinik)

7 Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

#. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran;

c. Loket Pengambilan.

Sistern aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan

meliputi :

a) Aplikasi Online Perizinan;

b) Aplikasi Bedah Investasi;

¢| Aplikasi Perizinan; '

d) Aplikasi Pengarsipan;

e} Aplikasi GIS.

8 Kompetens: Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan admmistrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

4, Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5, Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal 2. Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan Pengaduan, | 1. Melalui konsultasi langsung;
Saran, dan Masukan 2. Kotak saran dan pengaduan;

3. Wharsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444

4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

5. Email :dpm-ptspmuaraenimi@gmail.com

6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkahb.go.id

11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesual dengan Standar Operasional

Prosedur dan Aplikasi 0338

12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (ima) orang
13 | Jaminan Keamanan dan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
Keselamatan Pelayanan akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewakti-waktu;

2, Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
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e [zin Operasional Klinik

NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah (PP} Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Peraturan Menteri Kesehatan Republik indonesia Nomor 26
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2005 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

o,

Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.000 dan cap

Rekomendasi Dinas Keschatan

Pemohon adalah Pimpinan lembaga berbadan
hukum/perorangan sarana kesehatan dimaksud

Fotecopy Akte pendirian berbadan hukum yang dilegalisasikan
Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dari Dinas Lingkungan
Hidup

Daftar tenaga profesi kesehatan dan struktur organisasi
pelayanan yang diuraikan dalam pembagian tugas dan fungsi
dalam penyelenggaraan pelayanan dengan melampirkan
fotocopy STR Dokter, Bidan, Perawat dan tenaga kesehatan
lainnya

Dokumen SPPL untuk klinik rawat jalan atau dokumen
UKL/UPL untuk klinik rawat inap

Profil klinik yang akan didirilkan meliputi pengorganisasian,
lokasi, bangunan, prasarena dan sarana, ketenagakerjaan,
peralatan, kefarmasian, laboratorium serta pelayanan yang
diberikan

Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini

10. Fotocopy IMB dan Nomor Induk Berusaha (NIB}

11.
12,

Fotocopy lzin Mendirikan Klinik
Surat kuasa diatas materai Rp. 6.000 dan fotocopy KTP bagi
yang dikuasakan

Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1.

2.

10.

11.

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office [
Pelayanan

Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan  belum  memenuhi persyaratan  berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permolonan izin tertentu;

Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

Sekretaris melalui stafl sekretarial memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permchonan izin;

Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk |
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ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;
12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
13. Pengarsipan;
14, Penverahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 | Jangka Waktu | 3 hari
Penyelesaian
Biaya | Tarif Tidak dikenakan Retribusi
Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (lzin Operasional Klinik)
Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi

1 Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran;

c. Loket Pengambilan.

2, Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan

meliputi

a. Aplikasi Online Perizinan;

b. Aplikasi Bedah Investasi;

c. Aplikasi Perizinan;

d. Aplikasi Pengarsipan;

e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan adminisirasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

4, Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan Pengaduan, | 1. Melalui konsultasi langsung;
Saran, dan Masukan 2. Kotak saran dan pengaduan;

3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
EE2S

4, Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

5. Email :dpm-ptspmuaraenimi@gmail.com

6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional

Prosedur dan Aplikasi OSS

12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (ima) orang
13 | Jaminan Keamanan dan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
Keselamatan Pelayanan akuntabel dan fransparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan vyang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-

ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesalan pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website
pilsp.muaraenimkab.go.id.

www.dpm- 1
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¢ lzin Laboratorium klinik Umum dan Pratama

NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah (PP} Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elekironik

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republil Indonesia Nomor 26
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2005 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

4, Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Keweneangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

1. Mengisi formulir vang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.000 dan cap

. Rekomendasi Dinas Kesehatan

Fotocopy NFWP dan KTP Pemohon

Denah bangunan laboratorium

Fotocopy ljazah dan SIP Dokter penanggung jawab dengan

sertifikat pelatihan teknis

Fotocopy ljazah dan SIPP tenaga teknis

Daftar peralatan laboratorium

. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini

. Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dari Dinas
Lingkungan Hidup

10.Surat kuasa diatas materai Rp. 6.000 dan fotocopy KTP bagi

yang dikuasakan

o

emuo

Sistem Mekanisme dan

Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permehonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan  dikembalikan untuk  dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSF;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan untuk permochonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PIP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9, Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohenan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui stal sekretariat memberikan penomoeran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kosi AP, Kasi Pelayvanan dan
sekretaris  terhadap  sertifikat permohonan  untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin [pengesahany);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

Jangka

Penvelesaian

Waktu

3 hari

Biaya [/ Tarif

Tidak dikenakan Retribusi
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Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (Izin Laboratorium Klinik)
Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :
1, Loket-loket Pelayanan seperti ;
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
2, Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan
perizinan meliputi ;
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.
8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan tminimal sarjana terutama  bidang
pemerintahan, ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman

modal dan perizinan

3. Memiliki dalam pelayanan penanaman

maodal dan pelayanan terpadu;

4, Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan

perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 Penanganan Pengaduan, 1. Melalui konsultasi langsung;
Saran, dan Masukan 2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811
T382 444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 055
12 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 Jaminan Keamanan dan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
Keselamatan Pelayanan akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

14 Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada wehsite www.dpm-
1sp. i b.go.id.
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¢ lzin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi

NO

HOMPONEN

Dasar Hukum

L

3.

Peraturan Pemerintah (PP} Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11
Tahun 2005 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.
Peraturan Bupati No, 4 Tahun 2019 Tentang
Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Camat Di
Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

9

10.Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini
11.Fotocopy IMB
12.8urat kuasa diatas materai Rp. 6.000 dan fotocopy KTP

. Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon

. Daftar tenaga profesi kesehatan dan struktur organisasi

disertai meterai 6.000 dan cap

Rekomendasi Dinas Kesehatan

Fotocopy NPFWP dan KTP pemohon

Pemohon  adalah Pimpinan lembaga  berbadan
hukum/perorangan sarana kesehatan dimaksud

Fotocopy Akte pendirian berbadan hukum yang
dilegalisasikan

Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dari Dinas
Lingkungan Hidup

pelayanan yang diuraikan dalam pembagian tugas dan
fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan dengan
melampirkan fotocopy STR Dokter, Bidan, Perawat dan
tenaga kesehatan lainnya

Dokumen SPPL untuk klinik rawat jalan atau dokumen
UKL/ UPL untuk klinik rawat inap

Profil klinikk yang  akan didirikan meliputi
pengorganisasian, Iokasi, bangunan, prasarana dan
sarana, ketenagakerjaan, peralatan, kefarmasian,
laboratorium serta pelayanan yang diberikan

bagi yang dikuasakan

Sistem Mekanisme dan
Prosedur

L.

2.

10, Sekretaris melalui  stal  sekretariat memberikan

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front
office / Pelayanan

Pemohon melengkapi formulir beserta persvaratan
kemudian menyerahkan ke Front office / Pelayanan;
Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

Kasi Pelayanan perizinan dan non perizman memverifilkasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;

Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum. memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan wuntuk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalw Kabid PTSP;
Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank
Sumsel babel atau bendahara penerimaan sesual dengan
perundang-undangan untuk permohonan izin tertentu;
Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau
lapangan melalui Surat Tugas;

Tim Tcknis melakukoan peomeriksaon administbas dao
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan
oleh pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis
serta menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAF;
Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang
dan menyerahkan berkas pemohonan yang sudah
lengkap ke Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK
proses dan pemarafan pada SK proses tersebut dan
menyerahkan kepada Sekretaris;
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penomoran  registrasi pada  permchonan  dan
dikembalikan kepada Kasi AP untuk cetak sertifikat
permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
selcretaris  terhadap  sertifikat  permohonan  untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSF;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13. Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket
pengambilan.
4 Jangka Waktu | 3 hari
Penyelesaian
Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi
Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (lzin Klinik Radiologi}
Sararia, Prasarana, | Sarana dan prasarana E.’TSP dalal_n_l me?.a.heﬁna.kan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :
Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
¢. Loketr Pengambilan.

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan

meliputi

a. Aplikasi Online Perizinan;
b, Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.
8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan  minimal sarjana terutama  bidang
pemerintahan, ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memililka pengetahuan peraturan tentang penanaman
madal dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman
modal dan pelayanan terpadu;

4, Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang [atasan langsung);
10 Penanganan Pengaduan, | 1. Melalui konsultasi langsung;
Saran, dan Masukan 2, Kotak saran dan pengaduan;

3., Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811
T3B2 444

4, Short Message Service (SMS3] : 0811 7382 444

5. Email :dpm-ptspmuaraenim/@gmail.com

6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkah.go.id

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional

Prosedur dan Aplikasi 0SS

12 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (hma) orang
13 Jaminan Keamanan dan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan
Keselamatan Pelayanan secara akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

14 Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
Pelayanan disam kepada Bupati baik secara berkala setiap

bulan dan setap tahun, maupun apabila diperlukan
sewaktu-waktu;
2, Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-

ptsp.muaraenimiab.go.id.
3. Prngrna report penyelesaian pengajuan perizinan dan non

perizinan dilihat pada website www.d pm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
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e lIzin Klinik Kecantikan

NO | KOMPONEN

1 Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah (PP] Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2005 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan

RN

-,

ot =t L ol

Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
materai 6.000 dan cap

Akte pendirian klinik kecantikan yang berbadan hukum
Rekomendasi Dinas Kesehatan

Fotocopy NPWP dan KTP pemohon

Pemohon adalah Pimpinan lembaga berbadan
hulcum / perorangan sarana keschatan dimaksud

Daftar tenaga profesi kesehatan dan struktur pelayanan yang
diuraikan dalam pembagian tugas dan fungsi dalam
penvelenggaraan pelayanan dengan melampirkan fotocopy STR
dan sertifikat keahlian

1PAL (Instansi Pengolahan Air Limbah)

Pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar

Fotocopy IMB

.Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ind
.Surar kuasa diatas materai Rp. 6.000 dan fotocopy KTP bagi

vang diluasakan

Prosedur

3 Sistern Mekanisme dan

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office [
Pelayanan

Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permechonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permochonan dan apabila
kelengkapan  belum  memenuhi  persyaratan  berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkap, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk

melakukan jadwal tinjau lapang bersama [nstansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal vang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penemoran

registrasi pada permochonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.FPemarafan dilakukan eolehh Kasi AF, Kasi FPelayanan dan

sekretaris terhadap sertifikat  permohonan unituk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
13. Pengarsipan;
14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangka

l Penyelesaian

Waktu

3 hari

52




Biaya / Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Dokumen perizinan / Non Perizinan (Izin Klinik Kecantikan)

Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
¢. Loket Pengambilan.
Sistemn aplikasi vang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi ;
a) Aplikasi Online Perizinan;.
b) Aplikasi Bedah Investasi;
¢) Aplikasi Perizinan;
d) Aplikasi Pengarsipan;
e} Aplikasi GIS.

Kompetensi Pelaksana

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi
perizinan elektronik; dan

5, Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

layanan

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Melalui kensultasi langsung;

. Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
ddad

Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

NouE N

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional

Prasedur dan Aplikasi 0SS

12

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan vang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

14

Evaluasi
Pelayanan

Kinerja

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apahila diperlukan sewaktu-waktu;

2, Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-

ptsp.muaraenimbab.po.id.
3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-

pisp.muaracnimkab. go.id.
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¢ |zin Pijat/Urut

1 Dasar Hulum

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2005 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan

1. Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.000 dan cap

2. Rekomendasi Dinas Kesehatan

3. Fotocopy NPWP dan KTP pemohon

4, Fotocopy Akte pendirian badan usaha yang dilegalisasikan

5. Fotocopy ijazah pengobatan tradisional/sertifikat pelatihan
yang diterbitkan dari Dinas Kesehatan

6. Pasfoto 4x6 sehanyak 3 lembar berlatar belakang merah

7. Fotocopy IMB

8. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini

0, Surat kuasa diatas materai Rp. 6.000 dan fotocopy KTP bagi
yvang dikuasakan

Prosedur

3 Sisterm Mekanisme dan

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office [ Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4, Kasi Pelavanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permchonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan  dikembalikan untuk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kast. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan perugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permoheonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan cleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemerilksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris  terhadap  sertifikat permohonan  untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPFMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;
14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

Penyelesaian

Waktu

3 hari

Biaya / Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Dokumen perizinan [ Non Perizinan (Izin Pijat/Urut)
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Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran;

¢. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliput

& Aplikasi Online Perizinan;

b. Aplikasi Bedah Investasi;

¢. Aplikasi Perizinan;

d. Aplikasi Pengarsipan;

e. Aplikasi GIS.

Kompetensi Pelaksana

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hulkum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

1. Melalui konsultasi langsung,

2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whﬂtsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382

4, Shurt Message Service (SMS) : 0811 7382 444

5. Email :dpm-pispmuaraenimi@igmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 053

12

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan
secara akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

14

Evaluasi
Pelayanan

Kinerja

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apahila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
gg:_n.muarammmkab go.id.

Prugres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.ad,
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¢ Izin Pelayanan Kesehatan SPA

NO

KOMPONEN

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

2, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2005 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

4, Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

b
-

Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai

meterai 5.000 dan cap

Rekomendasi Dinas Kesehatan

Fotocopy NPWP dan KTP pemochon

Fotocopy Akte pendirian badan usaha yang dilegalisasikan

Pasfoto 4x6 sebanyak 3 lembar berlatar belakang mersh

Fotocopy IMB

Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini

Fotocopy ljazah Pengobat Tradisional/Surat Terdafiar

Pengobat Tradisional (STPT) dari Dinas Kesehatan

9, Profil griva SPA yang meliputi struktur organisasi, lokal,
saran dan prasarana dan klasifikasi Griya SPA

10.Surat kuasa diatas materai Rp. 6.000 dan fotocopy KTP bagi

yang dikuasakan

-

NGO WN

Sistern Mekanisme dan

Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office [
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4, Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permchonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan  berkas
permohonan  dikembalikan untuk  dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melalkkukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9, Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris  terhadap  secrtifikat  permohonan  untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penverahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

Jangka

Penyelesaian

Walktu

3 har

Biaya / Tarif

Tidak dikenakan Retribusi
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Produk Layanan

Dokumen perizinan / Non Perizinan (Izin SPA)

Sarana, Prasarana,
dan fatau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Lokei-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran;

c. Loket Pengambilan.
Sistemn aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi

a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
¢.  Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.
8 Kompetensi Pelaksana 1 Pendidikan  minimal sarjana  terutama  bidang
pemeriniahan, ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2 Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman
modal dan perizinan

3  Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

4  Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5 Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan Pengaduan, | 1. Melalui konsultasi langsung;
Saran, dan Masukan 2, Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444

4, Short Message Service (SMS] : 0811 7382 444

5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com

6. Aplikasi SMS Gate Away,

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional

Prosedur dan Aplikasi 0S8

12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 {lima) orang
13 | Jaminan Keamanan dan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan
Keselamatan Pelayanan secara akuntabel dan transparan;

2. Perizinan (lzin SPA) dan Non Perizinan yang berkualitas
karena melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral
dan instansi vertikal.

14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupat baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
.Mmuaraeni .go.id.
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¢ [zin Depot Air Minum

NO | KOMPONEN

1 Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah [PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomer 11 Tahun
2005 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

Peraturan Bupat No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan

Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon
disertai meterai 6.000 dan cap

Rekomendasi Dinas Kesehatan

Fotocopy NPWP dan KTP pemohon

Status kepemilikan tanah dan bangunan

Daftar sarana dan prasarana

Melampirkan Hiegiene Sanitasi Depot Air Minum dari Dinas
Kesehatan

Fotocopy IMB, SIUP dan NIB

Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini

Pasfoto 4x6 sebanyak 3 lembar berlatar belakang merah
Surat kuasa diatas materai Rp. 6.000 dan fotocopy KTP
bag vang dikuasakan

Prosedur

3 Sisten Mekanisme dan

10.

11.

12,
13.

14.

Penyvelesaian

Walktu

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office
/ Pelayanan

Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan
kemudian menverahkan ke Front office / Pelayanan;

Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;

Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan  dikembalikan untuk  dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;
Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesual dengan
perundang-undangan untuk permohonan izin tertentu;
Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permechonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan
oleh pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis
serta menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAF;
Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani olch Kepala DPM-FTSF;

Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
Pengarsipan;

Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket
pengambilan.

3 hari

5 | Biaya / Tarif

Tidak dikenakan Retribusi
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Produk Layanan

Dokumen perizinan / Non Perizinan (lzin Depot Isi Ulang Air

Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :
Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran;

c. Loket Pengambilan,

Sistem aplikasi vang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi :

a. Aplikasi Online Perizinan;

b. Aplikasi Bedah Investasi;

c. Aplikasi Perizinan;

d. Aplikasi Pengarsipan;

e. Aplikasi GIS.

Kompetensi Pelaksana

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memilili pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronil; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masulkan

1. Melalui konsultasi langsung;

2. Kotak saran dan pengaduan;

3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444

4, Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com

6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-pisp.muaraenimkab.go.id

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 088

12

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan nen perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualtas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

14

Evaluasi
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.po.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
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¢ Izin Klinik Bersalin

NO | KOMPONEN

1 Dasar Hukum

1, Peraturan Pemerintah (PP} Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan  Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2005 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan

1. Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meteral 6.000 dan cap

2. Rekomendasi Dinas Kesehatan

3. Fotocopy NPWP dan KTP pemchon

4. Pemohon adalah Pimpinan lembaga berbadan
hukum /perorangan sarana kesehatan dimaksud

5. Fotocopy Akte pendirian berbadan hukum  vang
dilegalisasikan

6. Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dari Dinas
Linglkungan Hidup

7. Daftar tenaga profesi keschatan dan struktur organisasi
pelayanan yang diuraikan dalam pembagian tugas dan
fungsi dalam  penyelenggaraan pelayanan  dengan
melampirkan fotocopy STR Dokter, Bidan, Perawat dan
tenaga kesehatan lainnya

8, Dokumen SPPL untuk klinik rawat jalan atau dokumen
UKL/ UPL untuk klinik rawat inap

9, Profil klinik yang akan didinikan meliputi pengorganisasian,
lokasi, bangunan, prasarana dan sarana, ketenagakerjaan,
peralatan, kefarmasian, laboratorium serta pelayanan yang
diberikan

10.Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini

11.Fotocopy IMB

12.Pasfoto berwarna berlatar belakang merah ukuran 4x6
sebanyak 3 (tiga) lembar

13.Surat kuasa diatas materai Rp. 6,000 dan fotocopy KTP bagi
yang dikuasakan

3 Sistem Mekanisme
Prosedur

dan

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelavanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan  dikembalikan untuk  dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melalkukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

B. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Téknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
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registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris  terhadap  sertifikat permohonan  untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-FTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.FPengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan,

Jangka Walktu

Penyelesaian

3 hari

Biaya / Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Dokumen perizinan / Non Perizinan {[zin Klinik Bersalin)

Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;

b. Loket Pendafiaran:

¢. Loket Pengambilan,
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi :

a. Aplikasi Bedah Investasi;

b. Aplikasi Perizinann

c. Aplikasi Pengarsipan;

Kompetensi Pelaksana

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

4, Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronilk,

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang {atasan langsung);

10

Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Melall:i konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444

Cag-cl

Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
Email :dpm-ptspmuaraenimi@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

LB

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar
Prosedur dan Aplikasi 055

Operasional

12

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

14

Evaluasi
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.po.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan nen
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
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¢ [zin Praktek Bidan

Prosedur

NO | KOMPONEN URAIAN
1 Dasar Hukum 1, Peraturan Pemerintah (PF) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan  Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik
2. Peraturan Menteri Keschatan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2005 Tentang Perizinan Di Bidang Keschatan.
4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim
2 Persyaratan Layanan 1. Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemochon disertai
meterai 6.000 dan cap
2. Fotocopy NPWP dan KTP pemohon
3. Fotocopy ijazah Bidan
4. Surat pernyataan fentang pengolahan limbah dan sampah
medis yang diketahui instansi pemerintah
5. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) Bidan
6. Surat keierangan sehat dari dokter yang mempunyai SIP
7. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas
kesehatan atau tempat prakitek pelayanan Bidan secara
mandiri
B. Rekomendasi dari organisasi profesi Bidan
9, Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan keschatan
10.Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini
11.Pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak
3 (tiga) lembar
12.Surat persetujuan dari Instansi Dinas Kesehatan untuk PNS
13.Surat kusasa diatas materai Rp. 6.000 dan fotocopy KTP bagi
yang dikuasakan
3 Sistem Mekanisme dan | 1- Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /

Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permchonan, jika |
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi |
ulang kelengkapan permochonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk  dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSF;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

B. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menvampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekyetariat memberikan penomoran
registrasi pada permochonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris  terhadap sertifikat permohonan untulk
ditandatangani oleh Kepala DPM-FTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesshan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.
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4 Jangka Waktu | 3 hari
Penyelesaian
Biaya [/ Tarif Tidak dikenakan Retribusi
Produk Layanan Dokumen perizinan [ Non Perizinan (lzin Praktek Bidan)
Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi

dan /atau fasilitas

produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran;

c. Loket Pengambilan.

Sistemn aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi

a
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c
d
e

Kompetensi Pelaksana

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

4, Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elelktronilk; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elekironik.

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung):

10

Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;

Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444

Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
Email :dpm-ptspmuaraenimi@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Wehsite : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

;op ek e

i

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 {Lima) orang

13

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabe] dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sekioral dan
instansi vertikal.

14

Evaluasi
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilthat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
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e Izin Hygiene Sanitasi Jasa Boga

NO | KOMPONEN

URAIAN

1 Dasar Hukum

1.

2

4,

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2005 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan

it L <

A

Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertad
meterai 6,000 dan cap

Fotocopy NPWP dan KTP pemohon

Layout/gambar denah bangunan

Pernyataan dan penunjukan penanggung jawab
Sertifikat/ijazah tentang pengetahuan hygiene sanitasi
makanan

Serdfikat [ piagam Kursus bagi pengusaha

Sertifikat / piagam Kursus bagi penjamah

8. Rekomendasi dari Asosisasi profesi

9. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini

10. Pasfoto 4x6 sebanyak 3 lembar berlatar belakang merah

11.Fotocopy IMB, SIUP dan TDP

12.Surat kuasa diatas materai Rp. 6.000 dan fotocopy KTP bagi
yang dikunasakan

Prosedur

3 Sistem Mekanisme dan

1.

2.

6,

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office
| Pelayanan

Pemohon nmelengkapi formulir beserta persyaratan
kemudian menyerahkan ke Front office /| Pelayanan;

Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

Kasi Pelayanan perizinan dan nen perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;

Selanjutnya Venfikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan herkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;
Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumse]
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan untuk permohonan izin tertenfu;
Kabid PTSF dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama I[nstansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan
oleh pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis
serta menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;
Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yvang sudah lengkap ke
Kahid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

Sekretaris melalui stal sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSF;

. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
. Pengarsipan;
. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket

pengambilan.

4 Jangka
Penyelesaian

Waktu

3 hari




Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi
Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (Izin Higiene Jasa Boga)
Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi

dan /atau fasilitas

produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran;

c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunskan dalam pelayanan perizinan
mehputs ;

a. Aplikasi Online Perizinan;

b. Aplikasi Bedah Investasi;

c. Aplikasi Perizinan;

d. Aplikasi Pengarsipan;

e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana  terutama bidang
pemerintahan, ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memilili pengetahuan peraturan tentang penanaman
modal dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elekironilk.
9 Pengawasan Internal Dilakulkan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan Pengaduan, 1. Melalui konsultasi langsung;
Saran, dan Masukan 2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444
4. Bhort Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenimf@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan dan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan
Keselamatan Pelayanan secara akuntabel dan transparan; |
2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan |
instansi vertikal. |
14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan  fungsi
Pelayanan disampaikan kepada Bupati baik secara berkala setiap

bulan dan setiap tahun,
sewaktu-waktu;

2, Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
pisp.muaracnimkab.go.id.

maupun apabila diperlukan
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» Izin Operasional Puskesmas

URAIAN

1 Dasar Hukum

%

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan  Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elekironik

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2005 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan

Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon
disertai meterai 6.000 dan cap

Rekomendasi Dinas Kesehatan

Fotocopy NPWP dan KTP pemohon

Fatocopy sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah
yang sah

Fotocopy lzin Mendirikan Bangunan (IMB)

Dokumen SPPL untuk puskesmas rawat jalan atau
dokumen UKL/UPL untuk puskesmas rawat inap

Surat keputusan dari Bupati terkait kategori Puskesmas
Profil Puskesmas yang meliputi aspek pengorganisasian,
lokasi, bangunan, prasarana dan sarana, ketenagaan,
peralatan kesehatan, kefarmasian, serta pelayanan yang
diberikan

Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini

. Surat kuasa diatas materai Rp. 6.000 dan fotocopy KTP

bagi yang dikuasakan

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

8.

10.

11.

12.
13.
14.

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office
/ Pelayanan

Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan
kemudian menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

Kasi Pelayanan perizinan dan nen perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;

Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan  dikembalikan unmlk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi, PTP melalui Kabid PTSF;
Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan untuk permohonan izin tertentu;
Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Telnis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan
oleh pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis
serta menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;
Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permochonan izir;

Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris  terhadap  sertiikat permohonan uniuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSF;

Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
Pengarsipan;

Penyerahan SK kepada pemohon melalui  loket
pengambilan.
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Jangka Waltu

Penyelesaian

3 han

Biaya / Tanf

Tidak dikenakan Retribus:

Produk Layanan

Dokumen perizinan / Non Perizinan (Izin Puskesmas)

Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;

b, Loket Pendaftaran;

c. Loket Pengambilan.

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi :

Aplikasi Online Perizinan;
Aplikasi Bedah Investasi;
Aplikasi Perizinan;

Aplikasi Pengarsipan;
Aplikasi GIS.

Kompetensi Pelaksana

Hlepoop

Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,

ekonomi, hukum dan adminisirasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan ientang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memilila kemampuan mengolah data secara elektronik.

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

-
B

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;

Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444

Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com

Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

ol

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS

12

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

14

Evaluasi

Pelayanan

Kinerja

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik seécara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
pisp.muaraenimiab.go.id.

3. Progres report penvelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
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e lzin Praktek Fisiotrafis (SIPF}

NO | KOMPONEN

1 Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah (FP] Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2005 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nenperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan

1. Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai

meterai 6.000 dan cap

Fotocopy NFWP dan KTP pemohon

Fotocopy ijazah Fisioterapis

Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) Fisioterapis

Melampirkan perjanjian kerja sama tentang pengolahan

limbah dan sampah medis

6. Surat keterangan sehat dari dekter yang mempunyai SIP

7. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas kesehatan
atau tempat praktek pelayanan fisioterapis secara mandiri

8. Rekomendasi dari organisasi profesi Fisioterapis

9. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan

10.Pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak
3 (tiga) lembar

11.Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun i

12.8urat kuasa diatas materai Rp. 6.000 dan fotocopy KTP bagi
yang dikuasakan

P Al

Prosedur

3 Sistern Mekanisme dan

1. Pempohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permochonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;

5. Belanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan  belum  memenuhi  persyaratan  berkas
permochonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permochonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSF;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
bhabel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentn;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang hbersama Instansi Telnis
untuk permohonan izin vang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis seria
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BATP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemaraian pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

10. Sekretaris melalui stal sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris  terhadap  sertifikat permohonan  untuk
ditandatangam oleh Kepala DPM-PTSP;

12, Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13. Pengarsipan;

14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 | Jangka

Penyelesaian

Waktu

3 hari
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Biaya / Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Dokumen perizinan / Non Perizinan (Izin Praktek Fisioterapis)

Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran;

¢. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi ;

a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
Aplikasi Perizinan;
Aplikasi Pengarsipan;
Aplikasi GIS.

Kompetensi Pelaksana

. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,

ekonomi, hukum dan administrasi negara;

Memilild pengetahunn peraturan tentang penanaman modal

dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memilild kemampuan mengolah data secara elektronik.

iz

Pengawasan Internal

Dilakulkan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

. Melatui konsultasi langsung;

1

2. Kotak saran dan pengaduan;

3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444

4. Short Message Service [SMS) : 0811 7382 444

5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com

6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp. muaraemimiab.go.id

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS

12

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13

Jaminan Keamanan dan
Keselamaran Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal,

14

Evaluasi
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsl disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2, Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.gp.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimbkab.go.id.
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e Izin Tukang Gigi

NO | KOMPONEN

URAIAN

i Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah (FP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan  Perizinan Berusaha  Terintegrasi Secara
Elektronik

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2005 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelavanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan

-
.

Mengisi formulir vang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 5.000 dan cap

Biodata Tukang Gigi

Fotocopy ijazah Tukang Gigi

Fotocopy NPWP dan KTP pemohon

Surat keteranpan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan
pekerjaan sebagai tukang gigi

Surat rekomendasi sebagai Tukang Gigi setempat yang
diakui oleh Pemerintah

7. Surat keterangan sehat dari dekter yang mempunyai SIP

8. Rekomendasi dari Dinas Kesshatan
g9

1

b

=

. Fotaeopy Tanda Lunas PBB tahun ini
0. Pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak
3 (tiga) lembar
11.Surat kuasa diatas materai Rp. 6.000 dan fotocopy KTP bagi
yang dikuasakan

Prosedur

a Sistem Mekanisme dan

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melenglkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelavanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan  dikembalikan untuk  dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permchonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PFTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin vang memerlukan tinjan lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permchonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris  terhadap  sertifikat  permohonan  untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

Penyelesaian

Waktu

3 han
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Biaya / Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Dokumen perizinan / Non Perizinan (Izin Tukang Gigi)

Sarana, Prasarana,
dan /atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdini dari :

Lolket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran;

¢. Loket Pengambilan.

Sistem aplikasi vang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi

Aplikasi Online Perizinan;
Aplikasi Bedah Investasi;
Aplikasi Perizinan;
Aplikasi Pengarsipan;
Aplikasi GIS,

TR

Kompetensi Pelaksana

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memilild pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elekironik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

1. Melalui konsultasi langsung;

2. Kotak saran dan pengaduan;

3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
il

4. Short Message Service (SMS) : 0811 73582 444

5. Email :dpm-ptspmuaraenimi@gmail.com

6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
alkuntabel dan transparan;

2, Perizinan dan Non Perizinan wyang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sekioral dan
instansi vertikal.

14

Evaluasi
Pelayanan

Kinerja

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Becara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.
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e [zin Praktik Terapis Gigi dan Mulut

RO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 taahun 2016 tentang
Terapis Gigi dan Mulut

2. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2005 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

3. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

1. Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.000 dan cap

Fotocopy NFWP dan KTP pemohon

Surat keterangan sehat dari dokter yvang mempunyai SIP
Rekomendasi dari Dinas Kesehatan

Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini

Pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak
3 [tiga) lembar

Surat kuasa diatas materai Rp. 6.000 dan fotocopy KTP bagi
yang dikuasakan

.

N paswN

Sistern Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan  berkas
permohonan  dikembalikan untuk  dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin vang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAF;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris  terhadap  sertifikat  permohonan  untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

Jangka Waktu

Penyelesaian

3 hari

Biaya /[ Tarif

Tidak dikenakan Retribusa

Produk Layanan

Dokumen perizinan / Non Perizinan (Izin Tukang Gigi)

Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informas:;
b. Loket Pendaftaran:
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c.

Loket Pengambilan.

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi

P

®

Aplikasi Online Perizinan;
Aplikasi Bedah Investasi;
Aplikasi Perizinan;
Aplikasi Pengarsipan;
Aplikasi GIS.

Kompetensi Pelaksana

B

Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan peririnan

Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan

perizinan elekironik; dan
Memilili kemampuan mengolah data secara elektronile.

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

ol

A

T

. Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;

Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444

Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

Email :dpm-ptspmuaraenim{@gmail.com

Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesual dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS

Jumlzh pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1.

2.

Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

Perizinan dan Non Perizinan vyang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

14

Evaluasi
Pelayanan

Kinerja

. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungs: disampaikan

kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewalktu-waltu;

. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-

pisp.muaraenimkab.go.id.

. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non

perizinan website

! aeni

pada

dilihat www.dpm-
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¢ [zin Kerja Terapis Gigi dan Mulut

NO

URAIAN

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 taghun 2016 tentang
Terapis Gigi dan Mulut

2. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2005 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan,

3. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

1. Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.000 dan cap

Surat keterangan sehart dari dokter yang mempunyai SIP
Rekomendasi dari Dinas Kesehatan

Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ind

Pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 sebanvak
3 (tga) lembar

Surat kuasa diatas materai Rp. 6.000 dan fotocopy KTP bagi
yvang dikuasakan

Bt b

2

Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan:

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;

5. Belanjuinya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan  belum  memenuhi berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi, PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Telnis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8, Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

1l.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

Jangka
Penyelesaian

Waktu

3 hari

Biaya |/ Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Dokumen perizinan / Non Perizinan (lzin Tukang Gigi)

Sarana, Prasarana,
dan /atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari ¢

Loket-loket Pelayanan seperti
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi vang digunakan dalam pelayanan perizinan

T4




meliputi

a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;

d. Aplikasi Pengarsipan;

e. Aplikasi GIS,

8 Kompetensi Pelaksana 1, Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hulum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronilk; dan

9. Memiliki kemnampuan mengolah dara secara elektronilk.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan Pengaduan, | 1, Melalui konsultasi langsung;
Saran, dan Masukan 2. Kotak saran dan pengaduan;

3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444

4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

5, Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com

6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesual dengan Standar Operasional

Prosedur dan Aplikasi 0SS

12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang |
13 | Jaminan Keamanan dan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
Keselamatan Pelayanan akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berlrualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap |
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2, Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non

perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id. |
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¢ |zin Praktik Ahli Gizi /Nutrisionis

NO

URAIAR

Dasar Hukum

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2914
tentang tenaga Kesehatan

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2013 tentang Pekerjaan dan paktik Tenaga Gizi

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2005 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

1. Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6,000 dan cap

Surat keterangan schat dari dokter vang mempunyai SIP
Rekomendasi dari Dinas Kesehatan

Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini

Pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak
3 (tiga) lembar

Surat kuasa diatas materai Rp. 6.000 dan forocopy KTP bagi
yang dikuasakan

LSS

&

_Sisr.em Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permochonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan  dikembalikan untuk  dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

7., Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

B. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan telmis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. HKoordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

10. Sekretaris melaluil staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11. Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris  terhadap  sertifikar permohonan  untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13. Pengarsipan;

14. Penyerahan SK kepada pemchon melalui loket pengambilan.

Jangka Waktu
Penyelesaian

3 hari

Biaya /[ Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Dokumen perizinan / Non Perizinan ([zin Tukang Gigi)

Sarana, Frasarana,
dan/atan fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi:
b. Loket Pendaftaran:
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¢. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi
a.  Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c Aplikasi Perizinan;
Aplikasi Pengarsipan;

d.
e. Aplikasi GIS.
1

8 Kompetensi Pelaksana Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik: dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan Pengaduan, | 1. Melalui konsultasi langsung:
Saran, dan Masukan 2. Kotak saran dan pengaduan;

3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi ; 0811 7382
Febt

4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

5. Email :dpm-ptspmusaraenim@gmail.com

6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesual dengan Standar Operasional

Prosedur dan Aplikasi 0SS

12 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan dan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
Keselamatan Pelayanan akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang herkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal. |

14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap l

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waltu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non

perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
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¢ [zin Kerja Ahli Gizi /Nutrisionis

Dasar Hukum

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2914
tentang tenaga Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2013 tentang Pekerjaan dan paktik Tenaga Gizi
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11
Tahun 2005 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.
Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyvaratan Layanan

il ol i

ca

Mengisi formulir yang ditandatangani
disertai meterai 6.000 dan cap

Surat keterangan sehat dan deokter yang mempunyai SIP
Rekomendasi dari Dinas Kesehatan

Fotocopy Tanda Lunas PBBE tahun ini

Pasfoto berwarna Ilatar belakang merah ukuran 4x6
sebanyak 3 (tiga) lembar

Surat kuasa diatas materai Rp. 6.000 dan fotocopy KTP
bagi vang dikuasakan

oleh pemochon

Sistem Mekanisme dan
Prosedur

10.

11.

12,
13.
14.

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office
J Pelayanan

Pemohon  melengkapi formulir beserta persyaratan
kemudian menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifilkasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;

Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan  dikembabkan untuk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;
Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan untuk permochonan izin tertentu;
Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan
oleh pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis
serta menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;
Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris  terhadap  sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
Pengarsipan;

Penyerahan SK  kepada pemohon melalui loket

Janghka Walctu

Penyelesaian

pengambilan.

3 hari

Biaya / Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Deokumen perizinan / Nen Perizinan (lzin Tukang Gigi)

Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :
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.
b.
c.

Loket Informasi;
Loket Pendafiaran;
Loket Pengambilan.

Sistern aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi

S

Aplikasi Online Perizinan;
Aplikasi Bedah Investasi;
Aplikasi Perizinan;
Aplikasi Pengarsipan;
Aplikasi GIS.

Kompetensi Pelaksana

4.

5,

. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,

ekonomi, hukum dan administrasi negara;

. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal

dan perizinan

Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronilk.

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

1.

2.
4.

4.
5.
6.

7.

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;

Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444

Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail com

Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab. go.id

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 083

12

Jumlah pelaksana

Malksimal 5 (lima) orang

13

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1.

2.

Pelayanan perizinan dan non pernzinan dilaksanakan
secara akuntabel dan transparan;

Perizinan (lzin Tukang Gigl] dan Non Perizinan yang
berkualitas karena melibatkan pihak terkait antara lain
dinas selttoral dan instansi vertikal.

14

Evaluasi
Pelayanan

Kinerja

Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
disampaikan kepada Bupati baik secara berkala setiap
bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan
sewaktu-waktu;

Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

Progres report penyelesalan pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada wehsite www.dpm-
ptsp.muaraerumbab.go.id.
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e lzin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik

No

KOMPONEN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014
tentang Tenaga Kesehatan

2. Permenkes Nomor 42 tahun 2015 tentang izin dan
penyelenggaraan praktik ahli teknologi laboratorium medik

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2005 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

1. Mengisi formulir yang ditandatangani cleh pemohon disertai
meterai 5.000 dan cap

Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai SIP
Rekomendasi dari Dinas Kesehatan

Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini

Pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak
3 [tga) lembar

Surat kuasa diatas materai Rp. 6.000 dan fotocopy KTP bagi
yvang dikuasakan

H7 0 o

&

Sistern Mekanisme dan
Prosedur

L. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office /| Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruslcan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4, Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;

5. Selanjutnyva Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum  memenuhi persyaratan  berkas
permohonan  dikembalikan  untuk  dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSF;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama [nstansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Tekmis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis seria
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan vang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui siaf sekretariat memberikan penomoran
regisirasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikai permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sckretaris  terhadap  sertiikat permohonan untulk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

Jangka
Penyelesaian

Waktu

3 hari

Biaya [ Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Dokumen perizinan /[ Non Perizinan (lzin Tukang Gigi)

Sarana, Prasarana,
dan/atan fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran;

30



¢. Loket Pengambilan.

Sistemn aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi

a. Aplikasi Online Perizinan;

b. Aplikasi Bedah Investasi:

c. Aplikasi Perizinan;

d. Aplikasi Pengarsipan;

e. Aplikasi GIS. |

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang
pemerintahan, ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman
modal dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan [nternal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan Pengaduan, | 1. Melalui konsultasi langsung;
Saran, dan Masukan 2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Lavanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444
4. Short Message Service [SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenimi@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Uperasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) crang I
13 | Jaminan Keamanan dan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara -
2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal. |
14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waltu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
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* [zin Kerja Ahli Tenaga Laboratorium Medik

Dasar Hukum

1.
2.

3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014
tentang Tenaga Kesehatan

Permenkes Nomor 42 tahun 2015 tentang izin dan
penyelenggaraan praltik ahli teknologi laboratorium medik
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2005 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelavanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.000 dan cap

Fotocopy NPWP dan KTP permohon

Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai SIP
Rekomendasi dari Dinas Kesehatan

Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini

Pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak
3 (tiga) lembar

Surat kuasa diatas materai Rp. 6.000 dan fotocopy KTP bagi
yang dikuasakan

Sistemm Mekanisme dan
Prosedur

10.

L1,

12.
13.
14.

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office
| Pelayanan

Pemohon melengkapi formulir Dbeserta persyaratan
kemudian menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;

Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan  dikembalikan untuk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSF;
Pemochon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan untuk permohonan izin tertentu;
Kahid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan
olech pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis
serta menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;
Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sclretaris  terhadap  sertifikat  permohonan  untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSF;

Kepala DPMPTSF menandatangani 8K izin (pengesahan);
Pengarsipan;

Penyerahan SK kepada pemohon
pengambilan.

melalui  loket

Jangka Walktu

Penyelesaian

3 hari

Biaya / Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Dokumen perizinan / Non Perizinan (lzin Tukang Gigi)

Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sar

ana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi

produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :
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Loket Informasi;

Loket Pendaftaran;
Loket Pengambilan.

Aplikasi Online Perizinan;
Aplikasi Bedah Investasi;
Aplikasi Perisinan;
Aplikasi Pengarsipan;
Aplikasi GIS.

Kompetensi Pelaksana

5

Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

Memililki kemampuan mengolah data secara elektronilk.,

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

ol

-

=

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;

Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
344

Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS

12

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1.

2.

Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

14

Evaluasi
Pelayanan

Kinerja

. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan

kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

Progres report penvelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
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* Izin Kerja Tenaga Kesehatan Lingkungan {sanitarian)

NO | KOMPONEN

URAIAN

1 Dasar Hukum

& e B

g

1a0.

11

12.

13.
14.
15
16.

17.

18.Peraturan Bupati No. 4 Tehun 2019 Tentang Pendelegasian

-Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 942/Menkes/SK/VIl/ 2003

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang [#in
Lingkungan;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan
Lingkungan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/ Menkes/Per/IX/ 1990
tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 061/Menkes/Per/l/ 1991
tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian
Umurm;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1405/Menkes/SK/XI/ 2002
tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran
dan Industri;

tentang Persyaratan Hygiene Banitasi Makanan Jajanan;

Keputusan Menteri Kesshatan Nomor 1098/Menkes/SK/VII/
2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan
Restoran;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/Menkes/SK/X/ 2004
tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Salit;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 373/MenkesfSK/II/ 2007
tentang Standar Profes: Sanitariamn;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/ Per/IV/ 2010
tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/PerfVI/ 2010
tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/ Menkes/Per/V]/ 2011
tentang Higiene Sanitasi Jaza Boga;.

Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan
Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan

ol o o o

o

Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.000 dan cap

Fotocopy NPWP dan KTP pemohon

Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai SIP
Rekomendasi dari Dinas Kesehatan

Fotocopy Tanda Lunas PEB tahun ini

Pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak
3 (tiga) lembar

Surat kuasa diatas materai Rp. 6.000 dan fotocopy KTP bagi
yang dikuasakan

a Sistem Mekanisme dan
Prosedur

9,

. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian

. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika

. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali

. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel

Pelayanan
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi cleh Kasi Administrasi
perizinan;

keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan  belum memenuhi persyaratan  berkas
permohonan  dikembalikan untuk  dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
uniuk permchonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

Tim Telknis melabubkan pemeriksaan administrasi  dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
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menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris  terhadap  sertifikat permohonan  untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohen melalui loket pengambilan.

Jangka Waktu

Penyelesaian

3 hari

Biaya / Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Dokumen perizinan [ Non Perizinan (lzin Tukang Gigi)

Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran:

¢. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi

a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;

d. Aplikasi Pengarsipan;

e. Aplikasi GIS.

Kompetensi Pelaksana

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5, Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik. |

Pengawasan [Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung); J

10

Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

1. Melahi konsultasi langsung:

2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
debd

Short Message Service [SMS) : 0811 7382 444
Email :dpm-ptspmuaraenimi@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

o

N

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesual dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS

12

Jumilah pelaksana

Maksimal 5 (lima} orang

13

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas seltoral dan
instansi vertikal.

14

Evaluasi
Pelayanan

Kinerja

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-wakiu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
pisp muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penvelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

85



* Izin Praktik Tenaga Kesehatan Lingkungan {sanitarian)

NO

URAIAN

Dasar Hukum

w

N

o

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah;

Undang-Undang Nomor 32 Tehun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 teritang Rumah Sakit;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesshatan
Lingkungan;

. Peraturan Menten Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/1X/

1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;

2. Peraturan Menteri Keashatan Nomor 061/Menkes/Per/l/ 1091

tentang Perayaratan Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian
Umum;

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1405/Menkes/SK/XI/

1

2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja
Perkantoran dan Industri;

l. Keputusan  Menteri Kesehatan Nomor 942/Menkes/SK/Vil/
2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan;

12. Keputusan Menteri Hesehatan Nomor 1098/Menkes/SK/VII/

2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan
Reatoran;

13. Keputusan Menteri Kesshatan Nomor 1204/Menkes/SK/X/

2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;

14. Peraturan Menteri Kesshatan Nomor 373/ Menkes/SK/Il/ 2007

tentang Standar Profesi Sanitarian:

15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 992/ Menkes/Per/IV/

2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;

16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 736 Menkes/PerfVi}

2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10096/ Menkes/Per/VI/

2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga;.

18.Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian

Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

w N

el

w

Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon
disertai meterai 6.000 dan cap

Fotocopy NPWP dan KTP pemohon

Surat rekomendasi sebagai Tukang Gigi setempat yang
diakui oleh Pemerintah

Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai SIP
Rekomendasi dari Dinas Kesehatan

Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini

Pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6
sebanyalk 3 (tiga) lembar

Surat kuasa diatas materai Rp. 6.000 dan fotocopy KTP
bagi yang dikuasakan

Sistem Mekanisme dan
Prosedur

o oW

Pemochon mendapat formulir dan penjelasan di Front office
/ Pelayanan

Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan
kemudian menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;

Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohenan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan  dikembalikan untuk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. FTP melalui Kabid PTSP;
Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai  dengan
perundang-undangan untuk permchonan izin tertentu;
Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tnjau lapangan
melalui Surat Tugas;

. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan

lapangan, menvampaikan hal-hal yvang perlu dilakukan
oleh pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis
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serta menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP:

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf selkretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11l.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris  terhadap  sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSF;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

dan /fatau fasilitas

14.Penyerahan SK  kepada pemchon melalui loket
pengambilan.
4 Jangka Waktu | 3 hari
Penyelesaian
Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi
6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (lzin Tukang Gigi)
Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi

produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi:

b. Loket Pendaftaran;

c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi

a. Aplikasi Online Perizinan;

b. Aplikasi Bedah Investasi;

c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
| e. Aplikasi GIS.
8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama hidang
pemerintahan, ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2, Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman
modal dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5, Memiliki kemampuan mengolah data secara elekironik,

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 Penanganan Pengaduan, | 1. Melalui konsultasi langsung;
Saran, dan Masukan 2. Kotak saran dan pengaduan;

3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi ; 0811 7382
444

4. Short Message Service (SMS) ; 0811 7382 444

5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com

6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-pisp muaraenimkab.go.id

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional

Prosedur dan Aplikasi 0SS

12 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 Jaminan Keamanan dan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan
Keselamatan Pelayanan secara akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal,

14 Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
Pelayanan disampaikan kepada Bupati balk secara berkala setiap

bulan dan setiap tahun,
sewaktu-waktu;
2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimbcab.go.id.

maupun apabila diperlukan
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s lzin Praktik Apoteker

URAIAN

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51Tahun 20A9 Tentang
Pekedaan Kefarmasian

2. Peraturan Menteri Kesehatan RIN0.889/1Uenkes/Per/V 1201
TentangRegistrasi, [zin Praktek dan Izin KerjaTenaga
Kefarmasian

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2005 Tentang Perizinan [} Bidang Kesehatan.

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelavanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

=+

Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.000 dan cap

Fotocapy NPWF dan KTP pemohon

Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai SIP
Rekomendasi dari Dinas Kesehatan

Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun imi

Pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak
3 (tiga) lembar

Surat kuasa diatas materai Rp. 6.000 dan fotecopy KTP bagi
yan asakan

I 8D

S

Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapar formulir dan penjelasan di Front office [
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan  belum  memenuhi persyaratan  berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSF;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permehonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerluken tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

5. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon  termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan vang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

10. Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13. Pengarsipan;

14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

Jangka Waktu | 3 hari
Penyelesaian
Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Dokumen perizinan / Non Perizinan (Izin Tukang Gigi)

Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
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b. Loket Pendaftaran;

c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi

a. Aplikasi Online Perizinan;

b. Aplikasi Bedah Investasi;

c. Aplikasi Perizinan;

d. Aplikasi Pengarsipan;

e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memilild kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan Pengaduan, | 1. Melalui konsultasi langsung;
Saran, dan Masukan 2. Kotak saran dan pengaduan;

3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444

4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com

6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional

Prosedur dan Aplikasi 0SS

12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) erang
13 | Jaminan Keamanan dan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
Keselamatan Pelayanan akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apahila diperlukan sewaktu-walmu;

2, Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
pisp.muaraenimbkab.po.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
pitsp.muaraenimkab.go.id.
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* lzin Tenaga Tekhnis Kefarmasian (Asisten Apoteker)

KOMPONEN

TURAIAN

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesianomor
B89 /Menkes/Per/V /201 ltentangregistrasi, Izin Praktik, Dan
Izin Kerjatenaga Kefarmasiandengan Rahmat Tuhan Yang M

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51Tahun 20A9 Tentang
Pekedaan Kefarmasian

3. Peraturan Menteri Kesehatan RINo.889/IUenkes/Per/V 1201
TentangRegistrasi, Izin Praktek dan Izin KerjaTenaga
Kefarmasian

4. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2005 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

5. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

1. Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.000 dan cap

Fotocopy NPWP dan KTP pemohon

Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai SIP
Rekomendasi dari Dinas Kesehatan

Fotacopy Tanda Lunas PBB tahun ini

Pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak
3 (tiga) lembar

Surat kuasa diatas materai Rp. 6.000 dan folocopy KTP bagi
yang dikuasakan

SmpwN

o

Sistem Mekamisme
Prosedur

dan

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemchon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Neta untuk
diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum  memenuhi persyaratan  berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kahid PTSP;

6. Pemochon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal vang perlu dilakukan oleh
pemchon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemenksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan vang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menverahkan kepada
Selkretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifilcat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
selcretaris terhadap sertifilkeat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

Jangka Walktu

Penyelesaian

3 hari

Biaya [ Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Dokumen perizinan / Non Perizinan (lzin Tukang Gigi)

Sarana, Prasarana,
dan fatau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

90



Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran;

c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi vang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi

a. Aplikasi Online Perizinan;

b. Aplikasi Bedah Investasi;

c. Aplikasi Perizinan;

d. Aplikasi Pengarsipan;

e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan mimimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelavanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsungj;
10 | Penanganan Pengaduan, | 1. Melalui konsultasi langsung;
Saran, dan Masukan 2. Kotak saran dan pengaduan;

3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444

4, Short Message Service (SMS) : 0811 T382 444

5, Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com

6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional

Prosedur dan Aplikasi OS3

12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan dan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
Keselamatan Pelayanan akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewalktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan nen
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
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s Izin Praktik Perekam Medik

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan b.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014
tentang Tenaga Kesehatan.c.Peraturan Menteri Kesehatan
Nomeor 377 tahun 2007 tentang Kompetensi Perkam Medis
dan Informasi Kesehatand.

2, Peraturan menteri kesehatan republik indonesia Nomor 55
tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam
Medis

3, Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nemor 11 Tahun
2005 Tentang Perizinan Di Bidang Keschatan.

4, Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

1. Foto copy ijazah pendidikan (dilegalisir});b.Fotocopy STR/ SIF
(dilegalisir);c.Rekomendasi dari organisasi Profesi;d.Surat
pernyataan memiliki tempat praktik profesi atau surat
keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan;e.Pas
photo 4x6 sebanyak 2 lembar

Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /

Pelayanan

Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian

menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika

lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi

ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota

untuk diteruskan dan di verifikasi cleh Kasi Administrasi
perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan  dikembalikan untuk  dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjan lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9, Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO unmk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Seloretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris  terhadap  sertifikat permohonan  untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSF;

12, Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13. Pengarsipan;

14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

L

Jangka Waktu
Penyelesaian

3 hari

Biaya / Tarif

Tidalk dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Dokumen perizinan / Non Perizinan (Izin Tukang Gigi)

Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdin dari :

1, Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
¢. Loket Pengambilan.
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2, Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi

a. Aplikasi Online Perizinan:

b. Aplikasi Bedah Investasi;

c. Aplikasi Perizinan:

d. Aplikasi Pengarsipan;

e. Aplikasi GIS.

Kompetensi Pelaksana

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Melalui konsultasi langsung:

Kotak saran dan pengaduan;

Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
et

Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com

Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

S S

=

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS

12

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2, Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

14

Evaluasi
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
pisp.muaraenimkab. go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.musraenimkab.go.id.
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* [zin Kerja Perekam Medik

URAIAN

1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan.b.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014
tentang Tenaga Kesehatan.c.Peraturan Menteri Keschatan
Nomor 377 tahun 2007 tentang Kompetensi Perkam Medis
dan Informasi Kesehatand.

2. Peraturan menteri kesehatan republik indonesia Nomeor 55
tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam
Medis

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2005 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

4, Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nenperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan

1. Fotokop: yjazah vang dilegalisir;

fotokopi STR Perekam Medis;

. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin
Praktik;  surat pernyataan mempunyal tempat kerja di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

4. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 c¢m berlatar belakang

merah sebanyak 3 (tiga) lembar;

5. rckomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

atau pejabat vang ditunjuk; dan

6. rekomendasi dari erganisasi profes

Prosedur

3 Sistem Mekanisme dan

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office [
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohenan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan  berkas
permohonan  dikembalikan untuk  dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melaluil Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal vang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan tekmis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9, Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyverahkan
kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
regisirasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris  terhadap  sertifikat  permohonan  untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan];

13.Fengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

Penyelesaian

Waktu

3 hari

Biaya / Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan

Dokumen perizinan / Non Perizinan (lzin Tukang Gigi)

Sarana,

Prasarana,

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :
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dan/atau fasilitas

Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran;

c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang dipunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi

a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
¢. Aplikasi Perizinan;

d. Aplikasi Pengarsipan;

e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang
pemerintahan, ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2, Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman

modal dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal

dan pelayanan terpadu;

4., Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan

perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjeniang (atasan langsung);
10 | Penanganan Pengaduan, | 1. Melalui konsultasi langsung;
Saran, dan Masukan 2. Kotak saran dan pengaduan;
3, Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444

4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com

6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-pisp.muaraenimkab.go.id

11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional

Prosedur dan Aplikasi 0SS

12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan dan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
Keselamatan Pelayanan akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sekteral dan
instansi vertikal.

14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
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e Praktik Radiografer

'wo

Dasar Hulum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014
tentang Tenaga Kesehatan

2. Permenkes No. 81 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan

kerjaan radiograler

3. Fp’:rglmﬂ Dac?:;ni Kabupaten Muara Enim Nomor 11
Tahun 2005 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

4, Peraturan Bupati No, 4 Tahun 2019 Tentang Pendcleg.;a'sian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

1. Scan KTP Pemohon Wajib

2. Scan ljazah terakhir yang telah dilegalisir Wajib

3. Scan Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi Wajib

4. Scan Surat Keterangan bekerja dari Pimpinan Fasyankes
Waiib

5. Scan Surat Pernyataan kesanggupan pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup / SPPL atau UPL/UKL
funtuk fasyankes yangsedang dalam proses perizinan)
Wajib

6. Scin STR legalisir asli Wajib

7. Pas Photo berwarna (format jpg.) Wajib

8. lzin penggunaan alat dari BAPETEN ( wuntuk
penvelenggaraan pelayanan radiodiagnostik dan radiologi
intervensional) bagi fasyankes yang sedang dalam proses
perizinan

Sistern Mekanisme dan

Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office
/ Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan
kemudian menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelenghapan permochonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan penzinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikas: oleh Kasi Administrasi
perizinan;

5. SBelanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permoheonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan  dikembalikan untuk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untulk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyvampaikan hal-hal vang perlu dilakukan
oleh pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis

_ serta menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

10. Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetalk sertifikat permochonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris  terhadap sertifikat permoheonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12. Kepala DPMPTISP menandatangani SK izin [pengesahan);

13. Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket
pengambilan,

Jangka
Penyelesaian

Walktu

3 hari

Biaya [ Tarif

Tidak dikenakan Retribusi
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Produk Layanan

Dokumen perizinan | Non Perizinan (Izin Tukang Gigi)

Sarana, Prasarana,
dan /atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :
Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran;

c. Loket Pengambilan. N
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perzinan
meliputi
Aplikasi Online Perizinan;

Aplikasi Bedah Investasi;
Aplikasi Perizinan;
Aplikasi Pengarsipan;
Aplikasi GIS.

PR TP

Kompetensi Pelaksana

1. Pendidikan  minimal sarjana  terutama  bidang
pemerintahan, ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan perafuran tentang penanaman
modal dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

4, Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elekironik.

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

1. Melalui konsultasi langsung;

2. Kotak saran dan pengaduan;

3. Wharsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
EER]

4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

5. Email :dpm-ptspmuaraenimiggmail.com

6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS

12

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan
secara akuntabel dan transparan;
2. Perizinan dan Non Perizinan wang berkualitas karena

melibatkan pihak terkait antara lamn dinas sektoral dan
instansi vertikal.

14

Evaluasi
Pelayanan

Kinerja

1, Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
disampaikan kepada Bupati baik secara berkala setiap
bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan
sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
pisp. muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
plsp.muaraenimkab.go.id.
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Izin Kerja Radiografer

RO

KOMPONEN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2014 tentang Tenaga Kesechatan

2. Permenkes No. 81 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan
pekerjaan radiografer

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11
Tahun 2005 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang
Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan
Noriperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Camat Di
Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

1. Fotokopi ijazah vang dilegalisir

2. foto kopi STRR

3. surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki
sIP

4, surat keterangan bekerja dari fasilitas yankes yang
bersangkutan

5. pas foto berwarna terbaru 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar
berlatar belakang merah

6. rekomendasi dari Kepala Dinas Keschatan atau pejabat
yang ditunjuk

7. rekomendasi dari organisasi profesi

Sistem  Mekanisme  dan

Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front
office [ Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan
kemudian menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan,
jika lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan
memyverifikasi ulang kelengkapan permohonan serta
pembuatan Nota untuk diteruskan dan di verifikasi oleh
Kasi Administrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyvaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan meaka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank
Sumsel babel atau bendahara penerimaan sesuai
dengan perundang-undangan untuk permchonan izin
tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas
untuk melakukan jadwal tinjau lapang bersama [nstansi
Teknis untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau
lapangan melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal vang perlu dilakukan
oleh pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis
serta menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang
dan menyerahkan berkas permohonan yang sudah
lengkap ke Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK
proses dan pemarafan pada SK proses tersebut dan
menyerahkan kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui  staf sekretariat memberikan
penomoran  registrasi pada  permohonan  dan
dikembalikan kepada Kasi AP untuk cetak sertifikat |
permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahanj:

13. Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket
pengambilan,

Jangka Waktu Penyelesaian

3 hani

Biaya / Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Dokumen perizinan / Non Perizinan (lzin Tukang Gigi)

(| | P

Sarana,

Prasarana,

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan
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dan /atau fasilitas

identifikasi produk pelayanan perizinan terdiri dari :

1, Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
¢. Loket Pengambilan.
2, Sistem aplikasi vang digunakan dalam pelayanan
perizinan meliputi
a. Aplikasi Online Perizinan;
b, Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

B Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama b:dang
pemerintahan, ekonomi, hukum dan administrasi
negars;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanamean

modal dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman

modal dan pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan  aplikasi

layanan perizinan elekironik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara

elektronil.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang {atasan langsung);

10 Penanganan Pengaduan, | 1. Melalui kensultasi langsung;

Saran, dan Masukan 2. Kotak saran dan pengaduan;

3. Whatsapp Layvanan Pengaduan dan Konsuliasi : 0811
7382 444

4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com

6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website ; dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional

Prosedur dan Aplikasi 0SS

12 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

13 Jaminan Keamanan dan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanalkan

Keselamatan Pelayanan secara akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

14 Evaluasi Kinerja Pelayanan 1. Laporan evaluasi pelaksansan tugas dan fungsi

disampaikan kepada Bupati baik secara berkala setiap
bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan
sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui
www. dpm-ptsp. muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan
non perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

website
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e Izin Praktek Fisioterapi

Prosedur

NO | KOMPONEN URAIAN
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
1 Dasar Hukum Kedokteren;

2, Undang-Undang Nemor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan;

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
517 /Menkes/SK/Vl/ 2008 tentang Standar Pelayanan
Fisioterapi di Sarana Kesehatan;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
778/ Menkes/SK/VIll/ 2008 tentang Pedoman Pelayanan
Fisioterapi di Sarana Kesehatan;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013
tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;

B. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013
tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga
Negara Asing;

9. Peraturan Menteri Keschatan Nomor 80 Tahun 2013
Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan  Prakik
Fisioterapis;

10.Peraturan Menteri Keschatan Nomeor 65 Tahun 2015
tentang Standar Pelayanan Fisioterapi;

11.Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang
Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Camat Di
Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. Fotocopy ijazah yang dilegalisir; ;

2. fotocopy STRF;

3. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat
lzin Praktik;

4. surat pernyataan memiliki tempat praktik pelayanan
Fisioterapi secara mandiri;

a. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3
(tiga) lembar berlatar belakang merah

b, rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota
atau pejabat yang ditunjuk; dan

5. rekomendasi dari Organisasi Profesi.

3 Sistern  Mekanisme dan | 1+ Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front

office / Pelayanan

. Pemohen melengkapi formulir beserta persyaratan

kemudian menyerahkan ke Front office / Pelayanan;
Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;
Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
uniuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan  dikembalikan ummuk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;
Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank
Sumsel babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan untuk permohonan izin tertentu;
Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau
lapangan melalui Surat Tugas;
Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan
oleh pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis
serta menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP:
Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang
dan menyerahkan berkas permohonan yang sudah
lengkap ke Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK
proses dan pemarafan pada SK proses tersebut dan
menyerahkan kepada Sekretaris;

10.Sekretaris  melalui  stal  sekretariat  memberikan
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penomoran registrasi pada permohonan dan dikembalikan
kepada Kasi AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;
11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;
12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
13.Pengarsipan;
14.Penyerahan SK
pengambilan.

kepada pemohon melalui loket

Jangka Waktu Penyelesaian

3 hari

Biaya / Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Dokumen perizinan / Non Perizinan {lzin Tukang Gigi)

(v | A

Sarana, Prasarana,

dan fatau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

1, Loket-loket Pelavanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran,
c. Loket Pengambilan.
2, Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

Kompetensi Pelaksana

1. Pendidikan minimal sarjana  terutama  bidang
pemerintahan, ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman
modal dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
pernzinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;
Kotak saran dan pengaduan;

Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811
7382 4449

Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

Email :dpm-ptspmuaraenimigmail.com

Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

L S

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS J

12

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayvanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan
secara akuntabel dan transparan:

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

14

Evaluasi Kinerja Pelayanan

Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan

kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

1. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

2, Prugr_eu report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat  pada website www.dpm-

LML go.id.
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« Izin Kerja Fisioterapi

NO | KOMPONEN

URAILIAN

1 Dasar Hukum

[y
v

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tenteng Tenaga

Kesehatan;

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 517 /Menkes/SK/V1/
2008 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi di Sarana
Kesehatan;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 778/Menlkes/SK/VII/
2008 tentang Pedoman Pelayanan Fisioterapi di Sarana
Kesehatan;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013 tentang
Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing;

9, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Fisioterapis;

10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Standar Pelayanan Fisioterapi;

11.Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian

Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

i

2 Persyaratan Layanan

1. Fotocopy ijazah yang dilegalisir;
2. fotocopy STRF;

3. surat keterangan sehat dari dokter yang memihki Surat lzin

Praldtilk;

4. surat pernyataan memiliki tempat praktik pelayanan Fisioterapi

secara mandiri;

a. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3
{tiga) lembar berlatar belakang merah

b. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota
atau pejabat yang ditunjuk; dan

5. rekomendasi dari Organisasi Profesi.

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemochon mendapat formulir dan penjelasan di Front office [
Pelayanan

2. Pemchon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office | Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan:

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSF;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permeohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerhikan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemschon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
FTSF dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11 Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani eleh Kepala DPM-FTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;
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14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangka Waktu | 3 hari
Penyelesaian
Biaya / Tanf Tidak dikenakan Retribusi
Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (lzin Tukang Gig)
Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PISP t!ala.m melaksanakan identifikasi
dan/abtmi Kiilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :
1, Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran;

¢. Loket Pengambilan.

2, Sistem aplikasi yang dipunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi

a. Aplikasi Online Perizinan;

b. Aplikasi Bedah Investasi:

c. Aplikasi Perizinamn;

d. Aplikasi Pengarsipan;

e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik,

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan Pengaduan, 1. Melalui konsultasi langsung;
Saran, dan Masukan 2, Kotak saran dan pengaduan;

3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444

4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

S. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com

6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan diaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima orang
13 | Jaminan Keamanan dan l. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
Keselamatan Pelayanan akuntabel dan transparan;

2. Pen_z.-.lnan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal,

14 | Evaluasi Kinerja l. Laporan evaluasi pelaksanaan ugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap 3

bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.

3. P"ralgljes report Penyeleau.ian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.
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» Izin Praktik Refleksionis Optision

1 Dasar Hukum

B -

@ B #

)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/XI/
2002 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 572/Menkes/SK/VI/
2008 Tentang Standar Profesi Refraksionis Optisien;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan  Pekerjasn  Refraksionis Optisien Dan
Optometris;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013 tentang
Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing;

- Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian

Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyvaratan Layanan

Mengisi formulir yang disediakan dengan dibubuhi materai Rp.
6.000,-;

Fotokopi ljazah Yang Dilegalisir; Fotokopi STRRO Atau STRO:
Surat Keterangan Sehat Dari Dokter Yang Memiliki Surat lzin
Pralerik;

Surat Pernyataan Memiliki Tempat Kerja Di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Yang Bersangkutan;

Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4x6 Cm Sebanyak 3 (Tiga)
Lembar Berlatar belakang Merah;

- Rekomendasi Dari Kepala Dinas Kesehatan atau Tim teknis:

Rekomendasi Dari Organisasi Profesi:

Surat [zin Kerja Dan Izin Tinggal Serta Persyaratan Lainnya
Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Bagi
Warganegara Asing;

Fotokopi STTS PBB tempat kerja atau tempat tinggal pemohon;

3 Sistem  Mekanisme
dan Prosedur

10.

11,

- Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office £l

Pelayanan

Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan:

Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

- Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi

ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis untulk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris:
Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikai permohonan izin:

Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
selretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSF:
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12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
13. Pengarsipan; ‘ ,
14, Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangka Waktu | 3 hari
Penyelesaian
5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan Dokumen perizinan [ Non Perizinan

Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP da.lam melaksanakan identifikasi

den/atan fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :

1, Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
2, Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
¢. Aplikasi Perizinan;
f. Aplikasi Pengarsipan;
g Aplikasi GIS.
8 Kompetensi 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
Pelaksana ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelavanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal | Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2. Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi ; 0811 7382 444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website ; dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS :
12 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanaken secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;

Pelayanan 2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan instansi
vertikal.

14 Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan

Pelayanan kepada Bupati bailk secara berkala setiap bulan dan setiap

" tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

- Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

a. Prng:es report penyelesaian pengajuan perizinan dan non

perizinan dilihat pada wehsite www.dpm-
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» Izin Kerja Refleksionis Optision

NO | KOMPONEN

URAIAN

1 Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424 /Menkes/SK/XI/
2002 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 572/Menkes/SK/VI/
2008 Tentang Standar Profesi Refraksionis Optisien;

. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 19 Tahun 2013

Tentang Penyelenpgaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien
Dan Optometris;

. Peraturan Menteri Kesehatan Nemor 46 Tahun 2013 tentang

Registrasi Tenaga Kesehatan;

. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013

tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara
Asing;

. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian

Kewenangan Pelavanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan

1

Mengisi formulir yang disediakan dengan dibubuhi materai
Rp. 6.000,-;

. Fotokopi ljazah Yang Dilegalisir; Fotokopi STRRO Atau

STRO;

. Surat Keterangan Sehat Dari Dokter Yang Memiliki Surat

Izin Praktik;

. Surat Pernyataan Memiliki Tempat Kerja Di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Yang Bersangkutan;

Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4«6 Cm Sebanyak 3
(Tiga) Lembar Berlatar belakang Merah;

Rekomendasi Dari Kepala Dinas Kesehatan atau Tim teknis:

. Rekomendasi Dari Organisasi Profesi;

Surat lzin Kerja Dan Izin Tinggal Serta Persyaratan Lainnya
Sesuali Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Bagi
Warganegara Asing;

. Fotokopi STTS PBB tempat kerja atau tempat tinggal

pemohon;

3 Sistemn Mekanisme dan
Prosedur

- Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /

Pelayanan

. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian

menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika

lengkap diteruskan chamPelayananPenman

Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;

Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan  dikembalikan untuk  dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

- Koordinater Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan

menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan pencmoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

. Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan

sekretaris  terhadap  sertifikat  permochonan  untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSF;

10.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
11.Pengarsipan;
12.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.
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4 Jangka Walktu | 3 hari
Penyelesaian

5 Biaya [ Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan

7 Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam ‘melaksauakam identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :

1, Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran:

c. Loket Pengambilan.

2, Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan

meliputi

a. Aplikasi Online Perizinan;

b. Aplikasi Bedah Investasi;

¢. Aplikasi Perizinan;

d. Aplikasi Pengarsipan;

e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elekironik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elekironik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan Pengaduan, | 1. Melalui konsultasi langsung;
Saran, dan Masukan 2. Kotak saran dan pengaduan;

3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
beped

4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com

6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional

Prosedur dan Aplikasi 0SS

12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan dan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
Keselamatan Pelayanan akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal,

14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-walktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
pisp.muaraenimbkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dprm-
pisp.muaraenimizab.go.id.
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e [zin Praktek Hemodialisa

NO

URAIAN

Dasar Hukum

L
2.

3.

Undang - Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan

Peramuran Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas
Pelayanan Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
812 /Menkes/Per/VII/2010 tentangPenyelenggaraanPelayanan
Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layvanan

Mo K

10.
13

12

Scan akte pendirian badan hukum  Tbeserta lembar
pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM (bila tidak
berbadan hukum diganti dengan surat pernyataan tidak
berbadan hukum bermaterai)

Scan Surat Pemyataan kesanggupan pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) bermaterai,

Scan KTP Pemohon

Denah Ruang dan Peta Lokasi

Rekomendasi dari organisasi profesi ([PERNEFRI)

Rekomendasi dani dinas kesehatan provinsi

Daftar ketenagaan yang terdiri dari: a. SIP Dokter spesialis
dokter penyakit dalam konsulen ginjal hipertensi (SpPD-KGH);
b. SIP dokter umum; c. SIP perawatan mahir hemodialisis
sebanyak 3 orang; d. S|P tenaga elekitromedik dengan
pelatihan khusus mesin dialisis; €. tenaga administrasi,
Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah Medis

Daftar Peralatan

Scan bukti pembayaran PBB tahun berjalan

Scan bukti kepemilikan tempat/perjanjian sewa menyewa

.Scan SIP Tenaga Medis dan Paramedis sesuai daftar

ketenagaan

. Daftar sarana dan prasarana

Sistem Mekanisme dan
Prosedur

10.

11

12,
13.
. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front affice / Pelayanan;

Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permchonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan  belum  memenuhi  persyaratan  berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemchen termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan

sckretaris terhadap sertifilkcat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
Pengarsipan;
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Jangka Wakm

Penyelesaian

3 han

Biaya [ Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Delumen perizinan / Non Perizinan

Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

1, Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi,
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
2, Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
¢. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

Kompetensi Pelaksana

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

1. Melalui konsultasi langsung;

2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
43

4. Short Message Service ([SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenimi@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan nen perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan wyang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sekioral dan
instansi vertikal.

14

Evaluasi
Pelayanan

Kinerja

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu:

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.
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* Izin Kerja Hemodialisa

NO | KOMPONEN URAIAN
asar Hukum 1. Undang - Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang
1 D = Kesehatan -
2, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
812/Menkes/Per/VIl/2010 tentarn Penyelenggaraan

Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

4, Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nenperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan

Surat Permohonan;

. Izin Mendirikan Bangunan;

1zin Operasional RS (jika terintegrasi dengan RS);

Peta Lokasi;

Denah Bangunan;

. Fotokopi KTP Penanggung Jawab;

. Fotokopi KTP Pemilik;

. Fotokopi SIUP;

. Fotokopi TDF;

10.Fotokopi Izin Gangguan / HO atau Surat Keterangan dari
Kab. /Kota (bagi yvang tidak memiliki [zin Gangguan);

11.Fotokopi lzin AMDAL/UKL-UPL;

12.Daftar Tenaga Teknis dan Administrasi;

13.Fotokopi lzin Pengelolaan Limbah (IPAL);

14.Fotokopi MOU Pengelolaan Limbah;

15.Fotokopi Akte Notaris (Badan Hukum Perusahaan);

16.Fotokopi NFWP Wilayah Provinsi Banten;

17.Fotocopy ljazah SDM;

18.Fotokopi SIP/SIK dan STR;

19.Fotokopi MOU dengan Pihak ke-3 (jika KSO};

20.Fotokopi Rekomendasi Perneiri;

21.Forokopi Sertifikat Pelatihan Perawar dan Dokter;

22 8urat Pernyataan Direktur tentang Jadwal Pelayanan;

23.Daftar Ketersediaan Tempat Tidur;

24.Daftar Perawat Terlatih.

CENO U S WD

3 Sistern Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permochonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;

5. Belanjuinya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Telknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohan
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP:

9. Koordinator Tim Tekmis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui stal sekretariat memberikan penomoran

registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;
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14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan,

4 Jangka Waktu | 3 hari
Penyelesaian

s Biaya [/ Tarif Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan

7 Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dala.m melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :

1, Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan,

2, Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan

meliputi

a. Aplikasi Online Perizinan;

b. Aplikasi Bedah Investasi;

¢. Aplikasi Perizinan;

d. Aplikasi Pengarsipan;

e, Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan Pengaduan, | 1. Melalui konsultasi langsung:
Saran, dan Masukan 2. Kotak saran dan pengaduan;

3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382 444

4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com

6. Aplkasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai d i
engan Standar Operasional

Prosedur dan Aplikasi 0SS

12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan dan | 1, Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
Keselamatan Pelayanan akuntabel dan transparan;

2, Penzmnn dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan instansi
vertikal,

14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewakiu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
pisp.muaraenimbkab.go.id.

3. Pru_g;es report ?enyelesa.ian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-

ptsp.muaraenimbkab.go.id,
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¢ [zin Praktek Akupuntur

KOMPONEN

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesianomor 34
Tahun 2018 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praltik
Akupunlktur Terapi

2. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

1. Surat Permohonan bermaterai 6000

2. Fotokopi ijjazah yvang dilegalisasi

3. Fotokopi KTP

4. Fotokopi STRAT yang masih berlaku dan dilegalisasi asli

5. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat
izin prakiik

6. Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat
keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
tempat Akupunktur Terapis berprakiik

7. Pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4x6 (empat
kali enam)| cm sebanyak 3 (tiga) lembar

8. Rekomendasi dari kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Kuantan Singingi

9. Rekomendasi dari Organisasi Profesi

Sistemm Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemochon mendapat formulir dan penjelasan di Front office
/ Pelayanan

2. Pemchon melengkapi formulir beserta persvaratan
kemudian menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;

5. Belanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permochonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan  dikembalikan untuk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP:

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank
Sumsel babel atau bendahara penerimaan sesual dengan
perundang-undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Telknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyvampaikan hal-hal vang perlu dilakukan
olehh pemchon termasuk kekurangan persyaratan teknis
serta menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang
dan menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap
ke Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

10, Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11. Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris  terhadap sertifikat  permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-FTSP;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan};

13. Pengarsipan;
14.Penyerahan SK kepada pemochon melalui loket
pengambilan.
Jangka Waktu | 3 hari
Penyelesaian
Biaya / Tarifl Tidak dikenakan Retribusi
Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan
Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
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dan/atau fasilitas

produk pelayanan perizinan terdiri dari :

1, Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran:
c. Loket Pengambilan.
2, Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi
a. Aplikasi Online Perizinan;

b. Aplikasi Bedah Investasi:
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.
8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minirnal sarjana  terutama  bidang
pemerintahan, ekenomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman
modal dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 Penanganan Pengaduan, | 1. Melalui konsultasi langsung;
Saran, dan Masukan 2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi ; 0811 7382
G4
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Malsimal 5 (lima) orang
13 Jaminan Keamanan dan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan
Keselamatan Pelayanan secara akuntabel dan transparan;
2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
14 Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan rtugas dan fungsi
Pelayanan disampaikan kepada Bupati baik secara berkala setiap

bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan
sewakiu-waktu;
2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-

Jmuaraeni b.go.id.
3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-

ptsp.muaraenimkab.go.id.
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» lzin Praktek Ahli Teknik Elektro Medik

NO

URAIAN

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45
Tahun 2015 Tentang lzin Dan Penyelenggaraan Praktik
Elektromedis '

2. Peraturanmenteri Kesehatan Republik Indonesianomor65
Tahun 2016tentangstandar Pelayanan Elektromedik

3. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelavanan
Terpadu Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

Surat Permohonan bermaterai 6000

Fotokopi ijazah yang dilegalisasi

. Fotokopi KTP

Fotokopi STRAT yang masih berlaku dan dilegalisasi asli

Surat keterangan schat dari dokter yang memiliki surat

izin prakuk

SBurat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat

keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

7. Pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4x6 (empat
kali enam) cm sebanyak 3 (tga) lembar

8. Rekomendasi dari kepala Dinas Kesehatan Rekomendasi

dari Organisasi Profesi

L R )

o

Sistern Mekanisme dan

Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office
/ Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan
kemudian menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PI'P melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank
Sumsel babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8, Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan
oleh pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis
serta menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP; I

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang
dan menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap f
ke Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

10. Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11, Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sckretaris  terhadap  sertifikat permchonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12, Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13. Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon
pengambilan.

melalui  loket

Jangka Waktu

Penyelesaian

3 hari

Biaya / Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Dokumen perizinan / Non Perizinan

Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
preduk pelayanan perizinan terdiri dari :
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1, Loket-loket Pelayanan seperti ;
a. Loket Informasi:
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
2, Sistemn aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e, Aplikasi GIS.

B Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang
pemerintahan, ekonomi, hulkum dan administrasi negara;

2, Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman
modal dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

4, Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 Penanganan Pengaduan, | 1. Melalui konsultasi langsung;
Saran, dan Masukan 2. Kotak saran dan pengaduan;

3. Whamapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382 ;

4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

5. Email :dpm-ptspmuaraenimimgmail.com

6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesual dengan Standar Operasional

Prosedur dan Aplikasi 0SS

12 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 Jaminan Keamanan dan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan
Keselamatan Pelayanan secara akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

14 Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
Pelayanan disampaikan kepada Bupati baik secara berkala setiap

bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan
sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penvelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.
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* [zin Kerja Ahli Teknik Elektro Medik

URAIAN

Dasar Hukum

1. Undang.Undang Republik Indonesianomeor 36 Tahun
2014rentangtenaga Kesehatan

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
45 Tahun 2015 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik
Elektromedis

3. Peraturanmenteri Kesehatan Republik Indonesianomor65
Tahun 2016tentangstandar Pelayanan Elektromedik

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang
Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Camat Di
Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

1. Surat Permohonan bermaterai 6000

2. Foiokopi ijazah yang dilegalisasi

3. Fotokopi KTP

4. Fotokopi STRAT yang masih berlaku dan dilegalisasi asli

5. Surat keterangan sechat dari dokter yang memiliki surat
izin praktik

6. Surat pernyataan memiliki tempat prakiik atau surat
keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Keschatan

7. Pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4x6 (empat
kali enam) cm sebanyak 3 (tiga) lembar

8. Rekomendasi dari kepala Dinas Kesehatan Rekomendasi
darn Organisasi Profesi

Sistem Mekanisme dan

Prosedur

1. Pernchon mendapat formulir dan penjelasan di Front
office / Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan
kemudian menyerahkan ke Front office [ Pelayanan;

3. Fromt office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan  dikembalikan untuk dilengkap:, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank
Sumsel babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau
lapangan melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan
vleh pemochon termasuk kekurangan persyaratan teknis
serta menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP,

9. Keordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang
dan menyerahkan berkas permohonan vang sudah
lengkap ke Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK
proses dan pemarafan pada SK proses tersebut dan
menyerahkan kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan
penomeoran registrasi pada permochonan dan dikembalikan
kepada Kasi AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loker
pengambilan.

Jangka Waktu Penyelesaian

3 hari

Biaya / Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Dolkumen perizinan / Non Perizinan

S| & || p

Sarana,

Prasarana,

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
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dan/atau fasilitas

produk pelayanan perizinan terdiri dari ;

1, Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran;

c. Loket Pengambilan.
2, Bistemn aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi

a. Aplikasi Online Perizinan;

b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

Kompetensi Pelaksana

l. Pendidikan minimal sarjana  terutama  bidang
pemerintahan, ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memilild pengetahuan peraturan tentang penanaman
modal dan perizinan

3. Memililki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi lavanan
perizinan elektronil; dan

9. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung):

10

Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

1. Melalui konsultasi langsung;

2. Kotak saran dan pengaduan;

3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi :
T382 444

4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

5. Email :dpm-ptspmuaraenim{@gmail.com

6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go id

0811

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS

12

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13

Jaminan Keamanan dan

Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan
secara akuntabel dan transparan;

2, Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

14

Evaluasi Kinerja Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
disampaikan kepada Bupati baik secara berkala setiap
bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan
sewaktu-walktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.
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* |zin Pedagang Besar Farmasi

1 Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik.2.Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 Tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah4.Peraturan Presiden No. B7 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan PTSP

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk Pelayanan Terpadu dan
Daerah

5. PP RI No. 51 tahun 2009  tentang  Pekerjaan
Kefarmasian12.Permenkes RI No. 1148 /Menkes/Per/VI/2011
tentang Pedagang Besar Farmasi

6. Permenkes RI No. 34 Tahun 2014 Tentang perubahan atas
peraturan Menkes No. 1148/Menkes/Per/V1/2011 Tentang
Pedagang Besar Farmasil4.Undang-undang dan peraturan terkait
lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangannya dalam mengatur perizinanés
nonperizinandi bidang teknis / sektor terkait

7. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan
Layanan

Surat Permohonan bermaterai 6000

Fotokopi ijazah vang dilegalisasi

Fotokopi KTP

Fotokopi STRAT yang masih berlaku dan dilegalisasi asli

Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surar izin

praktik

Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan

dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

7. Pas foto terbaru dan berwamna dengan ukuran 4x6 (empat kali
enam) em sebanyvak 3 (tiga) lembar

8. Rekomendasi dari kepala Dinas Kesehatan Rekomendasi dari

Organisasi Profesi

& e

3 Sisten’ Mekanisme
dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap |
diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan:

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk diteruskan
dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali keabsahan
dan kelengkapan permohonan dan apabila kelengkapan belum
memenuhi persyaratan berkas permohonan dikembalikan untuk
dilengkapi, jika permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi
AP membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel babel
atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui Surat
Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan hasil
pemeriksaan dalam BAP:

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada SK
proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris:

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris
terhadap sertifikat permohonan untuk ditandatangani oleh Kepala
DPM-PTSPF;

12.Kepala DPMPTSF menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;
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14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

- Jangka Waktu | 3 hari
Penyelesaian
Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi
6 Produk Layanan Doloumen perizinan / Non Perizinan
Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi produk
dan/atau fasilitas pelayanan perizinan terdiri dari :
1, Loket-loket Pelavanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
2, Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliput:
a. Aplikasi Online Perizinan:
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Perigarsipan;
e. Aplikasi GIS.
B Kompetensi 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
Pelaksana ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal dan
perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan perizinan
elektronile; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik,
9 Pengawasan Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
Internal
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2. Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382 444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan | Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
dan Aplikasi 0SS
12 | Jumiah pelaksana | Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
Keamanan dan aluntabel dan lIHnspﬂ:mn.
Keaslamasatan 2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena melibatkan
Pelay pihak terkait antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal.
14 | Evaluasi  Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun,

maupun apabila diperlnkan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website
pisp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non perizinan
dilihat pada website www.dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id.

www.dpm-
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¢ [zin Praktek Okupasi terapis

NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

AR

9.

10.Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang FPraktk

. Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga

. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang

Kedokteran;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Kesehatan;
Keputusan Menteri Kesehatan Nemor 571/Menkes/SK/VI/ 2008

tentang Standar Profesi Okupasi Terapis;

Registrasi Tenaga Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013 tentang
Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Okupasi Terapis;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2014 Tentang
Standar Pelayanan Terapi Okupasi;

Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan
Layanan

—

G

er 3 B

10.Fotokopi STTS PBB tempat kerja atau tempat tinggal pemohon;

Mengisi formulir yang disediakan dengan dibubuhi materai Rp.
6.000,-;

Fotokopi ijazah yang dilegalisir;

Fotokopi STROT;

Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat lzin
Praktik;

Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan atau tempat praktik pelayanan Okupasi Terapi secara
mandiri;

Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
berlatar belakang merah;

Rekemendasi dari kepala dinas kesehatan/pejabat yang ditunjulk/
Tim teknis;

Rekomendasi dari Organisasi Profesi.

Surat izin kerja dan izin tinpggal serta persyaratan lainnya sesuai
dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  bagi
Warganegara Asing;

Sistem Mekanisme
dan Prosedur

10.Sekretaris melalui stal sekretariat memberikan penomoran

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris

. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,

. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang danL

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office [
Pelayanan

Pemohen melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office /| Pelayanan;

Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap
diteruslean ke Kasi Pelayanan Perizinan;

Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk diteruskan
dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;

Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali keabsahan
dan kelengkapan permohonan dan apabila kelengkapan belum
memenuhi persyaratan berkas permohonan dikembalikan untuk
dilengkapi, jika permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi
AP membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel babel
atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin tertentu;

Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui Surat
Tugas;

menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan hasil
pemeriksaan dalam BAP;

menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada SK
proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertiikat permohonan izin;
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terhadap sertifikat permohonan untuk ditandatangani oleh Kepala

DPM-PTSP;
12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
13.Pengarsipan;
14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.
4 Jangka Waktu | Paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan
Penyelesaian diterima dengan benar dan lengkap.
5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi
Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan
7 Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi produk
dan/atau fasilitas pelayanan perizinan terdiri dari :
1, Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran:
c. Loket Pengambilan.
2, Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
¢. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
€.  Aplikasi GIS,
8 Kompetensi 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
Pelaksana ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal dan
perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan perizinan
elektronik; dan
9. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
Internal
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2, Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382 444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm~pmpmuaranuim@gmaﬂ.:nm
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-pisp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana | Maksimal 5 (lima) erang
13 | Jaminan 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
Keamanan dan akuntabel dan transparan;
Keselamatan 2. Perizinan dan Non Perizinan vang berkualitas karena melibatkan
Pelayanan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal.
14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun,

maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
sp.m imkah.go.id.

Progres report penyelesaian Pengajuan perizinan dan non perizinan

dilihat pada website www.dpm-ptsp.muaraenimkab.po.id.
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e Izin Praktek Terapis Wicara

URAIAN

1 Dasar Hukum

fa ks

-

10.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 571/Menkes/SK/VI/
2008 tentang Standar Profesi Okupasi Terapis;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013 tentang
Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Okupasi Terapis;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2014 Tentang
Standar Pelayanan Terapi Okupasi;

Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan

Fotocopy ijazah yvang dilegalisir

Fatocopy STRTW (Surat Tanda Registrasi Terapis Wicara)
Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat [zin
Praktik

Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitas
pelayanan kesehatan atau tempat praktik mandiri

Pas foto terbaru berwarmna ulcuran 4x6 em sebanyak 3 (tiga)
lembar berlatar belakang merah

Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota
atau pejabat vang ditunjuk

Rekomendasi dari organisasi profesi

3 Sistem  Mekanisme
dan Prosedur

BN e i o Rkl

h

10.

11.

12.
13.
14.

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;
Selanjutmya Verifikatnr dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum  memenuhi persyaratan  berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjavan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumisel
babel atau bendashara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahlan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid FTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untulk cetak sertifikat permohonan izin;

Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan uniuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
Pengarsipan;
Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan,
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4 Jangka Waktu | 3 hari
Penyelesaian
Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi
Produk Layanan Deokumen perizinan / Non Perizinan
Sarana, Prasarana, Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi produk
dan/atau fasilitas pelayanan perizinan terdiri dari :
1, Loket-loket Pelavanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran:
¢, Loket Pengambilan,
2, Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.
8 Kompetensi 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
Pélaksana ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memilild pengetahuan peraturan tentang penanaman modal dan
perizinan
3. Memilili pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan perizinan
elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal | Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2. Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382 444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan nen perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan:
Pelayanan 2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena melibatkan
pihak terkait antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal,
14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati balk secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-walktu:

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimbab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.
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¢ lzin Praktek Psikologis Klinis

URAIAN

Dasar Hulkum

[—

Undang-Undang Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan.

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Th.2015 tentang

Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Psikologis

Klini

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

1. .Foto copy ijazah pendidikan Psikologis Klinis{dilegalisir);

2. .Fotocopy STR-E/ STR-E Sementara bagi tenaga Kesehatan
Warga Negara Asing;

3. Surat Keterangan Sehat dari Dokterd.Rekomendasi dari
organisasi Profesize.

4. Surat Keterangan Bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan
atau Fasilitas Kesehatan yg bersangkutan;fPas photo 4x6
sebanyak 2 lembar.g.Fotocopy KTP

Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, Jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan  belum  memenuhi persyaratan  berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi, PTP melalui Kahid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu:

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP:

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan vang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris:

10. Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin:

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris  terhadap  sertifikat permochonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12, Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13. Pengarsipan;

14. Penyerahan 8K kepada pemohon melalui loket pengambilan,

Jangka Waktu

Penyelesaian

3 hari

Biava / Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Dokumen perizinan / Non Perizinan

Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

1, Loket-loket Pelayanan seperti ;
a. Loket Informasi;
b. Leket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan. ]
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2, Sistem aplikasi vang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi

a. Aplikasi Online Perizinan;

b. Aplikasi Bedah Investasi;

¢. Aplikasi Perizinan;

Kompetensi Pelaksana

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

1. Melalui konsultasi langsung;

2. Kotak saran dan pengaduan;

3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi ; 0811 7382
444

4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com

6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp. muaraenimkab.go.id

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS

12

Jumiah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelavanan

l.Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2.Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan instansi
vertikal.

14

Evaluasi
Pelayanan

Kinerja

l.Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampailcan
kepada Bupati balk secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-walktu:

2.Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
pisp.muaraenimbab.go.id.

3.Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-

Jnuaraeni b.go.id.
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* [zin Kerja Psikologis Klinis

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hulsum

1. Undang-Undang Nomor36 Tahun 2009 tentang Keschatan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan.

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Th.2015 tentang
Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Psikologis
Klinis.

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

1. Foto copy ijazah pendidikan Psikelogis Klinis{dilegalisir);

2. Fotocopy STR-E/ STR-E Sementara bagi tenaga Kesehatan
Warga Negara Asing; .

3. Surat Keterangan Sehat dari Dokterd.Rekomendasi dari
organisasi Profesi;e.

4. Surat Keterangan Bekerja dari Fasilitas Pelayanan Keschatan
atau Fasilitas Kesehatan yg bersangkutan;;f.Pas photo 4x6
sebanyak 2 lembar.g. Fotocopy KTP

Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permchonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan:

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP:

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas:;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan

menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke

Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan

pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada

Sekretaris;

Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran

registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP

untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11. Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris  terhadap  sertifikat  permohonan  untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSPF;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahanj:

13. Pengarsipan;

14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

w

10.

Jangka Waktu

Penyelesaian

3 hari

Biaya [ Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Dokumen perizinan / Non Perizinan

Sarana, Prasarana,
dan /atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifilkkasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

1, Loket-loket Pelayanan seperti :
d. Loket Informasi;
¢. Loket Pendaftaran;
f.  Loket Pengambilan.
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2, Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi

[.  Aplikasi Online Perizinan;

g- Aplikasi Bedah Investasi;

h. Aplikasi Perizinan;

L. Aplikasi Pengarsipan;

j. Aplikasi GIS.

Kompetensi Pelaksana

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elekironik.

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung):

10

Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

1. Melalui konsultasi langsung;

2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444

4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

9. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail . com
6. Aplikasi SMS Gate Away:

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS

12

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;
2.Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan instansi
vertikal.

14

Evaluasi
Pelayanan

Kinerja

l.Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2.Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

d.Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www. dpm-

JNUAra b.go.id.
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* lzin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

URAIAN

Dasar Hulkum

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesianomor 006
Tahun 2012tentangindustri Dan Usaha Obat Tradisional

2. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

1. mengisi formulir ;

2. fotokopi KTP ;

3. dafrar nama direksi/ pengurus dan komisaris/ badan
pengawas ;

4. surat pernyataan tidak terlibat baik langsung atau tidak
langsung dalam pelanggaran perundang-undangan di
bidang farmasi ;

5. akia pendirian badan usaha perorangan yang sah sesuai

ketentuan peratuan perundang-undangan ;

6. bukfi penguasaan tanah dan bangunan ;

7. surat  pernyataan  kesanggupan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup ;

8. surat tanda daftar perusahaan dalam hal permohonan
bukan perseorangan ;

9. SIUP;

10.NPWP ;
Sistem Mekanisme dan | 1- Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Prosedur Pelayanan :

2. Pemohon melengkapi formulir heserta persyaratan

kemudian menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan  dikembalikan  untuk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP:

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel

babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan

perundang-undangan untuk permohonan izin tertentu;

Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk

melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis

untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAF;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan vang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin:

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris  terhadap  sertifikat permohonan  untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

Jangka Waktu | 3 hari

Penyelesaian

Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan -
Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikas
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :
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1, Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran;

c. Loket Pengambilan.
2, Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi

a. Aplikasi Online Perizinan;
Aplikasi Bedah Investasi;
Aplikasi Perizinan;
Aplikasi Pengarsipan;
Aplikasi GIS.

paog

Kompetensi Pelaksana

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elekironik: dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

. Melalui konsultasi langsung;

1

2. Kotak saran dan pengaduan;

3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
g

4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 4494
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com

6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS

12

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

14

Evaluasi
Pelayanan

Kinerja

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
disampaikan kepada Bupati baik secara berkala setiap
bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan
sewaktu-walktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
pisp.muaraenimlab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.
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* [zin PRT Alat Kesehatan dan PKRT

RO

1. Peraturan menter: kesehatan republik indonesianomor 62
tahun 2017tentangizin edar alat kesehatan, alat kesehatan
diagnostikin vitro danperbekalan kesehatan rumah tangga

2, Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Saru
Pintu Dan Camar i Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

1. mengi?ﬁ?ormu]jr;

2. fotokopi KTP ;

3. daftar nama
Pengawas ;

4. surat pernyataan tdak terlibat baik langsung atau tidak
langsung dalam pelanggaran perundang-undangan di bidang
farmasi ;

5. akta pendirian badan usaha perorangan yang sah sesuai
ketentuan peratuan perundang-undangan ;

6. bukti penguasaan tanah dan bangunan ;

7. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup ;

B. surat tanda daftar perusahaan dalam hal permohonan bukan
perseorangan ;

9. SIUP;

10.NPWP ;

direksi/ pengurus dan komisaris/ badan

Sistemn Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office | Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan unmk dilenglkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSF;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel arau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permchonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP:

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyeérahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretarial memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris  terhadap sertifikat permohonan untulk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

Jangka Waktu

Penyelesaian

3 hari

Biaya [/ Tarif

Tidak dikenakan Retribosi

Produk Layanan

Dokumen perizinan / Non Perizinan

Sarana, Prasarana,

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
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dan/atau fasilitas

produk pelavanan perizinan terdiri dari :

1, Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi:
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
2, Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipar;
e. Aplikasi GIS.

Kompetensi Pelaksana

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Penanganan
Pengaduan, Saran, dan
Masukan

1. Melalui konsultasi langsung:

2. Kotak saran dan pengaduan;

3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
44

4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

5. Email :dpm-ptspmuaraenimidgmail.com

6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab_go.id

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

12

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13

Keamanan
Keselamatan

Jaminan
dan
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

14

Evaluasi
Pelayanan

Kinerja

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabhila d_iperlukan sewaltu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juge melalui website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
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e Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit

HKOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. peraturan menteri kesehatan republik indonesianomor 26
tahun 2ol8 tentangpelayanan perizinan berusaha terintegrasi
secara elektroniksektor kesehatan

2. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelavanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

1. mengisi formulir ;

2. fotokopi KTP ;

3. daftar nama direksi/ pengurus dan komisaris/ badan
pengawas

4. surat pernyataan tidak terlibat baik langsung atau tidak
langsung dalam pelanggaran perundang-undangan di bidang
farmasi ;

5. akta pendirian badan usaha perorangan vang sah sesuai
ketentuan peratuan perundang-undangan ;

6. bukti penguasaan tanah dan bangunan ;

7. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup ;

8. surat tanda daftar perusahaan dalam hal permohonan bukan
perseorangan ;

9, SIUP;

10 NFWP

Sistemn Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /

Pelayanan

Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian

menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan  belum memenuhi  persyaratan  berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohenan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permchonan izin yang memerlukan tnjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang periu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP:

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan ada
Sekretaris; e

10.Sekretaris melalui staf sek:nemnnt memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikar permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-FTSF;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan,

2

Jangka Waktu | 3 hari

Penyelesaian

Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan

Sarana, Prasarana,
danjatau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifilkasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :
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1, Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi:
b. Loket Pendaftaran:
c. Loket Pengambilan.
2, Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi
Aplikasi Online Perizinan;
Aplikasi Bedah Investasi;
Aplikasi Perizinan;
Aplikasi Pengarsipan;
Aplikasi GIS.

pap T

Kompetensi Pelaksana

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hulkum dan administrasi negara:

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elelktronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Penanganan
Pengaduan,
dan Masukan

Saran,

1. Melalui kensultasi langsung;

2. Kotak saran dan pengaduan;

3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444

4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim{@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS

12

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 {lima) orang

13

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

14

Evaluasi
Pelayanan

Kinerja

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waldtu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
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a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran:

c. Loket Pengambilan.
2, Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi

a.  Aplikasi Online Perizinan;

b. Aplikasi Bedah Investasi;

c. Aplikasi Perizinan;

d. Aplikasi Pengarsipan;

e. Aplikasi GIS,

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelavanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan Pengaduan, | 1. Melalui konsultasi langsung:
Saran, dan Masukan 2. Kotak saran dan pengaduan;

3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi ; 0811 T382
444

4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com

6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website ; dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional

Prosedur dan Aplikasi 0SS

12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan dan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
Keselamatan Pelayanan akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan mgas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
pisp.muaraenimiab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimicab.go.id.
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¢ Izin Unit Tranpusi Darah

NO | KOMPONEN URAIAN
1 Dasar Hukum 1. Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 91 tahun
2015 tentang standar pelavanan transfusi darah

2. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satm

| Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

|2 Persvaratan Layanan | 1. mengisi formulir ;

| 2. fotokopi KTP ;

I 3. daftar nama direksi/ pengurus dan komisaris/ badan pengawas

4. surat pernyataan tidak terlibat baik langsung atau tidak

| }angsung dalam pelanggaran perundang-undangan di bidang
armasi |

| 5. akta pendirian badan usaha perorangan yang sah sesuai

| ketentuan peramian perundang-undangan ;

6. bukti penguasaan tanah dan bangunan ;

7. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup ;

B. surat tanda daftar perusahaan dalam hal permohonan bukan
perseorangan ;

9. SIUP;

10. NPWP ;

3 Sistem Mekanisme | 1+ Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office [
Pelayanan
Cedl Xdpony 2, Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap
direruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan:

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota unmk
diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permchonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada Kasi,
PTP melalui Kabid FTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel babel
atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yvang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAF;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10. Sekretaris melalui  staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohenan dan dikembalikan kepada Kasi AP ‘
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11. Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris |
terhadap sertifikat permohonan untuk ditandatangani oleh
Kepala DPM-PTSP;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13. Pengarsipan;

14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan,

4 Jangka Waktu | 3 hari
Penyelesaian
Biaya [ Tarif Tidak dikenakan Retribusi
Produk Layanan Dokumen perizinan [ Non Perizinan
Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi produk
mfrmu fasilitas pelayanan perizinan terdin dar :
1, Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
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2,

meliputi

¢. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi vang dignnakan dalam pelayanan perizinan

a. Aplikasi Online Perizinan;
Aplikasi Bedah Investasi;
Aplikasi Perizinan;
Aplikasi Pengarsipan;

. Aplikasi GIS.

(-

Kompetensi
Pelaksana

. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,

ekonomi, hukum dan administrasi negara;

Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal dan
perizi

Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan perizinan
elektronik; dan

Memiliki kemampuan mengolah data secara eleltronik,

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Penanganan
Pengaduan,
dan Masukan

Saran,

ol ot S

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan; _
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811 7382 444
Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

Email :dpm-ptspmuaraenimi@gmail.com

Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesual dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

12

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena melibatkan
pihak terkait antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal.

14

Evaluasi
Pelayanan

Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaleru-walkru;

Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm- |
ptsp.muaraenimkab.go . id.
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o Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)

NO | KOMPONEN URAIAN
1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012
tentang Pangan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun
1999 tentang Label dan Iklan Pangan. 01  Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2004 tentang
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
4. Peraturan Kepala Badan POM RI
No.HK.03.1.23.04.12.2205/2012 teniang Pedoman
Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga
5. Peraturan Bupat No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabuparen Muara Enim
2 Persyaratan Layanan 1. mengisi formulir ;
2. fotokopi KTP ;
3. daftar nama direksi/ pengurus dan komisaris/ badan
pengawas
4. surat pernyataan tdak terlibat baik langsung atau tidak
langsung dalam pelanggaran perundang-undangan di
bidang farmasi ;
5. akta pendirian badan usaha perorangan yang sah sesuai
ketentuan peratuan perundang-undangan ;
6. bukti penguasaan tanah dan bangunan ;
7. surat pernvataan  kesanggupan  pengelolaan  dan
pemantauan lingkungan hidup ;
8. surat tanda daftar perusahaan dalam hal permohonan
bukan perseorangan ;
9. SIUP;
10.NPWP ;
3 Sistermn Mekanisme dan | 1- Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /

Prosedur

Pelayanan

2. Penohon melengkapi formulir beserta persvaratan
kemudian menverahkan ke Front office [ Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohenan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan  dikembalikan untuk  dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSPF;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalu Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilaleukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis seria
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menverahkan
kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf seloretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris  terhadap  sertifikat permohonan untuk
ditandatangani cleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;
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14.Penverahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan,

Jangka Waktu

Penyelesaian

3 hari

Biaya / Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Dokumen perizinan / Non Perizinan

Sarana, Prasarana,
danfatau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari ;

1, Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
2, Sistem aplikasi yang dipunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

Kompetensi Pelaksana

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang {atasan langsung);

10

Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;

Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444

Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

Email :dpm-ptspmuaraenimi@gmail.com

Aplikasi SMS Gate Away;

Website ; dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

h LR e

3

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesual dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS

12

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
aluntabel dan transparan;

2, Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

14

Evaluasi
Pelayanan

Kinerja

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
disampaikan kepada Bupati baik secara berkala setiap
bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan
sewaktu-waltu;

2. Secara berkala dilapeorkan juga melalui website www.dpm-
pisp.muaraenimiab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
pitsp.muaraenimkab.go.id.
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BIDANG PERHUBUNGAN

¢ |zin Trayek

KO | KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Felayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

2. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nemor
KM 35 Tahun 2003 Tentang Penvelenggaraan Angkutan Orang
di Jalan Dengan Kendaraan Umum

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nemor 8 Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomeor 3 Seri B, '

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai

meterai 6.000 dan cap Perusahaan.

Rekomendasi Dinas Perhubungan

Fotocopy NPWP dan KTP pemohon

Fotocopy ijin usaha angkutan umum

Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB)

Fotocopy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)

Fotocopy Surat Tanda Uji Keur yang berlaku

Surat Permmyataan tidak akan menggunakan jalan umum

sebagai tempat tinggal berpangkal kendaraan bermotor

Surat Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas

penyimpanan kendaraan bermotor

10. Struktur Organisasi (PT, Koperasi, Yayasan)

11. Fotocopy Kartu Tanda Anggota ORGANDA

3 Sistem Mekanisme dan | 1+ Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office |

Prosedur Pelayanan .

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan:

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu:

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas:

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

l1.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permchonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangka Waktu | 3 hari

Penyelesaian

=

2 Persyaratan Layanan

-

il e L

o
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5 Biaya [ Tarif Sesuai Ketetapan SKRD
Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (Izin Trayek)
7 Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PI'SP dalam melaksanakan identifikasi
dan /atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :
Loket-loket Pelayanan seperti ;
a.Loket Informasi:
b. Loket Pendaftaran;
c.Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliput
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS,
B Kompetensi Pelaksana | 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memilili kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalui kensultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2. Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 4. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811 7382 444
4. Short Message Service (SMS) ; 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenimi@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
T. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;

Pelayanan 2. Perizinan dan h_lcm Perizinan vang berkualitas karena_:
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan instansi
vertikal.

14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan

Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-

Jmuaraeni b.go.
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BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Izin Lokasi

URAIAN

1. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Fotocopy Akte pendirian Perusahaan;

Fotocopy NPWP dan KTP pemohon;

Sket/ Gambar Tanah yang dimohon;

Pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan atau

menyediakan tempat penampungan bagl pemilik tanah yang

berhak atas tanahnya;

Melampirkan Peta dan tihk Koordinat lahan yvang dimohon;

Proposal / Uraian rencana proyek yang akan dibangun;

Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB] dan [zin Lokasi dari 0SS;

Pertimbangan Teknis dari Kantor Pertanahan;

. Rekomendasi kesesuaian Lokasi yang dimohon dengan Rencana

tata Ruang (advice planing) dari BKPRD;

10.Rekomendasi Pertimbangan Teknis Mengenai status Hutan dari
Dinas Kehutanan Provinsi SUM-SEL:

11.Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotocopy KTF bagi yang

dikuasakan.

el

o kol

Sistem Mekanisme
dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permchonan, jika lengkap
diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi cleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila kelenkapan
belum memenuhi persyaratan berkas permohonan dikembalikan
untuk dilengkapi, jika permohonan perlu peninjauan lapangan
maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi. PTP melalui Kabid
PTSPF;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel babel
atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui Surat
Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan ecleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan hasil
pemeriksaan dalam BAF;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sckretariat memberikan penomoran
registrasi pada permchonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris
terhadap sertifikat permohonan untuk ditandatangani oleh Kepala
DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui Joket pengambilan.

Jangka Waktu

Penyelesaian

7 | Twjuh | Han Kalender Kerja.{Apabila Persyaratan dinyatakan
lengkap)

Biaya [ Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Dokumen perizinan

Sarana, Prasarana,
dan /atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi produk
pelayanan perizinan terdini dari ;
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¢ [zin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek

NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

2. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor
KM 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan
Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 3 Seri B.

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

1. Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6,000 dan cap Perusahaan.

2. Rekomendasi Dinas Perhubungan

3. Fotocopy NPWP dan KTP Pemohon

4. Surat keterangan domisili perusahaan

5. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB)

6. Fotocopy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)

7. Fotocopy Surat Tanda Uji Keur yang berlaku

8. Surat Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan lahan
parkir dan fasilitas penyimpanan kendaraan (garasi)

9. Surar keterangan keanggotaan ORGANDA

10.Surat keterangan tidak akan menggunakan jalan umum
sebagai tempat berpangkal kendaraan bermotor

11.Struktur Organisasi (PT, Koperasi, Yayasan)

Sistem Mekanisme dan

Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office [
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permchonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permchonan dan apabila
kelengkapan  belum  memenuhi persyaratan  berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. FI'P melalui Kabid PTSF;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memeriniahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAF;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

10. Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permchonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12, Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13. Pengarsipan;

14, Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

Jangka
Penyelesaian

Walstu

3 hari

Biaya | Tarif

Tidak dikenakan Retribus:

141



Produk Layanan

Dokumen perizinan / Non Perizinan ([zin Angkutan Umum)

Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran;

©. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
mehiputi

a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;

d. Aplikasi Pengarsipan:

e. Aplikasi GIS.

Kompetensi Pelaksana

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2; Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

Pengawasan Internal

Dilalkukan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Penanganan
Pengaduan,
dan Masukan

Saran,

1. Melalui konsultasi langsung;

2. Kotak saran dan pengaduan;

3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi ;: 0B11 7382
444

Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com

Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.po.id

uich B

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS

12

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13

Keamanan
Keselamatan

Jaminan
dan

Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan vang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

14

Evaluasi
Pelayanan

Kinerja

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
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* lzin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Rl Nomer 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan.

2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nemor PM 32 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Angkutan orang dengan kendaraan
bermotor umum Tidak dalam travek

3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993
tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan

4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2002
tentang Perubahan Keputusan menteri perhubungfan nomor 69
Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di
Jalan Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang
Pendelegasian  Kewenangan  Pelayanan  Perizinan Dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara
Enim

Persyaratan Layanan

-

Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai

meterai 6.000 dan cap Perusahaan.

Rekomendasi Dinas Perhubungan

Fotocopy NFWF dan KTP Pemohon

Surat keterangan domisili perusahaan

Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB)

Fotocopy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)

Fotocopy Surat Tanda Uji Keur yang berlaku

Surat Pernyataan kesangpupan untuk menyediakan lahan

parkir dan fasilitas penyimpanan kendaraan (garasi)

9. Surat keterangan keanggotaan ORGANDA

10. Surat keterangan tidak akan menggunakan jalan umum sebagai
tempat berpangkal kendaraan bermotor

11. Struktur Organisasi (PT, Koperasi, Yayasan)

ol B L st

Sistern Mekanisme dan

Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keahsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan wuntuk dilengkapi, jika permochonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembavaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu diakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tnjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK preses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretanat memberikan penomoran
regisirasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangam oleh Kepala DPM-PTSF;

12.Kepala DPMFTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

Jangka
Penyelesaian

Walktu

3 hari

Biaya [ Tarif

Tidak dikenakan Retribusi
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Produk Layanan

Dokumen perizinan / Non Perizinan ({[zin Angkutan Umum)

7 Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :
Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran:
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi :
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
¢. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
1, e. Aplikasi GIS.
8 Kompetensi Pelaksana | 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elekironik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2. Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811 7382 444
4. Short Message Service [SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0S5
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;

Pelayanan 2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan instansi
vertikal.

14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan

Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-walktu;

2. Becara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
pitsp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penvelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.
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e lzin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus

NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nemor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

2. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM
35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di
Jalan Dengan Kendaraan Umum

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomeor 3 Seri B,

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

1. Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.000 dan cap Perusahaan.

2. Fotocopy NPWP dan KTF Pemohon

3. Fotocopy Akte Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas

4, Struktur Organisasi dan Personalia

5. Mempunyai tempat usaha yang baik berupa milik sendiri
maupun sewa berdasarkan Surat Domisili Perusahaan dari
instansi yang berwenang

6. Gambar Site Plan perusahaan

7. Pasfoto terbaru dan berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3
lembar

8. Denah lokasi perusahaan

9, Daftar Inventaris Kantor

10.Foto kantor dan papan nama perusahaan

11.Fotoeopy tanda lunas PBB tahun ini

12.Surat kuasa di atas materai Rp.6.000 dan fotocopy KTP bagi
vang dikuasakan

Sistem Mekanisme dan

Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persvaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;

5. Selanjummya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permochonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kahid PTSP:

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumse]
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakulan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yvang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan vang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
8K proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahanj;

13.Pengarsipan:

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.,

Jangka
Penyelesaian

Wakiu

3 hari

145




5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi
Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (Izin Bongkar Muat)
- Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :
Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi:
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.
8 Kompetensi Pelaksana | 1. Pendidiken minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizi
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan [nternal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2. Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Kensultasi: 0811 7382 444
4. SBhort Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perzinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;

Pelayanan 2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan instansi
vertikal.

14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan

Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Secara berkala dilaperkan juga melalui website www.dpm-

ptsp.muaraenimkab.go.id,
3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
. i b.go.id.
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¢ Izin Bongkar Muat

NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

2. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM
35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Anglkutan Orang di
Jalan Dengan Kendaraan Umum

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomer 3 Seri B,

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

1. Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai

meterai 6.000 dan cap Perusahaan.

Fotocopy NPWP dan KTP Pemohon

Fotocopy Akte Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas

Struktur Organisasi dan Personalia

Mempunyai tempat usaha yang baik berupa milik sendiri maupun

sewa berdasarkan Surat Domisili Perusahaan dari instansi yang

berwenang

6. Gambar Site Plan perusahaan

7. Pasfoto terbaru dan berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar

8. Denah lokasi perusahaan

9. Daftar Inventaris Kantor

10.Foto kantor dan papan nama perusahaan

11.Fotocopy tanda lunas PBB tahun ini

12.Surat kuasa di atas materai Rp.6.000 dan fotocopy KTP bagi yang
dikuasakan

P

Sistem Mekanisme dan

Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemochon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap
diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan:

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk diteruskan
dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali keahsahan
dan kelengkapan permohenan dan apabila kelengkapan belum
memenuhi persyaratan berkas permohonan dikembalikan untuk
dilengkapi, jika permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi
AP membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP:

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel babel
atau bhendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PIP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis untul
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui Surat
Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan hasil
pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permochonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada SK
proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
regisirasi pada permchonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris
terhadap sertifikat permohonan untuk ditandatangani oleh Kepala
DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

Jangka
Penyelesaian

Waktu

3 hari

Biaya [ Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Dokumen perizinan / Non Perizinan (lzin Bongkar Muat)
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4 Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identiikasi produlk
dan/atau fasilitas pelayanan perizinan terdiri dari ;
Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
¢. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan meliputi
4. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
f. Aplikasi Pengarsipan;
g Aplikasi GIS.
8 Kompetensi Pelaksana | 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2, Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal dan
perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4. Memilili kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan perizinan
elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan [nternal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2. Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811 7382 444
4. Short Message Service (SMS] ; 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;
Pelayanan 2, Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena melibatkan
pihak terkait antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal,
14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun,

maupun apabila diperlukan sewaltu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website
pisp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non perizinan
dilihat pada website www.dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id.

www.dpm-
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» Izin Penyimpanan Kendaraaan Pool

NO | KOMPONEN

URAIAN

1 Dasar Hukum

1.

2.

3.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor
KM 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang
di Jalan Dengan Kendaraan Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 3 Seri B.

Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat I Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan

. Izin anghkutan barang vang telah habis masa berlakunya untuk

- Burat kuasa diatas meterai Rp. 6.000 dan fotocopy KTP bagi

Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.000 dan cap Perusahaan.

Fatocopy NFWP dan KTP Pemohon

Fotocopy 1zin Usaha Industri

Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan

Surat bukti kepemilikan atau penguasaan kendarasn bermotor
disertai dengan data kendaraan dimaksud (fotocopy STNK dan
uji kendaran KIR)

Fotocopy NPWP Perusahaan

Surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas
penyimpanan [pol] kendaraan

perpanjangan
yang dikuasakan

Prosedur

a Sistemn Mekanisme dan

4.

10,

11.

12,
13.

14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /

. SBelanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali

. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk

Pelayanan

Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;

keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kahid PTSP;

Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis untulk
permohonan izin yvang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;
Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
seliretaris terhadap sertifikat permohonan untulk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
Pengarsipan;

4 Jangka

Penyelesaian

Wakin

3 hari

Biava / Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan

Dokumen perizinan / Non Perizinan (Izin Penyimpanan Kendaraan
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Pol)

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi

7 Sarana, Prasarana, s sl
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :
Loket-loket Pelayanan seperti :
a, Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan. o
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
¢. Aplikasi Perizinan,
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.
B Kompetensi Pelaksana | 1. Pendidikan minimal jana  terutama  bidang
pemerintahan, ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2, Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman
modal dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2. Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382 444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;

Pelayanan 2. Perizinan dan Non Perizinan  yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan nstansi
vertikal.

14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan

Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-walktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.po.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.
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e [zin Operasional Bengkel Tertunjuk (Khusus)

NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 3 Seri B.

2. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Lavanan

(e
»

Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai

meterai 6.000 dan cap Perusahaan.

Fotocopy NPWP dan KTP Pemohon

Fotocopy ljin Usaha Industn

Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan

Fotocopy ljin Mendirikan Bangunan (IMB)

Fotocopy Sertifikat Hak Atas Tanah

. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Pemilik diatas
materai {bila sewa)

8. Fotocopy NPWP

9. Fotocopy Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir|

10. Surat Pernyataan kebenaran dokumen

11.Surat kuasa diatas meterai Rp. 6.000 dan fotocopy KTP bagi

vang dikuasakan

No s wN

Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /[
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP:

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengen perundang-
undangan untuk permchonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Telnis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan):

13.Pengarsipan;

14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

Jangka Waktu

Penyelesaian

3 han

Biaya / Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Dokumen perizinan / Non Perizinan (lzin Operasional Bengkel
Umum)

<

Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;

151



b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi

Aplikasi Online Perizinan;

Aplikasi Bedah Investasi;

Aplikasi Perizinan,

Aplikasi Pengarsipan;

Aplikasi GIS.

Kompetensi Pelaksana

sl o T

Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,

ekonomi, hukum dan administrasi negara;

Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal

dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Mermiliki kemampuan mengolah data secara elektronik,

N

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

Melalui kensultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;

Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382 444
Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

Email :dpm-ptspmuaraenimi@gmail.com

Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

OuOn Lo

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS

12

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan instansi
vertikal,

14

Evaluasi Kinerja
Pelayanan

. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewalttu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.
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e Izin Operasional Bengkel Umum

NO | KOMPONEN

URAIAN

1 Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

2. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor
KM 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan
Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 3 Seri
B.

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nenperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

1. Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai

meterai 6.000 dan cap Perusahaan,

Fotocopy NFWP dan KTP Pemohon

Fotocopy [jin Usaha Industri

Fotocopy Akta Pendinian Perusahaan

Fotocopy ljin Mendirikan Bangunan (IMB)

Fotocopy Sertifikat Hak Atas Tanah

Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Pemilik

diatas materai (bila sewa)

8. Fotocopy NPWP

9. Fotocopy Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir)

10. Surat Pernyataan kebenaran dokumen

11.Surat kuasa diatas meterai Rp. 6.000 dan fotocopy KTP bagi
yang dikuasakan

DGR N

Prosedur

3 Sistem Mekanisme dan

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2, Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permochonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;

5. Selanjuinya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan  dikembalikan untuk  dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persvaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menverahkan
kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin:

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelavanan dan
sekretaris  terhadap  sertifikat permohonan  untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangka

Walktu

3 hari
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Penyelesaian

Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi
6 Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (lzin Operasional Bengkel

Umum)

T Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam l:!mlaksanalmn identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
¢. Loket Pengambilan.

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan

meliputi
a. Aplikasi Online Perizinan;

b. Aplikasi Bedah Investasi;
¢. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.
8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanarman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah daia secara elektronik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan Pengaduan, | 1. Melalui konsultasi langsung;
Saran, dan Masukan 2. Kotak saran dan pengaduan;

3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444

4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 344

5. Email :dpm-ptspmuaraenimi@gmail.com

6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkah.po.id

11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesual dengan Standar Operasional
! Prosedur dan Aplikasi 0SS
|12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan dan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
Keselamatan Pelayanan akuntabel dan transparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
pitsp.muaraenimbab.go.id,

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada wehsite www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.
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¢ Analisis Dampak Lalu Lintas

lengkap diteruslkan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan pernizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untulk
diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjan lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemochon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses terscbut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui stal sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifilcat permohonan untulk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSF;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan,

NO KOMPONEN URAIAN
1 Dasar Hukum 1. Undang Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan |
2. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2011 Tentang Manajemen
dan Rekavasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan
Lalu Lintas
3. Peraturan Menteri Perhubungan No.75 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
5. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor
KM 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang
di Jalan Dengan Kendaraan Umum
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 3 Seri B.
7. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat I} Kabupaten Muara Enim
2 Persyaratan Layanan | 1- Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.000 dan cap Perusahaan,
2. Fotocopy NPWP dan KTP Pemohon
3. Fotocopy ljin Usaha Industri
4. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan
5. Fotocopy [jiin Mendirikan Bangunan (IMB)
6. Fotocopy Sertifikat Hak Atas Tanah
7. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Pemilik diatas
materai (bila sewa)
8. Fotocopy NPFWP
9, Fotocopy Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir)
10. Surat Pernyataan kebenaran dokumen
11.Surat kuasa diatas meterai Rp. 6.000 dan fotocopy KTP bagi
vang dikuasalkan
3 Sistem Mekanisime 1. Péemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan
Se Eradodur 2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;
3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
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4 Jangka Waktu | 3 hari

Penyelesaian

Biaya [ Tarif Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan Dokumen perizinan / Non Perizinan (lzin Operasional Bengkel

Umum)
7 Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PISP dalam melaksanakan identifikasi
dan/atay fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :
Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunaken dalam pelayanan perizinan
meliputi
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS,
8 Kompetensi 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
Pelaksana ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memilild kemampuan mengolah data secara elektronilk.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung:

Pengaduan, Saran, | 2. Kotak saran dan pengaduan;

dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
443

4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (bma) orang
13 Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;

Pelayanan 2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.

14 Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan

Pelayanan kepada Bupati bak secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-walktu;

2, Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.
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¢ Rekornendasi [zin Pembangunan pelabuhan Danau;

KO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 61 tahun
2009TentangKepelabuhanan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 3 Seri B.

Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan
Lavanan

NoU W

10.
11.

Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.000 dan cap Perusahaan.

Fotocopy NPWP dan KTP Pemohon

Fotocopy ljin Usaha Industri

Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan

Fotocopy ljin Mendirikan Bangunan (IMB)

Fotocopy Sertifikat Hak Atas Tanah

Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Pemilik diatas
materai (bila sewa)

Fotocopy NFWP

Fotocopy Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir)

Surat Pernyataan kebenaran dokumen

Surat kuasa diatas meterai Rp. 6.000 dan fotocopy KTP bagi yang
dikuasakan

Sistem

Mekanisme dan

Prosedur

10,

11.

Pemohon mendapat formulir dan pengelasan di Front office [
Pelayanan
Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;
Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap
diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;
Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuaian Nota untuk
diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan wuntuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuart surat kepada Kasi.
PTP melalui Kabid PTSP;
Pemohon melakukan pembaya.ra.u retribusi di Bank Sumsel babel
atau bendahara pnnenmaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin tertentu;
Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
ﬁmohunan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui Surat
gas;
Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pcmohon

termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;
Sekretaris melalui stal sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris
terhadap sertifikat permohonan untuk ditandatangani oleh
Kepala DPM-PTSP;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.

Pengarsipan;

14. Penverahan SK kepada pemchon melalui loket pengambilan,

Jangka Waliu
Penyelesaian

3 hari

Biaya / Tarif

Tidak dikenakan Retribuas

Produk Layanan

Dokumen perizinan / Non Perizinan (lzin Operasional Bengkel Umum)

Sarana,

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi produk
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dan /atau fasilitas

pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran;

c. Loket Pengambilan.

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan meliputi
a. Aplikasi Online Perizinan;

8 Kompetensi 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
Pelaksana ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal dan
oo
3, Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu; ) =
4, Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan perizinan
elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
Internal
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, 2. Kotak saran dan pengaduan;
Saran, dan | 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811 7382 444
Masukan 4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenimi@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.ad
11 | Jaminan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
Pelayanan dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah Maksimal 5 (lima) orang
pelaksana
13 | Jaminan 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
Keamanan  dan akuntabel dan transparan;
Keselamatan 2.  Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena melibatkan
Pela: pihak terkait antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal,
14 | Evaluasi Kinerja

Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun,
maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2, Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report Fenyelesaianmpengajuan perizinan dan non

perizinan dilihat website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.
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* Rekomendasi Izin Pembangunan Pelabuhan;

NO

URAIAN

Dasar Hukum

1,

Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 61 tahun
2009TentangKepelabuhanan

Peraturan Pemerintah {PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 3 Seri
B

Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

=
.

el o

10.
11.

Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon
disertai meterai 6.000 dan cap Perusahaan.

Fotocopy NPWP dan KTP Pemohon

Fotocopy ljin Usaha Industri

Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan

Fotocopy ljin Mendirikan Bangunan (IMB)

Fotocopy Sertifikat Hak Atas Tanah

Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Pemilik
diatas materai (bila sewa)

Fotocopy NFWP

Fotocopy Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir)
Surat Pernyataan kebenaran dokumen

Surat kuasa diatas meterai Rp. 6.000 dan fotocopy KTP
bagi yang dikuasakan

Sistem Mekanisme dan

Prosedur

10,

1.

120
13.
14,

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office
/ Pelayanan

Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan
kemudian menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi
perizinan;

Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan  dikembalikan untuk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan meka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;
Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank
Sumsel babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan untuk permohonan izin tertentu;
Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampatkan hal-hal vang perlu dilakukan
oleh pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis
serta menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;
Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang
dan menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap
ke Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sckretaris  terhadap  sertifikat  permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
Pengarsipan;

Penyerahan SK  kepada pemochon melalui  loket

Jangka

Penyelesaian

Waktu

pengambilan,

3 hari
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Biaya | Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Dokumen perizinan / Non Perizinan (lzin Operasional Bengkel

Umum}

Sarana, Prasarana,
dan /atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran;

¢. Loket Pengambilan.

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi

a. Aplikasi Online Perizinan;

b. Aplikasi Bedah Investasi;

c. Aplikasi Perizinan;

d. Aplikasi Pengarsipan;

e. Aplikasi GIS.

Kompetensi Pelaksana

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

4, Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik,

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

e

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;

Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi ;: 0811 7382
4hd

B

Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

4.
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaracnimkab.go.id

oo 3

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanaksan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS

12

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

i3

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan
secara akuntabel dan rransparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal,

14

Evaluasi
Pelayanan

Kinerja

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-wakiu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
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« Rekormendasi Pengelolaan Terminal Khusus untuk kepentingan Sendiri

NO

KOMPONEN

Dasar Hukum

1. Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 61 tahun
2009Tentangkepelabuhanan

2. Peraturan Pemerintah (PP] Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 3 Seri B.

4, Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

1. Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai
meterai 6.000 dan eap Perusahaan.

2. Fotocopy NPWP dan KTP Pemohon

3. Fotocopy ljin Usaha Industri

4. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan

5. Fotocopy ljin Mendirikan Bangunan (IMB)

6. Fotocopy Sertifikat Hak Atas Tanah

7. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Pemilik
diatas materai (bila sewa)

8. TFotocopy NPWP

9. Fotocopy Bukti Laper SPT Tahunan (2 tahun terakhir)

10. Surat Pernyataan kebenaran dokumen

11. Surat kuasa diatas meterai Rp. 6.000 dan fotocopy KTP bagi
yang dikuasakan

Sistern Mekanisme dan

Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permchonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan wuntuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
8K proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan,

Jangka

Penyelesaian

Waktu

3 hari

Biaya |/ Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Dokumen perizinan / Non Perizinan (Izin Operasional B(:ng;l-:t.-.l-r
Umum)
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Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dar ;

Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran;

¢. Loket Pengambilan.

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliput

a. Aplikasi Online Perizinan;

b. Aplikasi Bedah Investasi;

c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.
8 Kompetensi Pelaksana | 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan adminisirasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan [nternal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2. Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Lavanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenimi@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;

Pelavanid 2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena
melibatlkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan instansi
vertikal,

14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan

Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewalktu-walktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinarn dilihat pada wehsite www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
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» Rekomendasi lzin Penggunaan Perairan pelabuhan

KOMPONEN

Dasar Hukum

1. Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 61 tahun
2009TentangKepelabuhanan

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2011
tentang Retribusi  Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 3 Seri B.

4, Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Sam
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

1. Mengisi formulir yang ditandatangani oleh pemohon disertai

meterai 6,000 dan cap Perusahaan.

Fotecopy NPWP dan KTP Pemohon

Fotocopy ljin Usaha Industri

Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan

Fotocopy ljin Mendirikan Bangunan (IMB)

Fotocopy Sertifikat Hak Atas Tanah

Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Pemilik diatas

materai (bila sewa)

8. Fotocopy NFWP

9. Fotocopy Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir)

10. Surat Pernyvataan kebenaran dokumen

11. Surat kuasa diatas meterai Rp. 6.000 dan fotocopy KTP bagi yang
dikuasakan

ol Lt

Sistem  Mekanisme
dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemmohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front office / Pelayanan;

3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap
diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan;

5. Selanjutmya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permochonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada Kasi.
PTP melalui Kabid PTSF;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel babel
atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin tertentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
germnhonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui Surat

ugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
regisirasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilalukan oleh Kasi AP, Kasi Pelavanan dan sekretaris
terhadap sertifikat permohonan untuk ditandatangani oleh
Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan];

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

Jangka Waletu

Penyelesaian

3 hari

Biaya [ Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Dokumen perizinan |/ Non Perizinan (lzin Operasional Bengkel
Umum)
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Sarana, Prasarana,
dan /atau fasilitas

Sarana dan prasarana PISP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran;

¢. Loket Pengambilan.

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan meliput
a. Aplikasi Online Perizinan;

b. Aplikasi Bedah Investasi;

e. Aplikasi Perizinan;

d. Aplikasi Pengarsipan;

e. Aplikasi GIS.

Kompetensi
Pelaksana

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2, Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

aplikasi layanan

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Pengaduan,
dan Masukan

Saran,

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;

Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382 444
Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

Email :dpm-ptspmuaraenimi@gmail.com

Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

Al o

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan
Prosedur dan Aplikasi 0SS

Standar Operasional

12

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

[ 13

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelavanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan ransparan;

2. Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas karena melibatkan
pihak terkait antara lain dinas sektoral dan instansi vertileal.

14

Evaluasi
Pelayanan

Kinerja

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun,
maupun apabila diperlukan sewalktu-waltu;

2. Becara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.
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» [zin Usaha Tanaman Pangan

NO

URAIAN

Dasar Hukum

1.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
29 /PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan
Berusaha Sektor Pertanian;

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 44 Tahun
2017 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura, dan Peternakan;

Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat D Kabupaten Muara Enim.

Persyaratan Layanan

, Pemohon menyampaian permohonan Izin Usaha Tanaman
Pangan melalui OSS;

. Pemohon menyampaikan Komitmen sebagai berikut :

4,

Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/kota dari
Bupati untuk Izin Usaha proses produksi tanmaman pangan
yang diterbitkan Gubernur;

b. Rekomendasi kesesuamian dengan rencana  makro

pembangunan tanaman pangan provinsi dari gubernur
untuk Izin Usaha keterpaduan antara proses produksi
tanaman pangan dan penanganan pascapanen yang
diterbitkan Bupati/Walikota;

c. lzin lokasi dari Bupati/Wali kota yang dilengkapi dengan

peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 [satu banding
seratus ribu) atau 1 : 50000 (satu banding lima puluh ribu);

d. Rencana kerja pembangunan unit usaha budi daya tanaman

pangan;

e, Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit

pengolahan;

f. Hasil Analisis Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup;

g Pernyataan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil

pertanian;

h. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan; dan
i. Rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika

dari Komisi Keamanan Hayati (KKH) apabila menggunakan
tanaman hasil rekayasa genetika.

Sistem Mekanisme dan
Prosedur

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;
Selanjumya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan ‘apabila
kelengkapan  belum  memenuhi  persyaratan  berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
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Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;
10. Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;
Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris  terhadap sertifikat permohonan untuls
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSF;
12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
13. Pengarsipan;
14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

11.

Jangka Waktu

Penyelesaian

7 hari kalender

Biaya / Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Dokumen Perizinan Usaha Tanaman Pangan

Sarana, Prasarana,
dan /atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran;

c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:

a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
¢. Aplikasi Perizinan;

d. Aplikasi Pengarsipan;

e. Aplikasi GIS,

Kompetensi Pelaksana

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

aplikasi layanan

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;

Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811 7382 444
Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com

Aplikasi SMS Gate Away;

7. Wehsite : dpm-pisp.muaraenimkab.go.id

sl o o 0 o

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanaken sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS

12

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13

Keamanan
Keselamatan

Jaminan
dan
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan Usaha Tanaman Pangan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain Dinas Pertanian, Dinas
Peternakan, dan dinas terkait lainnya.

14

Evaluasi
Pelayanan

Kinerja

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewakiu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
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¢ [zin Usaha Hortikultura

KO KOMPONEN

1 Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelavanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik;

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara
Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 44
Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan;
Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara
Enim

ot

L

Pemohon menyampaian permohonan Izin Usaha melalui
0SS;

Pemaohon menyampaikan Komitmen sebagai berikut :

Studi kelayakan usaha dan rencana kerja usaha;
Keterangan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau
Upava Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Pernyataan akan melakukan kemitraan; danHak Guna
Usaha.

Prosedur

3 Sistem Mekanisme dan

6.

10.

11.

12.
13.
14.

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office
[/ Pelayanan

Pemmohon melengkapi formulir beserta persyaratan
kemudian menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi
perizinan;

Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan  dikembalikan untuk  dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;
Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank
Sumsel Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan untuk permohonan izin terntentu;
Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan
oleh pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis
serta menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;
Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang
dan menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap
ke Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris  terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
Pengarsipan;

Penyerahan SK  kepada pemohon melalui loket
pengambilan.

Penyelesaian

Walktu

7 hari kalender

Biaya / Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan

Dokumen Perizinan Usaha Hortikultura
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7 Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :
Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran:
¢. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.
8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang
pemerintahan, ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman
modal dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung):
10 Penanganan Pengaduan, | 1. Melalui kensultasi langsung;
Saran, dan Masukan 2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382 |
444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away:
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 Jaminan Keamanan dan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan
Keselamatan Pelayanan secara akuntabel dan transparan;
2. Perizinan Usaha Hortikultura yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain Dinas Pertanian,
Dinas Peternakan, dan dinas terkait lainnya.
14 Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
Pelayanan disampaikan kepada Bupati baik secara berkala setiap

bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan
sewakitu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaracnimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaracmumkab.go.id.
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e Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman

NO | KOMPONEN

URAIAN

1 Dasar Huloum

1

Peraturan Pemerintah (PP} Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan  Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik;

2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara
Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;

3. Peraturan Daerah Kabupaien Muara Enim Nomor 44 Tahun
2017 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura, dan Peternakan;

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.

2 Persyaratan Layanan L. g-;rgohon menyampaian permohonan Izin Usaha melalui

2. Pemohon menyampaikan Komitmen sebagai berikut ;

o lzinUsaha Perbenihan tanaman pangan atau tanda
daftar produsen dan/atau pengedar benih;

o Untuk uji adaptasi untuk pelepasan varietas (galur) :

o Informasi yang dipersyaratlcan untuk
introduksi/importasi benih ke Indonesia (Information
Required for Seed Infroduction/ Importation to Indonesia);

o Informasi teknis untuk komoditas yang dickspor ke
Indonesia (Technical Information for Commpdity(s)
Proposed Exported to Indonesia);

o Varietas mempunyai keunggulan dan/atau keunikan
serta kegunaan spesifik;

o Jumlah benih yang dimohonkan terbatas sesuai dengan
kebutuhan untuk pelaksanaan pelepasan varietas;

@ Rancangan uji adaptasi/multilokasi (proposal);

o  Bukti realisasi pemasukan benih sebelumnya;

o Hasil uji produksi benih F1 (Seed sef}: dan

o Untuk benih produk rekayasa genetik harus mendapat
rekomendasi dari Komisi Keamanan Hayati Produk
Rekayasa Genetik (KKHPRG).

3. Untuk pengadaan benih bina (F1/BR) :

o Informasi yang dipersyaratkan untuk
introduksi/importasi benih ke Indonesia (frformation
Required for Seed Introduction/ Importation to Indonesia);

o Pernyataan varietas sudah dilepas:

o Pernyataan pemenuhan standar mutu benih bina;

o Jenis dan jumlah benih yang dimohonkan terbatas
sesguai; dan

o Bulti realisasi pemasukan benih sebelumnya;

4. Untuk pengadaan benh tetua/benih sumber dari varietas
yang sudah dilepas untuk diproduksi di dalam negeri (Parent
Seed):

o Informasi yang dipersyaratkan untuk
introduksi/importasi benih ke Indonesia (Information
Required for Seed Introduction/ Importation  to
Indonesia);

© Benih tetua/benih sumber belum cukup tersedia atau
tidak dapat diproduksi di Wilayah Negara Republik
Indonesia;

@ Jumlah benih yang dimohonkan sesuai dengan rencana
produksi benih untuk pemenuhan kebutuhan benih
dalam negeri dan/atau ekspor;

¢ Keputusan pelepasan varietas; dan

o Realisasi pemasukan benih sebelumnya;

5. Untuk produksi benih untuk tujuan ekspor (Parent Seed) :

o Informatien Required for Seed Introduction/ Importation to
Indonesia;

o Technical information for Commodity(s) Proposed Exported
to Indonesig

@ Rencana produksi benih (luas yang akan ditanam dan
perkiraan produksi);

o Jumlah benih yang dimohonkan sesuai dengan rencana
produksi;

o Rekomendasi kesesuaian lahan teknis dari dinas daerah
kabupaten,/kota;

o Pemmyataan benth tidak akan diedarkan di Indonesta;
dan

o Realisasi pemasukan benih sebelumnya;

6. Untuk uji Baru, Unik, Seragam, Stabil (BUSS) untuk
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10.

11.

keperluan perlindungan varietas tanaman :

o Information Required for Seed Introduction/Importation to
Indonesia;

o Technical Information for Commodityfs) Proposed Exported
to Indonesia;

o Jemis maupun jumlah benih harus sesuai dengan
kebutuhan pengufian; dan
Realisasi pemasukan benih sebelumnya; dan

Untuk uji Unik, Seragam, Stabil (USS] untuk keperluan

jaminan mutu dalam produksi benih :

o Information Required for Seed Introduction/ Impartation to
Indoresia;

o Technical Information for Commodity(s) Proposed Exported
ta Indonesia;

¢ Jenis maupun jumlah benih harus sesuai dengan
kebutuhan pengujian; dan
Realisasi pemasukan benih sebelumnvya; dan

Untuk kebutuhan bagi pemerhati tanaman (F1/BR) :

o Information Required for Seed Introduction/Importation to
Indonesia;

o  Technical Information for Commodity(s) Proposed Exported
to Indonesia;

o Jumlah benih yang dimohonkan terbatas sesuai dengan
kebutuhan untuk pemerhati tanaman paling banyak
100 ({(serarus) biji, 10 (sepuluh) batang stek atau 10
[sepuluh) umbi untuk setiap jenis dan/atau varietas;

o Benih yang dimasukkan tidak boleh dalam bentuk
plantlet hasil dari perbanyakan tissue culture;

o Rencana lokasi pertanaman; dan

o  Realisasi pemasukan benih sebelumnya;

Untuk bahan pameran, promosi dan/atau lomba :

o Information Required for Seed Introduction/Importation to
Indonesia;

o Technical Information for Commaodity(s) Proposed Exported
to Indonesia;

o Identitas calon peserta pameran, promosi dan/atau
lomba;

o Undangan keikutsertasn dalam pameran, promosi
dan/atau lomba dari panitia penyelenggara yang telah
mempunyai izin penyelenggaraan dari instansi yang
berwenang;

o Pernyataan ikut pameran dari penyelenggara pameran,
promosi dan/atau lomba;

o Jenis serta jumlah benih sesuai dengan kebutuhan
untuk pameran, promosi dan /atau lomba;

o Pernyataan setelah selesai pameran, promosi dan/atau
lomba benih harus dikeluarkan dari wilayah Negara
Republik Indonesia atau dimusnahkan, dengan
berkoordinasi kepada petugas karantina tumbuhan; dan

o Realisasi pemasukan benih sebelumnya;

Untuk pelayanan pengujian mutu benih untk

mendapatkan OIC atau BIC :

o Information Required for Seed Introduction/ mportation to
Indonesia;

@ Technical Information for Commodity(s) Proposed Exported
1o Indonesia;

o Jenis dan Jumlah benih sesuai dengan ian yan
iriakand penguj Yang

Surat identitas benih yang diuji;

Jenis sertifikat yang dimohonkan;

Realisasi pemasukan benih sebelumnya;

Sisa benih bahan uji dan benih yang telah diuji, setelah

pengujian  selesai dimusnahkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
karantina tumbuhan di bawah pengawasan petugas
karantina tumbuhan;

Untuk wuji profisiensi atau validasi METODE untuk

peningkatan jaminan mutu hasil pengujian benih sesuai

dengan persyaratan baku ;

o Information Required for Seed Introduction/ Importation to
Indonesia;

o Technical Information for Commodity(s) Proposed Exported
to Indonesia;

o Keterangan non commercial inveice;

@ Jenis dan jumlah benih scsuai dengan pengujian yang
dimaksud;

o Surat keikutsertaan dalam uji profisiensi/validasi
metode dan/atau fotokopi surat pemberitahuan dari

penyelenggara uji profisiensi/validasi metode;

O o 0o
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12. Untuk validasi metode harus dilengkapi proposal;
o Realisasi pemasukan benih sebelumnya; dan
o Sisa benih bahan uji dan benih yang telah diuji, setelah
pengujian  selesai  dimusnahkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
karantina tumbuhan di bawah pengawasan petugas
karatina tumbuhan

HKOMITMEN IZIN PENGELUARAN BENIH TANAMAN :

13. Pemohon menyampaian permechonan Izin Usaha melalui
0ss:

o Pemohon menyampaikan Komitmen sebagai berikut :

o Fotokopi izin atau tanda daftar produsen dan/atau
pengedar benih;

o Untuk pengujian adaptasi termasuk untuk pengujian |
Unik, Seragam, Stabil (USS) dan Baru, Unik, Seragam,
Stabil (BUSS):

o Pernyataan kepemilikan varietas; dan

o Realisasi pengeluaran benih sebelumnya;

14. Untuk keperluan ekspor : |

o Keputusan pelepasan varietas;

o Realisasi pengeluaran benih sebelumnya; dan _

o Katerangan dari pemulia/instansi pemilik varietas atas
benih yang akan dikeluarkan /diekspor (apabila benih
varietas bersari bebas dan/atan hibrida merupakan
benih bina dari varietas publikj;

15. Untuk uji profisiensi dan validasi metode :

o Keputusan pelepasan varietas;

o Realisasi pengeluaran benih sebelumnya; dan

o Keterangan dari pemulia/instansi pemilik varietas atas
benih yang akan dikeluarkan/ diekspor (apabila benih
varietas bersari bebas dan/atau hibrida merupakan
benih dari varietas publik);

o Untuk pengujian mutu benih dalam rangka Organization
Jor Economic Caoperation and Development (oecd) Seed
Scheme :

o Keputusan pelepasan varietas;

Realisasi pengeluaran benih sebelumnya; dan

¢ Keterangan dari pemulia/instansi pemilik varietas atas
benih yang akan dikeluarkan/ diekspor (apabila benih
varietas bersari bebas danfatau hibrida merupakan
benih dari varietas publik); dan

16. Untuk keperluan pameran, promosi dan/atau lomba :

o Keputusan pelepasan varietas:

o Realisasi pengeluaran benih sebelumnya; dan

o Keterangan dari pemulia/instansi pemilik varietas atas
benih yang akan dikeluarkan/diekspor [apabila benih
varietas bersari bebas dan/atau hibrida nerupakan
benih bina dari varietas publik).

(]

Sistem Mekanisme dan 1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front

Proadair office / Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan
kemudian menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan:

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan:

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan
memvefifikasi ulang kelengkapan permochonan serta |
pembuatan Nota untuk diteruskan dan diverifikasi oleh

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP:

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank
Sumsel Babel atau bendahara penerimaan sesuai
dengan perundang-undangan untuk permohonan izin
terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas
untuk melakukan jadual tinjau lapang bersama [nstansi
Teknis untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau
lapangan melalui Surat Tugas:

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan
oleh pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis
serta menuangkan hasil pemeriksasn dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang |
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dan menyerahkan berkas permohonan yang sudah
lengkap ke Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK
proses dan pemarafan pada SK proses tersebut dan
menyerahkan kepada Sekretaris;

10. Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan
penomoran  registrasi pada  permohonan dan
dikembalikan kepada Kasi AP untuk cetak sertifikat
permohonan izin;

11. Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
selretaris  terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13. Pengarsipan;

14, Penyerahan SK kepada pemohon melalui
pengambilan.

loket

Jangka Waktu

Penyelesaian

7 hari kalender

Biaya / Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih
Tanaman,

Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran:

c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:

1. Aplikasi Online Perizinan;
2. Aplikasi Bedah Investasi;
3. Aplikasi Perizinan;

4. Aplikasi Pengarsipan;

5. Aplikasi GIS.

Kompetensi Pelaksana

1. Pendidikan minimal  sarjana  terutama  bidang
pemerintahan, ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

1. Melalui konsultasi langsung;

2. Kotak saran dan pengaduan;

a. ‘;l;!;ntsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382

4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenimi@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih
Tanaman yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

14

Evaluasi
Pelayanan

Kinerja

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada
Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun
apabila diperlukan sewalktu-waltu:

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimbkab. go.id.

3. Progres report velesaian juan perizinan dan non izi
dilihat pada weg;'ﬂ:e m.dmmmmggwmm!gm.gg_ii penmnan
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¢ Jzin Usaha Peternakan

NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan
Persyaratan Pelayanan Ketentuan Pokok Petermakan dan
Kesehatan Hewan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentangUsaha
Peternakan:

3. Keputusan Menteri Pertanian Nomord404 [ kpts / |T. 21 0/ 6 /
2002 tentang Pedoman Perizinan danPendaftaran Usaha
Petemalkan:

4. Peraturan Bupati No, 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.

Persyaratan Layanan

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;

2. surat kuasa apabila dikuasakan

3. foro kopi kartutanda penduduk penerima kuasa yang masih
berlaku;

4. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wilayahDaerah:

5. foto kopi akta pendirian badan beserta akta peru bahanbadan
yang telah disahkan oleh pejabat yangberwenang, apabila
pemohon berbentuk badan;

6. foto kopi akta pembukaan cabang jika kantor pusatbadan
berada di lnar wilayah daerah dan atau
suratpenunjukan pengangkatan sebagai penanggung
jawabkegiatan usaha apabila kan ter pusat badan berada
diluar wilayah daerah;

7. .foto kopi bukti kepemilikan hak atas tanah;

8. foto kopi izin gubemur bagi lokasi usaha yangmenggunakan

tanah kas desa;

Jfoto kopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerjasama,

atau surat kerelaan dari pemilik tanah apabilatanah yang

dipunakan bukan milik pemohon;

10.foto kopi kartu tanda penduduk pemilik tanah apabilatanah
yang digunakan bukan milik pemohon

11.;foto kepi dokumen lingkungan dan / atau izin lingkungan;

12.foto kopi [zin Mendirikan Bangunan;

13..rekomendasi teknis budidaya peternakan dari DP3; dan

l4.surat pernyataan bermeterai cuku pmengenai kebenaran
dokumen persyaratan permohonan izin.

9

Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice [ Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan:

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permchonan dan apabila
kelengkapan  belum memenuhi persyaratan  berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSF;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu:

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemchon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP:

9. Roordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris:

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11l.Pemarafan dilakukan eoleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
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ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;
12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13,Pengarsipan,;
14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

Jangka Waktu

Penyelesaian

7 hari kalender

Biaya / Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

; Produk Layanan

Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih
Tanaman.

Saranas, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdin dan ;
Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran;

¢. Loket Pengambilan.
Sistem aplbkasi yvang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:

a.  Aplikasi Online Perizinan;

b. Aplikasi Bedah Investasi;

c. Aplikasi Perizinan;

d. Aplikasi Pengarsipan;
e.  Aplikasi GIS.

Kompetensi Pelaksana

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

L S

Penpawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Penanganan Pengaduan,

Saran, dan Masukan

1. Melalui konsultasi langsung;

2. Kotak saran dan pengaduan;

3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
Bl

Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com

Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

Hoos

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS

12

Jumilah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

: Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan
secara akuntabel dan transparan;

2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

14

Evaluasi
Pelayanan

Kinerja

1, Lﬂpnran evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
disampaikan kepada Bupati baik secara berkala setiap
bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan
sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id,

a. Pru.g:'.zs report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-

tsp.muaraeni .go.id,
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¢ [zin Usaha Budidaya Peternakan

URAIAN

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 Tentang Usaha
Peternakan;

4, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang
Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2013 Tentang
Budidaya Hewan Peliharaan;

6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 04 /kpts/0T.210/6/2002
tentang Pedoman Perizinan Dan Pendaftaran Usaha
Peternakan;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140
J1/2010 Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan
Ruminansia Dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting
Plant);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/0OT.140/2
/2014 Tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging Dan Ayam
Petelur Yang Bail;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomer 26 /Permentan/HK.140/4
2015 Tentang Syarat, Tata Cara Dan Standar Operasional
Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha 0D
Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal;

10.Keputusan Menteri Pertanian Nomor
1312/Kpts/KP.340/12/ 2014 Tentang Pendelegasian
Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Pertanian Dalam
Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal.

11.Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saru
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.

1. Feto kapi Kartu Tanda Penduduk pemohon;

2. surat kuasa apabila dikuasakan

3. fote kopi kartutanda penduduk penerima kuasa yang masih
berlaku:

4. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP] wilayahDaerah:;

5. foto kopi akta pendirian badan beserta akta peru bahanbadan
yang telah disahkan oleh pejabar yangberwenang, apabila
pemohon berbentuk badan;

6. foto kopi akia pembukaan cabang jika kantor pusatbadan
berada di luar wilayah daerah dan atau
suratpenunjukan /pengangkatan sebagai penanggung
jawabkegiatan usaha apabila kan tor pusat badan berada
diluar wilayah daerah:

7. .foto kopi bukti kepemilikan hak atas tanah;

8. foto kopi izin gubemur bagi lokasi usaha yangmenggunakan
tanah kas desa;

9. .foto kopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerjasama,
atau surat kerelaan dari pemilik tanah apabilatanah yang
digunakan bukan milik pemohon;

10.foto kopi kartu tanda penduduk pemilik tanah apabilatanah
yang digunakan bukan milik pemohon

11.;foto kopi dokumen lingkungan dan / atau izin lingkungan;

12.foto kopi lzin Mendirikan Bangunan;

13..rekomendasi teknis budidaya peternakan dari DP3; dan

14.surat pernyataan bermeterai cukup pmengenai kebenaran
dokumen persyaratan permohonan izin.

NO KOMPONEN

1 Dasar Hukum

2 Persyaratan Layanan

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan:

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan  berkas
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permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permochonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

B8, Tim Teknis melakukan pemeriksaan adminisirasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMFTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan,

4 Janghka Waktu | 7 hari kerja
Penyelesaian
5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi
6 Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih
Tanaman,
7 Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :
Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b, Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS,
8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2, Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website ; dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 Jaminan  Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamaian akuntabel dan transparan;
Pelayanan 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait

antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas

176




terkait lainnya,

14

Evaluasi
Pelayanan

Kinenja

. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan

kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-

ptsp.muaraenimkab.go.id.

; ngres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non

perizinan dilihat pada website www.dpm-
.1 imkab.go.id.
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¢ Izin Usaha Pembibitan Peternakan

NO | KOMPONEN

1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan
Persyaratan Pelayanan Ketentuan Pokok Peternakan dan
Kesehatan Hewan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentangUsaha
Peternakan;

3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor404 [ kpts / JT. 21 O/ 6 /
2002 tentang Pedoman Perizinan danPendaftaran Usaha
Petemakan;.

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.

2 Persyaratan Layanan

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;

2. surat kuasa apabila dikuasakan

3. foto kopi kartutanda penduduk penerima kuasa vang masih
berlaln;

4. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wilayahDaerah;

5. foto kopi akta pendirian badan beserta akta peru bahanbadan
yang telah disahkan oleh pejabat yangberwenang, apabila
pemohon berbentuk badan;

6. foto kopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan

berada di luar wilayah daerah dan atau surat
penunjukan /pengangkatan sebagai penanggung jawabkegiatan
usaha apabila kan tor pusat badan berada diluar wilayah
daerah;

7. .Joto kopi bukti kepemilikan hak atas tanah;

8. foto kopi izin gubemur bagi lokasi usaha yangmenggunakan
tanah kas desa;

9. .foto kopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerjasama, atau |
surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang
digunakan bukan milik pemohon;

10.fotn kopi kartu tanda penduduk pemilik tanah apabilatanah
yang digunakan bukan milik pemohon |

11, ;foto kopi dokumen lingkungan dan / atau izin lingkungan;

12. foto kopi [zin Mendirikan Bangunan;

13..rekomendasi teknis budidaya peternakan dari DP3; dan

l4.surat pernyataan bermeterai cukup pmengenai kebenaran
dokumen persyaratan permohonan izin.

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayvanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permchonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surar kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal vang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kahid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui stal sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikar permohonan untuk
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ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;
12.Kepala DPMPTSP menandatangani 8K izin (pengesahan);
13.Pengarsipan;
14.Penverahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangka Waktu | 7 hari kerja
Penyelesaian
5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi
6 Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih
Tanaman,
" s Pr ana | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :
Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan,
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
mehputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
¢,  Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.
8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;

Pengaduan, Saran, | 2, Kotak saran dan pengaduan; _

dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444

4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. 'Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;

Pelayanan 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan

Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-walktu;
2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm- |
ptsp.muaraemimkab. go.id.
3 Pru;!gma report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
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¢ Jzin Usaha Rumah Potong Hewan

NO | KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hulum 1. Surat Keputusan Mentri Pertanian No.
555/ /kpts/TN.240/9/ 1986 tentang Syarat-syarat RPH dan
Usaha Pemotongan Hewan

2. Undang-undang No. & tahun 1967 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Peternakan dan Keswan

Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1977 tentang Penolakan,

Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan

Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1977 tentang Usaha

peternakan

Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1983 tentang Keschatan

Masyarakat Veteriner

SK Mentri Pertanian No. 558 /kpts/059/6 /1981 tentang Rumah

Potong Unggas

7. SK Mentri Pertanian No. OT.210/706/kpts/9/1983 tentang
Rumah Potong Babi

8. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.

2 Persyaratan Layanan 1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;

2. surat kuasa apabila dikuasakan

3. foto kopi kartutanda penduduk penerima kuasa yang masih
berlaku;

4. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajalk (NPWP) wilavahDaerah;

5. foto kopi akta pendirian badan beserta akta peru bahanbadan |
yang telah disahkan oleh pejabat yanpgberwenang, apabila ‘
pemohon berbentuk badan;

6. foto kopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan |
berada di Iuar wilayah daerah dan atau surat
penunjukan/pengangkatan sebagai penanggung jawabkegiatan
usaha apabila kan tor pusat badan berada diluar wilayah
daerah;

7. .foto kopi bukti kepemilikan hak atas tanah;

8. foto kopi izin gubemur bagi lokasi usaha vangmenggunakar
tanah kas desa;

9. .foto kopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerjasama, atan
surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah vang
digunakan bukan milik pemohon;

10.foto kopi kartu tanda penduduk pemilik tanah apabilatanah
vang digunakan bukan milik pemohon

11.;fotn kopi dokumen lingkungan dan / atau izin linglkungan;

12.foto kopi lzin Mendirikan Bangunan;

13..rekomendasi teknis budidaya peternakan dari DP3; dan

14.surat pernyataan bermeterai cukup pmengenai kebenaran
dokumen persyaratan permohonan izin.

3 Sistem Mekanisme dan | |- Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /

Prosedur Pelayanan ; ’

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permchonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan wuntuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal vang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid

o o &
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PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.8ekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangka Waktu | 7 hari kerja
Penyelesaian
Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi
6 Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih
Tanaman.
7 Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
danjatan fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari : l
Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran:
¢. Loket Pengambilan,
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e.  Aplikasi GIS
8 Kompetensi Pelaksana | 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elekironik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronil.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, 2. Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenimi@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;
Pelayanan 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
| terkait lainnya.
14 | Evaluasi Kinerja 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-walktu;
2, Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-

ptsp.muaraenimkab.go.id.
3: Prugnes report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-

ptsp.muaraenimkab. go._id.
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e Izin Usaha Tempat Pemotongan Hewan

NO

KOMPONEN

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pertamian Nomor
13/PERMENTAN/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah
Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat
Cutting Plant)

2. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.

Persyaratan Layanan

Foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;

surat kuasa apabila dikuasakan

foto kopi kartutanda penduduk penerima kuasa yvang masih

berlalku;

foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wilayahDaerah;

. foto kopi akta pendirian badan beserta akta peru bahanbadan

yang telah disahkan oleh pejabat yangberwenang, apabila

pemohon berbentuk badan;

foto kopi akta pembuksan cabang jika kantor pusat badan

berada di luar wilayah daerah dan atau  surat

penunjukan/penganghkatan sebagal penanggung jawabkegiatan
usaha apabila kan tor pusat badan berada diluar wilavah
daerah;

7. .Jfoto kopi bukti kepemilikan hak atas tanah;

8. foto kopi izin gubemur bagi lokasi usaha yangmenggunakan
tanah kas desa;

9. .foto kopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerjasama, atau
surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang
digunakan bukan milik pemohon;

10.foto kopi kartu tanda penduduk pemilik tanah apabilatanah
yang digunakan bukan milik pemochon

11.;foto kopi dokumen lingkungan dan / atau izin lingkungan;

12.foto kopi [zin Mendirikan Bangunan;

13..rekomendasi teknis budidaya peternakan dari DP3; dan

14.surat pernyvataan bermeterai culkup pmengenai kebenaran

dokumen persyaratan permohonan izin.

s b

o

Sistem Mekanisme dan

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office [
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permochonan serta pembuatan Nota wuntuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admnimstras: perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumisel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui stal sekretariat memberikan penomeran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12, Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penverahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan,
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4 Jangka Waktu | 7 hari kerja
Penyelesaian
5 Biaya [/ Tarif Tidak dikenakan Retribusi
6 Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih
Tanaman.
T Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari ;
Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
¢. Loket Pengambilan,
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi:
c¢. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.
8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ckonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan fentang penanaman modal
dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2, Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382 444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan alkuntabel dan transparan;

Pelayanan 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan

Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-walktu;
2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilibat pada website www.dpm-
I .g0.id.
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» lzin Praktek Dokter Hewan

NO | KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hulcum 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomaor :
02/Permentan/OT.140/1/2010  tentang pedoman pelayanan
jasa medik veteriner

2, Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.

2 Persyaratan Layanan 1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemchon;

2. surat kuasa apabila dikuasakan

3. foto kopi kartutanda penduduk penerima kuasa yang masih
berlaku;

4. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wilayahDaerah:

5. foto kopi akta pendirian badan beserta akta peru bahanbadan
yang telah disahkan oleh pejabat yangberwenang, apabila
pemohon berbentuk badan;

6. foto kopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan
berada di luar wilayah daeralh dan atau  surat
penunjukan/pengangkatan sebagai penanggung jawabkegiatan
usaha apabila kan tor pusat badan berada diluar wilayah
daerah;

7. .foto kopi bukt kepemilikan hak atas tanah:

B. foto kopi izin gubemur bagi lokasi usaha yangmenggunakan
tanah kas desa;

9. .foto kopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerjasama, atau
surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang
digunakan bukan milik pemohon;

10.foto kepi kartu tanda penduduk pemilik tanah apabilatanah
vang digunakan bukan milik pemohon

11.}foto kepi dokumen lingkungan dan / atau izin lingkungan;

12.foto kopi Izin Mendirikan Bangunan:

13. rekomendasi teknis budidaya peternakan dari DP3: dan

14.surat pernyataan bermeterai cukup pmengenai kebenaran
dokumen persyaratan permohonan izin.

a Sistem Mekanisme dan | 1- Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /

Prosedur

Pelayanan

2. Pemohon melengkapi [ormulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan:

5. SBelanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permochonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahiara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui |
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan olel Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
selkretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.
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id- Janghka Waktu | 7 hari kerja
| Penyelesaian
Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi
6 Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih
Tanaman.
7 Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :
Loket-loket Pelayanan seperti !
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
mehputi;
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.
8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
92 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2. Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811 7382 444
4. Bhort Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email ;dpm-pispmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;

Pelayanan 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan

Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewalktu-waltu;
2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. ngres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-

ptsp.muaraenimkab.go.id.
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¢ lzin Praktek Paramedik Hewan

HOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan &
Kesehatan Hewan Pasal 68;

2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
02 /Permentan/0T.140/1/2010 Tentang Pedoman Pelayanan
Jasa Medik Veteriner;

3. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.

Persyaratan Layanan

Foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;

surat kuasa apabila dikuasakan

foto kopl kartutanda penduduk penerima kuasa yang masih

berlaku;

foto kopi Nomor Pokok Waijib Pajak (NPWP) wilayahDaerah;

foto kopi akia pendirian badan beserta akta peru bahanbadan

vang telah disahkan oleh pejabat yangberwenang, apabila

pemohon berbentuk badan;

6. foto kopi akta p‘m‘nbum cabang jika kantor pusat badan
berada di luar wilayah daerah dan atau surat
penunjukan/pengangkatan sebagai penanggung jawabkegiatan
usaha apabila kan tor pusat badan berada diluar wilayah
daerah;

7. .foto kopi bukti kepemilikan hak atas tanah;

8. foto kopi izin gubemur bagi lokasi usaha yengmenggunakan
tanah kas desa;

9. .foto kopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerjasama, atau
surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang
dipunakan bukan milik pemohon;

10.foto kopi kartu tanda penduduk pemilik tanah apabilatanah
yang digunakan bukan milik pemohon

11.;foto kopi dokumen lingkungan dan / atau izin lingkungan;

12.foto kopi lzin Mendirikan Bangunamn;

13. .rekomendasi teknis budidaya peternakan dari DP3; dan

14.surat pernyataan bermeterai cukup pmengenai kebenaran

dokumen persyaratan permohonan izin.

ME SR

| 3

Sistern Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /|
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permchonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi, PTP melalui Kabid PTSF;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerntahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan cleh pemochon
termasuk kekurangan persyaratan tekmis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui stal sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12 Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;
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14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

'4 | Jangka Waktu | 7 hari kerja
Penyelesaian
Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi
6 Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih
Tanaman.
7 Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari ;
Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi;
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c, Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS,
8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan mimimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelavanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik,
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2. Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Lavanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. [Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraemmkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;
Pelayanan 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
_ terkait lainnya.
14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporken juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.
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* lzin Praktek Konsultasi Dokter Hewan (pelayanan Kesehatan di Unit Usaha
Peternakan)

NO | KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan &
Kesehatan Hewan Pasal 68;

2. Peraturan pemerintah republik indenesia nomor 3 tahun 2el7
tentang otoritas veteriner

3. Peraturan Menteri Pertanian Nemor
02/Permentan/0T.140/1/2010 Tentang Pedoman Pelavanan
Jasa Medik Veteriner;

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.

2 Persyaratan Layanan 1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;

' 2. surat kuasa apabila dikuasalkan

3. foto kopi kartutanda penduduk penerima kuasa yang masih
berlalou:

4. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wilayahDaerah;

5. foto kopi akta pendirian badan beserta akta peru bahanbadan
yang telah disahkan oleh pejabat yangberwenang, apabila
pemohon berbentuk badan;

6. foto kopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan
berada di Juar wilayah daerah dan atau surat
penunjukan/pengangkatan sebagai penanggung jawabkegiatan
usaha apabila kan tor pusat badan berada diluar wilayah
daerah;

7. Joto kopi bukti kepemilikan hak atas tanah;

8. foto kopi izin gubemur bagi lokasi usaha yangmenggunakan
tanah kas desa;

9. .foto kopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerjasama, atau
surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang
digunakan bukan milik pemohon;

10.foto kopi kartu tanda penduduk pemilik tanah apabilatanah
yang digunakan bukan milik pemohon

11.;foto kopi dokumen linglkungan dan / atau izin lingkungan;

12.foto kopi [zin Mendirikan Bangunan;

13..rekomendasi teknis budidaya peternakan dari DP3: dan

l4.surat pernyataan bermeterai cukup pmengenai kebenaran
dokumen persyaratan permohonan izin.

3 Sistem Mekanisme dan | !+ Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /

Prosedur Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persvaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila

| kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTF melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
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sekretaris terhadap sertifikat untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSF:

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan,

permohonan

4 Jangka Waktu | 7 hari kerja
Penyelesaian
Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi
6 Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih
Tanaman.
- Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :
Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendafiaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah [nvestasi;
¢. Aplikasi Perizinan:
d. Aplikasi Pengarsipan;
e, Aplikasi GIS.
8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elekironik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1.  Melalui konsultasi langsung;

Pengaduan, Saran, | 2, Kotak saran dan pengaduan;

dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444

4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
T. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan rion perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;

Pelayanan 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan

Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaracnimkah.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
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¢ |zin Klinik Hewan

NO

Dasar Hukum

i

2.

3.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan &
Kesehatan Hewan Pasal 68;

Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 3 tahun 2017
tentang otoritas veteriner

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
02 /Permentan/0T.140/1/2010 Tentang Pedoman Pelayanan
Jasa Medik Veteriner:

Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.

Persyaratan Layanan

o

o

Foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;

surat kuasa apabila dikuasakan

foto kopi kartutanda penduduk penerima kuasa yang masih
berlalku:

foto kopi Nomor Pokok Wajih Pajak (NPWP) wilayahDaerah;

foto kopi akta pendirian badan beserta akta peru bahanbadan
yvang telah disahkan ocleh pejabat yangberwenang, apabila
pemohon berbentuk badan;

foto kopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan
berada di luar wilayah daerah dan atan surat
penunjukan/penganghkatan sebagai penanggung jawabkegiatan
usaha apabila kan tor pusat badan berada diluar wilayah
daerah;

foto kopi bukti kepemilikan hak atas tanah;

foto kopi izm gubemur bagi lokasi usaha yangmenggunakan
tanah kas desa;

foto kopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerjasama, atau
surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah vyang
digunakan bukan milik pemohon;

10.foto kopi kartu tanda penduduk pemilik tanah apabilatanah

vang digunakan bukan milik pemohon

11.;foto kopi dokumen lingkungan dan [/ atau izin lingkungan;
12.foto kopi lzin Mendirikan Bangunan;

13..rekomendasi teknis budidaya peternakan dari DP3; dan
l4.surat pernyataan bermeterai cukup pmengenai kebenaran

dokumen persyaratan permohonan izin.

Sigtem Mekanisme dan

8,

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice [ Pelayanan;

Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permchonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permechonan izin terntentu;

Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAFP;

Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yvang sudah lengkap ke Kabid
PT8P dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.5ekretaris melalui staf sckretariat memberikan penomoran

registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifilkat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan

sekretaris terhadap sertifilcat permohonan untulk
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ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin [pengesahan);
13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangka Waktu | 7 hari kerja

Penyelesaian

Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih

Tanaman.
= Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :
Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
€. Laoket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.
8 Kompetensi Pelaksana | 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1.  Melalui konsultasi langsung;

Pengaduan, Saran, | 2. Kotak saran dan pengaduan;

dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
gt

4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 033
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan ransparan;

Pelayanan 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan

Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-walktu:

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihar pada website www.dpm-
tsp.muaraenimkab.go.id,
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Izin Usaha Tempat Hewan Kesayangan (Pet shop, poultry shop, Grooing, Kennel
Caterry

NO | KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hulaum 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan &
Kesehatan Hewan Pasal 68;

2. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.

Foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;

surat kuasa apabila dikuasakan

foto kopi kartutanda penduduk penerima kuasa yang masih

berlaku;

fote kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wilayahDaerah;

foto kopi akta pendirian badan beserta akta peru bahanbadan

yang telah disahkan oleh pejabat yangberwenang, apabila

pemohon berbentule badan;

foto kopi akta pembukaan ecabang jilka kantor pusat badan

berada di luar wilayah daerah dan atau surat

penunjukan/pengangkatan sebagai penanggung jawabkegiatan
usaha apabila kan tor pusat badan berada diluar wilayah
daerah:

7. Jfoto kopi bukti kepemilikan hak atas tanah;

8. foto kopi izin gubemur bagi lokasi usaha yangmenggunakan
tanah kas desa;

9. .foto kopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerjasama, atau
surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah vang
digunakan bukan milik pemohon;

10.foto kopi kartu tanda pendudule pemilik tanah apabilatanah
yang digunakan bulkean milik pemohon

11.;foto kopi dekumen lingkungan dan / atau izin lingkungan;

12. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan;

13. .rekomendasi teknis budidaya peternalkan dar DP3; dan

14.surat pernyataan bermeterai cukup pmengenai kebenaran

dokumen persyaratan permohonan izin.

2 Persyaratan Layanan

W

L

o

3 Sistern Mekanisme dan | 1- Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemchon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font aoffice memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan |
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAFP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
FTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penemoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Ka=si AP, Kasi Pelayanan dan
seloretaris terhadap sertifikat permohonan untulk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12 Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

Prosedur

4 Jangka Walktu | 7 hari kerja
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Penyelesaian

B Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi
Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih
Tanaman.
7 Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :
Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendalftaran;
¢. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
¢. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS,
B8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2, Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382 444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenimigmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesual dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;

Pelayanan 2, Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan

Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waltu;

2, Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimlcab.go.id. '

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www,dpm-
ptsp.muaraenimlab.go.id.
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¢ [zin Usaha Obat Hewan

NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

L. Undang-undang Nemor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan &
Kesehatan Hewan Pasal 68;

2. Peraturan menteri pertanian nomaor
18 /permentan/ot.140/4 /2009 tentang syarat dan tata cara
pemberian izin usaha obat hewan

3. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.

Persyaratan Layanan

Foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;

surat kuasa apabila dikuasakan

foto kopi kartutanda penduduk penerima kuasa yang masih

berlaku:

foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajalk (NFWP) wilayahDaerah:

foto kopi akta pendirian badan beserta akta peru bahanbadan

yang telah disahkan oleh pejabat yangberwenang, apabila

pemehen berbentuk badan;

6. foto kopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan
berada di luar wilayah <daerah dan atau  surat
penunjukan/pengangkatan sebagai penanggung jawabkegiatan
usaha apabila kan tor pusat badan berada diluar wilayah
daerah;

7. .foto kopi bukti kepemilikan hak atas tanah;

8. foto kopi izin gubemur bagi lokasi usaha yangmenggunakan
tanah kas desa;

9. .foto kopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerjasama, atau
surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang
digunakan bukan milik pemohon;

10.foto kopi kartu tanda penduduk pemilik tanah apabilatanah
yang digunakan bukan milik pemohon

11.:foto kopi dokumen lingkungan dan / atau izin lingkungan:

12.foto kopi lzin Mendirikan Bangunan;

13..rekomendasi teknis budidaya peternakan dari DP3: dan

l4.surat pernyataan bermeterai cukup pmengenai kebenaran

dokumen persyaratan permohonan izin.

L

b

Sistem Mékanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2, Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Neota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan periu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi, PTP melalui Kabid PTSP:

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu:

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP:

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan vang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris:

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin:

l1.Pemarafan dilakukan sleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSF menandatangani SK izin (pengesahan):

13.Pengarsipan; _1
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14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan., |

4 Jangka Waltu | 7 hari kerja
Penyelesaian
5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi
6 Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih
Tanaman.
7 Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan /atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :
Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investas:;
<.  Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e.  Aplikasi GIS.
8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4. Memilili kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2, Kotak saran dan pengaduan:
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382 444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gare Away:
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;

Pelayanan 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan

Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apahila diperlukan sewaktu-waktu:

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres repori penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp. muaraenimkab.go.id.
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¢ Izin Usaha Pakan Ternak

KO

URAIAN

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
19/permentan/ot.140/4/2009tentangsyarat dan tata cara
pendaftaran

2. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.

Persyaratan Layanan

Foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;

surat kuasa apabila dikuasakan

foto kopi kartutanda penduduk penerima kuasa yang masih

berlaku;

. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wilayahDaerah;

. foto kopi akta pendirian badan beserta akta peru bahanbadan
yang telah disahkan oleh pejabat yangberwenang, apabila
pemohon berbentuk badan;

6. foto kopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan
berada di Iluar wilayah daerah dan atau surat
penunjukan/pengangkatan schaga penanggung
jawabkegiatan usaha apabila kan tor pusat badan berada
diluar wilayah daerah;

7. .oto kopi bukti kepemilikan hak atas tanah;

8. foto kopi izin gubemur bagi lokasi usaha yangmenggunakan
tanah kas desa;

9. .foto kopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerjasama,
atau sural kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang
digunakan bukan milik pemohon;

10foto kopi kartu tanda penduduk pemilik tanah apabilatanah |
vang digunakan bukan milik pemahon

11.;foto kopi dokumen lingkungan dan / atau izin lingkungan;

12.foto kopi lzm Mendirikan Bangunan;

13..rekomendasi teknis budidaya peternakan dari DP3; dan

l4.surat pernyalaan bermeterai cukup pmengenai kebenaran

dokumen persyaratan permohonan izin.

mE woe

Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2, Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan:

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permchonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi
perizinan;

5. Belanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan  dikembalikan untuk  dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP:

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan untuk permohonan izin terntentu:

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8, Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menverahkan
kepada Sekretaris;

10. Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan periomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11. Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
selretaris  terhadap  sertifikat  permohonan untlk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani 8K izin (pengesahan);

13. Pengarsipan

14, Penyerahan SK kepada pemchon melalui loket pengambilan.
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4 Jangka Waktu | 7 hari kerja
Penyelesaian
Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi
6 Produk Layanan Dokumen Penzinman Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih
Tanaman.
T Sarana, Prasarana, Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari
Loket-loket Pelayanan seperti -
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c¢. Loket Pengambilan.
Sistern aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
¢. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.
8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;
4. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelavanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu:
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2. Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesual dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 {lima) orang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;

Pelayanan 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas |
terkait lainnya,

14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan I

Pelavanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu:
2. Secara berkala dilaperkan juga melalui website www.dpm-
3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
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* Izin Usaha Peralatan Ternak

NO

URAIAN

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pertanian 29/2018 tentang Tata Cara
Perizinan Usaha Pertanian

2. Peraturan Bupat No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saru
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim,

Persyaratan Layanan

- For kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;

surat kuasa apabila dikuasalkan

foro kopi kartutanda penduduk penerima kuasa yang masih

berlaku;

foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wilayahDaerah;

foro kopi akta pendirian badan beserta akta peru bahanbadan

vang telah disahkan oleh pejabat yangberwenang, apabila

pemohon berbentuk badan;

foto kKopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan berada

di luar wilayah daerah dan atau surat penunjukan/pengangkatan

sebagai penanggung jawabkegiatan usaha apabila kan tor pusst

badan berada diluar wilayah dacrah;

7. .foto kopi bukti kepemilikan hak atas tanah;

8. foto kopi izin gubemur bagi lokasi usaha yangmenggunakan
tanah kas desa;

9. Joto kopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerjasama, atau
surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang digunakan
bukan milik pemohon;

10.foto kopi kartu tanda penduduk pemilik tanah apabilatanah vang
digunakan bukan milik pemohon

11.;foto kopi dekumen lingkungan dan / atau izin lingkungan;

12.foto kopi lzin Mendirikan Bangunan;

13..rekomendasi teknis budidaya peternakan dari DP3; dan

l4.surat pernyataan bermeterai cukup pmengenai kebenaran

dolcumen persyaratan permohonan izin.

-

e

&

Sistem  Mekanisme
dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap
diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan:

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan periu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada Kasi.
PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel Babel
atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTF memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui Surat
Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11. Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris
terhadap sertifikat permohonan untuk ditandatangani oleh
Kepala DPM-PTSP;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13. Pengarsipan;

14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

Jangka Wakiu

Penyelesaian

7 hari kerja
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5 Biaya |/ Tarif Tidak dikenakan Retribusi
Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih
Tanaman.
7 Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :
Loket-loket Pelayanan seperti:
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran:
¢. Loket Pengambilan.
Sistemn aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.
8 Kompetensi 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
Pelaksana ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. M!,‘:m:ltlﬂ pengetahuan peraturan tentang penanaman modal dan
perizinan
3. Memiliki pengalaman delam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2. Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811 7382 444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenimi@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengen Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan alkunrabel dan tran
Pelayanan 2. Perizinan yang herlrual.rtas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.
14 | Evaluasi Kinerja 1. Laporan evaluasi pelaksanaan mugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp. muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
plsp.muaraemmkab.go.id.
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» Izin Pernasukan dan Pengeluaran Bibit Ternak

NO

URAIAN

Dasar Hukum

1.

2.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 95 Tahun

2012 Tentang Keschatan Masyarakat Veteriner dan
Kesejateraan Hewan;

Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 47 Tahun
2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit
Hewan;

Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 4 Tahun
2016 Tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan
dalam tertentu vang berasal dari Negara atau Zona dalam
Suatu Negara Asal Pemasukan;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun
2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Adminisirasi Pemerintahan;

. Peraturan Menteri Pertanian Nomar:

51/Permentan/0t.140/9/2011 Tentang Rekomendasi
Persetujuan Pemasukan Dan Pengeluaran Benih Dan/Atau
RBihit Ternak Ke Dalam Dan Ke Luar Wilayah Negara
Republik Indonesia

. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian

Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nenperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.

Persyaratan Layanan

Foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;

surat kuasa apabila dikuasakan

foto kopi kartutanda penduduk penerima kuasa yang masih
beriaku;

foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wilayahDaerah;

. foto kopi akta pendirian badan beserta akta peru

bahanbadan yang telah disahkan oleh  pejabat |
vangberwenang, apabila pemohon berbentuk badan;

. foto kopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan

berada di luar wilayah daerah dan atau surat
penunjukan/pengangkatan sebagai penanggung
jawabkegiatan usaha apabila kan tor pusat badan berada
diluar wilayah daerah;

.foro kopi bukt kepemilikan hak atas tanah;

foto kopi izin gubemur bagi lokasi usaha vangmenggunakan
tanah kas desa;

foto kopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerjasama,
atau surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang
digunakan bukan milik pemohon;

10.foto kopi kartu tanda penduduk pemilik tanah apabilatanah

yang digunakan bukan milik pemohon

11.;foto kopi dokumen lingkungan dan / atau izin lingkungan;
12.foto kopi Izin Mendinkan Bangunan;

13..rekomencdasi teknis budidaya peternakan dari DF3; dan
l4,surat pernyataan bermeterai cukup pmengenai kebenaran

dokumen persyaratan permohonan izin.

Sistern  Mekanisme dan
Prosedur

L

2.

Pemohon mendapal formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan; 4

. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika

lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi

ulang kelengkapan permchonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi
perizinan;

Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
kenhsahan dan kelengkapan permchonan dan apabila
kelengkapan  belum  memenuhi  persysratan  berkas
permohonan  dikembalikan untuk  dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. FTP melalui Kabid PTSP;
Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel amau  bendahara penerimaan sesuai  dengan |
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perundang-undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memenntahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permoheonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan

lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan tekmis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafen pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui stal sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris  terhadap  sertifikar  permohonan  untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

Jangka Waktu

Penyelesaian

7 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih
Tanaman.

Sarana, Prasarana,
dan /atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran;

c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliput:

a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;

d. Aplikasi Pengarsipar;

e. Aplikasi GIS.

Kompetensi Pelaksana

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang
pemerintahan, ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman maodal
dan pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elekironil.

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung):

Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

1. Melalui konsultasi langsung;
2. Kotak saran dan pengaduan;
3

» Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444

4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-pispmuaraenimi@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS

12

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya,

14

Evaluasi
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-walktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
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ptsp. muaraenimkab.go.id

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non

perizinan dilihat
pisp.muaraenimkab. go.id.

pada

website www.dpm-
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* lzin Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan dan Tumbuhan

NO | KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum l. Peraturan menteri pertanian republik Indonesia nomor 13
tahun 2019 tentang pemasukan dan pengeluaran bahan pakan
asal hewanke dan dari wilayah negara republik indonesia

2. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.

. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;

surat kuasa apabila dikuasakan

foto kopi kartutanda penduduk penerima kuasa yang masih

berlaku;

foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wilayahDaerah;

foto kopi akta pendirian badan beserta akta peru bahanbadan

yang telah disahkan oleh pejabat yangberwenang, apabila

pemohon berbentuk badan;

foto kopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan

berada di Juar wilayah daerah dan atau surat

penunjukan/pengangkatan sebagai penanggung Jjawabkegiatan
usaha apabila kan tor pusat badan berada diluar wilayah
daerah;

7. foro kopi bukti kepemilikan hak atas tanah:

8. foto kopi izin gubemur bagi lokasi usaha yangmenggunakan
tanah kas desa;

9. .foto kopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerjasama, atau
surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang
digunakan bukan milik pemohon;

10.foto kopi kartu tanda penduduk pemilik tanah apabilatanah
yang digunakan bukan milik pemohon

11.;foto kopi dokumen lingkungan dan / atau izin linglungan;

12.1oto kopi [zin Mendirikan Bangunan;

13..rekomendasi teknis budidaya peternakan dari DP3; dan

14.surat pernyataan bermeterai cukup pmengenai kebenaran
dokumen persyaratan permohonan izin.

3 Sistem Mekanisme dan | 1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /

Prosedur Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, Jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan:

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifilkasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonian
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi, PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan telaus serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP:

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris:

10.Sekretaris melalui staf sckretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin:

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikatr permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSF;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 | Jangka Waktu | 7 hari kerja

2 Persyaratan Layanan

b e

L

o
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Penyelesaian

Biaya [ Tarif Tidak dikenakan Retribusi
Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih
Tanaman,
T Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikas
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari -
Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi:
b. Luvket Pendaftaran;
¢. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi;
a. Aplikasi Online Perizinan:
b. Aplikasi Bedah Investasi;
¢. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.
8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elekironik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
E Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;

Pengaduan, Saran, | 2. Kotak saran dan pengaduan;

dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444

4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
3. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;

Pelayanan 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan

Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
Ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
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s lzin Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan

RO

KOMPONEN

Dasar Hukum

1. Peraturan pemerintah republik indonesianomor 24 tahun
2018tentangpelayanan perizinan berusaha terintegrasi
secara elektronikdengan rahmat tuhan yang maha e

2. Peraturan menteri pertanian republik indonesia nomer 13
tahun 2019 tentang pemasukan dan pengeluaran bahan
pakan asal hewanke dan dari wilayah negara republik
indonesia

3. Peraturan bupati no. 4 tahun 2019 tentang pendelegasian
kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada
kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu sartu
pintu dan camat di kabupaten muara enim.

Persyaratan Layanan

Foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;

surat kuasa apabila dikuasakan

foto kopi kartutanda penduduk penerima kuasa yang masih

berlaku:

foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak [NPWP] wilayahDaerah;

foto kopi akia pendirian badan beserta akta peru

bahanbadan yang telah disahkan oleh  pejabar
yangherwenang, apabila pemohon berbentuk badan;

6. foto kopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan
berada di luar wilayah daerah dan atau surat
penunjukan / pengangkatan sebagai penanggung
jawahkegiatan usaha apabila kan tor pusat badan berada
diluar wilayah daerah;

7. .foto kopi bukti kepemilikan hak atas tanah;

8. foto kopi izin gubemur bagi lokasi usaha yangmenggunakan
tanah kas desa;

9. .Joto kopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerjasama,
atau surat kerelaan dar pemilik tanah apabila tanah yang
digunakan bukan milik pemohon;

10.foto kopi kartu tanda penduduk pemilik tanah apabilatanah
yang digunakan bukan milik pemohon

11.:foto kopi dokumen lingkungan dan / atau izin lingkungan;

12.foto kopi Izin Mendirikan Bangunan;

13..rekomendasi teknis budidaya peternakan dari DP3; dan

14,surat pernyataan bermeterai cukup pmengenai kebenaran

dokumen persyaratan permohonan izin.

n-pe N

Sistem Mekanisme
Prosedur

dan

1. Pemohen mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice [/ Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4, Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi
perizinar;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan ‘berkas
permohonan  dikembalikan untuk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan untuk permohonan izin temtentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTF memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kelurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAF;

9, Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan

Sekretaris;
10. Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
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registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi

AP untuk cetak sertifikat permohonan izin;
11.Pemarafan dilakukan aleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris  terhadap  sertifikat  permohonan  untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-FTSF;
12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
13. Pengarsipan;
| 14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.
4 Jangka Waktu | 7 har kerja
Penyelesaian
Biaya [ Tarif Tidak dikenakan Retribusi
6 Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih
Tanaman.
7 Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan /atau fasilitas produlk pelayanan perizinan terdiri dari :
Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi vang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.
8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana  terutama bidang
pemerintahan, ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan t(enlang penanaman
medal dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;
4, Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan Pengaduan, | 1. Melalui konsultasi langsung;
Saran, dan Masukan 2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444
4. Short Message Servicn (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-pispmuaraenimiggmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website ;: dpm-ptsp. muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 033
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan dan 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan
Keselamatan Pelayanan secara akuntabel dan transparan;

2, Perizinan vang berkualitas karena melibatkan pihak
terkait antara lain Dinas Pertanian, [Ninas Peternakan,
dan dinas terkait lainnya.

14 | Evaluasi Kinerja 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
Pelayanan disampaikan kepada Bupati baik secara berkala setiap
bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan

sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website
www.dpm-ptsp.muaracnimkab.go.id.

3, P'rugres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www,dpm-
pisp.muaraenimkab. po.id
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v Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

l. Pemturan pemerintah republik indonesianomor 24 tahun
2018tentangpelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara
elektronikdengan rahmat tuhan yang maha ¢

2. Peraturan menteri pertanian republik indonesia nomor 13 tahun
2019 tentang pemasukan dan pengeluaran bahan pakan asal
hewanke dan dari wilayah negara republik indonesia

3. Peraturan bupati no. 4 tahun 2019 tentang pendelegasian
kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada
kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu dan camat di kabupaten muara enim.

Perayaratan
Layanan

. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;

surat kuasa apabila dikuasakan

foto kopi kartutanda penduduk penerima kuasa yang masih

berlaku;

. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NFWP) wilayahDaerah;

. foto kopi akta pendirian badan beserta akta peru bahanbadan

telah disahkan oleh pejabat yangberwenang, apabila
pemohon berbentuk badan;

6. foto kopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan berada
di luar wilayah daerah dan atau surat penunjukan /pengangkatan
sebagal penanggung jawablkegiatan usaha apabila kan tor pusat
badan berada diluar wilayah daerah;

7. .foto kopi bukti kepemilikan hak atas tanah;

8. foto kopi izin gubemur bagi lokasi usaha yanpgmenggunakan
tanah kas desa;

9, .foto kopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerjasama, atau
surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang digunakan
bukan milik pemohon;

10.foto kopi kartu tanda penduduk pemilik tanah apabilatanah yang
digunakan bukan milik pemohon

11.;foto kopi dolumen lingkungan dan / atau izin lingkungan;

12.foto kopi 1zin Mendirikan Bangunan;

13..rekomendasi teknis budidaya peternakan dari DP3; dan

l4.surat pernyataan bermeterai cukup pmengenai kebenaran

dokumen persvaratan permohonan izin.

mE wne

Sisten  Mekanisme
dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /

Pelayanan

Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian

menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap

diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4, Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk diteruskan
dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnyva Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali keabsahan
dan kelengkapan permohonan dan apabila kelengkapan belum
memenuhi persyaratan berkas permohonan dikembalikan untuk
dilengkapi, jika permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi
AP membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSF;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel Babel
atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin terntentu;

7. Kahid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melalukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui Surat
Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal vang perlu dilakukan oleh pemchon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan hasil
pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinatar Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada SK
proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui stal sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permchonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilaltukan oleh Kasi AP, Kasi Pelavanan dan sekretaris
terhadap sertifikatr permohonan untuk ditandatangani oleh Kepala
DPM-PTSP;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13. Pengarsipan;

14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

® N
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(4 [Jangka  Waltu | 7 hari kerja
Penyelesaian
5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi
6 Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih
Tanaman.
7 Sarana, Prasarang, | SArana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi produk
dan/atau fasilitas | Pelayanan perizinan terdiri dar ;
Loket-loket Pelayanan seperti !
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
¢. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.
8 Kompetensi 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
Pelaksana ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal dan
perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman meodal dan
pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan perizinan
elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
Internal
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2. Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811 7382 444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim(d .com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Wehsite : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan | Pelayanan dilaksanaken sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
dan Aplikasi OSS
12 | Jumlah pelaksana | Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
Keamanan dan alkuntabel dan transparan;
Keselamatan 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
Pelavanan antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas terkait
lainnya.
14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun,
maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.
3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.po.id.
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e Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan

NO | KOMPONEN

URAIAN

1 Dasar Hulcum

1.

2.

3.

. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/6

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomeor 9 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Usaha
Budidaya Tanaman;

/2010 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman
Pangan;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/HK.140/4
/2015 Tentang Syarat, Tata Cara Dan Standar Operasional
Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis lzin Usaha Di Bidang
Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal;

Peraturan bupati no. 4 tahun 2019 tentang pendelegasian
kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada
kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu dan camat di kabupaten muara enim,

2 Persyaratan Layanan

CeNoaRLl =

PR
—

=
LI

14.
13.
16.

17.
18.

19.

Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-;
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagl perorangan;
Fotokopi Akte pendirian / perubahan perusahaan yang disahlan;
Fotokopi NFWF,
Fotokopt 8ITU;
Pas Photo 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
Rekomendasi kesesuaian dengan RTRW, untuk TDU-F;
Fotokopi lzin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), untuk IUTP-F,
Fotokops izin pelepasan kawasan hutan/ rekomendasi dari Dinas yang
membidangi kehutanan;
. Fotokopi lzin Ganggnan (HO);
. Rekomendasi Dinas yang membidangi Pertanian mengenai kesesuaian
dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi;
. Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan;
Dokumen AMDAL, UKL-UPL/ SPPL, kecuali kurang dari 5 (lima) Ha;
. Pernyaman kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan
hasil pertanian bermaterai Rp. 6.000;
Pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat &
[Enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha bermaterai Rp. 6.000; dan
Pernyataan kesedizan untuk melakukan kemitraan bermateral Rp.
&.000;
Fernyataan kesediaan menangani dampak lingkungan dan kepatuhan
pada peraturan perundang - undangan bermaterai Rp. 6.000;
Fotokom STTS PBB;
Fotckopi terdaltar sebagal perusahaan pemberi kerja dan Bukti Lunas
BPIS Kesehatan bagi Badan Usaha berbadan hulum;
Kesediaan menfasilitasi Tim ke lapangan (apabila dibutuhkan).

3 Sisterm  Mekanisme
dan Prosedur

. Fort office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap

., Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

diteruskan ke Kasi Pelayﬂnﬂn Perizinan;

Kasi Pelayanan perizinan dan nen perizinan memvefifikasi uiang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keahsahan dan kelengkapan permchonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permchonan
dikembalikan unruk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada Kasi.
PTP melalui Kahid PTSP;

Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel Babel
atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin terntentu;

Kahid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui Surat
Tugas;

menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persvaratan teknis serta menuangkan
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hasil pemeriksasn dalam BAF;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menverahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.8ekretaris melalui staf sekretariat memberikan pencmoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris
terhadap sertifikat permohonan untuk ditandatangani oleh
Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangka Waktu | 7 hari kerja

Penyelesaian

Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih

Tanaman.
7 Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelavanan perizinan terdin dari :
Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan,
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.
8 Kompetensi 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
Pelaksana ekonomi, hulkum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal dan
perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan menpoperasikan aplikasi layanan perizinan
elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1.Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2.Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3.Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811 7382 444
4.Short Message Service (SMS) : 0811 '?382 444
5.Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.co
0. Aplikasi SMS Gate Away;
7.Website : dpm-ptsp.muaraenimkahb. go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;

Pelayanan 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas terkait
lainnya.

14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan

Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun,

maupun apabila diperlukan sewaktu-wakiu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.

3. ngres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-

ptsp.muarasnimkab.go.id.
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¢ Pendaftaran lJsaha Budidaya Hortikultura

RO

KOMPONEN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nemor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9@ Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 Temtang Usaha
Budidaya Tanaman;

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/PD.200
/6/2014 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya
Hortikultura;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/HK.140/4
/2015 Tentang Syarat, Tata Cara Dan Standar Operasional
Prosedur Pemberian Relkomendasi Teknis [zin Usaha Di Bidang
Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal;

6. Peraturan bupati no. 4 tahun 2019 tentang pendelegasian
kewenangan pelayanan perizinan dan nenperizinan kepada
kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu sam
pintu dan camat di kabupaten muara enim.

Persyaratan Layanan

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;
Fotokopi Alkte pendirian / perubabhan perusahasn yang
disahkan;

Fotokepi NPWP;

Fotokopi SITL;

Fotokopi SIUP/ TDF;

Pas Photo 3=4 sehanyak 3 lembar;

. Rekomendasi kesesumian dengan RTRW/ Fotokopi lzin

Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT};

8. Fotokopi izin pelepasan kawasan hutan/ rekomendasi dari
Dinas yang membidangi kehutanan,

g, Fotokopi lzin Gangguan (HO);

10.Rekomendasi Dinas vang membidangi Pertanian/ Tim telmis;

11.Dokumen AMDAL/ UKL-UPL/ SPPL, kecuali kurang dari 5
(lima) Ha;

12.Pernvataan kesediaan untuk melakukan kemitraan bermaterai
Rp. 6.000;

13.Pernyataan kesediaan menangani dampak lingkungan dan
kepatuhan pada peramran perundang-undangan bermaterai
Rp. 6.000;

14.Fotokopi STTS PBB;

15 Fotokopi terdaftar sebagai perusahaan pemberi kerja dan
Bukd Lunas BPJS Kesehatan bagi Badan Usaha berbadan
hukum;

16.Kesedisan menfasilitasi Tim ke lapangan (apabila

diburuhkan).

NonEe N

Sistern Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice /| Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4, Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permochonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan  berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemchon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk |

melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yvang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan aAdministrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan tekmnis seria
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAF;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemaralan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
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Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
regisirasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permehonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris  terhadap  sertifikat  permohonan  untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangka Walktu | 7 hari kerja
Penyelesaian
5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi
G Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih
Tanamarn.
T Burana Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :
Loket-loket Pelayanan seperti |
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
¢. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi vang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.
8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peramran rentang penanaman modal
dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4, Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengelah data secara elektronik,
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang [atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2, Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382 444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444 |
5. Email ;dpm-ptspmuaraenimggmail.com |
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jamman Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OSS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 {lima) orang
13 | Jaminan Keamanan | |, Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;

Pelayanan 2, Perizinan vang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan

Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Secara berkala dilaporkan jugas melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada wehsite www.dpm-
LTI ArAeni .go.id.
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e Pendaftaran Varietas Tanaman;

NO | KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Undang-undang republik indonesianomor 29 tahun 2000
tentangperlindungan varietas tanama

2, Peraturan bupati no. 4 tahun 2019 tentang pendelegasian
kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada
kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu dan camat di kabupaten muara enim.

2 Persyaratan Layanan 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;
2. Fotokopi Akte pendirian / perubahan perusahaan yang

disahkan;

3. Fotokopi NPWF;

4. Fotokopi SITU;

5. Fotokopi SIUP/ TDP;

6. Pas Photo 324 sebanyak 3 lembar;

7. Rekomendasi kesesuaian dengan RTRW/ Fotokopi Izin
Penggunaan Pemanfaatan Tanah {IPPT);

8. Fotokopi izin pelepasan kawasan hutan/ rekomendasi dari

Dinas yang membidang kehutanan;

9, Fotokopi lzin Gangguan (HO);

10. Rekomendasi Dinas yang membidangi Pertanian/ Tim teknis;

11. Dokumen AMDAL/ UKL-UPL/ SPPL, kecuali kurang dari 5
{lima} Ha;

12. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan bermaterai
Rp. 6.000;

13. Pernyataan kesediaan menangani dampak lingkungan dan
kepatuhan pada peraturan perundang-undangan bermaterai
Rp. 6.000;

14. Fotokopi STTS PBB;

15. Fotokopi terdaftar sebagai perusashaan pemberi kega dan
Bukt Lunas BPJS Kesehatan bagi Badan Usaha berbadan

hukum;
16. Kesediaan menfasilitasi Tim ke lapangan (apabila
diburuhkan).
3 Sistem Mekanisme dan | 1- Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Prosedur Pelayanan

2, Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahikan ke Front ofice [/ Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untul
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum  memenuhi  persyaratan  berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permchonan izin ternterniuo;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

& Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menvampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Knoordinator Tim Teknis melaperkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

10. Sekretaris melalui staf sekretarial memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11. Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifilcat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSF;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13. Pengarsipan;

14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.
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4 Jangka Waktu | 7 hari kerja
Penyelesaian
5 Biaya / Taril Tidak dikenakan Retribusi
Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih
Tanaman.
7 Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari ;
Loket-loket Pelavanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS,
8 Kompeiensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan adminisirasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi  layanan
perizinan elektronil; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elekiroruk,
9 Pengawasan [nternal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2, Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444
4. Short Message Service (SMS) ;: 0811 7382 444
5. Email :dpm-prspmuareenimigmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlsh pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;

Pelayanan 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnye.

14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan

Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. P'rogrea report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www,dpm-
ptsp.muaraenimkab.go id.
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¢ Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan,;

NO | KOMPONEN

URAIAN

1 Dasar Hukum

1. peraruran menteri pertanian nomar :
51/permentan/ot.140/10/2008 tentang syarat dan tatacara
pendaftaran pangan segar asal tumbuhan

2. peraturan bupati no. 4 tahun 2019 tentang pendelegasian
kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada
kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu dan camart di kabupaten muara enim.

2 Persyaratan Layanan

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTF) bagi perorangan;

Fotokopi Akte pendirian / perubahan perusahaan yang

disahkan;

. Fotokopi NPWF;

Fotokopi SITU;

Fotokopi SIUP/ TDF;

Pas Photo 324 sebanyak 3 lembar;

Rekomendasi kesesuaian dengan RTRW/ Forwokopi lzin

Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);

8. Fotokopi izin pelepasan kawassn hutan/ rekomendasi dari
Dinas yang membidangi kehutanan;

9. Fotokopi Izin Gangguan (HO);

10.Rekomendasi Dinas yang membidangi Pertanian/ Tim teknis;

11.Dokumen AMDAL/ UKL-UPL/ SPPL, kecuali kurang dari 5
(ima) Ha;

12.Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan bermaterai
Rp. 6.000;

13.Pernyataan kesediaan menangani dampak lingkungan dan
kepatuhan pada peraturan perundang-undangan bermaterai
Rp. 6.000;

14.Fotokopi STTS FBE;

15.Fotokopi terdaftar sebagai perusahaan pemberi kerja dan Bukti
Lunas BPJS Kesehatan bagi Badan Usaha berbadan hukum;

16.Kesediaan menfasilitasi Tim ke lapangen (apabila dibutuhkan).

por

NP

Prosedur

3 Sistern Mekanisme dan

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /[
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice [/ Felayanan,;

3. Font office memverifitasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4, Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permochonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran reinbusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesual dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksasn administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemchon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAF;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelavanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani nleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan),

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

Waktu

7 hari kerja
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Penyelesaian

5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi
] Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih
Tanaman.
7 Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :
Loket-loket Pelayanan seperti
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
¢. Loket Pengambilan,
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.
8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4, Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizman elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung|;
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan,  Saran, | 2. Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Lavanan Pengaduan dan Kensultasi : 0811 7382 444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 T382 444
5. Emal :dpm-ptspmuaraenimi@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muarasnimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi O3S
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 {lima) orang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuniabel dan transparan;

Pelayanan 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan

Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
pisp.muaraenimkab. go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
prsp.muaraenimkab.go.id.
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¢ Pendaftaran Alat Mesin Pertanian

NO | KOMPONEN

URAIAN

1 Dasar Hukum

1. peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2001 tentang alat dan
mesin budidaya tanaman

2. peraturan menteri pertanian nomor 65 tahun 2000 tentang
pedoman pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan
alat dan atau mesin pertanian

3. peraturan menteri pertanian nomor 5 tahun 2007 tentang syarat
dan tata cara pengujian dan pemberian sertifikat alat dan mesin
budidaya tapaman

4. peraturan menteri pertanian nomor 25 tahun 2008 tentang
pedoman penumbuhan dan pengembangan usaha pelayanan jasa
alat dan mesin pertanian

5. peraturan presiden momor 15 tahun 2012 tentang harga jual
eceran dan konsumen pengguna jenis bahan bakar minyak
tertentu

6. peraturan menteri esdm no. 1 rahun 2013 tentang pengendalian
penggunaan bahan bakar minyak

7. peraturan menteri esdm no. 18 tahun 2013 tentang harga jual
eceran jenis bahan bakar minyak tertentu untuk konsumen
pengguna tertentu

8. peraturan bupati no. 4 tahun 2019 tentang pendelegasian
kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada
kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu dan camat di kabupaten muara enim.

2 Persyaratan Layanan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;

2. Fotokopi Akte pendirian / perubahan perusahaan yang disahkan;

3. Fotokopi NFWDP;

4, Foitokopi SITU;

5. Fotokopi SIUP/ TDF,

6. Pas Photo 3%4 sebanyak 3 lembar;

7. Rekomendasi kesesuaian dengan RTRW/ Fotokopi Izin
Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);

8. Fotokopi izin pelepasan kawasan hutan/ rekomendasi dari Dinas
yang membidangi kehutanan;

9, Fotokopi [zin Gangguan (HO);

10.Rekomendasi Dinas yang membidangi Pertanian/ Tim teknis;

11.Dokumen AMDAL/ UKL-UPL/ SPPL, kecuali kurang dari 5 (lima)
Ha;

12.Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan bermaterai
Rp. 6.000;

13.Pernyataan kesedinan menangani dampak lingkungan dan
kepatuhan pada peraturan perundang-undangan bermaterai Rp.
6.000;

14.Fotokop STTS PBDB;

15.Fotokopi terdaftar sebagai perusahaan pemberi kerja dan Bukt
Lunas BPJS Kesehatan bagi Badan Usaha berbadan hukum;

16.Kesediaan menfasilitasi Tim ke lapangan [apabila dibutuhkan).

3 Sistern Mekanisme
dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice [ Pelavanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap
diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permchonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa Kkembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permochonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada Kasi.
PTP melalui Kabid FTSF;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumse! Babel
atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PISP dan Kasi PTP memerintahkan pemugas unrtuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui Surat
Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemchon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAFP;

9, Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
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menyerahkan berkas permohonan yang sudah lenghkap ke Kabid |
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui  stal sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris
terhadap sertifikat permohonan unfuk ditandatangani oleh
Kepala DPM-PTSP,;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangka Waktu | 7 hari kerja
Penyelesaian
5 Biaya [ Tarif Tidak dikenakan Retribusi
6 Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih
Tanaman.
7 Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :
Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi vang digunakan dalam pelayanan perizinan meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.
8 Kompetensi 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
Pelaksana ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal dan
perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811 7382 444

Short Message Service (SMS) : 0811 ?332 4t

Email ;dpm-ptspmuaraenimigmail.co
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

HeonsRh e

11

Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesual dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;

Pelayanan 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas terkait
lainnya.

14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan

Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun,

maupun apabila diperlukan sewakitu-waktu;
2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. Prn,grefs report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dl.l.lhat pada website www.dpm-
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* Perlindungan/Pendaftaran Varietas Tanarnan;

i

URAIAN

1

Dasar Huloum

1. undang-undang republit Indonesia nomor 29 tahun 2000
tentang perlindungan varietas tanaman

2. peraturan bupati no. 4 tahun 2019 tentang pendelegasian
kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada
kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu dan camat di kabupaten muara enim.

Persyaratan Layanan

Fotokopi Karmu Tanda Penduduk (KTF) bagi perorangan;

Fotokopi Akte pendirian / perubahan perusahaan yang

dizsahlan;

Fotokopi NPWP;

Fotokopi SITU;

Fornkopi SIUP/ TDF;

Pas Photo 3*4 sebanyak 3 lembar;

Rekomendasi  kesesuaian dengan RTRW/ TFotokopi lzin

Penggunasn Pemanfaatan Tanah (IPFT);

Fotokopi izin pelepasan kawasan hutan/ rekomendasi dari

Dinas yang membidangi kehutanan;

9, Fotokopi lzin Gangguan (HO);

10.Rekomendasi Dinas yang membidangi Pertanian/ Tim teknis;

11.Dokumen AMDAL/ UKL-UPL/ SPPL, kecuali kurang dari 5
(lima) Ha;

12.Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan bermaterai
Rp. 6.000;

13.Pernyataan kesediaan menangani dampak lingkungan dan
kepatuhan pada peraturan perundang-undangan bermaterai
Rp. 6.000;

14.Fotokopi STTS PBB;

15.Fotokopi terdaftar sebagai perusahaan pemberi kerja dan Bukri
Lunas BPJS Kesehatan bagi Badan Usaha berbadan hukum;

16.Kesediaan menfasilitasi Tim ke lapangan (apabila dibutuhkan).

!dr—-

o NpnED

Sistemn Mekanisme dan

Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice [ Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4, Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permoheonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjuinya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permchonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesual dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAF;

9, Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10, Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12, Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penverahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

Jangka

Waktu

15 hari kerja
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Penyelesaian

Biaya / Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih

Tanaman.

Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PISP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran;

¢. Loket Pengambilan. ‘
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:

Aplikasi Online Perizinan;

Aplikasi Bedah Investasi;

Aplikasi Perizinan;

Aplikasi Pengarsipan;

Aplikasi GIS.

PRDTE

Kompetensi Pelaksana

—
H

Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,

elkonomi, hukum dan administrasi negara;

2, Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayvanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronil; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Penanganan
Pengaduan,
dan Masukan

Saran,

. Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;

Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi ; 0811 7382 444
Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

Email :dpm-ptspmuaracnim@gmail.com

Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab,go.id

UELN

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan
Prosedur dan Aplikasi OS3

sesuai dengan Standar Operasional

12

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

14

Evaluasi
Pelayanan

Kinerja

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tupas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2, Secara berkala dilaporkan jugs melalui website www.dpm-

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-

tsp.muaraeni icl.
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* Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan dan Hewan;

1 Dasar Hukum

1. peraturan menteri pertanian republik
indonesianomor 70/ permentan/kr.100/12/2015tentang instalasi
karantina hewan

7, uu no 16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan
tumbuhan 2. pp no.82 tahun 2000 tentang karantina hewan 3.
pp no. 48 tahun 2012 tentang jenis dan tarif atas jenis
penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian

i 4, keputusan kepala badan karantina pertanian
no:853 /kpts/kh.020/1/5/2011 tentang petunjuk teknis tindakan
karantinaterhadaplalulintas sapi | impor dan antar area)

3. peraturan bupati no. 4 tahun 2019 tentang pendelegasian
kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada
kepala dinas penanaman modal dan pelavanan terpadu satu
pintu dan camat di kabupaten muara enim.

2 Persyaratan Layanan

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;

Fotokopi Akte pendirian / perubahan perusahaan yang disahkan;

Fotokopi NPWP;

. Foinkopi SITU;

5. Fotokopi SIUP/ TDF;

6. Pas Photo 324 sebanyak J lembar;

7. Rekomendasi kesesuaian dengan RTRW/ Fotokopi Izin
Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);

B. Fotokopi lzin Gangguan (HO);

9. Rekomendasi Dinas yang membidangi Pertanian/ Tim teknis;

10.Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan bermaterai
Rp. 6.000;

11.Pernyataan kesediaan menangani dampak lingkungan dan
kepatuhan pada peraturan perundang-undangan bermaterai Rp.
6.000:

12.Fotokopi STTS PBB;

13.Fotokopi terdaftar sebagai perusahaan pemberi kerja dan Bukti
Lunas BPJS Kesehatan bagi Badan Usaha berbadan hukum;

14.Kesediaan menfasilitasi Tim ke lapangan (apabila dibutuhlkan).

2w

a Sistem  Mekanisme
dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan; !

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap
diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang

kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk

diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali

keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila

kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada Kasi.

PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel Babel
arau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PIP memerintahican petugas untuk
melakukean jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui Surat
Tugas;

B. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9, Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
5K proses tersebui dan menyerablkan kepada Schretaria;

10.8ekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris
tethadap sertifikat permohonan untuk ditandatangani oleh
Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahany;

13.Pengarsipan;

14, Penverahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

w
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9 Jangka Waktu | 7 hari kerja
Penyelesaian
5 Biaya [ Tarif Tidak dikenakan Retribusi
6 Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih
Tanaman.
7 Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PISP dalam melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dar :
Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi:
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistern aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan meliputi
a.  Aplikasi Online Perizinan
b Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS
8 Kompetensi 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
Pelaksana ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal dan
perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelavanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4, Memiliki kcmnmpuan mengoperasikan  aplikasi  layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan [nternal Dlakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2. Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultas: : 0811 7382 444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@pgmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelavanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 088
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 [lima) orang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;

Pelayanan 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan

Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenumkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
Perizinan dilibyat pada website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.
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Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti:

a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran;

c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
mtl:.puu.
Aplikasi Online Perizinan;
Aplikas: Bedah Investasi;
Apbkasi Perizinan;
Aplikasi Pengarsipan;
Aplikasi GIS.

Kompetensi Pelaksana

Hlapege

Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,

ekonomi, hukum dan administrasi negara;

Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal

dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

4, Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi
perizinan elektronik; dan

5. Memliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

b

layanan

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Penanganan
Pengaduan,
dan Masukan

—

SN B O

Melalui konsultas: langsung;

Kotak saran dan pengaduan;

Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382 444
Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

Email :dpm-prspmuaraenimi@gmail.eom

Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11

Pelayanan dilaksanakan sesuai
Prosedur dan Aplikasi O8S

dengan Standar Operasional

12

Maksimal 5 {lima) orang

i3

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan Usaha Perluasan Industri yang Dberkualilas karena
melibatkan pihak terkait antara lain Dinas Pertanian, Dinas |
Peternakan, dan dinas terkait lainnya.

14

Kinerja

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati balk secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-wakma;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.

3. Progrcs report penvelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
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® Pendaltaran Pupuk

NO

URAIAN

Dasar Hukum

1. Permentan No - 36/ PERMENTAN/SR/10/2017 tentang
Pendaftaran Pupuk An-Organik

2. Permentan No : 01 tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk
Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Rumah

3. peraturan bupati no. 4 tahun 2019 tentang pendelegasian
kewenangan pelayanan perizinan dan nenperizinan kepada
kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu dan camat di kabupaten muara enim,

Persvaratan Layanan

. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;
Fotokopi Akte pendirian [ perubahan perusahaan yang
disahkan;

3. Fotokopi NPWP;

4. Fotokom SITU;

5. Fotokopi SIUF/ TDF;

6. Pas Photo 344 sebanyak 3 lembar;

7

B

9.

1

ba b

. Relkomendasi kesesuaian dengan RETREW/ Fotokopi Izin
Penggunaan Pemanfaatan Tanah ([PFT);
. Fotokopi lzin Gangguan (HO);
Rekomendasi Dinas yang membidangl / Tim telmnis;
0.Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan bermaterai
Rp. 6.000;
11.Pernyataan kesediaan menangani dampak lingkungan dan
kepatuhan pada peraturan perundang-undangan bermaterai |
Rp. 6.000;
12. Fotokopi STTS PEB;
13, Fotokopi terdaftar sebagai perusahaan pemberi kerja dan Bukti
Lunas BPJS Kesehatan bagi Badan Usaha berbadan hukum;
14. Kesediaan menfasilitasi Tim ke lapangan (apabila dibutuhkan).

Sistem Mekanisme dan

Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelavanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan zin terntentu;

7. Kahid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permpohonan izin yang memerlukan tnjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemochon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui stal sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan woleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-FI‘SP:

12.Kepala DPhﬂ’I‘SP' menandatangani SK (pengesahian);

13.Pen,

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

Jangka

Penvelesodan

Wakiu

7 hari kerja

Biaya [/ Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih
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Tanaman.

Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dan :

Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;

b. Loket Pendafiaran;

c. Laoket Pengambilan.
Sisiem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:

a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
Aplikasi Perizinan;
Aplikasi Pengarsipan;
Aplikasi GIS.

PRPE

Kompetensi Pelaksana

L

Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,

ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuﬂn peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

4., Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memilili kemampuan mengolah data secara elekironik.

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung};

10

Penanganan
Pengaduan,
dan Masukan

Saran,

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;

Whatsapp Lavanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382 444
Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com

. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Websiie ; dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

CUPLN

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai
Prosedur dan Aplikasi 0SS

dengan Standar Operasional

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13

Keamanan
Keselamatan

Jaminan
dan
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

1

14

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaldu-walktu;

2. Sl:ca.ra berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp muaraemimkab go.id.
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e Pendaltaran Pestisida

NO

EOMPONEN

URALAN

Dasar Hulkum

1. PerMenTan No. 24 Tahun 2011 tentang Syarat dan Tata Cara
Pendaftaran Pestisida

2. peraturan bupati no. 4 tahun 2019 tentang pendelegasian
kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada
kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
piniu dan camat di kabupaten muara enim.

Persyaratan Layanan

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;

Fotokopi Akte pendirian / perubahan perusahaan yang disahkan;

Fotokopi NPWP;

Fotokopi SITU;

Fotokopi SIUP/ TDF;

Pas Photo 34 sebanyak 3 lembar;

Rekomendasi kesesuaian dengan RTRW/ Fotokopi lzin

Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);

8. Fotokopi Izin Gangguan (HO);

9. Rekomendasi Dinas yang membidangi /[ Tim teknis;

10. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan bermaterai
Rp. 6.000;

11.Pernvataan kesediaan menangani dampak lingkungan dan
kepatuhan pada peraturan perundang-undangan bermaterai Rp.
6.000;

12. Forokopi STTS FBEB;

13. Fotokopi terdaftar sebagai perusahaan pemberi kerja dan Bukt
Lunas BPJS Kesehatan bagi Badan Usaha berbadan hukum;

14. Kesediaan menfasilitasi Tim ke lapangan (apabila dibutuhkan).

o i Al oot o

Sistem  Mekanisme
dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permochonan, jika lengkap
diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Adm.rmustram perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keahsahan dan kelengkapan p&rmnhunan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan meka Kasi AP membual surat kepada Kasi,
PTP melalui Kabid PTSP;

fi. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel Babel
atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui Surat
Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksasn administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemchon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAF;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan selretars
terhadap sertifikat permohonan wuntuk ditandatangani oleh
Kepala DFM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin [pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

Jangka Waktu
Penyelesaian

7 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dikenakan Hetribusi

Produk Layanan

Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan den Pengeluaran Benih
Tanaman.
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Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi:
b. Loket Pendafraran;
¢. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

Kompetensi
Pelaksana

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan adminisirasi negara;

2. Memilili pengetahuan peraturan tentang penanaman modal dan
perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elekironik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik,

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Penanganan

Pengaduan,
dan Masukan

Saran,

1. Melalii konsultasi langsung;

2. Kotak saran dan pengaduan;

3. Whatsapp Lavanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811 7382 444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

5. Email :dpm-ptspmuaraenimi@gmail.com

6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0S8

12

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan,;

2. Perizinan vang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas terkait
lainnya.

14

Evaluasi
Pelayanan

Kinerja

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan [ungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun,
maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu,;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
pisp.muarasnimiab.go.id.

227



¢ Rekomendai Ekspor / Impor Beras Tertentu

NO | KOMPONEN

1 Dasar Hulkum

8

PerMenTan No, 51/Permentan/HK.310/4/2014 Tentang
Rekomendasi Ekspor Dan lmpor Beras Tertentu

peraturan bupati no. 4 tahun 2019 tentang pendelegasian
kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada
kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu dan camat di kabupaten muara enim.

2 Persyaratan Layanan

B

2ol NoU e W

et

—_
b=
.

12.
13.

14.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTF) bagi perorangan;
Fotokopi Akte pendirian | perubahan perusahaan yang
disahkan;

Fotokopi NFWP;

Fotokopi SITU;

Fotokopi SIUP/ TDP;

Pas Photo 3x4 ssbanyak 3 lembar;

Rekomendasi kesesuaian dengan RTRW/ Fotokopi [zin
Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);

Fotokopi lzin Gangguan (HO);

Rekomendasi Dinas yang membidangi / Tim teknis;
Pernvataan  kesediaan untuk melakukan kemitraan
bermaterai Rp. 6.000;

Pernyataan kesediaan menangani dampak lingkungan dan
kepatuhan pada peraturan perundang-undangan bermateral
Rp. 6.000;

Fotokopi STTS PBB;

Fotokopi terdaftar sebagai perusahaan pemberi kerja dan
Bukti Lunas BPJS Kesehatan bagi Badan Ussha berbadan
hulkum;

Kesedinan menfasilitasi Tim ke lapangan (|apabila
dibutuhkan).

Prosedur

3 Sistem Mekanisme dan

10.

11,

12,
13.
14.

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice [ Pelayanan;

Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum  memenuhi  persyaratan  berkas
permohonan dilkembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSF;

Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perla dilakukan oleh
pemohon  termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAF,

Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PISP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
uniuk ceiak sertifikat permohonan izin;

Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris  terhadap  sertifikat  permohonan  untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSF,

Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahany;
Pengarsipan;

Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

Penyelesaian

Walktu

7 hari kerja

5 Biaya / Tarif

Tidak dikenakan Retribusi
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6 Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih
Tanaman,
7 Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :
Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
¢. Loket Pengambilan.
Sistern aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi
a Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
¢. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e.  Aplikasi GIS.
B Kompetensi Pelaksana | 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2, Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman maodal dan
pelayanan terpadu,;
4, Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
a9 Pengawasan [nternal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalu konsultasi langsung;

Pengaduan, Saran, | 2. Kotak saran dan pengaduan;

dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
o

4. Short Message Service [SMS) : 0811 73582 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-pisp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesual dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OS3
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;

Pelayanan 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
aniara lain Dinas Pertaman, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dmampaﬁ:an

Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila drpe.rlukﬂn sewaldu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaracnimkab.go.id.
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¢ Rekomendasi Impor Produk Holtikultura

NO | KOMPONEN

URAIAN

1 Dasar Hukum

1.

PerMenTan No. 16/PERMENTAN/HR.060/5/2017 Tentang
Rekomendasilmpor Produk Heltikultura

peraturan bupati no. 4 tahun 2019 tentang pendelegasian
kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada
kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu dan camat di kabupaten muara enim.

2 Persyaratan Layanan

Npgiaw Ne

=

11.

12.
13.

14.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;
Fotokopi Akte pendirian / perubahan perusahaan vang
disahkan;

Fotokop: NFWF;

Fotokopi SITU;

Fotokopi SIUP/ TDP;

Pas Photo 3»4 sebanyak 3 lembar;

Rekomendasi kesesuaian dengan RTRW/ Fotokopi [zin
Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);

Fotokopi lzin Gangguan (HO);

Rekomendasi Dinas yang membidangi / Tim teknis;
Pernyataan  kesediaan untuk melakukan kemitraan
bermaterai Rp. 6.000;

Pernyataan kesedizan menangani dampak linglungan dan
kepatuhan pada peraturan perundang-undangan bermaterai
Rp. 6.000;

Fotokopi STTS FBB;

Fotokopi terdaftar sebagai perusahaan pemberi kerja dan
Bukti Lunas BPJS Kesehatan bagi Badan Usaha berbadan
hukum;

Kesediaan menfasilitasi Tim ke lapangan (apabila
dibutuhlkanj.

Prosedur

3 Sistem Mekanisme dan

10.

11

12.

13.
14.

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice [ Pelayanan;

Font office memverifikasi kelengkapan permchonan, jika
lenglkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan:

Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan  belum  memenuhi  persyaratan  berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tnjau lapangan
melalui Surat Tugas;

Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP:

Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kahid PISP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

Sekretaris melalui stal sekretarial memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris  terhadap  serufikat  permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
Pengarsipan;

Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Janghka
Penyelesaian

Waktu

7 hari kerja

5 Biaya / Tarif

Tidak dikenakan Retribusi
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|ﬁ Froduk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih
Tanaman.
7 Sarana, Prasarana, Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :
Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputs:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
G Aplikasi Pertzinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
€.  Aplikasi GIS.
8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4, Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronile; dan
9,  Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;

Pengaduan, Saran, | 2. Kotak saran dan pengaduan:

dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
et

4. Shart Message Service (SMS) ; 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;

Pelayanan 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan

Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan jupa melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada wehsite www.dpm-
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* Pendaftaran Usaha Peternakan

NO | KOMPONEN

URAIAN

1 Dasar Hukum

:

Permentan19/Permentan/0Ot.140/4/2009 Tentang Svarat
Dan Tatacara Pendaftaran Pakan

peraturan bupati no. 4 tahun 2019 tentang pendelegasian
kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada
kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu dan camat di kabupaten muara enim.

2 Persyaratan Layanan

b =

= e 2] =1 om0
o Pkl sl oLt
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e
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14,

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pererangan;
Fotokopi Akte pendirian / perubahan perusahasn yang
disahkan;

Fotokopi NFWP;

Fotokopi SITU;

Fotokopi SIUP/ TDP;

Pas Photo 3%4 sebanyak 3 lembar;

Rekomendasi kesesuaian dengan RTRW/ Fotokopi Izin
Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);

Fotokopi Izin Gangguan (HO);

Rekomendasi Dinas yang membidangi / Tim teknis;
Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan
bermaterai Rp. 6.000;

Pernyataan kesediaan menangani dampak lingkungan dan
kepatuhan pada peraturan  perundang-undangan
bermaterai Rp. 6.000;

Fotokopi STTS PBB;

Fotokopi terdaftar sebagai perusahaan pemberi kerja dan
Bukti Lunas BPJS Kesehatan bagi Badan Usaha berbadan
hukum;

Kesediaan menfasilitasi Tim ke lapangan (apabila
dibutuhkan).

Prosedur

3 Sistem Mekanisme dan

10.

11.

12,

13,
14,

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office
/ Pelayanan

Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan
kemudian menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

Kasi Pelavanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permochonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi
perizinan; .
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permochonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan  dikembalikan untuk  dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSF;
Pemohon melakukan pembayaran retribusi di  Bank
Sumsel Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan
perundang-undangan untuk permchonan izin terntentu;
Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalul Surat Tugas;

Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan
cleh pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis
serta menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;
Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang
dan menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap
ke Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin:

Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelavanan dan
sekretaris  terhadap sertiflkat permochonan  untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
Pengarsipan;

Penyerahan SK  kepada pemochon  melalui loket
pengambilan.

Penyelesaian

Waktu

7 hari kerja
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Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih

Tanamar.

- Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dan :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Laket Informasi;

b. Loket Pendaftaran;

c. Loket Pengambilan.

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:

a.  Aplikasi Online Perizinan;

b. Aplikasi Bedah Investasi;

c. Aplikasi Perizinan;

d. Aplikasi Pengarsipan;

e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan  minimal sarjana terutama  bidang
pemerintahan, ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman
modal dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

4, Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elekrronik.

Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 Penanganan Pengaduan, | 1- Melalui konsultasi langsung;
PN SN 2. Kotak saran dan pengaduan,;
. 3. Whatsapp Layanan Penpaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444

4, Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

5. Email :dpm-ptspmuaraenimi@gmail.com

6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website ; dpm-ptsp.muaracnimkab.go.id

11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional

Prosedur dan Aplikasi 0SS

' 12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan den | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan
Keselamatan Pelayanan secara akuntabel dan transparan;

2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

14 | Evaluasi Kinerja | 1. La evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
Pelayanan disampaikan kepada Bupati baik secara berkala setiap

bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan
sewaktu-waltu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non

perizinan dilihat pada website www.dpm-
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¢ Pendaftaran Pakan Ternak

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

L.

Permentan 19/ Permentan/Ot. 140 /4 /2009 Tentang Syarat
Dan Tatacara Pendaftaran Pakan

peraturan bupati no. 4 tahun 2019 tentang pendelegasian
kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada
kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu sat
pintu dan camat di kabupaten muara enim,.

Persyaratan Layanan

B e

.

Ne s

e

12,
13.

14.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;
Fotokopi Akte pendinan / perubaban perusahaan yang
disahkan;

Fotokopi NPWF;

Fotokopi SITU;

Fotokop: SIUP/ TDP;

Fas Photo 3*4 sebanyak 3 lembar;

Rekomendasi kesesuaian dengan RTRW/ Fotokopi lzin
Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);

Fotokopi Izin Gangguan (HO);

Rekomendasi Dinas yang membidangi / Tim teknis;
Pernyataan  kesedisan untuk melakukan  kemitraan
bermaterai Rp, 6.000;

Pernyataan kesediaan menangani dampak lingkungan dan
kepatuhan pada peraturan perundang-undangan bermaterai
Rp. 6.000;

Fotokopi STTS PBE;

Fotokopi terdaftar sebagai perusahaan pemberi kerja dan
Bukti Lunas BPJS Kesehatan bagi Badan Usaha berbadan
hukum;

Kesediaan menfasilitasi Tim ke lapangan [apabila
dibutuhkan).

Sisten Mekanisme dan

10.

11.

12.
13.
14.

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan  berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuar surat
kepada Kasi, PTP melalui Kabid PTSP;

Pemohon melakuken pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesual dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yeng memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kelkurangan persyaratan teknis seria
menuangkan hasil pemeriksaan dalam HAP;

Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yvang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

Pemarafem dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris  terhadap  sertifikat  permohonan  untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
Pengarsipan;

Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

Jangka
Penyelesaian

Wakiu

7 hari kerja

Biaya [ Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Lavanan

Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih
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Tanaman.

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-

.M ni

Jdd.

T v Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :
Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
¢. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yvang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:
a.  Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c.  Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e.  Aplikasi GIS.
8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan Sirait 2. Kotak saran dan pengaduan;
dan Wt 3. L‘.l:t:atmpp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
4, Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim(@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional |
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima} orang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;

Pelavanan 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan

Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
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¢ Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan

NO

Dasar Hukum

1.

Permentan No 34 Tahun 2016 Tentang Pemasukan karkas,
daging, jeroan, dan/atau olahannya ke dalam wilayah negara
republik indonesia
peraturan bupati no. 4 tahun 2019 tentang pendelegasian
kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada
kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu dan camat di kabupaien muara enim.

Persyaratan Layanan

—o® NomAWw Np

11.

12.
13.

14.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;
Fotokopi Akte pendirian [ perubahan perusahaan yang
disahkan;

Fotokopi NPWF;

Fotokopi SITU;

Fotokopi SIUP/ TDP;

Pas Photo 3x4 sebanyak 3 lembar;

Rekomendasi kesesuaian dengan RTRW/ Fotokopi lzin
Pengpunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);

Fotokopi Izin Gangguan (HO);

Rekomendasi Dinas yang membidang [ Tim tekmis;
Pernyatasn  kesedinan untuk melakukan  kemitraan
bermaterai Rp, 6.000;

Pernyataan kesedinan menangani dampak lingkungan dan
kepatuhan pada peraturan perundang-undangan bermaterai
Rp. 6.000;

Fotokopi STTS PBB;

Fotokopi terdaftar sebagai perusahaan pemberi kerja dan
Bukti Lunas BPJS Kesehatan bagi Badan Usaha berbadan
hukum:

Kesedinan menfasilitasi Tim ke lapangan (apabila
dibutuhkan).

Sistem Mekanisme dan

Prosedur

10.

11.

12.
13,
14,

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

Pemohon melengkapi formulir beserta persvaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan  belum  memenuhi  persyaratan  berkas
permohonan dikembalikan untuk dilenpkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSF;

Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untul permohonan izin termtentu;

Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual dnjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemoheon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuanghkan hasil pemeriksaan dalam BAFP;

Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabhid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

Sekretaris melalui stal sekretarinat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk ecetak sertifikat permohonan izin;

Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris  terhadap  sertifikat permohonan  untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSF;

Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
Pengarsipan;

Penverahun SE kepada pemohon melalui loket pengambilan.

Jangka

Penyelesaian

Waktu

7 hari kerja

Biaya [ Tarif

Tidak dikenakan Retribusi
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6 Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih
Tanaman.
7 Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalamm melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dart :
Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
¢c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi;
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e.  Aplikasi GIS.
B Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetshuan peraturan tentang penanaman modal
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4., Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5.  Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik. |
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung); |
10 Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
2 s 2. Kotak saran dan pengaduan;
& : *13. dan K it
T A 3 E.'&atsapp Layanan Pengaduan onsultasi : 0811 7382
4,  Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesumi dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 058
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) crang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan; .
Pelayanan 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.
14 | Evaluasi Kinerja | 1, Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2, Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penvelesaian pengajuan perizinan den non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
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BIDAN G PERIK A N ‘.F-.

¢ Izin Usaha Budidaya lkan

NO | KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hulam 1. Peraturan Pemerintah (PF) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik:

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.
12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Tkan.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 44 Tahun
2017 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura, dan Peternakan;

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim. _

2 Persyaratan Layanan 1. Pemchon mendapat formulir dan penjelasan di Front office |

| Pelayanan

' 2. PBARU:

3. Mengisi formulir permohonan yang ditanda tangani oleh
pemchon disertai materai Rp. 6000.- dan di eap.

4. Rekomendasi Dinas Perikanan.

5. Fotocopy NPWP dan KTF pemochuon.

6. Surat keterangan dari desa/lurah yang diketahui camat,

7. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan.

8

g

1

Fotocopy TDUP (Tanda Daftar Usaha Perikanan ) oleh Dinas
Perikanan.
. Fotocopy IMB, SIUP dan TDP.
0. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar
berlatar belakang merah.
11. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini.
12. Surat kuasa bermaterai Rp. 6000,- dan Fotocopy KTP bagi vang

a Sistem Mekanisme dan | 1- Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
p S menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

2. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan:

3. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

4. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum  memenuhi  persyaratsn  berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuar surat
kepada Kasi. PTF melalui Kabid PTSP;

5. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

6. Kabid PTSP dan Kasi FTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

7. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis seria
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAF;

8. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

9. Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

10. Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretans terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

11. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

12. Pengarsipan;

13. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.
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4 Jangka Waktu | 7 hari kalender
Penyelesaian
Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi
Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Budidaya Ikan

Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

l. Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :
2. Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
3. Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi:
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

Kompetensi Pelaksana

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

3.  Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Penanganan
Pengaduan,
dan Masukan

Sararn,

1. Melalui konsultasi langsung;

2. Kotak saran dan pengaduan;

3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi ;: 0811 7382
444

4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com

6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraemmkab.go.id

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan
Prosedur dan Aplikas: 0SS

sesual dengan Standar Operasional

12

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13

Jaminan  Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2, Perizinan Usaha Budidaya lkan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain Dinas Pertanian, Dinas
Peternakan, dan dinas terkait lainnya.

14

Evaluasi
Pelayanan

Kinerja

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2, Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.
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e [zin Usaha Pembenihan Ikan

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. |
12/MEN/2007 tentang Ferizinan Usaha Pembudidayaan lkan.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nemor 44 Tahun
2017 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura, dan Peternakan;

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.

Mengisi formulir permohonan yang ditanda tangani oleh pemohon

disertai materai Rp 6000.- dan di cap.

Rekomendasi Dinas Penkanan.

Fotocopy NPWP dan KTP pemohon.

Surat Keterangan dari desa/lurah diketahuw camat.

Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan.

. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak3 (tiga) lembar berlatar

belakang merah.

7. Fotocopy TDUP (Tanda Daftar Usaha Perikanan| cleh Dinas

Perikanan.

8. Fotocopy IMB, SIUP dan TDP.

9, Fetocopy tanda lunas PHBE tahun ini.

10.SuratKuasa bermaterai Rp. 6000,- dan Fotocopy KTF bagi yang di

i
"

2 Persyaratan Layanan

P s

kuasakan.
3 Sistem  Mekanisme | |- Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
dan Prosedur Pélayanan;

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap
diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada Kasi.
PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel Babel
atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk

melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk

permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui Surat

Tugas;

Timn Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,

menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon

termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuanghkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tnjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada |
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris
terhadap sertifikat permohonan wuntuk ditandatangani oleh
Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

8

13.Pengarsipan;
14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.
4 Jangka Waktu | 7 hari kalender
FPenyelesaian
Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi
Produk Layanan Dokumen Perizinan Usaha Pembenihan [kan
7 Sarana, Prasarana, | 1+ Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan /atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :

2, Loket-loket Pelayanan seperti @
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a. Loket Informass;

b. Loket Pendaftaran;

c. Loket Pengambilan.

Sistern aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:

d. Aplikasi Online Perizinan;

e. Aplikasi Bedah Investasi:

f. Aplikasi Perizinan;

g Aplikasi Pengarsipan;

h. Aplikasi GIS.

Kompetensi
Pelaksana

4,

5

Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administras: negara;

Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elekironik; dan

Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Penanganan

Pengaduan, Saran,
dan Masukan

ol b e

7.

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;

Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382 444
Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com

Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 033

Jumlah pelaksana

Malsimal 5 [lima) orang

13

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

1.

2.

Pelayanan penzinan dan non penzinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

Perizinan Usaha Pembenihan lkan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain Dinas Pertanian, Dinas
Peternakan, dan dinas terkait lainnya.

14

Evaluasi Kinerja
Pelayanan

. Laporan evaluasi pelaksanasn tugas dan fungsi disampaikan

kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun,
maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaracnimkab.go.id.

Progres report penyelesaian pengajuan  perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaracnimkab.go.id.
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BIDANG PERINDUSTRIAN

DAN PERDAGANGAN,

¢ [zin Usaha Industri

NO | KOMFONEN

URAIAN

b | Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelavanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronil;

2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019
tentang Penerbitan lzin Usaha Industri dan lzin Perluasan
dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik;

3. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.

2 Persyaratan Layanan

Permohonan Baru

1. Mengisi Formulir Permohonan disertai materai Rp 6000.- dan di

cap.

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP} Pemohon.

Fotocopy NFWP,

Asli dan Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan yang sudah

dilegalisasi oleh Pejabat berwenang.

Fotocopy IMB, SIUP dan TDP.

Fotocopy Tanda Lunas PBB (Tahun ini),

Pernyataan Domisili Perusahaan diketahui kepala

kelurahan /Desa.

Surat kuasa diatas materai Rp 6000,- dan Fotocopy KTP bagi

yvang dikuasakan.

9, Asli dan Fotocopy Pernyataan Sangpup Mengelola Izin
Lingkungan (UKL, UPL dan SPPL).

10.Fotocopy lzin Lokasi.

11.Izin Prinsip Penanaman Modal.

Ngv;m R

w

Permohonan Perubahan
1. Mengisi Formulir Permohonan disertai materai Rp 6000.- dan di

cap.

2. Sertifikat Ul Ask.

3. Fotocopy Tanda Lunas PBB [Tahun ini).

4. Surat kuasa diatas materai Rp 6000,- dan Fotocopy KTP bagi
vang dilmasakan.

5. Data Pendukung Perubahan | disesuaikan dengan perubahan ).

Permohonan IUI hilang

1. Mengisi Formulir Permohonan disertai materai Rp 6000.- dan di
cap.

2. Fotocopy Tanda Lunas PBB (Tahun ini).

3. Surat kuasa diatas materai Rp 6000, dan Fotocopy KTP bagi
yang dikuasakan.

4. Surar Keterangan Kehilangan dari Kepolisian,

5. Fotocopy IUI lama (jika ada).

6. Fotocopy lzin lzin lokasi.

Permohonan IUI rusak
1. Mengisi Formulir Permohonan disertai materai Rp 6000.- dan di

cap.

2. Sertifikat U1 Asli yang rusak

3. Fotocopy Tanda Lunas PBB (Tahun ini).

4, Surat kuasa diatas materai Rp 6000, dan Fotocopy KTP bagi
yang dikuasakan,

5. Fotocopy lzin Lokasi

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office |
Pelayanan;

2. Pemohon melengkapi formulic beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvelifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembal
keabsahan dan kelengkapan permochonan dan apabila
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kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohenan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membual surat kepada
Kasi, PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan unruk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin vang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemchon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan 1zin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-FTSP,

12 Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

Jangka Waktu

Penyelesaian

3 hari kalender

Biaya / Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Surat Izin Usaha Industri (IUI)

Sarana, Prasarana,
dan /atan fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan penizinan terdin dari :

Loket-loket Pelayanan seperti
a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran;

c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:

a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;

d. Aplikasi Pengarsipan;

e.  Aplikasi GIS.

Kompetensi Pelaksana

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal dan
perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aphkasi layanan perizinan
elektronik: dan

5., Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Saran,

Pengaduan,
dan Masukan

Melalui konsultasi langsung:

Kotak saran dan pengaduan;

Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811 7382 344
Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com

Aplikasi SMS Gate Away;

7. Wehsite : dpm-ptsp.muaraenimkab go.id

-

oupwR -

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS

12

Jumlah pelaksana

Malesimal 5 (lima) orang

13

Jaminan
dan
Pelayanan

Keselamatan

1. Pelavanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan tr :
2. Perizinan Usaha Industri (IU} wyang berkualitas karena

melibatkan pihak terkait antara lain Dinas Pertanian, Dinas
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Peternakan, dan dinas terkait lainnya.

14

Evaluasi
Pelayanan

Kinerja

- Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan

kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-

ptsp.muaraenimkab. go.id.
. Progres report penyelesaian pengajusn perizinan dan non
perizinan dilihat pada wehsite www.dpm-
.Im i Lid.
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¢ [zin Perluasan Industri

NO | KOMPONEN URAIAN

1 D Hitlciien 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tehun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronils;

2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019
tentang FPenerbitan lzin Usaha Industri dan lzin Perluasan
dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elcktronik;

3. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.

- Mengisi Formulir Permohonan diatasmateraiRp. 6000 dan di
Cap.

- Rekomendasi tim Kabupaten.

. Berita acara tim kabupatern.

. Forocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP Pemohon.

- Pas Foto Pemohon ukuran 4 x 6 (3 Lembar).

- Asli dan Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan yang sudah

dilegalisasi oleh Pejabat berwenang,

Fotocopy hasil lingkungan.

. Fotocopy Tanda Lunas PBB Tahun ini,

. Fotocopy izin peruntukan penggunaan tanah.

10, Surat persetujuan prinsip.

11. Fotocopy izin lokasi bagi industri vang tercantum surat
kementrian keputusan kementrian perindustriar.

12, Fotocopy IMB.

13. Surat kuasa diatas materai Rp. 6000 dan fotocopy

3 Sistem Mekanisme dan | 1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office |

Prosedur Piiagda;

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persvaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice [ Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Belanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permochonan dan apabhila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP:

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yvang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

—

2 Persyaratan Layanan

o bk

O o~

13. Pengarsipan;
14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.
4 Jangka Waktu | 3 hari kalender
Penyelesaian
5 Biaya [/ Tarif Tidak dikenakan Retribusi
Produk Layanan Surat [zin Usaha Perluasan Industri

Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
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dan/atau fasilitas

produk pelayanan perizinan terdiri dar :

Loket-loket Pelayanan seperti :
a.  Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran:

Kompetensi Pelaksana

Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan
3. Memilili pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
mengoperasikan

4. Memiliki kemampuan aplikasi layanan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Penanganan
Pengaduan,
dan Masukan

Saran,

Melalui konsultasi langsung:

Kotak saran dan pengaduan;

Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811 7382 444
Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com

Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

H

-

Ll B B

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS

12

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13

Keamsanan
Keselamatan

Jaminan
dan
Pelayanan

l. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan Usaha Perluasan Industri yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain Dinas Pertanian, Dinas
Peternakan, dan dinas terlkait lainnya,

14

Evaluasi
Pelayvanan

l. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres reporlt penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
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¢ Izin Usaha Kawasan Industri

NO

URAIAN

Dasar Hultum

1. Peraturan Pemerintah (PP} Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik:

2. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 39/M-
IND/PER/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha
Kawasan Industri dan Perluasan Kawasan Industri;

3. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dmas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.

Persyaratan Layanan

+ Baru :

1. Mengisi Formulir yang ditanda tangani oleh pemohon disertai
materai Rp. 6.000.- dan cap;

- Fotocopy KTP dan NPWP pemohon;

. Fotokopi akta pendirian badan usaha pe-mrangan yang sah
sesuai ketentuan peraturan perundang-

. lzin Prinsip;

. Fotocopy lzin Lokasi;

Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini;

Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotocopy KTP bagi

yvang dikuasakan.

L ha

Nows

Sistemn Mekanisme dan
Prosedur

—

» Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan;

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan,
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjumya Verifikator dan Kasi AP mcmcriksa. kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan periuo
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi, PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahsara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jﬂduﬂl tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permeohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Sural Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal vang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13. Pengarsipan;

14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

Jika

Jangka Waktu

Penyelesaian

2 hari kalender

Biaya / Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Surat Izin Usaha Kawasan Industri

dan /atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identfikasi
produk pelavanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket F:la.ymm seperti :
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meliputi:

a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
¢. Aplikasi Perizinan;

d. Aplikasi Pengarsipan;

e. Aplikasi GIS.

Kompetensi Pelaksana

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahian,
ekonomi, hultlum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi  layanan
perizinan elekironil: dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;

Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi - 0811 7382 444
Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

- Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com

6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

ME LN

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0S5

12

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

l. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan:

2. Perizinan Usaha Kawasan Industri vang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain Dinas Pertanian, Dinas
Peternakan, dan dinas terkait lainnya,

14

Evaluasi Kinerja
Pelayanan

3. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampailean
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewalktu-walktu;

4. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

5. Progres reporlt penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp muaraenimkab.go.id.
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® [zin Perluasan

1 Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik:

2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019
tentang Penerbitan Izin Usaha Indusiri dan lzin Perluasan
dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik;

3. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelcgasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.

2 Persyaratan Layanan

1. Mengisi Formulir Permohonan diatas materai Rp. 6000 dan di
Cap.
2. Rekomendasi tim Kabupaten.
J. Berita acara tim kabupaten,
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NFWP Pemohon.
5. Pas Foto Pemohon ukuran 4 x 6 (3 Lembar).
6. Asli dan Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan yang sudah
dilegalisasi oleh Pejabat berwenang,
. Fotocopy hasil lingkungan.
. Fotocopy Tanda Lunas PBB Tahun ini.
. Fotocopy izin peruntukan penggunaan tanah.
0. Surat persetujuan prinsip,
1. Fotocopy izin lokasi bagi industri yang tercantum surat
kemenirian keputusan kementrian perindustrian.
12, Fotocopy IMB.
13, Surat kuasa diatas materai Rp. 6000,- dan fotocopy KTP
bagi yang dikuasakan.

8
9
1
1

Prosedur

3 Sistem Mekanisme dan

1. Pemchon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan;

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apahila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6, Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimasn sesnai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTS8P dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan tekmis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalni staf sekretariat memberikan penomoran
regisirasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan):

13.Pengarsipan;
14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan,

Penyelesman

Waktu

3 hari kalender

Biaya / Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Surat [zin Usaha Perluasan Industri

249



¢ Surat [zin usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Penizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Perdaganagan Republik Indenesia Nomor 77
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan.

3. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.

Mengisi Formulir Permohonandiatas materai Ep. 6000 dan di

Cap.

Relzomandam' dari Dinas Perdagangan.

Surat Perjanjian Sewa Menyvewa Tanah/Bangunan Barmaterai.

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.

Fotocopy NFWP.

Asli dan Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan yang sudah

dilegalisasi oleh Pejabat berwenang.

7. Fotocopy IMB, SIUP, TDP dan IUFP.

B. Surat Keterangan Dari Lurah dan Camat.

9, Fotocopy Tanda Lunas PBEB Tahun ini.
10.8urat kuasa diatas materai Rp. 6000,- dan Fotocopy KTP bagi

2 FPersyaratan Layanan 1

RS

yang dikuasakan.
3 Sistem Mekanisme dan | }- Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Prosedus Pelayanan;

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembal
keabsahan dan |kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP,

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan uniuk permehonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tnjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9, Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permochonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13. Pengarsipan;
14, Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan. |
4 | Jangka Waktu | 3 hari kalender |
Penvelesaian
5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi
Produk Layanan Surat Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)
Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifilkasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari ;

Laket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
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c. Loket Pengambilan.

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:

a. Aplikasi Online Perizinarn;

b. Aplikasi Bedah Investasi;

c.  Aplikasi Perizinan;

d. Aplikasi Pengarsipan;

e.  Aplikasi GIS.

Kompetensi Pelaksana

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elekironik.

aplikasi layanan

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masulkan

Melalii konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;

Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 73282 444
Short Message Service (SMS) : 0811 7382 4494

Email :dpm-pispmuaraenimigmail.com

Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

b T

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS

12

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13

Keamanan
Keselamatan

Jaminan
dan
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan neon perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2, Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

14

Kinerja
Pelayanan

I. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-walktua;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm- |
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
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* lzin Usaha Toko Swalayan

Dasar Hukum

L. Peraturan Pemerintah [PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Perdaganagan Republik Indonesia Nomor 77
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang P

3. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendclr.ga.man
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sam
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.

Persyaratan Layanan

1. Mengisi Formulir Permohonandiatas materai Rp. 6000 dan
di Cap.

2. Rekomendasi dari Dinas Perdagangan.

3. SBurat Perjanjian Sewa Menvewa Tanah/Bangunan Barmaterai.

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.

5. Fotocopy NPWP.

6. Asli dan Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan yang sudah
dilegalisasi vleh Pejabat berwenang.

7. Fetocopy IMB, SIUP, TDP dan [UF‘:"

8. Surat Keterangan Dari Lurah dan Camat.

9. Fotocopy Tanda Lunas PBB Tahun ini.

10.Surat kuasa diatas materai Bp. 6000,- dan Fotocopy KTP bagi
yang dikuasakar.

Sistem Mekaniame dan
FProsedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan;

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front aofice /| Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang

kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk

diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan:

Selanjutnya  Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali

keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila

kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada

Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PISP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Telknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

B. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal vang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAF;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan,

i

Jangka Waktu | 3 hari kalender
Penyelesaian
Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layvanan

Surat Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)

Sarana, Prasarana,
doan /atau fosilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelavanan perisinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan sepertd ;
a. Loket Informasi;
b, Loket Pendaftaran;
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¢. Loker Pengambilan,
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelavanan perizinan
meliputi:

a. Aplikasi Online Perizinan;

b. Aplikasi Bedah Investasi;

c. Aplikasi Perizinan;

d. Aplikasi Pengarsipan;

e. Aplikasi GIS.

Kompetensi Pelaksana

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

Memilili pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi
perizinan elektronik; dan

Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

layanan

mor B P

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Penanganan
Pengaduan,
dan Masukan

Saran,

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;

Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811 7382 444
Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

Email :dpm-ptspmuaraenimf@gmail.com

Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

P A

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0S8

12

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13

Jaminan
dan
Pelayanan

Keamanan
Keselamatan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan Usaha Toko Swalayan (IUTS) vang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain Dinas Pertanian, Dinas
Peternakan, dan dinas terkait lainnya.

14

Evaluasi
Pelayanan

Kinerja

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-walctu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-

ptsp.muaraenimkab.go.id.
3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dulihat pada wehsite www.dpm-
.mL i .2o.id.

253




* lzin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)

NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah (PP} Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
56 /M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang
Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern;

3. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camar Di Kabupaten Muara Enim,

Persyaratan Layanan

Mengisi Formulir Permohonan diatasmateraiRp. 6000 dan
Cap.

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP Pemohon.
Fotocopy Tanda lunas PBB Tahun ini.

Fotocopy akte pendirian perusahaan yang dilegalisasi.

. Fotocopy bukti kepemilikan tanah,

Surat Kuasa bermaterai Rp. 6000,- dan Fotocopy KTP Bagi Yang
Dikuasakan.

Surat dari atasan langsung bagi pemohon PNS/TNI/POLRI,
Rekomendasi Dinas Perdagangan,

Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar.

Sistem  Mekanisme
dan Prosedur

peEN Sk e

. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /

Pelavanan;

Pemochon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian

menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

. Font office memverifikasi kelengkapan permchonan, jika

lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan:

Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang

kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk

diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan:

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsshan dan kelengkapan permohonan dan epabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yvang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kahid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP,
sekretans terhadap sertifikat
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;
12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
13.Pengarsipan;
14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

PopoN

Kasi Pelayanan dan
permohonan untuk

Jangka Waktu

Penyelesaian

3 hari kalender

Biaya [ Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Surat Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (SIUPP)

Sarana, Prasarana,
dan /arau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :Loket-loket Pelayanan
seperti:Loket Informasi;

a. Loket Pendaftaran:
b. Loket Pengambilan.
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Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:

a. Aplikasi Online Perizinan;

b. Aplikasi Bedah Investasi:

c. Aplikasi Perizinan;

d. Aplikasi Pengarsipan;

e. Aplikasi GIS.

a8 Kompetensi 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
Pelaksana ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal | Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 Penanganan 1. Melalui kensultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2. Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382 344
4. SBhort Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0S8
12 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;
Pelayanan 2. Perizinan Usaha Pusat Perbelanjaan (SIUPP) yang berkualitas
karena melibatkan pihak terkait antara lain Dinas Pertanian,
Dinas Peternakan, dan dinas terkait lainnva.
14 Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2, Becara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
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e Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

HO

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang |
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik:

2. Peraturan Menteri Perdaganagan Republik Indonesia Nomor 47
Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER /4/2014 tentang
Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran,
dan Penjualan Minuman Beralkohoi:

3. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim,

Persyaratan Layanan

BARU :

1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6000,- dan di Cap.

2. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaandan pengesahan badan
hukum dari pejabat yang berwenang dan aktaperubahannva
jika ada),bagi pemilik gudang badan wusaha berbentuk
Perseroan Terbatas (PT).

3. Fotocopy NFWP dan KTP pemohon.

4. Fotocopy Paspor Dan Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) bagi
penanggungjawab WNA,

5. Melampirkan Fotocopy Izin Prinsip Penanaman Modal Dan lzin
Penanaman Modal Asing Bagi Perusahaan dengan Modal
Asing/Luar Negeri.

6. Fotocopy izin keramaian yang diterbitkan oleh kepolisian.

7. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar
berlatar belakang merah.

8. Fotocopy IMB Yang Menyatakan Bangunan Berupa Gudang.

9. Fotocopy SIUP dan TDP.

10, Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini.

11. SuratPenunjukkandari Distributor atau Sub Distributor
sebagaipengecerataupenjuallangsung.

12, Rekomendasi Dari DinasPerd .

13. Fotocopy IMB, SIUP dan TDFP Pariwisata (Bar,Diskotik dil)
jika penjual langsung.

14. Surat kuasa bermaterai Rp, 6000,- dan Fotocopy KTP bagi
yang dikuasakan. -

DAFTAR ULANG :

Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6000,- dan Cap;

Asli Sertifikat Surat [zin Usaha PerdaganganMinumanBeralkahol

(SIUP-MB] Lama;

Neraca Perusahaan yang diaudit oleh Akuntan Publik;

Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 [tiga) lembar

berlatar belakang merah;

Fotocopy NFWP dan KTP pemohon;

Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini.

Fotocopy Paspor Dan Kartu lzin TinggalSementara (KITAS| bagi

penanggungjawab WHNA;

8, SuratPenunjukkandari Distributor atau Sub Distributor
sebagaipengecerataupenjuallangsung;

9. FotecopyNomorPokokPengusahaBarangKenaCukai (NFPBCK)
bagiperusahaan yang memperpanjang SIUP-MB,

10. Surat kuasa bermaterai Rp. 6000,- dan Fotocopy KTP bagi

vang diluasakan.

ot

oo

Sistem Mekanisme dan
Prosedur

l. Pemohen mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan;

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan:

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untulk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP:

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
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undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampakan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris:

10.Sekretaris melalui stal sekretariat memberikan penomeoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Felayanan dan
sekretaris  terhadap sertifikat  permochonan untul
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan):

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambhilan.

4 Jangka Waktu | 3 hari kalender
Penyelesaian
Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi
Produk Layanan Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
Sarana, Prasarana | Sarana dan prasarana PTBP dalam melaksanakan identifikasi produk
dnin/ fasilitas " | pelayanan perizinan terdiri dari Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi:
b. Loket Pendaftaran:
B Loket Pengambilan.
Sistem aplikas: yang digunakan dalam pelayanan perizinan meliputi:
a,  Aplikasi Online Perizginan;
b.  Aplikasi Bedah Investasi;
e.  Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipar;
8. Aplikasi GIS.
8 Kompetensi Pelaksana | 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2, Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan
3. Memilili pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4. Memilila kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal 3. Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2. Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382 444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan:
Pelavanan 2. Perizinan Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB]
) yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait antara lain
Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas terkait lainnya.
14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2, Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilibhat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
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* Surat Izin Usaha Perdagangan

URAIAN

1 Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah (PP} Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronil;

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tenitang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di
Bidang Perdagangan;

3. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camart Di Kabupaten Muara Enim.

2 Persyaratan Layanan

Permohonan Baru

Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp. 6000.- dan di cap.
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP] dan Nemor Pokok Wagib
Pajak (NPWP) Pemohon.

Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan yang sudah dilegalisasi oleh
Pejahat berwenang,.

lzin prinsip penanaman modal,

Fotocopy Tanda Lunas PBB (Tahun ini).

Foto 4 x 6 sehanyak 4 Lembar.

Surat Kuasa bermaterai Rp. 6000,- dan Fotocopy KTP Bagi yang
di Kuasakan,

Permochonan Daftar Ulang

Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp, 6000.- dan di cap.
Sertifikat SIUP Asli.

Fotocopy KTP.

Neraca Perusahaan Tahun Terakhir.

Fotocopy Tanda Lunas PBB Tahun ini.

Foto 4 x 6 sebanyak 3 Lembar.

Surat Kuasa bermaterai Rp. 6000,- dan Fotocopy KTF Bagi yang
di Kuasakan.

AmE L M s

TG RN »

3 Sistern Mekanisme

et
»

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office [

Pelayanan;

2. Pemchon melengkap formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap
diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifilcasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

3. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan |kelengkapan permochonan dan apabhila
kelengkapan belum memenuhi persvaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permochonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada Kasi.
PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel Babel
atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui Surat
Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang periu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan reknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris
terhadap sertifikat permohonan untuk ditandatangani oleh
Kepala DPM-PTSP:

12, Kepala DPMPTSF menandatangani SK izin (pengesahan):

13. Pengarsipan;

14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

Wakta

3 hari kalender

dan Prosedur
f
4 | Jangka
Penyelesaian
5 Biaya / Tarif

Tidak dikenakan Retribusi
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6 Produk Layanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
i § Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi produk
dan/atau fasilitas pelayanan perizinan terdiri dari :
Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
t. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan meliputi:
4. Aplikasi Online Perizinan:
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c.  Aplikasi Perizinan;
d.  Aplikasi Pengarsipan;
e.  Aplikasi GIS,
8 Kompetensi 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
Pelaksana ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan
3.  Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan |
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal | Dilakukan secara berjenjang (atasan angsung);
10 | Penanganan 1. Melalui kensultasi langsung:
Pengaduan, Saran, | 2. Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382 444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenimi@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website ;: dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 038
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamsnan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;
Pelayanan 2. Perizinan Usaha Perdagangan vyang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain Dinas Pertanian, Dinas
Peternakan, dan dinas terkait lainnya.
14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.
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* Tanda Daftar Gudang

KO | KOMPONEN URAIAN

1 Desar Hulkim l. Peraturan Pemerintah (PP} Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Perdaganagan Republik Indonesia nomor
16/M-DAG/PER/3/2016 tentang perubahan atas Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 90 /M-DAG/PER/12/2014 tentang
Penataan dan Pembinaan Gudang;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 44 Tahun
2017 Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang
Pendelegasian  Kewenangan Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten
Muara Enim.

2 Persyaratan Lavanan BARU :

1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6000,- dan di
Cap.

2. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahan badan
hulkum dari pejabat yang herwenang dan akta perubahannya
(ika ada)bagi pemilik gudang badan usaha berbentuk
Perserocan Terbatas (PT);

3. Fotocopy NFWP dan KTP pemchon.

4. Fotocopy Paspor Dan Kartu lzin Tinggal Sementara(KITAS)
bagi penangpungjawabh WNA,

5. Melampirkan Fotocopy [zin Prinsip Penanaman Modal Dan Izin
Penanaman Modal Asing Bagi Perusahaan dengan Modal
Asing/Luar Negeri.

6. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 3 (tiga) lembar berlatar
belakang merah.

7. Fotocopy IMB Yang Menyatakan Bangunan Berupa Gudang;

8. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini.

9. Fotocopy IUI bagi usaha industri yang memiliki gudang.

10. Surat perjanjian pemakaian gudang dengan pemilik gudang
bagi pengusaha yang menyewa.

11. Peta atau denah lokasi Gudang,

12. Surat kuasa diatas materai Rp. 6000,- dan Fotocopy KTP bagi |
yang dikuasakan.

Daftar Ulang :

1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6000,- dan di

Cap.

2.  Asli Sertifikat Surat Tanda Daftar Gudang (TDG] Lama;

3. Neraca Perusahaan yang diaudit oleh Akuntan Publik ;

4. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 3 (tiga) lembar berlatar
belakang merah;:

| 5. Fotocopy NPWP dan KTP pemohon;

6. Fotocopy Paspor Dan Kartu lzin TinggalSementara (KITAS)
bagi penanggungjawab WHNA.

| 7. Surat kuasa diatas materai Rp. 6000,- dan Fotocopy KTP bagi
vang dikuasakan.

8. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini.

a Sistemn Mekanisme dan | 1 :ln:nhon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /

yanan;

Proscdas 2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayvanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkacdhteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan  belum memenuhi persyaratan  berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi, PTP melalui Kabid PTSP,;

6. Pemohon melakukan pembuysran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendrhara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk

melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
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untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP:

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

10. Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11. Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris  terhadap  sertifikat  permohonan  untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-FTSP;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13. Pengarsipan;

14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

Janglka Walau

Penyelesaian

7 hari kalender

Biaya | Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Surat Tanda Daftar Gudang (TDG)

Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
praduk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;

b. Loker Pendaftaran;

c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:

a. Aplikasi Online Perizinan;

b. Aplikasi Bedah Investasi;

c. Aplikasi Perizinan;

d. Aplikasi Pengarsipan;

Aplikasi GIS.

Kompetensi Pelaksana

e.
1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara; '
Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan

pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
5

i

perizinan eleltronils: dan |
. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Penanganan
Pengaduan,
dan Masukan

Saran,

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;

Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konaultasi : 0811 7382 444
Short Message Service (SMS] : 0811 7382 444

Email :dpm-ptspmusraenim@gmail . com

Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab, go.id

Popw -

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesual dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OS5

12

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13

Keamanan
Keselamatan

Jaminan
dan
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan Tanda Daftar Gudang (TDG) yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain Dinas Pertanian, Dinas
Peternakam, dan dinas terkait lainnya.

Evaluasi
Pelayanan

Kinerja

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tupss dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaltu-waktu;

2. Secara berkala dilaperkan juga melalui website www.dpm-
ptap.muaraenimbkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajusn perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.
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* Surat Tanda Pendaftaran Waralaba {STPW)

NO | KOMPONEN

URAIAN

1 Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik:

2. Peraturan Menteri Perdaganagan Republik Indonesia Nomor
53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba:

3. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sam
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.

2 Persyaratan Layanan

¢ STPW Pemberi Waralaba (Baru) :

1. Mengisi Formulir yang ditanda tangani oleh pemchon disertai

materai Rp. 6.000.- dan cap; |

Fotocopy KTP dan NFWP pemohon;

Fotocopy NPWP Perusahaan;

Fotocopy NIB dan lzin Usaha;

Fotocopy Tanda Bukti Pendaftaran HKI;

Kompeosisi Penggunaan Tenaga Kerja;

Kompisisi Barang/Bahan Baku yang diwaralabakan;

Fotocopy Perjanjian Waralaba;

Fotocopy Prospektus Penawaran Waralaba;

10.Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini;

11.Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotocopy KTP bagi
yvang dikuasakan.

VoSO AL

¢ STPW Penerima Waralaba (Baru) :

1. Mengisi Formulir yang ditanda rangani oleh pemohon disertai

materai Rp. 6.000.- dan cap;

Fotocopy KTP dan NPWP pemohon;

Fotocopy NPWP Perusahaan;

Fotocopy NIB dan lzin Usaha;

Fotocopy Akte Pendirian Perusahsan vyang mendapat

Pengesahan dari [nstansi Berwenang;

Fotovopy STFW Pemberi Waralaba;

Fotocopy Tanda Bukti Pendaftaran HKI;

Komposisi Penggunaan Tenaga Kerja;

. Kompisisi Barang/Bahan Baku yang diwaralabakan;

10.Fotocopy Perjanjian Waralaba;

11.Fotocopy Prospektus Penawaran dari Pemberi Waralaba;

12.Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini;

13.8urar Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotocopy KTF bagi
yvang dikuasakan.

Gk W

oENE

+ STPW Pemberi Waralaba (Lanjutan) :

1. Mengisi Formulir yang ditanda tangani oleh pemochon disertai

materai Rp. 6.000.- dan cap;

Fotocopy KTP dan NPWP pemaohon;

Fotocopy NPWP Perusahaan;

Fotocopy NIB dan Izin Usaha;

Fotocopy Akie Pendirian Perusahaan vyang mendapat

Pengesahan dari Instansi Berwenang;

Fotocopy STPW Penerima Waralaba Lanjutan;

Fotocopy Tanda Bukti Pendaftaran HKI;

Komposisi Penggunaan Tenaga Kerja;

. Kompisisi Barang/Bahan Baku yvang diwaralabakan;

10.Fotocopy Perjanjian Waralaba;

11.Fotocopy Prospektus Penawaran dari Pemberi Waralaba
lanjutan;

12.Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun inj;

13.5urat Kuasa di atas materai Kp. 6000 dan Fotocopy KTF bagi
vang dikuasakan.

AENES

o@N o

+ STPW Penerima Waralaba (Lanjutan) :

1. Mengisi Formulir yang ditanda tangani oleh pemohon disertai
materai Rp. 6.000.- dan cap;

2. Fotocopy KTP dan NFWP pemohen;

3. Fotocopy NPWFP Perusahaan;
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. Fotocopy NIB dan [zin Usaha;

- Fotocopy  Akte Pendirian Perusahaan yang mendapat
Pengesahan dari Instansi Berwenang;

Fotocopy STPW Pemberi Waralaba Lanjutan;

Fotocopy Tanda Bukti Pendaftaran HKI;

Komposisi Penggunaan Tenaga Kerja;

Kompisisi Barang/Bahan Baku yang diwaralabakan:

0. Fotocopy Perjanjian Waralaba:

1 Fotocopy Prospektus Penawaran dari Pemberi Waralaba
lanjutan;

12. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini:

13. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotocopy KTP
bagi yang dikuasakan

o wa

Lord S

¢ STPW (Perpanjangan) :

- Asli Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
Dokumen-dokumen lainnya apabila mengalami perubahan data |
dari dokumen yang disampaikan 5 tahun sebelumnya;
Laporan Penggunaan Produk dalam Negeri.

Sistem Mekanisme dan
Prosedur

-b-t!.nl B s

.- Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /

Pelayanan;

Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian

menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembaliken untuk dilengkapi, jikae permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemnhon
termasul kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tnjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10. Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11l.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan,

N

Jangka Waktu
Penyelesaian

5 hari kalender

Biaya [ Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (SPTW)

Sarana, Prasarana,
dan fatau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari : |

Loket-loket Pelayanan sepert :

a. Loket Informasi;

b. Laket Pendaftaran:

©. Loket Pengambilan.

Sistern aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:

a. Aplikasi Online Perizinan;

b. Aplikasi Bedah Investasi;
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Aplikasi Perizinan;
Aplikasi Pengarsipan;
Aplikasi GIS.

Kompetensi Pelaksana

— | ap

Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,

ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2.  Memiliki p:ngctahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3.  Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Pengaduan, Saran,
dan Masukan

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;

Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsulrasi : 0811 7382
4

Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail .com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenmimkab.go.id

Heme Bl

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS

12

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan Tanda Pendaftaran Waralaba [STPFW) yang
berkualitas karena melibatkan pihak terkait antara lain Dinas
Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas terkait lainnya.

14

Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanasn tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewalktu-walitu;

2. Becara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.

3. ]:‘rngrcs report penyelesaian pengajuan pernzinan dan non

perizinan d:.l.ihat pada website wuww.dpm-
i1 Ld.
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¢ Tanda Daftar Perusahaan

NO | KOMPONEN

1 Dasar Hukum

1.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik:

Peraturan Menteri Perdaganagan Republik Indonesia Nomor 47
Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 20/M-DAG/FPER/4/2014 tentang

alian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran,
dan Penjualan Minuman Beralkohoel:

Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.

2 Persyaratan Layanan

9.

10.SIUP-MB untuk Distributor yang ditunjuk;
11.Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini;
12,8urat Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotocopy KTP bagi

Mengisi Formulir yang ditanda tangani oleh pemohon disertai
materai Rp. 6.000.- dan cap;
Fotocopy KTP dan NPWP pemohon;

. Fotocopy NFWP Perusahaan;

Fotocopy NIE dan lzin Usaha;

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohal (SIUP-MB}
untuk Distributor yang menunjukkan bahwa perusahaan
pemohon telah berpengalaman menjadi Distributer Minuman
Beralkohol paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut

Fotokopi akta pendirian badan usaha perorangan yang sah
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan;

Surat Penunjukan paling sedikit dari 20 (dua puluh) prinsipal
pemegang merek/pabrik luar negeri yang berasal dari paling
sedikit 5 (lima) negara untuk pembelian paling sedikit 3000 (tga
ribu] karton per merek per tahun dengan menunjukkan ash
surat penunjukan yvang ditandasahkan oleh Notaris Publik dan
Atase Perdagangan atau pejabat diplomatik/ konsuler di bidang
ckonomi di negara setempat;

Surat Keterangan dari pabrik luar negeri yang menerangkan
bahwa prinsipal pemegang merek/ perwakilan pemegang merek
berwenang menunjuk Distributor di luar negeri yang
ditandasahkan oleh Atase Perdagangan atau pejabat
diplomarik/ konsuler di bidang ekonomi di negara setempat;
Surat penunjukan distributor paling sedikit di 6 (enam} Daerah
Provinsi; dan

yang dikuasakan.

3 Sistern  Mekanisme
dan Prosedur

10.

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan;

Pernohon mele i formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengleap diteruskan ke Kasi Pelavanan Perizinan;

Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untulk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninisirasi perizinan;
Selanjuinya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Telous untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilalukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAFP;

Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahlan berkas permohonan yang sudah lenglkap ke Kahid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;
Sekretaris melalui staf sekrerariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
uniuk cetak sertifikai permohonan izin;
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!l.PcmmaIandﬂakukanulahKamAPKamPemdan

sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
13. i

Pengarsipan;
14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

& Jangka Waktu | 5 hari kalender

Penyelesaian

Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan Tanda Daftar Perusahaan

Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi

dan fatay Gusilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :Loket-loket Pelayanan

sepert :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplkasi GIS.
] Kompetensi 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
Pelaksana ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal dan
perizinan
3. Memilili pengalaman dalam pelayanan penanaman moedal dan
pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan perizinan
elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal | Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1.  Melalui kensultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2. Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whartsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382 444
4, Short Measage Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenimi@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (ima) orang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayenan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;

Pelayanan 24, Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas terkait
lainnya.

14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanasn tugas dan fungsi disampaikan

Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun,

maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2, Secara berkala dilaporkan juga melalui

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non

perizinan dilihat pada website www.dpm-
Sp.mu ' BU.i

wehsite  www.dpm-
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s Surat Keterangan Pengecer Minurnan Berakohol Golongan A (SKP-A)

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah (PP] Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Perdaganagan Republik Indonesia Nomor 47
Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang
Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran,
dan Penjualan Minuman Beralkohol;

3. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Hepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.

1. Mengisi Formulir yang ditanda tangani oleh pemohon disertai

materai Rp. 6.000.- dan cap;

Fotocopy KTP dan NFWP pemohon;

Fotocopy NPWP Perusahaan;

Fotocopy NIB dan [zin Usaha:

Surat lzin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-

MB) untuk Distributor yang menunjukkan bahwa perusahaan |

pemohon telah berpengalaman menjadi Distributor Minuman

Beralkohol paling sedikit 3 [tiga) tahun berturur-rurut

6. Fotokopi akta pendirian badan usaha perunmgan yang sah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

7. Surat Penunjukan paling sedikit dari 20 (dua puluh] prinsipal

| pemegang merek/pabrik luar negeri yang berasal dari paling
sedikit 5 (lima) negara untuk pembelian paling sedikit 3000
(tiga ribu) karton per merek per tahun dengan menunjukkan
ash surat penunjukan yang ditandasahkan oleh Notaris Publik
dan Atase Perdagangan atau pejabat diplomatil/ konsuler di
bidang ekonomi di negara setempat;

8. Surat Keterangan dari pabrik luar negeri yang menerangkan
bahwa prinsipal pemegang merek/ perwakilan pemegang
merek berwenang menunjuk Distributor di luar negeri yang
ditandasahkan oleh Atase Perdagangan atau pejabat
diplomatik/ konsuler di bidang ekonomi di negara setempat;

9. Surat penunjukan distributor paling sedikit di 6 (enam)
Daerah Provinsi; dan

10.51UP-MB untuk Distributor yang ditunjuk;

11.Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ind;

12.8urar Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotocopy KTP bagi

it o

vang dikuasakan.
3 Sistemn Mekanisme dan | |- Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
FProsedur Pelayanan;

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Permna.n,

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi cleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AF memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan  berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP:

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin vang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yvang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid FTSF dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menverahkan kepada
Sekretaris;

10. Sekretaris melalui staf sckretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
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untuk cetak sertifikat permohonan izin:
11. Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretari=  terhadap sertifikat  permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSF;
Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
13. Pengarsipan;
14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

12,

Jangka Wakmu

Penvelesaian

5 hari kalender

Biaya / Tari{

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-
Aj

Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :Loket-loket Pelayanan
seperti :

a. Loket Informasi;

bh. Loket Pendaftaran:

c. Loket Pengambilan. |
Sistem aplikasi vang digunakan dalam pelayanan perizinan |
mekliputi:

a. Aplikasi Online Perizinan; |

b. Aplikasi Bedah Investasi; |

c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikas=i Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

Kompetensi Pelaksana

1.Pendidikan mimimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2.Memiliki pengetabivan peraturan tentang penanaman modal dan |
perizinan 1

3.Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu; l

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan perizinan [
elektronik; dan

5.Memiliki kemampuan mengolah data secara eleltronik.

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Pengaduan,
dan Masukan

Saran,

1. Melahi konsultasi langsung;
Kotak saran dan pengaduan; |
Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
b3

Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
Email :dpm-pispmuaraenimiggmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

7. 'Website ; dpm-pitsp.muaraenimkab.go.id

Sue LR

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi O3S3

iz

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 [lirna) orang

13

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

1. Pelayanan penzinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnva,

14

Evaluasi
Pelayanan

Kinerja

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewakiu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
pisp.muaracnimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengerjuan perizinan dan non
perizinan diliha pada website www.dpm-
pisp.muaracnimikab. go.id.
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* Surat Keterangan Penjual Langsung Minum di Tempat Minuman Berakohol
Golongan A (SKPL-A)

1 Dasar Huloum 1. Peraturan Pemerintah (PP) Neomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronilk;

2. Peraturan Menteri Perdaganagan Republik Indanesia Nomor 47
Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang
Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran,
dan Penjualan Minuman Beralkohol;

3. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.

2 Persyaratan Layanan

(=)
-

Mengisi Formulir yang ditanda tangani oleh pemohon disertad

materai Rp, 6.000.- dan cap;

Fotocopy KTP dan NFWP pemohon;

Fotocopy NFWP Perusahaan;

Fotocopy NIB dan lzin Usaha;

Surat lzin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-

MB) untuk Distributor yang menunjukkan bahwa perusahaan

pemohon telah berpengalaman menjadi Distributor Minuman

Beralkohol paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut; |

6, Fotokopi akta pendirian badan usaha perorangan yang sah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Surat Penunjukan paling sedikit dari 20 (dua puluh) prinsipal
pemegang merek/pabrik luar negeri yang berasal dari paling
sedikit 5 (lima) negara untuk pembelian paling sedikit 3000
(tiga ribu] karton per merek per tahun dengan menunjukkan
ash surat penunjukan yang ditandasahkan oleh Notaris Publik
dan Atase Perdagangan atau pejabat diplomatik/ konsuler di
bidang ekonomi di negara setempat;

8. Surat Keterangan dari pabrik luar negeri yang menerangkan
bahwa prinsipal pemegang merek/ perwakilan pemegang
merck berwenang menunjuk Distributor di luar negeri yang
ditandasahkan oleh Atase Perdagangan atau pejabat
diplomatik/ konsuler di bidang ekonomi di negara setempat;

9. Surat penunjukan distributor paling sedikit di 6 [enam)
Daerah Provinsi: dan

10. SIUP-MB untuk Distributor yang ditunjule;

11. Fotocopy Tanda Lunas PBR tahun ini;

12. SBurat Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotocopy KTF bagi

g

yang dikuasakan.
3 Sistem Mekanisme dan | |- FPemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Prosedur Pelaynnan;

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice [ Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Neota untulk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan  berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tnjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan bmjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemchon termasuk hekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil permeriksasn dalam BAF;

9. Kﬂnrliinatuf Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan

berkas permohonan yang sudah lengkap ke

Kﬂmd PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan

pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

10. Seloretarizs melalui stafl seloetarat memberikan penomoran
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registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris  terhadap sertifikat permochonan  untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan):
Pengarsipan;

Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

11.

12.
13.
14,

4 Jangka Waktu | 5 hari kalender
Penyelesaian
Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

Produk Lavanan

Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan
A (SKP-A)

Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identfikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :Loket-loket Pelayanan

Seperts :

a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
¢. Loket Pengambilan.

pRLTR

SLathapiIkamyungdtgmahmdala.mpﬂ&ynnanpenmn
meliputi:

Aplikasi Online Perizinan;

Aplikasi Bedah Investasi:

Aplikasi Perizinan;

Aplikasi Pengarsipan;

Aplikasi GIS,

Kompetensi Pelaksana

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal

dan perizinan

Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal darn

pelayanan terpadu;

Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi

perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik,

4. layanan

Pengaweasan [nternal

Dilakukan secara berjenjang [atasan langsung);

10

Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

1. Melalui konsultasi langsung;

2. Kotak saran dan pengaduan;

3. Wharsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444

Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com

Aplikasi SMS Gate Away:

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

4,
5.
6.

7.

!

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Opemainnnl'

Prosedur dan Aplikasi 0SS

12

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13 | Jaminan Keamanan [1. Pelayanan izi dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;

Pelayanan 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas terkait
lainnya.

14 | Evaluasi Kinerja |1. Laparan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan

Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
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. fl'ersetuj uan Penyelenggaraan Pameran Dagang, konvensi dan/atau seminar
agang

NO | KOMPONEN URAIAN |

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Permenpar 3/2017 tentang Pedoman Destinasi
Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi dan
Pameran

3. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.

P Persyaratan Layanan

o

Mengisi Formulir yang ditanda tangani oleh pemohon disertai

materai Rp. 6.000.- dan cap;

Fotocopy KTF dan NPWP pemohon;

Fotocopy NPWP Perusahaan;

Fotocopy NIB dan Izin Usaha;

Surat lzin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-

MB) untuk Distributor yang menunjukkan bahwa perusahaan

pemohon telah berpengalaman menjadi Distributor Minuman

Beralkohol paling sedikit 3 (tga) tahun berturut-turut;

6. Fotokopi akta pendirian badan usaha perorangan yang sah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Surat Penunjukan paling sedikit dari 20 (dua puluh) prinsipal
pemegang merek/pabrik luar negeri yang berasal dari paling
sedikit 5 (lima) negara untuk pembelian paling sedikit 3000
(tiga ribu) karton per merek per tahun dengan menunjukkan
ash surat penunjukan yang ditandasahkan oleh Notaris Publik
dan Atase Perdagangan atau pejabat diplomatik/ konsuler di
bidang ekonomi di negara setempat;

8. Surat Keterangan dari pabrik luar negeri yang menerangkan
bahwa prinsipal pemegang merek/ perwakilan pemegang
merek berwenang menunjuk Distributor di luar negeri vang
ditandasahkan oleh Atase Perdagangan atau pejabat
diplomatils/ konsuler di bidang ekonomi di negara setempat;

9. Surat penunjukan distributor paling sedikit di 6 (enam) |
Daecrah Provinsi: dan

10. SIUP-MB untuk Distributor yang ditunjulk;

11. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini;

12. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotocopy KTP bagi

LR

yang dikuasakan, ]
3 Sistem Mekanisme dan | - Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office / |
e R Pelayanan;

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. BSelanjuinya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan  belum  memenuhi  persyaratan  berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP:

6. Pemohon melakukan pembayaran reiribusi di Bank Sumsel
Babe] atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang- |
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menvampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh

menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9, Koordinator Tim Tekmis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

10. Sekretaris melalui stafl sekretariat memberikan penomoran
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registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11. Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris  terhadap sertifilat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin [pengesahan);

13. Pengarsipan;

Jangla Waktu

Penyelesaisn

14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.
5 hari kalender

Biaya / Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Surat persetujuan

Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :Loket-loket Pelayanan
seperti :

a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran;

c. Loket Pengambilan.

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi;

Aplikasi Online Perizinan;

Aplikasi Bedah Investasi;

Aplikasi Perizinan;

Aplikasi Pengarsipan;

Aplikasi GIS.

sppop

Kompetensi Pelaksana

l.Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara:

2.Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanamean modal dan
perizinan

3.Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

4.Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan perizinan
elektronik; dan

5.Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronil.

Pengawasan Internal

Dilakulan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Pengaduan,
dan Masukan

Saran,

1. Melalui konsultasi langsung;

2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444

4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-prspmuaraenim{@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;:

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS

12

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13

Keamanan
Keselamatan

Jamitian
dan
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

14

Evaluasi
Pelayanan

Kinerja

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewakru-wakmn;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
plsp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
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¢ Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian

NO | KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hakiumn 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Permenpar 5/2017 tentang Pedoman Destinasi
Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi dan
Pameran

3. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sam
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.

2 Persyaratan Layanan

=
-

Mengisi Fermulir yang ditanda tangami oleh pemohon disertai

materai Rp. 6.000.- dan cap;

Fotocopy KTP dan NPWP pemohon;

Fotocopy NPWP Perusahaan:

Fotocopy NIB dan Izin Usaha:

Surat lzin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-

MB) untuk Distributor yang menunjukkan bahwa perusahaan

pemohon telah berpengalaman menjadi Distributor Minuman

Beralkohol paling sedikir 3 (tiga) tahun berturut-turut;

6, For.ukup: akta pendirian badan usaha perorangan vang sah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Surat Penunjukan paling sedikit dari 20 (dua puluh) prinsipal
pemegang merek/pabrik luar negeri yang berasal dari paling
sedikit 5 (lima) negara untuk pembelian paling sedikit 3000
{tiga ribu) karton per merek per tahun dengan menunjukkan
ash surat penunjukan yang ditandasshkan oleh Notaris Publik
dan Atase Perdagangan atau pejabat diplomatik/ konsuler di
bidang ekonomi di negara setempat;

B. Surat Keterangan dari pabrik luar negeri yang menerangkan
bahwa prinsipal pemegang merek/ perwakilan pemegang
merek berwenang menunjuk Distributor di luar negeri vang
ditandasahkan oleh Atase Perdagangan atmau pejabat
diplomatik/ konsuler di bidang ekonomi di negara setempar;

9. Surat penumjukan distobutor paling sedikit di 6 [{enam)
Daerah Provinsi; dan

10. SIUP-MB untuk Distributor yang ditunjuk;

11. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini;

12. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotocopy KTP bagi

uaw

yang dikuasakan.
3 Sistern Mekanisme dan | 1- Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Prosedur Peligyansn

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan:

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5, Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan  belum  memenohi persyaratan  berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemochon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-

untul permoeohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

B. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAF;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan vang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

10. Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
regisirasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11. Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
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sekretaris  terhadap  sertifikat  permohonan  untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-FPTSF;

12. Kepala DPMPTSP menandatangam SK izin (pengesahan);

13. Pengarsipan;

14. Penyerghan SK kepada pemobhon melalui loket pengambilan.

Jangka Walktu

Penvelesaian

2 hari kalender

Biaya / Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Surat Terdaftar

Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :Loket-loket Pelayanan

seperts :

a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran;

c. Loket Pengambilan.

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:

Aplikasi Online Perizinan;

Aplikasi Bedah Investas:;

Aplikasi Perizinamn;

Aplikasi Pengarsipan;

Aplikasa GIS.

P

L

Kompetensi Pelaksana

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

Memililki pengetahuan peraturan tenlang penanaman modal
dan perizi

Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

Memiliki kemampuan mengoperasikan
perizinan elektronik; dan

Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

aplikas: layanan

U

Pengawasan Internal

Dilakulan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Penanganan

Fengaduan,
dan Masukan

Saran,

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;

Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444

Short Messape Service (SMS) : 0811 7382 444

Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

i LE ol LS

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi O8S

12

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan

Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

14

Evaluasi
Pelayanan

Kinerja

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melaiui website www.dpm-

tsp.muaraeni .go.id,

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www. dpm-
pisp.muaraenimkab,go.id.
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*» Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barangdan atau Jasa

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik:

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-
DAG/PER/3/2006 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Dan Tata
Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau
Distributor Barang Dan /Atau Jasa

| 3. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian

Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada

| Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

| Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.
Mengisi Formulir yang ditanda tangani oleh pemochon disertai
materai Rp. 6.000.- dan cap;
Fotocopy KTP dan NPWP pemohon;
Fotocapy NPWP Perusahaan;
Fotocopy NIB dan Tzin Usaha;
Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-
MB) untuk Distributor yang menunjukkan bahwa perusahaan
pemohon telah berpengalaman menjadi Distributor Minuman
Beralkohol paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut;

6. Fotokopi akita pendirian badan usaha perorangan yang sah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Surat Penunjukan paling sedikit dari 20 (dua puluh) prinsipal
pemegang mercek/pabrik luar negeri yang berasal dari paling
sedikit 5 (lima) negara untuk pembelian paling sedikit 3000
(tiga ribu) karton per merek per tahun dengen menunjukkan
ash surat penunjukan yang ditandasahkan oleh Notaris Publik
dan Atase Perdagangan atau pejabat diplomatik/ konsuler di
bidang ekonomi di negara setempat;

8. Surat Keterangan dari pabrik luar negeri yang menerangkan
bahwa prinsipal pemegang merek/ perwakilan pemegang
merek berwenang menunjuk Distributer di luar negeri yang
ditandasahkan aoleh Atase Perdagangan atau pejabat
diplomatik/ konsuler di bidang ekonomi di negara setempat;

9. Surat penunjukan distributor paling sedikit di & (enam)
Daerah Provinsi; dan

10. SIUP-MB untuk Distributor yang ditunjuk;

11. Fotocopy Tanda Lunas PEB tahun ini;

12, Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotocopy KTP bagi

=

2 Persyaratan Layanan

Mpee

yang dikuasakan.
3 Sistem Mekanisme dann | 1- Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Prosedur Pelayanan;

2. Pemochon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. BSelanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan  belum  memenuhi persyaratan  berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu:

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilalkukan oleh
pemohon termasuk kelurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemerilksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabhid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Selkretaris;

10. Seckretaris melalui staf sckretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11. Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelavanan dan
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seliretans terhadap sertifikat
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;
12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahany);
13. Pengarsipan;
14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

permohonan untlk

Jangka Walktu

Penyelesaian

5 hari kalender

Biaya [ Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

SuratTanda Daftar

Sarana, Prasarana,
dan fatau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :Loket-loket Pelayanan
sepert :

a. Loket Informasi; -
b. Loket Pendaftaran;
¢. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan delam pelayanan perizinan
meliputi:
Aplikasi Online Perizinan;
Aplikasi Bedah Investasi;
Aplikasi Perizinan;
Aplikasi Pengarsipan;

=Ml - o
S m

Kompetensi Pelaksana

. Aplikasi GIS.

1.Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2.Memiliki pengetahuan peraturan leniang penanaman modal dan
perizinan

3.Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan perizinan
elektronik; dan

5.Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Penanganan
Pengaduan,
dan Masukan

Saran,

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;

Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444

Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com

Aplikasi SM3 Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

k. W

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OS5

12

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13

Keamanan
Keselamatan

Jaminan
dan
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
aluntabel dan transparan;

2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

14

Evaluasi
Pelayanan

Kinerja

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-wakiu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-

MmLAara o]
3 ngmsrepurtpmyelcsﬁhﬁpengﬂjumpenmndannm
perizinan dilihat pada website www.dpm-
Rl .go.id
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*» Tanda Daftar Pelaku Agen atau Distributor Barang Kebutuhan Pokok
(TDPUD-Bapok|

1 Dasar Hukum l. Peraturan Pemerintah (PP] Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik:

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomer 11/M-DAG/PER/3/2006
Tahun 2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat
Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa

3. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satn
Pintu Dan Camar Di Kabupaten Muara Enim.

2 Persyaratan Layanan 1. Mengisi Formulir yang ditanda tangani oleh pemohon disertai
materai Rp. 6.000.- dan cap;

2.  Fotocopy KTP dan NPWP pemohon;

3. Fotocopy NFWP Perusahaan;

4. Fotocopy NIB dan Izin Usaha;

5. Surat lzin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)
untuk Distributor yang menunjukkan bahwa perusahaan
pemohon telah berpengalaman menjadi Distributor Minuman
Beralkohel paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut:

6. Fntoknp:akupend:rmnbadnnuuahapemrmgnnyangaah
sesuai ketentuan peraturan perundang-un

7. Surat Penunjukan paling sedikit dari 20 (dua pujuh] prinsipal
pemegang merek/pabrik luar negeri yang berasal dari
sedikit 5 (lima) negara untuk pembelian paling sedikit 3000 (tiga
ribu) karton per merck per tahun dengan menunjukkan ash
surat penunjukan yang ditandasahkan oleh Notaris Publik dan
Atase Perdagangan atau pejabat diplomatik/ konsuler di bidang
ekonomi di negara setempat;

8., Surat Keterangan dari pabrik luar negeri yvang menerangkan
bahwa prinsipal pemegang merek/ perwakilan pemegang merck
berwenang menunjuk Distributer di  Juar negeri yang
ditandasahkan oleh Atase Perdagangan atau pejabat
diplomatik/ konsuler di bidang ekonomi di negara setempat;

9. Surat penunjukan distributor paling sedikit di 6 (enam) Daerah
Provinsi; dan

10. SIUP-MB untuk Distributor yang ditunjuk;

11. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini;

12. Surat Kuasa di atas materai Ep. 6000 dan Fotocopy KTP bagi

vang dikuasakan.
3 Sistem  Mekanisme | 1+ Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
dan Prosedur Pelayanan;

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Noma untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. FTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohuon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin vang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangksn
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kahid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10. Sekretaris melalui staf sckretariat memberikan penomoran
regisirasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11. Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
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ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
13. Pengarsipan;
14. Penyershan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangka Waktu | 5 hari kalender

Penyelesaian
5 Biaya [ Tarif Tidak dikenakan Retribusi
-; Produk Layanan Surat Tanda Daftar
- Sarana, Prasarana, Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :Loket-loket Pelayanan

seperti
a. Loket Informasi;
b. Loker Pendaftaran;
¢. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

B Kompetensi 1.Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,

Pelaksana elkonomi, hukum dan adminisirasi negara;

2.Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal dan
perizinan
3.Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan perizinan
clekironik; dan
5.Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik,
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, 2. Kotak saran dan pengaduan;
£ 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811 7382 444
Masukan 4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenimi@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan nen perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;

Pelayanan 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak rerkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan

Pelayanan kepada Bupati bail secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilibat pada wehbsite www.dpm-
i : ey
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e [zin Usaha Perkebunan (IUP)

URAIAN

1 Dasar Hulum

1.

Peraruran Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim.

2 Persyaratan Layanan

g

gk frho

.

Mengisi Formulir yang ditanda tangami oleh pemohon disertai
materai Rp. 6.000.- dan cap;

Fotocopy KTP dan NPWF pemohon;

Fotocopy NPWP Perusahaan;

Fotocopy NIB dan Izin Usaha;

Surat lzin Usaha Perdagengan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)
untuk Distributor yang menunjukkan bahwa perusahaan
pemohon telah berpengalaman menjadi Distributor Minuman
Beralkohol paling sedikit 3 (bga) tahun berturut-turut;
Fotokopi akia pendirian badan usaha perorangan yang sah sesuai
ketentuan peraturan perundang-un

dangan;
. Surat Penunjukan paling sedikit dari 20 [dua puluh) prinsipal

pemegang merek/pabrik luar negeri vang berasal dari paling
sedikit 5 (lima) negara untuk pembelian paling sedikdit 3000 (tga
ribu) karton per merek per tahun dengan menunjukkan ash surat
penunjukan yang ditandasahkan oleh Notaris Publik dan Atase
Perdagangan atau pejabat diplomatik/ konsuler di bidang
ekonomi di nepara setempat;

. Surat Keterangan dari pabrik luar negeri yang menerangkan

bahwa prinsipal pemegang merek/ perwakilan pemegang merek
berwenang menumjuk Distributor di  luar negeri  yang
ditandasahkan cleh Atase Perdagangan atau pejabat diplomatik/
konsuler di bidang ekonomi di negara setempat;

Surat penunjukan distributor paling sedikit di 6 {enam) Daerah

10.85IUP-MB untuk Distributor vang ditunjuk;
11.Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini;
12.8urat Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotocopy KTF bagi

yang dikuasakan.

3 Sistem  Mekanisme
dan Prosedur

1.

2
3.
4

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /

Pelayanan;
. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian

menyerahkan ke Front ofice | Pelayanan;

Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap
diteruskan ke Kasi Pelayanan Pnnzu:l.an,

. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang

kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keshsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permchonan
dikkembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada Kasi,
PTP melalui Kabid PTSF;

. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel Babel

atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin terntentu;

. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk

melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui Surat
Tugas;

. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,

menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAF;

. Keordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan

menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui  staf sekretariat memberikan penomoran
_r:ﬁﬂauipad&permnhmandmdﬂmmbaﬂkmkepadnmﬂ
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untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretans
terhadap sertifikatr permohonan untuk ditandatangani oleh
Repala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan,

Jangka Waktu

Penyelesaian

5 hari kalender

Biaya / Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Sertifikat Izin

Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :Loket-loket Pelayanan
seperti !

a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran;

¢. Laoket Pengambilan.

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan meliputi;
a. Aplikasi Online Perizinan;

b. Aplikasi Bedah Investasi;

¢, Aplikasi Perizinan;

d. Aplikasi Pengarsipan;

e. Aplikasi GIS.

Kompetensi
Pelaksana

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal dan
perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanen penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

4, Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan perizinan
elekironik; dan

5. Memiliki kemampuan mengelah data secara elektronik.

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung:
Pengaduan, Saran, | 2, Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382 444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-pisp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesual dengan Standar Operasional

Prosedur dan Aplikasi 083

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) erang

13

Jaminan Keamanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara

dan Keselamatan akuntabel dan transparan; .
Pelayanan 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas terkait

lainnya. _
14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun,

maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-

pisp.muaraenimkab.go.id.
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¢ [zin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B)

NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1.

peraturan pemerintah (pp) nomor 24 tahun 2018 tentang
pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
peraturan menteri pertanian
nomor:26 / permentan/ot. 140/ 2/ 2007 tentang pedoman
perizinan usaha perkebunan

peraturan bupati no. 4 tahun 2019 tentang pendelegasian
kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada
kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu dan camat di kabupaten muara enim.

Persyaratan Layanan

Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-

Fotocopy e-KTP Pemohbon yang tercantum dalam akia

perusahaan

Surat Kuasa dan fotocopy KTP apabila pengajuan permohonan

tidak langsung dilakukan oleh pemohon bermaterai Rp.6.000,-

Profil perusahaan meliputi Akta pendirian perusahaan

dan fatau perubahannya  vang telah mendapatkan

pengesahan/persetujuan; pemberitahuan dari  Menteri

Hukum dan Hak Azazi Manusia, komposisi kepemilikan

saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan.

Fotocopy NPWP, vang status wajib pajaknya telah dikonfirmasi

melalui sistern informasi pada Pemerintah Daerah yang

terhubung dengan sistem informasi dan Aplhkasi pada Dirjen |

Pajak.

Fotoeopy Pendaftaran Penanaman Modal

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir

a. Relkomendasi kesesuaian dengan rencana
pembangunan perkebunan Provinsi yang diterbitkan
oleh Gubernur

b, Izin lokasi dari Bupati vang dilengkapi dengan peta
calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000

c. Melampirkan surat hasil pengukuran secara kadestral
dar Instansi berwenang.

d. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi
kehutanan Provinsi (apabila areal berasal dari kawasan
hutan)

e. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana
fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar,
rencana tempat hasil produksi yang akan diolah

8. 0 Fotocopy Dokumen Lingkungan (AMDAL atau
UKL /UPL) dan Izin Lingkungan

Sistemn Mekanisme dan
Prosedur

10.

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Frent office /
Pelayanan;

Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

Font office memverifikasi kelengkapan permchonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan  belum  memenuhi persyaratan  berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi, PTP melalui Kabid FTSP;

Pemohon melakukan pemba}rm'a.n retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara mmnmﬂan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalul Surat Tugas;

Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menverahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan 3K proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;
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11. Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12. Kepala DPMPTSF menandatangani SK izin (pengesahan);

13. Pengarsipan;

14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan,

4 Jangka Waktu | Waktu Penyelesaian 7(tujuh) hari kerja setelah persyaratan
Penyelesaian dinyatakan lengkap.
5 Biaya [ Tarif Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Pedoman Perizinan

Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :Loket-loket Pelayanan
seperti :

a. Loket Informasi:
b. Loket Pendaftaran;
¢. Loket Pengambilan,
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
mebputi:
a. Aplikasi Online Perzinan;

. Aplikasi Bedah Investasi;

. Aplikasi Perizinan;

. Aplikasi GIS.

Kompetensi Pelaksana

b
C
d. Aplikasi Pengarsipan;
€
1

. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,

ekonomi, hukum dan adminisirasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan

pelayanan terpadu;

Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan

perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elekironik.

™

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsungj;
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2, Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi;: 0811 7382 444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7, Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (hma) orang

13

Jaminan Keamanan

1. Pelavanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara

dan Keselamatan akuntabel dan transparan;

Pelayanan 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan

Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setap

tahun, maupun apahila diperfukan sewaktu-walkiu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.po.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
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* Izin Usaha Perkebunan Pengelolaan (IUP-P)

NO | KOMPONEN

1 Dasar Hukum

1.

. peraturan menteri pertanian

. peraturan bupati no. 4 tshun 2019 tentang pendelegasian

peraturan pemenntah (pp] nomor 24 tahun 2018 tentang
pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;

nomor: 20/ permentan fot.140/2/2007 tentang pedoman
perizinan usaha perkebunan

kewenangan pelayanan pernzinan dan nonperizinan kepada
kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu dan camat di kabupaten muara enim.

2 Persyaratan Layanan

ol ol ol

DA M

10

12.

13.

14,

15

16.

17.

. Surat [zin Tempat Usaha/ SIUP;
11.

. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil

PERUBAHAAN PERKEBUNAN YANG TELAH MEMILIKI HAK ATAS

Surat Permohonan

Fotocopy Sertifikat Hak Atas Tanah;

Profil Perusahaan meliputi Akta Pendinian dan perubahan terakhir yang
telah terdaftar di Kementrisn Hukum dan Hak Asasi Manusia,
lkomposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha
perusahaan; dan

Hasil penilaian usaha Perksbunan.

PENGAJUAN IZIN BARU

Surat Permohonan:

Frofil Perusahaan meliputi Akia Pendirian dan perubahan terakhir vang
telah terdaltar di Kementrian Hukum dam Hak Asasi Manusia,
komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usahs
perusahan;

NPWP dilengkepi dengsn surat keterangan sedang tidak dalam
terhutang pajak dari Kantor Perpajakan

Rekomendasi Kesesuasian dengan Perencanaan Pembangunan
Perkebunan Habupaten/ Kota dari Bupati/ Waliketa untuk IUP yang
diterbitkan oleh Gubernur;

lzin lokasi dari Bupati/ Walikota yg dilengkapi dengan peta calon lokas:
dengan skala 1 : 100. 000 atau 1 : 50. 000 [cetak peta dan file
elektronik) seauai dengan perundang-undangan dan tidak terdapat izin
yang diberikan pada pihak lain;

Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yvang membidang
kehutanan, apabila areal yang diminta dan kawasan hutan;

Jaminan pasckan bahan baku (format lihat lampiran [V dan lampiran
X)

Perkebunan termasuk rencana fasilitas pembangunan kebun untuk
masyarakal sekitar;
lzin Lingkungan dari Cubernur atsu Bupati/ Walikota sesuai

kewenangan:

Pernyataan Kesanggupan :

g8  Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan system
unfuk melakukan pengendalian organisme penggangu tanaman
(OPT):

b.  Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan system
untuk melakukan pembukaan lphan tanpa bakar serta
pengendalian kebakaran;

e Meminsilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar yang
dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan: dan

d. Melaksanalkan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan
masyarakat sekitar Perkebunan (format lihat lampiran X);

e.  Surat peryataan dari pemohon bahwa status Perusahaan
Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok
(group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi
batas paling luas, (format lihat lampiran XI).

- | Sistem Mekanisme dan
Prosedur

£ WwoN

. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian

. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang

. Selanjuimya Verifikaior dan Kasi AP memeriksa kembali

. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel

. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk

Pelayanan;

menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;
Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika

lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

kelenpgltapan permohonan serta pembuatan Nota untule
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

keabsahan dan kelengkapan permohonan dan  apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permochonan
dikembalikan untuk diengkapi, jika permchonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSF;

Babel atau bendahara penerimsan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

melakukan jadual tnjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
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Surat Tugas;

8. Tim Teknis melalukan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal vang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kehuanga.n persyaratan teknis serta menuangkan
hasil dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui stafl sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifilcat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSF,

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14_Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangka Waktu | Waktu Penyelesaian 7(tujuh] han kerja setelah persyaratan
Penyelesaian dinyatakan lenglkap.
5 Biaya [ Tarif Tidak dikenakan Retribusi
6 Produk Layanan Pedoman Perizinan
T Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PISP dalam melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :Loket-loket Pelayanan
seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi i
e. Aplikasi GIS.
8 Kompetensi Pelaksana | 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memuiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2. Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382 444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaracnimi@gmail com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website ;: dpm-pisp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OS8S
| 12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jammnan Keamanan | 1. Pelayanan penzinan dan non penzinan dilaksanakan secara
dan Kesclamatan akuntabel dan transparan;
Pelayanan 2. Perizinanyang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
: antara lain Dinas Pertaman, [Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.
14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati bak secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. P‘rugr\es roport penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
pisp.muarasenimkab. go.id. !




e Surat Tanda Daftar Perkebunan

NO | KOMPONEN URAIAN
1 Dasar Hukum 1. peraturan pemerintah (pp} nomer 24 tahun 2018 tentang
pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
2. peraturan menteri pertanian
nomor:26/ permentan/ot.140/2 /2007 tentang pedoman perizinan
usaha perkebunan

3. peraturan bupati no. 4 tahun 2019 tentang pendelegasian

kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada

kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu sam
piniu dan camat di kabupaten muara enim.

. Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-

. Fotocopy e-KTP Pemohon yang tercantum dalam akta perusahaan

. Surat Kuasa dan fotocopy KTP apabila pengajuan permohonan

tidak langsung dilalkukan oleh pemohon bermaterai Rp.6.000,-

4. Profil perusahaan meliputi Akta pendirian perusahaan dan/atau
perubahannya vang telah mendapatkan
pengesahan/persetujuan; pemberitahuan dari Menteri Hukum
dan Hak Azazi Manusia, kemposisi kepemilikan saham, susunan
pengurus dan bidang usaha perusahaan.

2. Fotocopy NPWP, yang status wajib pajaknya telah dikonfirmasi
melalui  sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang
terthubung dengan sistem informasi dan Aplikasi pada Dirjen

2 Persyaratan Layanan

T

Pajak.
6. Fotocopy Dokumen Lingkungan (AMDAL atan UKL/UPL) dan lzin
Lingkungan
3 Sistem  Mekanisme | 1- Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /[
dan Prosedur Pelayanan;

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap
diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permchonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permchonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembaliken wuntuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada Kasi.
PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel Babel
atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi FTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui Surat
Tugas;

B. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9, Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.8ekretaris melalui stal sekretariat  memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
uniuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris
terhadap sertifikat permohonan untuk ditandatangani oleh
Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;
14.Peniyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.
4 Jangka Waktu | Waktu Penyelesaian 7{tujuh) hari kerja setelah persyaratan
Penyelesaian dinyatakan lengkap.
Biaya [/ Tarif Tidak dikenakan Retribusi
6 Produk Layanan Pedoman Perizinan
Sarana, Prasarana, Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikas:
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :Loket-loket Pelayanan
seperti :
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a. Laoket Informasi;

b. Loket Pendaftaran:

c. Loket Pengambilan.

Sistem aplikasi vang digunakan dalam pelayanan perizinan melipuri:

a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.
8 Kompetensi 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
Pelaksana ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan
3. Memililkki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elekironik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal | Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2, Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811 7382 444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OS5
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan tran
Pelayanan 2. Perizinan yang 'berlmahtas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas terkait
lainnya.
14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati balk secara berkala setiap bulan dan setiap tahun,

maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara herkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.po.id.

3. Progres report penvelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.
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* Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD)-B)

1 Dasar Hulkum

1. peraturan pemerintah (pp) nomor 24 tahun 2018 tentang
pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;

2. peraturan menteri pertanian
nomor:26/permentan/ot, 140 /2 /2007 tentang pedoman
perizinan usaha perkebunan

3. peraturan bupati no. 4 tahun 2019 tentang pendelegasian
kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada
kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu dan camat di kabupaten muara enim.

2 Persyaratan Layvanan

1. Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-

2. Fotocopy e-KTP Pemohon yang tercantum dalam akta
perusahaan

3. Surat Kuasa dan fotocopy KTP apabila pengajuan permohonan
tidak langsung dilakukan oleh pemohon bermaterai Rp.6.000,-

4. Profil perusahaan meliputi Akta pendirian perusahaan
dan fatau perubahannya yang telah mendapatkan
pengesahan/persetujuan/ pemberitahuan dari Menteri Hukum
dan Hak Azazi Manusia, komposisi kepemilikan saham,
susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan.

5. Fotocopy NPWP, yang status wajib pajaknya telah dikonfirmasi
melalui sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang
terhubung dengan sistem informaesi dan Aplikasi pada Dirjen
Pajak.

6. Fotocopy Dokumen Lingkungan (AMDAL atau UKL/UPL) dan
[zin Lingkungan

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan;

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, Jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan:

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu:

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemchon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
regisirasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izing

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifilkcat permochonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangka Wakru
Penvelesaian

Wakm Penyelesaian 7(tujuh) hari kerja setelah persyaratan
dinyatakan lenglkap.

5 Biaya / Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Pedoman Perizinan

Sarana, Prasarana,
dan/atau [asilitas

Sarana dan prasarana PISP dalam melaksanakan identifikasi
preduk pelayanan perizinan terdiri dari :Loket-loket Pelayanan
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seperti :

a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran;

c. Loket Pengambilar.

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:

a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.
8 Kompetensi Pelaksana | 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elelaronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik,
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2, Kotalt saran dan pengaduan:
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan dan Konsultasi : 0811 7382 444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelavanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan nen perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;

Pelayanan 2. Perizinan vang berkualitas karena melibatkean pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan

Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2, Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
pisp.muaraenimbab. go.id.
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¢ Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-P)

URAIAN

Dasar Hulkum

1. peraturan pemerintah (pp) nemor 24 tahun 2018 tentang
pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;

2. peraturan menteri pertaman
nomor:26 / permentan /ot, 140/2 /2007 tentang  pedoman
perizinan usaha perkebunan

3. peraturan bupati no. 4 tahun 2019 tentang pendelegasian
kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada
kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu dan camat di kabupaten muara enim.

Persyaratan Layanan

Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-

Fotocopy e-KTP Pemohon yang tercantum dalam akta
perusahaan

Surat Kuasa dan fotocopy KTP apabila pengejuan permohonan
tidak langsung dilakukan oleh pemohon bermaterai Rp.6.000,-
Profil perusahaan meliputi Akta pendirian perusahaan
danfatau  perubshannya yang telah mendapatkan
pengesahan/persetujuan/ pemberitahuan dari Menteri
Hukum dan Hak Azazi Manusia, komposisi kepemilikan
saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan.

5. Fotocopy NPWP, yang status wajib pajaknya telah dikonfirmasi
melalui sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang
terhubung dengan sistem informasi dan Aplikasi pada Dirjen
Pajak.

6. Fotocopy Dokumen Lingkungan (AMDAL atau UKL/UPL) dan
Izin Lingkungan

B e

Sistem Mekanisme dan
Prosedur

15.Pemchon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan;

16.Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

17.Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

18.Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

19.Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan  belum memenuhi  persyaratan  berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

20.Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

21.Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tnjau lapangan
melalui Surat Tugas;

22.Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yvang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan leknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

23 Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

24.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cerak sertifikar permohonan izin;

25.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris  terhadap sertifilat permohonan  untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

26.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

27.Pengarsipan;
28.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

Janglka Waktu | Waktu Penyelesman 7(tujuh) hari kerja setelah persyaratan
Penyelesaian dinyatakan lengkap,

Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan Pedoman Perizinan

Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi

dan/atau fasilitas

produk pelayanan perizinan tergiri dari :Loket-loket Pelayanan
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sepertl :

a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran;

¢. Loket Pengambilan.

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:

Aplikasi Online Perizinan;

Aplikasi Bedah Investasi;

Aplikasi Perizinan;

Aplikasi Pengarsipan;

Aplikasi GIS.

Kompetens: Pelaksana

EppEp

Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,

ekonomi, hukum dan administrasi negara;

Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal

dan peririnan

Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal

dan pelayanan terpadu;

d. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

e. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik,

i

(7]
i

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Penanganan Pengaduan,

Saran, dan Masukan

Melalui kon=sultasi langsung:

Kotak saran dan pengaduan;

Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
G444

Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.ad

ol o

>

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS

12

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

i3

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2, Perizinan vang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

14

Evaluasi
Pelayanan

Kinerja

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Se¢ara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-

ptsp.muaraenimkab.go.id.
3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
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* [zin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan

NO | KOMPONEN

URAIAN

1 Dasar Hukum

) undang - undang nomor 20 tahun 2003, tentang sistem
pendidikan nasional

2. undang — undang nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintah
daerah

3. peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 81
tahun 2013, tentang pendirian satuan pendidikan nonformal ;

4. peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang
pengelolaan dan penyelenggaraan pendidilan, sebagaimana
telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun
2010 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 17 tahun
2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan

5. peraturan pemerintah (pp) nomor 24 tahun 2012 tentang
pelayanan perizinan berusaha teriniegrasi secara elektronik;

6. peraturan bupati no. 4 tahun 2019 tentang pendelegasian
kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada
kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu sam
pintu dan camat di kabupaten muara enim.

2 Persyaratan Layanan

1. Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-

2. Fotoeopy e-KTP Pemohon yang tercantum dalam akia
perusahaan

3. Surat Kuasa dan folocopy KTF apabila pengajuan permohonan
tidak langsung dilakukan oleh pemohon bermaterai Rp.6.000,-

4. Fotocopy NPWP, yang status wajib pajaknya telah dikonfirmasi
melalui sistem informasi pada Pemerintah Daerah vang
terhubung dengan sistem informasi dan Aplikasi pada Dirjen
Pajak.

Prosedur

3 Sistem Mekanisme dan

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan;

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelavanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4, Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesum dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9, Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.8ekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
regisirasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untulk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan,

Penyelesaian

Waktu

Waktu Penyelesaian 7(tujuh) hari kerja setelah persyaratan
dinyatakan lengkap.
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Biaya / Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Pedoman Perizinan
T Sarana, Prasarana, Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :Loket-loket Pelayanan
seperti :
I a. Laket Informasi:
b. Laoket Pendaftaran;
c¢. Loket Pengambilan.
Sistern aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c¢. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e Aplikasi GIS.
8 Kompetensi Pelaksana | 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2, Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811 7382 444
4. Short Message Service (SMS) : 0B11 7382 444
5. Email ;dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkah.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;

Pelayanan 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan

Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waltu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres repori penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan _ dilihat pada website www.dpm-
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lzin Operasional Satuan Pendidikan

1 Dasar Hukum

1. undang - undang nomor 20 tahun 2003, tentang sistem
pendidikan nasional

2, du:ﬂa;nhg - undang nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintah

er.

3. peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 81
tahun 2013, tentang pendirian satuan pendidikan nenformal ;

4. peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang
pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan,  sebagaimana
telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun
2010 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 17
tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggarasn
pendidikan

5. peraturan pemerintah (pp) nomor 24 tahun 2018 tentang
pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;

6. permendikbus nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman
pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan
dasar dan menengah

7. keputusan dirjen dikdasmen depdikbud nomor
018 /kep/1983;

8. peraturan bupati mo. 4 tahun 2019 tentang pendelegasian
kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada
kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu dan camat di kabupaten muara enim.

2 Persyaratan Layanan

Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-

. Fotocopy e-KTP Pemchon yang tercantum dalam akuwa
perusahaan

Surat Kuasa dan fotocopy KTF apabila pengajuan permohonan
tidak langsung dilakukan oleh pemohon bermaterai Rp.6.000,-
Fotocopy NPWP, yang status wajib pajaknya telah dikonfirmasi
melalui sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang
terhubung dengan sistem informasi dan Aplikasi pada Dirjen
Pajak.

2w N

3 Sistern Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan;

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5, Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan  belum  memenuhi persyaratan  berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permochonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan cleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

0. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sckrotaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-FTSF;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.
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Jangka
Penyelesaian

Waktu

Waktu Penyelesaian 7(tujuh) hari kerja setelah persyaratan
dinyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Pedoman Perizinan

Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi

preduk pelayanan perizinan terdiri dari :Loket-loket Pelayanan
seperti :

a. Loket Informasi;

k. Loker Pendaftaran:

c. Loket Pengambilan.

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:

Aplikasi Online Perizinan;

Aplikasi Bedah Investasi;

Aplikasi Perizinan;

Aplikasi Pengarsipan;

Aplikasi GIS.

Kompetensi Pelaksana

H e RPER

Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,

ckonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman moedal dan
pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elekironik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

1. Melahii konsultasi langsung;

2. Kotak saran dan pengaduan;

3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
44

4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

5. Email :dpm-ptspmuaracnim@gmail com

6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS

12

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Pelavanan perizinan dan non perizinan dilaksanalan secara
akuntabel dan transparan;

2, Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

14

Evaluasi
Pelayanan

Kinerja

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waltu;

2, Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada wehsite www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
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% Izin Penyelenggara Satuan pendidikan Kerja Sama;

NO | KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hultum 1. peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan
perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (oss);

2. peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 31 tahun
2014 tentang kerjasama penyelenggaraan dan pengelolaan
pendidikan oleh lembaga pendidikan asing dengan lembaga
pendidikan di indonesia;

3. peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 25 tahun
2018 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
sektor pendidikan dan kebudayaan

4. peraturan bupati no. 4 tahun 2019 tentang pendelegasian
kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada
kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu dan camat di kabupaten muara enim.

2 Persyaratan Layanan 1. Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-

2. Fotocopy e-KTP Pemochon vyang tercantum dalam akta
perusahaan

3. Surat Kuasa dan fotocopy KTP apabila pengajuan permohonan
tidak langsung dilakukan oleh pemohon bermaterai Rp.6.000,-

4. Fotocopy NPWP, yang status wajib pajaknya telah dikonfirmasi
melalui  sistem informasi pada Pemerintah Daecrah vang
terhubung dengan sistem informasi dan Aplikasi pada Dirjen
Pajak.

a3 Sistem Mekanisme dan 1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Prosedur mﬂﬂﬂﬂz . . .

chon melengkapi formulir beserta persvaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika

lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi

ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk

diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjuinya Verifikator dan Kasi AP memenksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan  belum memenuhi persyaratan  berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pemha}ra.mn retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara pen.mmaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PIP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permochonan izin vang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9, Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris:

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikar permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
selkretaris  terhadap  sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

> BN

13.Pengarsipan;
14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.
4 Jangka Waktu | Waktu Penyelesaian 7(tujuh) hari kerja setelah persyaratan
Penyelesaian dinyatakan lengkap.
S Biaya [ Tarif Tidak dikenakan Retribusi
6 Produk Layanan Pedoman Pernizinan
7 Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan /atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :Loket-loket Pelayanan
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seperti :

a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran:

c. Loket Pengambilan.
meliputi:

a. Aplikasi Online Perizinan;

b. Aplikasi Bedah Investasi;

e. Aplikasi Perizinan;

d. Aplikasi Pengarsipan;

e. Aplikas GIS.

Kompetensi Pelaksana

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

4, Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Penanganan
Pengaduan,
dan Masukan

Saran,

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;

Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382 4434
Short Message Service (SMS]) : 0811 7382 444

. Email :dpm-ptspmuaraenim{@gmail.com

6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

Uode o

11

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan
Prosedur dan Aplikasi 0SS

Standar Operasional

12

Maksimal 5 (lima) orang

13

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan vang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

14

Kinerja

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi maampaﬂmn
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2, Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
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« Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Modal Asing

URAIAN

Dasar Hukum

1. peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan
perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (oss);

2. peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomer 31 tahun
2014 tentang kerjasama penyelenggaraan dan pengelolaan
pendidikan oleh lembaga pendidikan asing dengan lembaga
pendidikan di indonesia;

3. peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 25 tahun
2018 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
sektor pendidikan dan kebudayaan

4, peraturan bupati no. 4 tahun 2019 tentang pendelegasian
kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada
kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu dan camat di kabupaten muara enim.

Persvaratan Layanan

Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-
Fotocopy e-KTP Pemohon yang
perusahaan

Surat Kuasa dan fotocopy KTP apabila pengajuan permohonan
tidak langsung dilakukan oleh pemohon bermaterai Rp.6.000,-
Fotocopy NPWP, yang status wajib pajaknya telah dikonfirmasi
melalui sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang
terhubung dengan sistem informasi dan Aplikasi pada Dijen
Pajak.

b =

tercantum dalam akta

& @

Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan;

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permchonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4, Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenubhi persyaratan berkas permchonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang periu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9, Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengamhbilan.

Jangka Walktu | Waktu Penyelesaian 7(tujuh) hari kerja setelah persyaratan
Penyelesaian dinyatakan lengkap.

Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan Pedoman Perizinan

Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :Loket-loket Pelayanan

seperti
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a. Loket Informasi:

b. Loket Pendaftaran;

¢. Loket Pengambilan.

Sisten aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:

Kompetensi Pelaksana

Pendidikan minumal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

4., Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Penanganan

Pengaduan,
dan Masukan

Saran,

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;

Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444

Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

Email :dpm-ptspmuaracnim@gmail . com

Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website ;: dpm-pisp.muaraenimkab.go.id

DS g

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesual dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 053

12

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13

Jaminan  Keamanan
dan Keselamatan

Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan rransparan;

2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan p{h.nk terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

14

Evaluasi
Pelayanan

Kinerja

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-

ptsp.muaraenimiab. go.id.

ngrea report penyelesaian pengajuan perizinan dan non

perizinan dilihat pada website www.dpm-

ptsp.muaraenimbkab.go.id.

e
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Izin Usaha Perfilman.

NO

. undang-undang nomor 33 tahun 2009 tentang

perfilman
(lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 141,
tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5060);

- peraturan presiden nomor 14 tahun 2015 tentang kementerian

pendidikan dan kebudayaan (lembaran negara republik
indonesia tahun 2015 nomor 15) sebagaimana telah diubah
dengan peraturan presiden nomor 101 tahun 2018 tentang
perubahan atas peraturan presiden nomor 14 tahun 2015
tentang kementerian pendidikan dan kebudayaan [lembaran
negara republik indonesia tahun 2018 nomor 192);

. peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 11 tahun

2018 tentang organisasi dan tata kerja kementerian pendidikan
dan kebudayaan (berita negara republik indonesia tahun 2018
nomer 37 3);

peraturan bupati no. 4 tahun 2019 tentang pendelegasian
kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada
kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu dan camat di kabupaten muara enim.

Persyaratan Layanan

o i il o

6.
7.
8.

9,

dentitas pihak vang mengajukan

surat keterangan domisili

identitas penanggungjawab usaha pengarsipan film

nomor pokok wajib pajak penanggung jawab usaha pengarsipan
film.

pelaku usaha perfilman yang merupakan badan usaha yang
berbadan hukum indonesia melakukan pendaftaran usaha
perfilman dengan melampirkan pindaian dokumen

persyaratan berupa:

identitas pihak yang mengajukan

akta pendirian badan usaha yang mencantumkan jenis usaha
perfilman yang dilegalisasi

izin prinsip penanaman modal untuk pelaku usaha

10.surat keterangan domisili tempat usaha
1l.nomor pokok wajib pajak badan usaha yang berbadan hukum

indonesia

12.struktur organisasi badan usaha wvang berbadan hulkum

Indonesia

13.identitas pemimpin badan usaha yang berbadan hukum

indonesia.

Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1.

2.

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan:

Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice [ Pelayanan;

Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan:

Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;
Selanjumya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan periu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permoehonan izin terntentu;

Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teltnis untulk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekuranpan persyaratan teknis serta menuanghkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran

registrasi pada permohonan dan dikembaliltan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
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sekretaris terhadap sertifileat
ditandatangani oleh Kepala DPM-FTSP;
12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
13.Pengarsipan;
14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

permohonan untuk

4 Jangka Waktu | Waktu Penyelesaian 7(tujuh) hari kerja setelah persyaratan

Penyelesaian dinvatakan lengkap.

s | Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi ]

Produk Layanan Pedoman Perizinan

T Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan/aten Tasilites produk pelayanan perizinan terdiri dari :Loket-loket Pelayanan
sepert :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
¢. Aplikasi Perizinan:
d. Aplikasi Pengarsipan;
e, Aplikasi GIS,
8 Kompetensi Pelaksana | 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang pepanaman modal
dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalui konsultas: langsung;
Pengaduan, Saran, | 2. Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811 7382 444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail,com
b. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.musaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) crang
13 | Jaminan  Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;

Pelavanan 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan

Pelayanan kepada Bupati baik secars berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaltu-walktu;
2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-

tsp.muaraent go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan nen
perizinan dilihat pada wehbsite www.dpm-
tsp.m i b.go.id.
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¢ Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film

NO | KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hulkum 1. undang-undang nomer 33 tahun 2009 tentang perfilman
(lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 141,
tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5060);

2, peraturan presiden nomor 14 tahun 2015 tentang kementerian
pendidikan dan kebudayaan [lembaran negara republik
indonesia tahun 2015 nomor 15 sebagaimana telah diubah
dengan peraturan presiden nomor 101 tahun 2018 tentang
perubashan atas peraturan presiden nomor 14 tahun 2015
tentang kementerian pendidikan dan kebudayaan (lembaran
negara republik indonesia tahun 2018 nomor 192);

3. peraturan menteri pendidiltan dan kebudayaan nomor 11 tahun
2018 rentang organisasi dan tata kerja kementerian pendidikan
dan kebudayaan (berita negara republik indenesia tahun 2018
nomor 575);

4. peraturan bupati no. 4 tahun 2019 tentang pendelegasian
kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada
kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu dan camat di kabupaten muara enim.

2 Persyaratan Layanan 1. Profil Usaha / Perusahaan
2. Surat pernyataan Pemenuhan Komitmen bermetrai Rp. 6.000
3. Fotocopy KTP Penangpung jawab Usaha
4. Foto copy Kartu NPWP Perorangan dan usaha vang Valid
Fotocopy Akie Notaris dan Pengesahannya dari Pejabat veng |
berwenang (Bagi Usaha Non Perseorangan)
5. Surat Keterangan Penguasaan Atas Tanah | SKT / Sertfikat

Tanah

6. Fotocopy Bukti Bayar PBB Tahun Terakhir 1 Lembar (sesuai
dengan pengajuan permohonan izin)

7. Foto Copy Tanda Peserta dan Bukti Bayar BPJS Kesehatan dan
BPJS Ketenagekerjaan pada bulan bersangkutan (Seielah NIB
Terhit)

8. Foto Copy Bukti Bayar Pajak Rekiame (Setelah NIB Terbit)

9. Foto Copy IMB Usaha / Kantor

10.Surat Perjanjian Sewa Kontrak apabila status bangunan sewa /
milik orang lain

11.8urat keterangan persetujuan tetangga diketahui RT, Kepala
Desa/Kelurahan

12.Email Aktif

13.Dokumen Pendukung Lainnya Berdasarkan Jenis Usaha dan
Peraturan di Masing - Masing Usaha yang dimohon

3 Sistem Mekanisme dan | |- Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /

Hrasedur Pelayanan;

2, Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permchonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjuinya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Telnis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan heal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasi] pemeriksaan dalam BAP:

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yvang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembusatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.8Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
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untuk cetak serrtifikar permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayvanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untulk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSFP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin [pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangka Waktu | Waktu Penyelesaian 7(tujuh) hari kerja setelah persyaratan

Penyelesaian dinyatakan lengkap.

S Biava [/ Tarif Tidak dikenakan Retribusi
Produk Layanan Pedoman Perizinan
7 Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
denfata Sedites produk pelayanan perizinan terdiri dari :Loket-loket Pelayanan
seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
¢. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang dipunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi;
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
¢. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.
8 Kompetensi Pelaksana | 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelavanan terpadu;
4, Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronil.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2. Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382 444
4. Short Message Service (SMS) ;: 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail .com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;

Pelayanan 2. Perizinan vang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksansan tugas dan fungsi disampaikan

Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala sedap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-wakiu;
2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptspmuaracnimbkab,.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-

pisp.amuaraemmbkab.go.id,
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Pendaftaran Usaha Pembuatan, Jasa Teknik, pengarsipan Film

NO

TURAIAN

Dasar Hulkum

1. undang-undang nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman
(lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 141,
tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3060);

2. peraturan presiden nomaor 14 tahun 2015 tentang kementerian
pendidikan dan kebudayaan (lembaran negara republik
indonesia tahun 2015 nomor 15) sebagaimana telah diubah
dengan peraturan presiden nomor 101 tahun 2018 tentang
perubahan atas peraturan presiden nomor 14 tahun 2015
tentang kementerian pendidikan dan kebudayaan (lembaran
negara republik indonesia tahun 20 18 nomor 192};

3. peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomeor 11 tahun
2018 tentang organisasi dan tata kerja kementerian pendidilian
dan kebudayaan (berita negara republik indonesia tahun 2018
nomar 575);

4. peraturan bupati no. 4 tahun 2019 tentang pendelegasian
kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada
kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu dan camat di kabupaten muara enim.

Persyaratan Layanan

1. Profil Usaha | Perusahaan

2, Surat pernyataan Pemenuhan Komitmen bermetrai Rp. 6.000

3. Forocopy KTP Penanggung jawab Usaha

4. Foto copy Kartu NPWP Perorangan dan ussha yang Valid
Fotocopy Akte Notaris dan Pengesahannya dari Pejabat yang
herwenang {Bagi Usaha Non Perseorangan)

5, Surat Keterangan Penguasaan Atas Tanah / SKT | Sertifikat
Tanah

6. Fotocopy Buku Bayar PBB Tahun Terakhir 1 Lembar (sesuai
dengan pengajuan permohonan izin)

7. Foto Copy Tanda Peserta dan Bulkti Bayar BPJS Kesechatan dan
BPEJS Ketenagakerjaan pada bulan bersangkutan (Setelah NIB
Terhit)

8. Foto Capy Bukti Bayar Pajak Reklame (Setelah NIB Terhit)

9. Foto Copy IMB Usaha / Kantor

10.Surat Perjanjian Sewa Kontrak apabila status bangunan sewa [
milik orang lain

11.8urat keterangan persefujuan tetangea diketahui RT, Kepala
DesafKelurahan

12.Email Aktif

13.Dokumen Pendukung Lainnya Berdasarkan Jenis Usaha dan |
Peraturan di Masing - Masing Usaha yang dimohon

Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office
Pelayanan;

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice [ Pelayanan,

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permchonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6, Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
Babel atau bendahara penerimasn sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memenntahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yvang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8, Tim Telknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemochon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tnjau lapang dan
menyerahlan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemaralan pada
SK proses terseburt dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.Bekretaris melalui stal sekretariat memberikan penomoran

&
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registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertfikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-FTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

Jangka
Penyelesalan

Waktu

Wakiu Penyelesaian 7{tujuh) hari kerja setelah persyaratan |
dinyatakan lenglkap.

Biaya / Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Pedoman Perizinan

Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :Loket-loket Pelayanan
seperti ;
a. Loket Informasi,
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi:

Aplikasi Online Perizinan;

Aplikasi Bedah Investasi;

Aplikasi Pengarsipan;
Aplikasi GIS.

Kompetensi Pelaksana

8

b.

c, Aplikasi Perizinan;
d

c

1

. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,

ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2, Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3, Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayvanan ferpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elekironik.

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2, Kotak saran dan pengaduan;
dan Masulian 3. Whatsapp Lavanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382 444
4. Short Message Service {(SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
T. Website : dpm-pisp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional |
Prosedur dan Aplikasi 085
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;

Pelayanan 2. Perizinan vyang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas
terkait lainnya.

14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan

Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan jupa melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilibat pada website www.dpm-
ptsp.muaracnimkab. go.id.
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Surat Rekomendasi Impor Film

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

undang-undang nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman
(lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 141,
tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5060);
peraturan presiden nomor 14 tahun 2015 tentang kementerian
pendidikan dan kebudayaan (lembaran negara republik indonesia
tahun 2015 nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan
peraturan presiden nomor 101 tahun 2018 tentang perubahan
atas peraturan presiden nomor 14 tahun 2015 tentang
kementerian pendidikan dan kebudayaan (lembaran negara
republik indonesia tahun 2018 nomor 192);

peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 11 tahun
2018 tentang organisasi dan tata kerja kementerian pendidikan
dan kebudayaan (berita negara republik indonesia tahun 2018
nomor 575);

peraturan bupati no. 4 tahun 2019 tentang pendelegasian
kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada
kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu dan camat di kabupaten muara enim.

Persyaratan Layanan

oy il

8.
9,

10.Surat Perjanjian Sewa Kontrak apabila status bangunan sewa /
11.Surat keterangan persetujuan tetangga diketahui RT, Kepala

12. Email Akrif
13.Dokumen Pendukung Lainnya Berdasarkan Jenis Ussha dan

Profil Usaha / Perusashaan

Sural pernyataan Pemenuhan Komitmen bermetrai Rp. 6.000
Fotocopy KTP Penanggung jawab Usaha

Foto copy Kartu NFWP Perorangan dan usaha yang Valid
Fotocopy Akte Notaris dan Pengesahannya dari Pejabar yang
berwenang (Bagi Usaha Non Perseorangan)

Surat Keterangan Penguasaan Atas Tanah [ SKT | Sertifikat
Tanah

Fotocopy Bukti Bayar PBB Tahun Terakhir 1 Lembar (sesuai
dengan pengajuan permohonan izin)

Foto Copy Tanda Peserta dan Bukti Bayar BPJS Kesehatan dan
BPJS Ketenagakerjaan pada bulan bersangkutan (Seielah NIB
Terbit]

Foto Copy Bukii Bayar Pajak Reklame [Setelah NIB Terbit)

Foto Copy IMB Usaha [ Kantor

milik orang lain

Desa/Kelurahan

Peraturan di Masing — Masing Usaha yang dimohon

Sistem  Mekanisme
dan Prosedur

10.Sekretaris melalui  staf sekretariat memberikan penomoran

. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /

. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,

Pelayanan;

Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menverahikan ke Front ofice / Pelayanan;

Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap
diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan WNota untuk
diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;
Selanjutnyva Verifilkator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan  kelenglkapan permohonan dan apabila
kelengkapan belum memenuhli persyaratan berkas permohonan
dikembalikan wuntuk dilengkapi, jika permochonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada Kasi.
FTP melalui Kabid PTSF;

Pemohon melalukan pembayaran retnbus di Bank Sumse] Babel
atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan
untulk permohonan izin rerntentu;

Kabid PTSP dan Kasi PTF memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui Surat
Tugas

menvampaikan hal-hal yvang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

Koordinator Tin Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;
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registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP |
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris
terhadap sertifikat permohonan untuk ditandatangani oleh
Kepala DFM-FTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK ian (pengesahan);

13. Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangka Waktu | Waktu Penyelesaian 7(tujuh) hari kerja setelah persyaratan

Penyelesaian dinyatakan lengkap.

5 Biaya / Taril Tidak dikenakan Retribusi
Produk Layanan Pedoman Perizinan
7 oAl Prasar Sarana dan prasarana PSP dalam melaksanakan identifikasi |
o ’,ai‘*au foetre® | produk pelayanan pesizinan terdiri dari Loket-loket Pelayanan
seperti ¢
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
¢. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan melipuu:
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
¢. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS,
8 Kompetensi 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
Pelaksana ekonomi, hukum dan adminisirasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman medal dan
perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan perizinan
elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal | Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2. Ketak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382 444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuarasnimigmail .com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanaken sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;

Pelayanan 2, Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan dinas terkait
lainnya.

14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan

Pelayanan kepada Bupati bailt secara berkala setiap bulan dan setiap tahun,

maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres repurt penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website werereay, el

pi=p. muaraenimidab. go. fd,
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BIDANG PEKERJAAN UMUN

DAN PENATAAN KUANG

Izin Mendirikan Bangunan {IMB]

NO

HKOMPONEN

Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nemor 08 Tahun
2011 Tentang Perizinan Tertentu

2, Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

1. Mengisi Formulir Permohonan yang ditandatangani ocleh

Pemohon disertai materi Rp. 6000 dan di cap;

Rekomendasi Tim Teknis Kabupaten;

Fotocopy Lunas PBB Tahun Terakhir terhadap bangunan yang

diajukan izin;

4. Fotocopy Kepemilikan Tanah;

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NFWP Pemohon;

6. Fotocopy NPWP Perusahaan;

7. Gambar Rencana Bangunan sesuai dengan Bestek yang sudah
dil isasi;

8. Rencana Anggaran Biava (RAB);

8, Rekomendasi Camat;

10.Surat Pernyataan  Sanggup  Memelihara Kebersihan
dilinglungan Banpunan dan menjaga terjadinya pencemaran;

11.8ket Lokasi Bangunan dilengkapi ukuran jarak bangunan
dengan jalan, Rel dan atau sungai;

12. Surat Persetujuan Sebelah Menyebelah;

13. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan atau Cabang yang
sudah dilegalisasi oleh Pejabat Berwenang;

14. Melampirkan IMB Lama Bagi Permohonan Izin Merubah,
Menambah bentuk Bangunan;

15. Melampirkan Fotocopy Dokumen Lingkungan yang dilegalisasi
oleh Pejabat Berwenang;

16. Melampirkan Fotocopy lzin Peruntukan Penggunaan Tanah
(IPPT);

17. Advice Planning dari Dinas PUPR;

18. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah;

19. Melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB);

20, Surar Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotocopy KTP bagi
yvang dikuasakan.

@

Sistem = Mekanisme
dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan wuntuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi.
FTP melalui Kabid PTSF;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi i Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangsn persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemenksaan dalam BAF;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses terscbut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10. Sekretaris melalui stafl sekretarial memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
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untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11, Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap =ertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-FTSF;

12. Kepala DPMPTSF menandatangani SK izin (pengesahan);

13. Pengarsipan;

14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan,

7 ( Tujuh ) Hari Kalender Kerja.(Apabila Persyaratan dinyatakan

€ Jangka Wakitu
Penyelesaian lengleap
'5 Biaya / Tarif Sesuai Ketetapan SKRD
Produk Layanan Dokumen perizinan
7 Sarana  Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
BT produk pelayanan perizinan terdiri dari :
dan/atau fasilitas i ;
Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunaken dalam pelayanan perizinan
meliputi
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
| e. Aplikas GIS.
B Kompetensi 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
Pelaksana ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4, Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5, Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal | Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2. Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382 444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenimig.gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan | Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan [l. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;
Pelayanan 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
’ antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal.
14 | Evaluasi Kinerja | 1.Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2.Secara berkala dilaporkan jupa melalui website www.dpm-

.mu .go.id.
3.Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada wehsite www.dpm-

ptsp.musraenimkab.go.id.
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Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (TUJK)

URAIAN

Dasar Hukum

Peraturan Dupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan

Layanan

L R

s

15

o3t o E g

Formulir Permohonan diates materai Rp.6000 dan di cap;

Surat Kuasa Pemohon/Mewakili Pemohon;

Fotocopy sertifikat badan usaha (SBU] vang felah dilsgalisir oleh
lembaga:

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NPWP Pemohon;

Fotocopy Akte Pendirian Perusshaandan Akie perubahan yang
dilegalisir oleh pejabatberwenang;

Melampirkan kartu PJT dari Dinas PU PR;

Fas foto Direktur utama/ penangung jawab berwsma ukuran 4 x 6 (3
lembari;

Fotocopy Tanda lunas PBB Lokasi Tempat Usaha (Tahun Terakhir);
Foto papan nama perusahaen;

Neraca perusahaan tahun buku terakhir;

Daftar pengalaman kerja;

Daftar peralatan dan perlengkapan beserta lotonye;

Daftar pengurus perusahaan;

Surat pernvatann sebagai tenaga leknik fugas penuh perusahaan,
Fotocopy ljazah terakhir tenaga tekhnik dan non tekhnik;

Fotocopy tanda registrasi anggota organisasi profesi;

Fotozopy IMB, SIUP dan NIB yang masih berlaku;

Fotocopy NPWF Perusahaan;

Surat Keterangan Domisili Perusahaan.

\. Persyaratan SIUJEN perpanjangan:

Formulir Permohonan diatas materai Rp.6000 dan di cap;

Fotocopy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh
Lembags;

Surat Kuasa Pemohon fMewnakili Pernohon.

Fotocopy Sertifikatr Keahlian (SKA) dan / ateu Sertifikat Keterampilan
|SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU] yang
telah diregistrasi oleh Lembags;

Fotocopy Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU)
yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri  Tenags
AhlifTerampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-
BUj;

Fotocopy Tanda Registrasi Anggota Orgamsasi Profeai

Fotocopy liazah terakhir Tenaga Teknik dan Non Teknik;

Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajals (NPWP) Perusahaan;

Surat Pernyataan Sebagai Tenage Teknik Tugas Penuh Peruisahaan;

10. Daftar Pengurus Perusghaan;
11. Daftar Pengalaman kerja;
12, Pas FotoDirektur / Penanggung Jawab berwarna ukuran 4x8

sebanyalk 3 [tiga) lembar (berwarnay;

13, Fotocopy Tanda Lunas PBB Tahun Terakhir,

Sistem  Mekanisme
dan Prosedur

. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office [

Pelayanan

. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian

menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap

diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

. Kasi Pelavanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang

kelengkapan permohonen serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

. Selanjutnya Verifikator dan Kast AP memeriksa kembali

keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi.
PTP melahii Kabid PTSP:

. Pemchon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel babel

atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin terntentu;

Kahid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjan lapang bersama Instansi Teknis untule
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui Surat
Tugas;

Tim Teknis melakukan pemeriksaan adminmistras: dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekuranpgan persyaratan teknis serta menuangkan
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hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permchonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SX proses tersebut dan menyerahkan kKepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kas AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris
terhadap sertifikat permohonan untuk ditandatangani oleh
Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;
14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.
4 Jangka Walktu | 7 { Twjuh ) Hari Kalender Kerja. (Apabila Persyaratan dinyatakan
Penyelesaian lenglap)
Biaya | Taril Tidak dikenakan Retribusi
Produk Layanan Dokumen perizinan
Sarana, Prasarana, 1. Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikkasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :

2. Loket-loket Pelayanan sepert :
a. Loket Informas;
b. Loket Pendaftaran;
¢. Loket Pengambilan.

3. Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi :
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
¢. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
Pelaksana ekonomi, hulum dan administrasi nepara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan penzinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4, Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan eleltronik; dan
5.  Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
2 Pengawasan Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
Internal

Melalui konsultasi lengsung;

Kotak saran dan pengaduan;

Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382 444
Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

Email :dpm-ptspmuaraenimi@gmail.com

Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

10 | Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

BI04 b

11 | Jaminan Pelayanan | Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
dan Aplikasi 0SS

12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang

13 | Jaminan Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara akuntabel ;

Keamanan dan | dan transparan;
Keselamatan Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait antara lain
Pelayanan dinas sektoral dan instansi vertikal,
| 14 | Evaluasi  Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanasn tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun,
maupun apabila diperiukan sewalsitu-waktu;
2. Secara berkala dilaperkan jupa melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab . go.id.
3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non

perizinan dilihat pada website www.dpm-ptsp. muaraenimkab.go.id.
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Izin Penyelenggara Reklame

URAIAN

Dasar Hukum

Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

1. Mengisi Formulir Permohonan diatas materai Rp.6000 dan cap.

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP Pemohon.

3. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan yang telah dilegalisasi.

4. Fotocopy sural perjanjiansewa menyewa (apabila bangunan /
lokasi bukan milik sendiri)

5. Bulkti Lunas sewa lahan pada sarana dan prasarana yang
dikuasai oleh daerah dan /atau milik masyarakat.

6. Bulkti lunas pajak reklame.

7. lzin mendirikan bangunan bagi yang dipersyaratkan.

B. Izin penggunaan listrik dari instansi yang berwenang dalam hal
reklame yang dlsnlmggaralmn menggunakan tenaga listrik.

9. Bukti biaya jaminan bongkar bag reklame yang berukuran
sedang dan besar.

10. Foto lokasi pemasangan reklame.

11. gambar denah titik lokasi pemasangan reklame disertai alamat
lengkap Iokasi pemasangan dilegalisasi oleh Dinas PU PR,

12. gambar konstruksi yang akan dipasang dilegalisasi oleh Dinas
PUPR.

13. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotocopy KTP bag
yvang dikuasakan.

Sistem Mekanisme dan

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office |
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persvaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayvanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan,
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelavanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permchonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apahbila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjavan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi.
PTP melalui Kabid PTSF;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerntahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAF;

9. Koordinater Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
selretaris ter sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP:

12 .Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

jika

Jangka
Penyelesaian

Waktu

7 ( Tuwjuh ) Han Kalender Kerja. [Apabila Persyaratan dinyatakan
lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Dokumen perizinan

Sarana, Prasarana,

dan/arau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :
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Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran;

¢. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi :

a. Aplikasi Online Perizinan;

Aplikasi Bedah Investasi:

b.
C.
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

Kompetensi Pelaksana

1. Pendidikan minimal sarjana terutama hidang
pemerintahan, ekonomi, hukum dan administrasi negara:

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman
modal dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

Pengawasan Internal

Dilakukean secara berjenjang (atasan langsung);

10

Penanganan
Pengaduan,
dan Masukan

Saran,

1. Melalui konsultasi langsung;

2. Kotak saran dan pengaduan;

3. Whatsapp Layanan Perigaduan dan Konsultasi : 0811 7382
4a4

4.

5.

Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com

6. Aplkasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS

12

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13

Jaminan
dan
Pelayanan

Keamanan
Kegelamaran

Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait antara
lain dinas sektoral dan instansi vertikal.

14

Evaluas:
Pelayanan

Kinerja

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-

Ml

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.
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Izin Dispensasi Jalan

NO

HKOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

2. Peraturan Menteri pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
republik Indonesianomor 19/Prt/M/2018 tentang
Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedungdan
Sertifikeat Lailk Fungsibangunan Gedung melalui
Pelayananperizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik

3. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

1. Mengisi Formulir Permohenan yang ditandatangani oleh Pernohon

disertai materi Rp. 6000 dan di cap;

Fotocopy lunas PBB tahun terakhir dan masih berlaku;

Fotocopy surat keterangan tanah / bukti perolehan tanah;

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk | KTP) pemohon dan NPWP

Pemohon:

Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan yang di legalisasi;

Fotocopy Ketetapan Rencana Kota (KRK} untuk Konsultasi

BKPRD;

Data Ukur Peil Eksisting (Gambar Remitting) dari UPT PPP Dinas

Sumber Daya Air sebanyak 2 rangkap {Kalkir dan re-kalkir] dan

softcopy dalam format Auto CAD dan CD beserta gambar A3;

8. Kajian Tata Air/Perhitungan Zero Run Off (Untuk Lokasi Kegiatan
yang rawan banjir/luas lahan diatas 5000m2/bangunan gedung
yang memiliki basement/bangunan lebih dari 4 lantai:

9. Melampirkan NIB;

ol L L

a

Sistern  Mekanisme

dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan:

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap
diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi.
PTP melalui Kabid PTSF;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel babel
atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui Surat
Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris
terhadap sertifikat permohonan untuk ditandatangani oleh
Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahanj;

13.Pengarsipan;

14 Penyerahan SK kepada pemohon melalii loket pengambilan.

o

Jangka
Penyelesaian

Waktu

7 hari

| &

Biaya [ Tarifl

Tidak dikenakan Retribusi
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Produk Layanan

Dokumen perizinan

T Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :
Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan,
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan meliputi
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi:
c. Aplikasi Perizinan;
d.  Aplikasi Pengarsipan;
c.  Aplikasi GIS.
g Kompetensi 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
Pelaksana ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal dan
perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan perizinan
elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
o Pengawasan Internal | Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan L. Melalui konsultasi langsung:
Pengaduan, Saran, | 2, Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382 444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email ‘dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan aluntabel dan transparan;
Pelayanan 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal,
14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara herkala setiap bulan dan setiap tahun,

maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan diliha pada website www.dpm-
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Surat Izin Peil Banjir

NO | KOMPONEN

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90,
Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

2. Peraturan Menteri pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
republik Indonesianomor 19/Prt/M/2018 tentang
Penyelenggaraan lzin Mendirikan Bangunan Gedungdan
Sertifikat Laik Fungsibangunan Gedung melalut
Pelayananperizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik

3. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Fintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

-
13

Mengisi Formulir Permohonan yang ditandatangani oleh
Pemohon disertai materi Rp. 6000 dan di cap:

Fotocopy lunas PBB tahun terakhir dan masih berlaku;
Fotocopy surat keterangan tanah / bukt perolehan tanah;
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk | KTP) pemohon dan NPWP
Pemohon;

Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan yang di legalisasi;

Fotocopy Ketetapan Rencana Kota (KRK) untuk Konsultasi
BEPRD;

ol

o

r

7. Data Ukur Peil Eksisting (Gambar Remitting) dari UPT PPP
Dinas Sumber Daya Air sebanyak 2 rangkap (Kalkir dan re-
kallir) dan softcopy dalam format Aute CAD dan CD beserta
gambar A3;

8. Kajian Tata Air/Perhitungan Zero Run Off (Untuk Lokasi
Kegiatan yang  rawan banjir / luas lahan diatas
5000m2 (bangunan gedung yang memiliki basement/bangunan
lebih dari 4 lantai;

9. Melampirkan NIB;

Prosedur

Sistem Mekanisme dan

1. Pemochon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan:

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi.
PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan eleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahlan kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

Jangka

Penyelesaian

Walktu

7 hari
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5 Biaya [ Tarif Tidak dikenakan Retribusi
Produk Layanan Dokumen perizinan
4 Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdin dari :
Loket-loket Pelayanan seperti :
d. Loket Informasi:
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistern aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi :
a. Aplikasi Onhne Penzinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
¢. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.
8 Kompetensi Pelaksana | 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, 2. Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444
4, Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenimi@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 033
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (ima) orang I
13 | Jaminan  Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara '
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;
Pelayanan 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal.
14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan |
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala sehap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewakta-wakiu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
tsp.m i Jad.
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L]

Rekomendasi Pemakaian Badan Jalan

NO

HKOMPONEN

Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang |
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektromk |
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
Peraturan Menteri pekerjaan Umum dan Perumahan Raloyat
republik Indonesianomor 19/Prt/M/2018 tentang
Penyelenggaraan lzin Mendirikan Bangunan Gedungdan
Sertifikat Laile Fungsibangunan Gedung meledui
Pelayananperizinan Berusaha Terintegrasi Secara elekironik
Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

. Mengisi Formulir Permohonan yang ditandatangani
. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk | KTP] pemohon dan NPWP
. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan yang dilegalisasi;

. Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi dan mematuhi

. Melampirkan NIB

oleh
Pemohon disertai materi Rp. 6000 dan di cap;

Pemohon;

semua persyaratan vang ditentukan dalam surat izin
pembangunan/penempatan bangunan dan jaringan utilitas;

Sistemn Mekamisme dan
Prosedur

10.

11.

12.
13.
14,

. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
. Font

. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang

. Tim Teknis melakukan pemeriksaan admimistrasi dan lapangan,

. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office [
Pelayanan

menyerahkan ke Front ofice [ Pelayanan;
office memverifikasi kelengkapan permochonan,
lengkap diteruskan ke Kasi Pelavanan Perizinan;

jika

kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permochonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi.
PTP melalui Kabid PTSF;

Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permchonan izin terntentu;

Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk |
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon

termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAF;

menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSFP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;
Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

Pemarafan dilaltukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan uniuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSF,;

Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin ([pengesahan);
Pengarsipan;

Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan,

Jangka Walktu

Penyelesaian

7 hari

Biaya / Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Dokumen perizinan

Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikas
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan sepert :

.

Loket Informasi;
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b. Loket Pendaftaran;

c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi

a. Aplikasi Online Perizinan;

b. Aplikasi Bedah Investasi;

c. Aplikasi Perizinan;

d. Aplikasi Pengarsipan;

e. Aplikasi GIS.

Kompetensi Pelaksana

L.
2.
3.

4.

Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
elkonomi, hukum dan administrasi negara;

Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

Memiliki pengalaman dalam
dan pelayanan terpadu;
Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

pelayanan penanaman modal

5. Memilki kemampuan mengolah data secara elektronil.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2. Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382 444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 T382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaracnimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan alouritabel dan transparan;
Pelayanan 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal.
14 | Bvaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewalkitu-walkiu;
2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.po.id.
3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non

website

pada

perizinan dilihat
pisp.muaraenimkab.go.id.

www.dpm-
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¢ Sertifikat Laik Fungsi

NO | KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6213);

2. Peraturan Menteri pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
republik Indonesianomor 19/Pri/M/2018 tentang
Penyelenggarann Izin  Mendirikan Bangunan Gedungdan
Sertilikat Laik Funggibangunan Gedung melalui
Pelayananperizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik

3. Peraturan Bupat No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. Mengisi Formulir Permohonan yang ditandatangani oleh
Pemohon disertai materi Rp. 6000 dan di cap;

2. Fotocopy lunas PBB tahun terakhir dan masih berlaku;

3. Fotocopy surat keterangan tanah / bulkti perolehan tanah;

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP} pemohon dan NPWP
Pemohon;

5. Pemeriksaan pada proses penerbitan SLF bangunan gedung
untuk menilai pemenuhan persyaratan administrasi meliputi:

6. Kesesuamian data akrual (terakhir] dengan data dalam
dokumen status hak atas tanah;

7. Kesesuaian data aktual (terakhir) dengan data dalam IMB,
dan/atau dokumen status kepemilikan bangunan gedung
yang semula telah ada dimiliki; dan

8. Kepemilikan dokumen IMB

9, Pemeriksaan pada proses perpanjangan SLF bangunan gedung
untilk menilai pemenuhan persyaratan administratif meliputi:

10. Kesesuaian data aktual dan/atau adanya perubahan dalam
dokumen status kepemilikan bangunan gedung berdasarkan
pada perubahan kepemilikan;

11. Kesesuaian data aktual (terakhir) dan/atau adanya perubahan
dalam dokumen status kepemilikan tanah dan; |

12. Kesesuaian data aktual (terakhir) dan/atau adanya perubahan
data dalam dokumen IMB  berdasarkan antara lain adanya

pemecahan IMB atas permchonan pemilik.

13. Melampirkan NIB;

3 Sistem Mekanisme | 1+ Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /

Pelayanan

SRR 2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permchonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota unmk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi penzinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan wuntuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi.
PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permochonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untulk

permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemochon
termasuk kekurangan persvaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9, Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yvang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10. Sekretaris melalui stafl sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11. Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
selretaris terhadap sertifileat permohonan untuk
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ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;
12, Kepala DPMPTSFP menandatangani SK izin (pengesahan);

13. Penparsipan;
14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangka Waktu | 7 hari
Penyelesaian
Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retwribusi
Produk Layanan Dokumen perizinan
- Sarana, Prasarana, Sarana dan prasarana PISP dalam melaksanaken identfikasi
; produk pelayanan perizinan terdiri dari :
daryfafan ition Loket-loket Pelayanan sepert :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
. Loket Pengambilan.
Sistemn aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan meliput
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.
8 Kompetensi 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemermtahan,
Pelaksana ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal dan
perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan perizinan
eleltronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal | Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1 Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2. Kotak saran dan pengaduan; )
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382 444
4., Short Message Service [SMS) : 0811 '?332 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.co
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumiah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan MKeamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;
Pelayanan 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal.
14 | Evaluasi Kinerja 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila d.lpr.rluknn sewakiu-waltu;

2, Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.
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BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN

Izin Lokasi

PEMUKIMAN

KO

URAIAN

Dasar Hukum

1. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanamen Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan
Layanan

Fotocopy Akte pendirian Perusahaan;

Fotocopy NPWP dan KTP pemohon;

Sket/ Gambar Tanah vang dimohon;

Pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan atau

menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah vyang

berhak atas tanahnya;

Melampirkan Peta dan titik Koordinat lahan yvang dimohon;

. Proposal / Uraian rencana proyek yang akan dibangun;

Fotocopy Nomor Induk Berusaha (N1B) dan Izin Lokasi dari 08S;

Pertimbangan Teknis dari Kantor Pertanahan;

. Rekomendasi kesesuaian Lokasi yang dimohon dengan Rencana

tata Ruang (advice planing) dari BEPRD;

10.Rekomendasi Pertimbangan Teknis Mengenai status Hutan dari
Dinas Kehutanan Provinsi SUM-SEL:

11.5urat Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotocopy KTP bagi yang

dikuasakan.

w0

o ® N

Sisten Mekanisme
dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2, Pemohon melengkapi formulicr beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap
diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan:

4. Kasi Pelayvanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi cleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjumya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila kelenkapan
belum memenuhi persyaratan berkas permohonan dikembalikan
untuk dilengkapi, jika permohonan perlu peninjauan lapangan
maka Kasi AP membual srat kepada Kasi. PTP melalui Kabid
PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel babel
atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP  memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui Surat
Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yvang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan hasil
pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjaun lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menverahkan kepada Sekretaris;

10.5¢kretaris melalui  staf sekretariat memberikan penomoran
regisirasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris
terhadap sertifikat permohonan untuk ditandatangani oleh Kepala
DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

Jangka
Penyelesaian

Waktu

7 | Twuh ) Han Kalender Kerja.[Apabila Persyaratan dinyatakan
lengkan)

Biava [ Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Dolkumen perizinan

Sarana, Prasarana,
dan fatau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi produk
pelayanan perizinan terdiri dar :
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Loket-loket Pelayanan seperti :

a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran;

c. Loket Pengambilan.

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan meliputi
a. Aplikasi Online Perizinan;

b. Aplikasi Bedah Investasi,

c. Aplikasi Perizinan;

d. Aplikasi Pengarsipan;

e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
Pelaksana ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal dan
perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4, Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
Internal
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung:
Pengaduan, Saran, | 2. Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3, Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811 7382 444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan | Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan | Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan | akuntabel dan rtransparan;Perizinan vyang berkualitas karena
Pelayanan melibatkan pihak terkait antasra lain dinas selctoral dan instansi
vertikal.
14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secars berkala setiap bulan dan setiap tahun,

maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
a. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non

perizinan dilihat pada website www.dpm-ptsp. muaraenimkab.go.id.
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lzin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)

HO | KOMPONEN

1 Dasar Hukum

1.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 01/Prt/M/2018 Tentang Bantuan
Pembangunan Dan Pengelolaan Rumah Susun

Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Moedal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11,

. Perizinan usaha dari perusahaan pembangunan perumahan;
. Melampirkan NIB;

Mengisi Formulir Permohonan yang ditandatangani oleh
Pemohon disertai materi Rp. 6000 dan di cap;

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk | KTP) pemohon dan NPWP
Pemohon;

Fotocopy IMB;

Fotocopy Izin Lokasi;

Sertifikat Hak atas Tanah;

Fatwa Peruntultin Tanah:

Rencana Tapak;

Gambar rencana arsitektur yang memuat denah dan potongan
beserta pertelaannya yang menunjukkan dengan jelas batasan
secara vertikal dan horizontal dan satuan rumah susun:
Gambar rencana struktur beserta perhitungannya;

Gambar rencana menunjukkan dengan jelas bagian bersama,
benda bersama. dan tanah bersama;

Gambar rencana jaringan dan  instalasi  beserta
perlengkapannys;

Prosedur

Sistem Mekanisme dan

10.

11.

12,
13.
14.

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office [
Pelayanan

Pemochon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang periu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAF;

Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

Sekretaris melalui stal sekretariat memberikan penomeran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris  terhadap sertifikat permohonan  untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
Pengarsipan;

Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

Jangka
Penyelesaian

Waktu

7 ( Tujuh ) Hari Kalender Kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dikenakan Retribusi
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Produk Layanan

Dokumen perizinan

Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari Loket-loket Pelayanan
seperti :

a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran;

c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi :

a. Aplikasi Online Perizinan;

b. Aplikasi Bedah Investasi;

c. Aplikasi Perizinan;

d. Aplikasi Pengarsipan;

e.  Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana | 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ckonomi, hukum dan administrasi negara;
2.  Memiliki pengeuahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;
4., Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memilili kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal  [Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melali konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, 3., Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382 444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenimf@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Wehsite : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi OS8S
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamaran akuntabel dan transparan;
Pelayanan 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkair
antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal.
14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id.

3. P:rl;lgrea report penyelesalan pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
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Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun

NO | KOMPONEN

URALAN

1 Dasar Hukum

e

2.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 01/Prt/M/2018 Tentang Bantuan
Pembangunan Dan Pengelolaan Rumah Susun

Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

bl B~ L < L]

=0

Mengisi Formulir Permohonan yang ditandatangani oleh
Pemohon disertai materi Rp. 6000 dan di cap;

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP) pemohon dan NPWP
Permnohon;

Fotocopy IMB;

Fotocopy Izin Lokasi:

Sertifikat Hak atas Tanah;

Fatwa Peruntukan Tanah;

Rencana Tapak;

Gambar rencana arsitektur yang memuat denah dan petongan
beserta pertelaannya yang menunjukkan dengan jelas batasan
secara vertikal dan horizontal dari satuan rumah susun:
Gambar rencana struktur beserta perhitungannya:

- Gambar rencana menunjukkan dengan jelas bagian bersama,

benda bersama, dan tanah bersama;

. Gambar rencana jaringan dan instalasi  beserta

pﬂ?tngkaparmva;

+ Perizinan usaha dari perusahaan pembangunan perumahan;
. Melampirkan NIB;

Prosedur

Sistem Mekanisme dan

10.

11.

13,
13.
14,

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front oifice i
Pelayanan

Pemohon melengkapi formulir heserta persvaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice [ Pelayanan:

Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan:

Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi
perizinan;

Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permchonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan  perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada
Kasi. PTP melalui Kahid PTSF:

Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permchonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan vang sudah lengkap ke
Kabid FTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomaran
regisirasi pada permchonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayenan dan
sekretaris  terhadap sertifileat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
Pengarsipan;

Penverahan SK kepada pemshon melalui loket pengambilan,

4 Jangka

Penyelesaian

Waktu

7 { Tujuh ) Hari Kalender Kerja.
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Biaya [ Tarif Tidak dikenakan Retribusi
Produk Layanan Dokumen perizinan
Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi

dan/atau fasilitas

produk pelayanan perizinan terdiri dari Loket-loket Pelayanan
seperti :

a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran;

c. Loket Pengambilan.

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi ;

a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi ipan;
e. Aplikasi GIS. |
8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan, |
ekonomi, hukum dan administrasi negara:
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
2 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;:
Pengaduan,  Saran, | 2. Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsuliasi : 0811 7382
444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmusraenim@igmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang |
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
Pelayanan 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak rterkait
antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal,
14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewalctu-waktu;
2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
pisp muaraenimkab.go.id.
3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
JTUAT: i i
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Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun

NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Huloum

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 01/Pri/M/2018 Tentang Bantuan
Pembangunan Dan Pengelolaan Rumah Susun

2. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

1. Mengisi Formulir Permohonan yang ditandatangani oleh

Pemohon disertas mater: Rp. 6000 dan di cap;

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk | KTP) pemohon dan NFWP

Pemohon;

Fotocopy IMB;

Fotocopy lzin Lokasi;

Sertifikar Hak atas Tanah;

Fatwa Peruntultan Tanah;

Rencana Tapalk;

Gambar rencana arsitektur yeang memuat denah dan

potongan beserta pertelaannya yang menunjukkan dengan

jelas batasan secara vertikal dan horizental dari satuan

rumah susun;

9. Gambar rencana struktur beserta perhitungannva;

10. Gambar rencana menunjukkan dengan jelas bagian bersama,
benda bersama, dan tanah bersama:

11. Gambar rencana jaringan dan instalasi beserta
perlengkapannya;

12. Perizinan usaha dari perusahaan pembangunan perumahan:

13. Melampirkan NIB;

bJ

BN R W

Sistem Mekanisme dan

Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office T
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi
perizinan;

5. SBelanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan
periu peninjauan lapanpan maka Kasi AP membuat srat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

B. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP,

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris:

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris  terhadap  sertifikat permohonan  untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSPE;

12.Kepala DPMFTSP menandatangani SK izin {pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

Jangka
Penyelesaian

Waktu

7 [ Tujuh ) Hari Kalender Kerja.
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Biaya / Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Dekumen perizinan

Sarana, Prasarana,
dan/atau lasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dar :

Loket-loket Pelayanan seperti

a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran;

c. Loket Pengambilan.
Sistemn aplikasi yang digunakan dalam pelayanan penzinan
meliputi :

a. Aplikasi Online Perizinan;

b. Aplikasi Bedah Investasi;

c¢. Aplikasi Perizinan;

d. Aplikasi Pengarsipan;

e. Aplikas GIS.

Kompetensi Pelaksana

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

3. Memiliki kemampuan mengolah data secara eleltronik.

Pengawasan Internal

Dilalkukan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Penanganan
Pengaduan,
dan Masukan

Saran,

1. Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;
. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444

Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
Email :dpm-ptspmuaraenim/a; .com
Aplikasi SMS CGate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

Nous wN

11

Jaminan Pelayaran

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS

12

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13

Keamanan
dan Keselamatan

Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain dinas sekioral dan instansi vertikal.

14

Evaluasi
Pelayanan

Kinerja

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila dipertukan sewalktu-walktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

a. Prn;gr:es report pmye}emmadpenga]uﬂn perizinan dan non
Perizinan dilihat a wehsite www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id. i
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Pengesahan Pertelaan

Dasar Hukum

Peraturan Bupat No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian

Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada |

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layenan

1. Mengisi Formulir Permohonan yang ditandatangsni oleh
Pemohon disertai materi Rp. 6000 dan di cap;

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk | KTP) pemohon dan NPWP
Pemohon;

Fatocopy Akte Pendirian Perusahaan yang dilegalisasi;

Fotocopy Sertifikat Tanah;

Fotocopy lzin Lingkungan;

Fotocopy lzin Lokasi;

Rekomendasi AMDAL;

Gambar Rencana Tapak/Site Plan;

Rekomendasi Andal Lalu Lintas;

10 Rekomendasi Proteksi Kebakaran;

11.Fotocapy IMB;

12. Melampirkan NIB;

o

cWNOMmA

Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /[
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahlan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverfikes1 kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelavanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjuinya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permochonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi.
PTP melalui Kabid PTSF;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan uniuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang hersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjan lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persvaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

Jangka Waktu | 7 han

Penvelesaian

Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

Produl Layanan Dokumen perizinan

Sarana, Prasarana, | 1- Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

Loket Informasi;

Loket Pendaftaran:

Loket Pengamhbilan.

Sistem aplikasi yang dipunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi :

Aplikasi Online Perizinan;

wo Ep N
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2. Aplikasi Bedah Investasi;
3. Aplikasi Periginan;

4, Aplikasi Pengarsipan;

5. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman maodal
dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan eplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanpanan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2. Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Kensultasi: 0811 7382 444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-pitspmuaraenimi@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;
Pelayanan 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal,
14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewakmu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.

3. Pragms report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan da.hhal. pada website www.dpm-
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Sertifikat HMRS a/n Developer

HOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Sam Pintu Dan
Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

1. Mengisi Formulir Permohonan vyang ditandatangani oleh
Pemochon disertai materi Ep. 6000 dan di cap;

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk | KTP) pemochon dan NFWP

Pemohon;

Fotocopy IMB;

Fotocopy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;

Sertifikat Hak atas Tanah;

Fatwa Peruntukan Tanah;

Rencana Tapak;

Gambar rencana arsitektur yang memuat denah dan potongan

beserta pertelaannya vang menunjukkan dengan jelas batasan

secara vertikal dan horizontal dari satuan rumah susun;

9. Gambar rencana struktur beserta perhitungannya;

10.Gambar rencana menunjukkan dengan jelas bagian bersama,
benda bersama, dan tanah bersama:

11.Gambar rencana jaringan dan instalasi beserta perlengkapannya;

12.Perizinan usaha dar perusahaan pembangunan perumahan;

13.Melampirkan NIB;

oo Bl

Sistem  Mekanisme
dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office [
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap
diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Noéta untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi.
PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel babel
atau bendahara penerimasn sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahksn petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui stafl sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris
terhadap sertifikat permchonan untuk ditandatangani oleh
Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

Jangka Waktu | 7 ( Tujuh ) Hari Kalender Kerja. (Apabila Persyaratan dinyatakan
Penyelesaian lengkap

Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan Dokumen perizinan

Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi

dan/atau fasilitas

produk pelavanan perizinan terdiri dari ;
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Loket-loket Pelayanan seperti:
a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan meliputi
:Aplikasi Online Perizinan;
a. Aplikasi Bedah Investasi;
b, Aplikasi Perizinan;
c. Aplikasi Pengarsipan;
d. Aplikasi GIS.

B Kompetensi 1. Pendidikan minimal sarjana terutama hidang pemerintahan,
Pelaksana ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4., Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik,
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjeng (atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2, EKotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Kensultasi : 0811 7382 444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SM3 Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraemimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional .
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang II
13 | Jaminan Keamanan | Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara :
dan Keselamatan | akuntabel dan transparan;Perizinan yang berkualitas karena [
Pelayanan melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan instansi |
vertikal l
14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan :
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun,

maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
pisp.muaraenimbab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilthat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab. go.id,
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» Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS) a/n Pembeli.

No

TURAIAN

Dasar Hukum

Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

1. Mengisi Formulir Permohonan yang ditandatangani oleh

Pemohon disertai materi Rp. 6000 dan di cap;

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk | KTP) pemohon dan NFWP

Pemohon;

Fotocopy IMB;

Fotocopy lzin Peruntukan Penggunaan Tanah;

Sertifikat Hak atas Tanah;

Fatwa Peruntukan Tanah:

Rencana Tapak;

Gambar rencana arsitelttur yvang memuat denah dan potongan

beserta pertelaannya yang menunjukkan dengan jelas batasan

secara vertikal dan horizental dari satuan ramah susun;

9. Gambar rencana struktur beserta perhitungannya;

10.Gambar rencana menunjukkan dengan jelas bagian bersama,
benda bersama, dan tanah bersama;

11.Gambar rencana jaringan dan
perlengkapannya;

12.Perizinan usaha dan perusahaan pembangunan perumahan;

13.Melampirkan NIB;

ENONmEL N

instalasi beserta

Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice [ Pelavanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permchonan, jika
lengkap ditcruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permchonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan wuntuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan. menyampaikan hal-hal yvang perlu dilakukan oleh
pemohon  termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tnjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menverahkan kepada
Sekretaris;

10.8ekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
regisirasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
uniuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditan i oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

Jangka Walktu

Penyelesaian

7 ( Tujuh ) Hari Kalender Kerja. (Apabila Persyaratan dinyatakan
lengkap

Biaya / Taril

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Dokumen perizinan

Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :Leket-loker Pelayanan

|

333



sepert ¢

a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
¢. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelavanan perizinan
meliputi
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e, Aplikasi GIS.

Kompetensi Pelaksana

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ckonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

4, Memiliki kemampuan mengpperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Penanganan

Pengaduan,
dan Masukan

Sararn,

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;

Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444

Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com

Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

ke

-

Al

=

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesual dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0383

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13

Keamanan
Keselamatan

Jaminan
dan
Pelayanan

Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan instansi
vertikal.

14

Evaluasi
Pelayanan

Kinerja

1. Laporan evaluasi pelaksanasn tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.
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BIDANG KEPARIWISATAAN

» Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata

NO | HKOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang
Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5311);

3. Peraturan Pemerintah MNomor 24 Tahun 2018 tentang |
Pelayanan Berizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

[ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 15):

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perzinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat 1 Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. Mengisi formulir permohonan diatas materai Rp.6000 dan di

cap;

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP Pemohon;

. Fotocopy Akta Pendirian Badan dan perubahannya yang telah
disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang berbentuk
badan;

W

4. Fotocopy Atas Kepemilikan Tenah:

5. Fotocopy Dokumen Lingkungan:

6. Pas Foto Berwarna 4 x 6 sebanyak 3 (Tiga) Lembar;

7. Fotocopy Tanda Lunas PBB Tahun ini:

8. Fotocopy IMB (sesuai dengan kegiatan usahal;

9. Fotocopy Bukti Hak Pengelolaan dari Pemilil Daya Tarik

Wisata;

10.Rekomendasi dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

11.Melampirkan gambar lokasi tempat usaha;

12.Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotocopy KTP bagi
yang dikuasakan,

¢+ DAFTAR ULANG :

1. Mengisi formulir permohonan diatas materai Rp.6000 dan di

cap;

2. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olzhraga;

3. Asli sertifikat izin tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata yang

Masih berlalou;

Fotocopy Izin Teknis dan Dokumen Lingkungan:

Fotocopy Bukti Hak Pengelolaan dari Pemilik Daya Tarik

Wisata;

. Pas foto warna 4x6 sebanyak 3 lembar;

Fotocopy Lunas PBB Tahun ini:

Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotocopy KTP bagi

yang dikuasakan.

a3 Sistem  Mekanisme | 1- Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office f

dan Prosedur Pelayanan : : :

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota wuntuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan  perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi.
PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSF dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Telnis untulk
permohonan izin yang memeriukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,

il
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menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan coleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
ha=il pemeriksaan dalam BAF;

9, Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permchonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSF;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangka Waktu | 7 (Twjuh ) Hari Kalender Kerja.
Penyelesaian
5 Biaya | Tarif Tidak dikenakan Retribusi
Produk Layanan Dokumen perizinan
Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :
Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
¢. Loket Pengambilan.
Sistern aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.
8 Kompetensi 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
Pelakssna ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalem pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layvanan
perizinan elektronik; dan
5., Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1.  Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2. Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsubasi : 0811 7382 |
444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenimigmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Wehsite : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanskan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 033
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (hma) orang
13 | Jaminan Keamanan 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;
Pelayanan 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal.
14 | Evaluasi Kinerja 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-wakiu;

2. Secara berkala dilaperkan juga melalui website www.dpm-
pisp.muaraenimiab.go.id,

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.
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Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Keparwisataan
(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi
Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);

J. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Berizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

BARLU :

Mengisi formulir diatas materai Rp.6000 dan Cap;

Fotocopy KTP dan NFWP pemohon;

Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotocapy KTP bagi
yang dikuasakan;

Fotocopy Akta Pendirian badan dan perubshannya vang telah
disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang berbentuk
badan;

6. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;

7. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

8. Rekomendasi dari Asosiasi (sesuai dengan kegiatan usahal;

9. Melampirkan IMB, SIUP dan TDF;

10.Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun in;

11.Fotocopy Kepemilikan Tanah;

12.Melampirkan dokumen Lingkungan.

DAFTAR ULANG :

Mengisi formulir diatas materai Rp.6000 dan Cap;

Sertifikat asli Tanda Daftar Jasa Perjalanan Pariwisata;

Pas foto warna 4 x 6 sebanyak 3 lembar berlatar belakang merah;
Fotocopy Tanda Lunas PBB Tahun ini;

Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotocopy KTP bagi
yang dikuasakan.

CUEE S S

MU= e

Sistem Mekanisme
dan Prosedur

=
=

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /

Pelayanan

2, Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permchonan, jika lengkap
diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinar;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permchonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan Lkelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan wuntuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi,
PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel bahel
atau hendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui Surat
Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
8K proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris

terhadap sertifikat permochonan untuk ditandatangani oleh

Kepala DFM-FTSP;
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12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan):
13.Pengarsipan;
14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangka Waktu | 7 (Tufuh ) Hari Kalender Kerja.
Penyelesaian
5 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi
Produk Layanan Dokumen perizinan
- Sarana, Prasarana, 1. Sarana dan prasarana PISP dalam melaksanakan
dan/atau fasilitas identifikasi produk pelayanan perizinan terdiri dari :
2. Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
3. Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi :
a. Aplikasi Online Perizinan:
b. Aplikasi Bedah Investasi:
¢. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.
8 Kompetensi 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
Pelaksana ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal dan
peciz
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal | Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, 2. Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382 444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;
Pelayanan 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal,
14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kapa.daBupatibaﬂ:mcambc:rkalaseﬁapbulmdanseﬁaptahun.

maupun apabila diperlukan sewaktu-wakiu;
2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ab.go.id

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
. MUAracTi b.go.id.
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¢ Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan wisata

NO

KOMPONEN

Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi
Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Berizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

L

. Fotocopy Kepemilikan Tanah;

BARL :

Mengisi formulir diatas materai Rp.6000 dan Cap;

Fotocopy KTP dan NPWP pemohon;

Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotocopy KTP bagi
yang dikuasakan;

Fotocopy Akta Pendirian badan dan perubahannya yang telah
disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang berbentuk
badan;

Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
Rekomendasi dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
Rekomendasi dari Asosiasi (sesuai dengan kegiatan usaha);
Melampirkan IMB, SIUP dan TDP;

Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini;

Melampirkan dokumen Lingkungan.

DAFTAR ULANG :

Mengisi formulir diatas materai Rp.6000 dan Cap;

Sertifikat asli Tanda Daftar .Jasa Perjalanan Pariwisata;

Pas foto warna 4 x 6 sebanyak 3 lembar berlatar belakang
merah;

Fotocopy Tanda Lunas PBB Tahun ini;

Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotocopy KTP bagi
yang dikuasakan.

Sistern  Mekanisme
dan Prosedur

10.

11

Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

Font office memverifikasi kelengkapan permochonan, jika lenglkap
diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan wuntuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat sral kepada Kasi.
PTP melalui Kabid FTSF;

Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel babel
atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin terntentu;

Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin vang memerlukan tinjau lapangan melalui Surat
Tugas;

Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaraian teknis seria menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohenan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;
Sekretaris melalui stal sckretariat memberikan  penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

terhadap sertifikat permochonan untuk ditandatangani oleh
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Kepala DPM-PTSP;
12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (penpesahan);
13.Pengarsipan;
14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangka Waktu | 7 (Tujuh | Hari Kalender Kerja.
Penyelesaian
8 Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi
Produk Layanan Dokumen perizinan
T Sarana, Prasarans, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari -
Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loker Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
Sistemn aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan meliputi
a. Aplkas Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.
8 Kompetensi 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
Pelaksana ckonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal dan
porm
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi lavanan
perizinan elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronilk.
9 Pengawasan Internal | 4. Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
| 10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2. Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsuliasi : 0811 7382 444
4, Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenimi@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp. muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0S8
1Z | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) crang
13 | Jaminan Keamanan 1. Pelayanan perizinan dan non perizinen dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan ransparan;
Pelayanan 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal.
14 | Evaluasi Kinerja 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Secara berkala dilaporkan juga melalni website www.dpm-
3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilitiat pada website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.

|'
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e Tanda Daﬁar Usaha Jasa Transportasi Wisata

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

2. Peraturan Pemerintah Nemor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi
Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomeor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 5311):

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Berizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

4. Peraturan Bupat No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan | 1- BARU:
2. Mengisi formulir permohonan diatas materai Rp.6000 dan cap;

3. Fotocopy KTP dan NPWP pemohon;

4. Burat Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotocopy KTP bagi
yvang dikuasakan;

5. Fotocopy Akta Pendirian badan dan perubahannya vang telah
disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang berbentuk
badan;

6. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;

7. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata, pemuda dan olahraga;

8. Rekomendasi dari Asosiasi (sesuai dengan kegiatan usaha);

9. Melampirkan IMB, SIUP dan TDF;

10. Melampirkan PBB tahun ini.

11, DAFTAR ULANG :

12, Mengisi formulir permohonan diatas materai Rp.6000 dan cap;

13. Surar Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotocopy KTP bagi
yang dikuasakan

14. Asli Sertifikat Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata;

15. Rekomendasi dari Dinas pemuda dan olahraga;

16. Pas foto warna 4 x 6 sebanvak 3 (tiga) lembar;

17. Melampirkan PBB tahun ini.

3 Sistem  Mekanisme | - Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

dén Progein 2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyvaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada
Kasi. PTF melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. HKoordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjona lapang dan
menyerahkan berkas permchonan vang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Selretaris;

10. Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
regisirasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11. Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayvanan dan
sekretaris  terhadap  sertifikat  permohonan  untuk
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ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSF;
12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin [pengesahan);
13. Pengarsipan;
14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangka Walktu | 7 (Tujuh ) Hari Kalender Kerja.
Penyelesaian
Biaya | Tarif Tidak dikenakan Retribusi
Produk Layanan Dolkumen perizinan
T Sarana, Prasarana, | |- Sarana dan prasarana PTSF dalam melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari ;
2. Loket-loket Pelayanan seperti:
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran:
¢. Loket Pengambilan,
3. Sistem aplikasi yanp digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi ;
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.
g Kompetensi 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
Pelaksana ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
i mesiid
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2. Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811 7382 444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
3. Email :dpm-ptspmuaraenimi@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away; [
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 Jaminan Keamanan | 1.Pelayanan penzinan dan non periziman dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;
Pelayanan 2.Perizinan vyang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal,
14 Evaluasi Kinerja 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewalktu-walktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
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Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman

URAIAN

1 Dasar Hukum

1.

. Peraturan Pemeriniah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi

. Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan

. Peraturan Bupat Ne. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian

Undang-Undang Nemor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bideng Pariwisata (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);

Berizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan
Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan

*

HpeeN o gpene

-0

12,
13.
14.

15

17

. Melampirkan Laik Hygiene
. Fotocopy tanda lunas PBEB tahun ini.

. Melampirkan Laik Higiene dari Dinas Kesehatan:
16.
. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 3 (tiga) lembar

Baru :

Mengisi formulir permohonan diatas materai Rp.6000 dan cap;
Rekomendasi dari Dinas Pariwisata, pemuda dan olahraga:

Fotocopy KTF dan NPWP pemohon;

Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotocopy KTP bagi yang
dikuasakan;

Fotocopy Akta Pendirian badan dan perubahannya vang telah
disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang berbentuk badan;
Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 3 (tiga) lembar;

Fotocopy dokumen lingkungan;

Fotocopy IMB, Nomor Induk Berusaha (NIB) dan lzin Usaha;

DAFTAR ULANG :

Mengisi formulir permohonan diatas materai Rp.6000 dan cap;
Rekomendasi dan Dinas Pariwisata, pemuda dan olahraga;

Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotocopy KTP bagi yang
dikuasakan;

Asli Sertifikat Tanda Daftar Usaha Jasa Makan dan Minuman;

3 Sistem

Mekanisme dan
Prosedur

10,

11.

12,

. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office

. Pemochon melengkapli formulir beserta persyaratan kemudian

Pelayanan

menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

Font office memverifikasi kelengkapan permechonan, jika lengkap
diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk diteruskan
dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali keabsahan
dan kelengkapan permohonan dan apabila kelenkapan belum
memenuhi persyaratan berkas permohonan dikembalikan untuk
dilengkapi, jika permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi
AP membuat srat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel babel
atau bendahara penerimasn sesual dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin terntentu;

Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui Surat
Tugas:

Tim Teknis melakukan pemeriksaan adminisirasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuanghkan hasil
pemeriksaan dalam BAP;

Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tnjau lapang dan
menyerahlkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Habid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada SK
proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran registrasi
pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP untuk cetak
sertifikat permohonan izin;

Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris
terhadap sertifikat permohonan untuk ditandatangani cleh Kepala
DPM-PTSP;

Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
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13, Pengarsipan;
14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan,
4 Jangka Waktu | 7 (Tujuh ) Hari Kalender Kerja.
Penyelesaian
Biaya [ Tarif Tidak dikenakan Retribusi
Produk Layanan Dokumen perizinan
Sarana, 1. Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi |
Prasiarana produk pelayanan perizinan terdiri dari : -
‘E ilita 2. Loket-loket Pelayanan seperti :
i a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
e. Loket Pengambilan.
3. Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan meliputi
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.
8 Kompetensi a. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
Pelaksana ekonomi, hukum dan administrasi negara;
b. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal dan
perizinan
¢. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
d. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan perizinan
elektronik; dan
e. Memiliki kemampuan mengelah data secara elektronil.
9 Pengawasan Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
_ Internal
[ 10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, 2. Kotak saran dan pengaduan;
Saran, dan | 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382 444
Masukan 4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkah.go.id
11 | Jaminan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
Pelayanan dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah Maksimal 5 (lima) orang
pelaksana
13 | Jaminan 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
Keamanan  dan alkuntabel dan transparan;
Yovalaraatan 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait antara
Pelayanan lain dinas sektoral dan instansi vertikal.
14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun,
maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.
3. Progres repert penyelesaian pengajuan perizinan dan non perizinan
dilihat pada website www.dpm-pisp.muaraenimkab.go.id.
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¢ Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi

NO | KOMPONEN URAIAN

1 Tasar Hukam 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi
Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata
(Lemmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Berizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Mengisi formulir permohonan diatas materai Rp. 6000 dan cap;

Fotocopy KTP, NPWP pemohon;

. Surat Kuasa di atas materai Ep. 6000 dan Fotocopy KTP bag

yang dikuasakan;

4. Fotocopy Akta Pendirian badan dan perubahannya vang telah
disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang berbentuk
badan;

Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
Fotocopy dokumen lingkungan;

Fotocopy IMB, SIUP dan TDP;

Fotocopy Tanda Lunas PBB Tahun im;

Rekomendasi dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
DAFTAR ULANG :

. Mengisi lormulir permohonan diatas materai Rp. 6000 dan cap

. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotocopy KTP bagi
yang dikuasakan

. Melampirkan Sertifikat asli yang lama;

. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar. [

. Fotocopy Tanda Lunas PBB Tahun ini

. Rekomendasi dari Dinas Pemnuda dan Olahraga

2 Persyaratan Layanan

8 e

o e D~
—a e R e

=
Lo (2 b

a Sistem  Mekanisme | 1+ Pemochon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

ST 2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota wuntuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jka permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi.
PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemochon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk perrnohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instan=m Telonis untuk
permohonan izin yang memerlukan timau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kelkurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAF; |

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSF dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menverahkan kepada Sekretaris;

10. Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11. Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-FTSP;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
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13. Pengarsipan;
14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangka Waktu | T (Tufuh ) Hari Kalender Kerja.
Penyelesaian
5 Biaya | Tarif Tidak dikenakan Retribusi
Produk Layanan Dokumen perizinan
” Sarana, Prasarana, 1. Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari ;
2. Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
3. Sistem aplikasi yvang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi :
a. Aplikasi Online Perizinan;
b.  Aplikasi Bedah Investasi;
¢.  Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
€. Aplikasi GIS.
8 Kompetensi 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
Pelaksana ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal dan
perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman medal dan
pelayanan terpadu; .
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elelkironik.
9 Pengawasan Internal | Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalui kon=sultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2. Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Penpaduan dan Konsultasi : 0811 7382 444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenimidgmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.pgo.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanaken sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) srang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara '
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;
Pelayanan 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal.
14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelavanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahum, maupun apabila diperlukan sewaktu-walktu;

2, Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelésaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
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Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegialan Hiburan dan Rekreasi

NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

b 7%

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nemor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi
Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata
(Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 2012 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311):
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Berizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elekironik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat [h Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

BARU :

1. Mengisi Formulir permmohonan diatas materai Rp.6000 dan
cap;

2. Eekomendasi dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

3. Fotocopy KTP dan NPWP pemohon;

4. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotocopy KTP bagi

vang dikuasakan;

Fotocopy Akta Pendirian badan dan perubahannya yang

telah disehkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang

berbentuk badan;

Fotocopy dokumen lingkungan;

Fotocopy IMB, SIUF dan TDP;

Surat pernyataan keterangan sarana dan prasarana;

Surat keterangan tentang perkiraan kapasitas penyediaan

akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar dan

fasilitas tersedia;

10. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;

11. Fotocopy tanda lunas FBB tahun ini.

i

Soae

DAFTAR ULANG :

12. Mengisi Formulir permohonan diatas materai Rp.6000 da:n[

cap;
13. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; |
14. Asli Sertifikat Tanda Dafiar Usaha Penyediaan Akemodasi; |
15. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
16. Fotecopy tanda lunas PBB tahun ini;
17. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotocopy KTP bagi |
yang dikuasakan.

Sistem  Mekanisme
dan Prosedur

.UI

10, Sekreraris melalui  staf sekretariat memberikan penomoran

. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian

. Pemochon mendapat formulir dan penjelasan di Front office |/ .~

Pelayanan |

menverahkan ke Front ofice / Pelayanan;
Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap
diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan; |
Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permochonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan  apahbila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi.
PTP melalui Kabid PTSP;

Pemohon melakukan pembayaran retribusi i Bank Sumsel babel
atay bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin terntentu;

Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tupas;

Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan dleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;
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registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin:

11. Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris
terhadap sertifikat permohonan untuk ditandatangani oleh
Kepala DPM-PTSP;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13. Pengarsipan;

14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangka Waktu | 7 (Twjuh ) Hari Kalender Kerja.
Penyelesaian
5 Biaya [ Tarif Tidak dikenakan Retribusi
Produk Layanan Dokumen perizinan
7 Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi produk |
dan/atau fasilitas pelayanan perizinan terdiri dari :
1. Loket-loket Pelayanan seperti:
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran:
<. Leket Pengambilan.
2. Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi :
a.  Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investas:;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.
8 Kompetensi 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
Pelaksana ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan pensnaman modal dan
pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elelironik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung):
10 | Penanganan 1. Melalui kensultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2. Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0B11 7382 444
4. Short Message Service (SMS] : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenimi@gmail .com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp. muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan  Keselamatan akuntabel dan transparan;
Pelayanan 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal.
14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tupas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-

ptap.muaraenimkab.go.id.
3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihiat pada website www.dpm-

ptsp.muaraenimlcab. go.id.
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Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata

NO

HKOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

l.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 2009 Nemor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi
Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata
(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2012 Nemer 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);

3.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Berizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

4.Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

BARLU ;

Mengisi formulir permohonan diatas materai Rp.6000 dan cap;

Fotocopy KTF dan NPWP pemochon;

Surat Kuasa di stas materai Rp. 6000 dan Fotocapy KTP bagi

yang dikuasakean;

Fotocopy Akta Pendirian badan dan perubahannya yang telah

disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi vang berbentuk

badan;

Pas Foto berwarma ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;

Rekomendasi dari Dinas Pariwisata, pemuda dan olahraga;

Rekomendasi dari Asosiasi (sesuai dengan kegiatan usaha);

Melampirkan IMB, SIUP dan TDP;

0. Melampirkan PBB tahun ini.

DAFTAR ULANG :

Mengisi formulir permohonan diatas materai Rp.6000 dan cap;

12. Surat Kuase di atas materai Rp. 6000 dan Fotocopy KTP bagi
yang dikuasalian

13. Asli Sertifikat Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata;

14. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata, pemuda dan olahraga;

15. Pas foto warna 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;

16. Melampirkan PBB tahun ini.

R

N BN

oSN

—-p
it
.

Sistemn Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemchon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan seria pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi,
PTP melalui Kabid FTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris:

10. Sekretaris melalui siaf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin:

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;
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12. Kepala DPMF"I‘SP menandatangani SK izin (pengesahan);
13.
14. Pen_ym‘ahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.
4 Jangka Waktu | 7 (Tufuh ) Hari Kalender Kerja.
Penyelesaian
5 Biaya [ Tarif Tidak dikenakan Retribusi
Produk Layanan Dokumen perizinan
4 Sarana, Prasarana, | oarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
= produk pelayanan perizinan terdiri dari :
die /o Tapftites Loket-loket Pelayanan seperii :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan. [
Sistern aphkasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikas: Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan; r
e. Aplikasi GIS. |
8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan, |
ekonomi, hukum dan administrasi negara; |
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanamatt modal |
dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal r
dan pelayanan terpadu; |
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik, I
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung); I
| 10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2. Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382 i
444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444 |
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away; f
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id |
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional |
Prosedur dan Aplikasi 0SS !
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (ima) orang |
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara |
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;
Pelayanan 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal.
14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan lungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewalktu-waltu;
2. Scr.'.ara berkala dﬂapnrknn juga melalui website www.dpm-
.muaraenimk
3, Prngres report penyelcﬂmﬂn pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
pitsp.muaraenimkab.go.id.
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* Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

NO | HKOMPONEN URAIAN

i Dasar Hulkum 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966):

2. Peraturan Pemerintsh Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang
Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5311);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Berizinan Berusaha Terinlegrasi Secara Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215):

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan BARU: ;
1. Mengisi formulir permohonan diatas materai Rp. 6000 dan cap;

2. Fotocopy KTP, NFWP pemohon;

3. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotocopy KTP bagi
vang dikuasakan;

4. Fotocopy Akta Pendirian badan dan perubahannya vang telah
disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang berbentuk
badan;

5. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyvak 3 (tiga) lembar;

6. Fotocopy dokumen linglkungan;

T. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata Pemmuda dan olahraga;

8. Fotocopy SIUP dan TDP;

9, Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini.

+ DAFTAR ULANG :

1. Mengisi formulir permohonan diatas materai Rp. 6000 dan cap;

Melampirkan Sertifikat asli yang lama;

Rekomendasi dari Dinas Pariwisata Pemuda dan olahraga;

Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 scbanyak 3 (tiga) lembar;

Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini;

Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotocopy KTP bagi

yang dikuasakan.

Al o S

3 Sisten Mekanisme dan | 1- Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /

Prosedur Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permocheonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Belanjumya Verifikaror dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan Xkelengkapan permochonan dan apabila |
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan wuntuk dilengkapi, jika permohonan perlu !
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi. |
PTP melalui Kabid PTSP; I

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel [
babel atau bendahara penerimaasn sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu; |

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual timjau lapang bersama Instansi Teknis untulk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangen melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemochon
termasuk keckurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Keordinator Tim Teknis melaporican hasil tinjau lapang dan |
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan IO untmuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.8ekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP |
untuk cetak sertifikai permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kas:i Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan uniuk
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ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;
12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
13.Pengarsipan;
14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangka Walktu | 7 (Tyfuh ) Hari Kalender Kerja.
Penyelesaian
5 Biava / Tarif Tidak dikenakan Retribusi
Produk Layanan Dokumen perizinan
7 Sarana, Prasarana, l. Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan
dan/atau fasilitas identifikasi produk pelayanan perizinan terdiri dari :
2. Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
¢, Loket Pengambilan.
3. Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi :
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
€. Aplikasi GIS.
B Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelavanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalui konsulrasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2. Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382 444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-prspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparam;
Pelayanan 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal. |
14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan |
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-

pisp.muaraenimbab.go.id,
3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-

ptsp.muaraenimkab. go.id.
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Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta

NO

KOMPONEN

Da=ar Huloum

Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan
Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

1. Mengisi Formulir Permohonan yang ditandatangani oleh
Pemohon disertai materi Rp. 6000 dan di cap;

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTF) pemohon dan NPWP
Pemohon:

Fotocopy IMB;

Fotocopy [zin Peruntukan Penggunaan Tanah;

Sertifikar Hak atas Taneh;

Fatwa Peruntukan Tanah;

Rencana Tapak;

Gambar rencana arsitektur yvang memuat denah dan potongan

beserta pertelaannya yang menunjukkan dengan jelas batasan
secara vertikal dan horizontal dari satuan rumah susun;

9, Gambar rencana struktur beserta perhitungannya;

10. Gambar rencana menunjukkan dengan jelas bagian bersama,
benda bersama, dan tanah bersama;

i A

11.Gambar rencana  jaringan dan instalasi beserta
perlengkapannya;

12. Perizinan usaha dari perusahaan pembangunan perumahan;

13. Melampirkan NIB;

Sistem Mekanisme dan

Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkepan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutmya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan wuntuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi.
PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimasn sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohenan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemernksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang periu dilakukan oleh pemchon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAF;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10.Sekretaris melalui stal sekretariat memberikan penomoran
regisirasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kesi AP
untik cetak sertifikat permohonan izin;

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelavanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13.Pengarsipan;

14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

Jangka
Penyelesaian

Walktu

T ( Tujub ) Hari Halender Kerja.

(Apabila Persyaratan dinyatakan lengkap
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5 Biaya [ Tarif Tidak dikenakan Retribusi
Produk Layanan Dokumen perizinamn
Sarana, Prasarana, l. Sarana dan prasarana PISP dalam melaksanakan
dan/atau fasilitas identifikasi produk pelayanan perizinan terdiri dari :
2. Loket-loket Pelayanan seperti
a. Loket Informasi:
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
3. Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi :
a.  Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
¢, Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e, Aplikasi GIS.
8 Kompetensi Pelaksana | 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
eckonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan menpoperasikan aplikasi lavanan
perizinan elekironik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung:
Pengaduan, Saran, | 2. Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382 444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkah.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
FProsedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanaken secara
dan Keselamatan alkuntabel dan transparan;Perizinan yvang berkualitas karena
Pelayanan melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan
instansi vertikal.
14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampailkan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-wakitu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
penzinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
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¢ Tanda Daftar Usaha SPA

NO

Dasar Hukum

L.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomer 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi
Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomar 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311};
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Berizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Penzinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

b

Nousw

-

. Sertifikat keahlian bagi trapis;
. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan.

BARU :

Mengisi Formulir permohonan diatas matrai Bp. 6000 dan Cap;
Fotocopy KTP dan NPWP Pemohon;

Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotocopy KTP bagi
vyang dilkkuasakan;

Fotocopy Akta Pendirian badan dan perubahannya vang telah
disahkan oleh pejabat yvang berwenang bagi vang berbentuk
badan;

Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
Fotocopy dokumen lingkungan;

Fotocopy IMB |, SIUP dan TDP;

Keterangan sarana dan prasarana Tempat Usaha;

Fotocopy tanda lunas PBB tahun ini;

+ DAFTAR ULANG :

Mengisi Formulir permohonan diatas matrai Rp. 6000 dan Cap;
Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotocopy KTP bagi
yang dikuasakan;

Melampirkan ash sertifikat yang lama;

Pas foto warna 4 x 6 sebanvak 3 (tiga) lembar;

Fotocopy tanda lunas PBR tahun ini;

Rekomendasi Dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
Rekomendasi dari Dinas Kesehatan.

Sistem  Mekanisme
dan Prosedur

=t

10.Sekretaris melalui stal sekretariat memberikan penomoran

. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaralan kemudian
. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap

. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang

. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali

. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel babel

. Tim Teknis melakukan pemeriksasn administrasi dan lapangan,

. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan

Pelayanan
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persvaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi.
PTP melalui Kabid PTSP;

atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan |
untuk permohonan izin terntentu;

. Kabid PTSP dan Kasi PFTP memerintahkan petugas u.nluk'

melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk |
permohonan izin vang memerlukan tinjau lapangan melalai Surat

Tugas;

menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan eleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuanpgkan
hasil pemeriksaan dalam BAF;

menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PISP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Seliretaris;

registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
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untuk cetak sertifikat permohonan izin:

11.Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris
terhadap sertifikat permohonan untuk ditandatangani oleh
Kepala DPM-PTSP;

12.Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin {pengesahanj;

13. Pengarsipan;
14.Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan,

Jangka Waktu

Penyelesaian

7 (Twjuh ) Hari Kalender Kerja.

Biaya | Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Dokumen perizinan

Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

1. Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan
identifikasi produk pelayanan perizinan terdiri dari :
2. Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran:
c. Loket Pengambilan.
3. Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi :
a. Aplikasi Online Perizinan:
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

Kompetensi
Pelaksana

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal dan
perizinan

3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Penanganan
Pengaduan,
dan Masukan

Saran,

- Melalui konsultasi langsung;
. Kotak saran dan pengaduan;
. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382 444 |
. 8hort Message Service (SMS) : 0811 7382 444 |
. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
ﬁ. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

mﬁ-uu —_

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS

12

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal.

14

Evaluasi
Pelayanan

Kinerja

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila dlpeﬂukan sewaltii-wakiu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-

ptsp.muaracnimkab.go.id.

3. Prugres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.
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¢ Tanda Daftar Usaha jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif,
Konferensi dan Pameran

NO | KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hulkum 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nemor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi
Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Berizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomoer 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

4. Peraturan Bupat No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nenperizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan
Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 | Persyaratan * BARU :

Layanan Mengisi Formulir Permohonan diatas Matrai Rp 6000.- dan Cap;
Fotocopy KTP dan NPWP Pemohon;
Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotocopy KTP bagi yang
dikuasakan;
Fotocopy Akta Pendirian badan dan perubahannya yang telah
disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang berbentuk badan;
Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar:
Melampirkan SIUP dan TDP:
Fotocopy tanda lunas PBBE Tahun ini;
Fotocopy Izin Teknis dan Dokumen Lingkungan;
Rekomendasi Dari Dinas Periwisata.

DAFTAR ULANG :
Mengisi Formulir Permohonan diatas Matrai Rp 6000.- dan Cap;
Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotocopy KTP bagi var
dikuasakan
Melampirkan asli sertifikat yang lama;
- Rekomendasi Dari Dinas Periwisata, Pemuda dan Olahraga;

3. Fotocopy tanda lunas PBB Tahun ini:

6. Pas foto warna 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.

2w

"

PU NeeomNO®

3 Sistem 1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office |

Mekanisme dan Pelayanan ; :

Peapedise 2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian

menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap
diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk diteruskan
dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali keabsahan
dan kelengkapan permohonan dan apabila kelenkapan belum
memenuhi persyaratan berkas permohonan dikembalikan untuk
dilengkapi, jika permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi
AP membuat srat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel babel
atau bendahara penerimasn sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid FTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melalkukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui Surat
Tugas;

B. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaiken hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan hasil
pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada SK
proses tersebut dan menverahkan kepada Sekretaris;

10. Sekretaris melalui  stal sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11. Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris
terhadap sertifikat permohonan untuk ditandatangani oleh Kepala
DPM-PTSP;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin [pengesahan);
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13. Pengarsipan;
14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangka Waktu | 7 (Twjuh ) Hari Kalender Kerja.
Penyelesaian
Biaya /| Tarif Tidak dikenakan Retribusi
Produk Layanan Dekumen perizinan
Sarana, 1. Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
Prasarana, produk pelayanan perizinan terdiri dari :
dan/atay fasilitas 2. Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
t. Loket Pengambilan,
3. Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliput :
a. Aplikasi Online Perizinan:
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.
8 Kompetensi 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
Pelaksana ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal dan
pigeiel
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelavanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan perizinan
elektronik; dan
3. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
Internal
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, 2. Kotak saran dan pengaduan;
Saran, dan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382 444
Masukan 4. Bhort Message Service (SMS] : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail . com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab,go.id
11 | Jaminan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
Pelayanan dan Aplikasi 035
12 | Jumlah Maksimal 5 [lima) orang |
pelaksana
13 | Jaminan 1. Pelavanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
Keamanan  dan akuntabel dan transparan;
Keselamatan 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait antara
o lain dinas sektoral dan instansi vertikal.
| 14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampailcan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun,

maupun apabila diperlukan sewaktu-walktu;
2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-

ptsp.muaraenimkab. go.id.
3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non perizinan
dilihat pada website g - .MuAras Jd,
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Tanda Dallar Usaha Jasa Pramuwisata

URAIAN

Dasar Hulkbum

1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi
Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);

Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Berizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomeor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Bupati No., 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan

Layanan

+ BARU :

1. Mengsi Formulir Permohonan diatas Materai Rp 6000.-

dan Cap;

2. Fotocopy KTP dan NPWP Pemohon;

3. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotecopy KTP

bagi yang dikuasakan;

4. Fotocopy Akta Pendirian badan dan perubahannya vang
telah disahkan oleh pejabat vang berwenang bagi yang
berbentuk badan;

Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (Gga) lembar;
Rekomendasi dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
Melampirkan SIUP dan TDF;

Melampirkan Tanda Lunas PBB Tahun ini.

L] DHFTMZ ULANG :

1. Mengisi Formulir Permohonan diatas Materai Rp 6000.-

dan Cap;

2. Surat Kuasa di atas materai Rp, 6000 dan Fotocopy KTP

bagi yang dikuasakan; |

3. Melampirkan asli sertifikat yang lama;

4. Pas foto warna 4 x & sebanyak 3 (tiga) lembar;

5. Rekeomendasi dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan QOlahraga;

6. Melampirkan Tanda Lunas PBB Tahun ini.

P N

Sistem Mekanisme
dan Prosedur

10.

11.

12

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office |
Pelayanan

Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice | Pelayanan;

Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap
diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk diteruskan
dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali keabsahan
dan kelengkapan permohonan dan apabila kelenkapan belum
memenuhi persyaratan berkas permohonan dikembalikan untuk
dilengkapi, jika permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi
AP membuat srat kepada Kasi. PTP melalui Kahid FTSP;

Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumse]l babel
atau bendahara penerimasn sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin terntentu;

Kabid PTSP dan Kasi PTP memernntahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin vang memerlukan tinjau lapangan melalui Surat
Tugas;

Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal vang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan hasil
pemeriksaan dalam BAP;

Koordinator Tim Telmis melaporkan hasil tnjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada SK
proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

Sekretaris melalui  staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permchonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretaris
terhadap sertiikat permohonan untuk ditandatangani oleh Kepala
DPM-PTSF;

. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan); |
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13. Pengarsipan;
14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangka Waktu | 7 (Twjuh ) Hari Kalender Kerja.
Penyelesaian
Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi
Produk Layanan Dekumen pernizinan
Sarana, Prasarana, 1. Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :
2. Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
3. Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi :
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.
8 Kompetensi 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
Pelaksana ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal dan
perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4, Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan perizinan
elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Dilakukan secara berjenjang [atasan langsung);
Internal
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, 2. Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenimi@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan | Pelayvanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana | Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
Keamanan dan akuntabel dan transparan;
Keselamatar 2. Perizinan vang berkualitas karena melibatkan pihak terkait antara
Pelay. lain dinas sektoral dan instansi vertikal.
14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungs disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun,

maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website
ptsp.musaraenimkab.go.id.

3. Progres report penvelesaian pengajuan perizinan dan non perizinan
dilihat pada website www.dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id.

www.dpm-
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Tanda Daftar Usaha Pariwisata

dan Prosedur

RO | KOMPONEN URAIAN

1 Dsisse Hukum 1, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi
Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
HBerizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada |
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu |
Pintu Dan Camat 1 Kabupaten Muara Enim |

2 | Persyaratan Layanan | BARU:

1. Mengisi formulir permohonan diatas materai Rp. 6000 dan di
cap;

2. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) dan NFWP pemohon;

3. Fotocopy Akia Pendirian Badan dan perubahannya yang telah |
disahkan oleh pejabat vang berwenang bagi yang berbentuk
badan;

4. Fotocopy Atas Kepemilikan Tanah;

3. Fotocopy Dokumen Lingkungan;

6. Pas Foto Berwarna 4 x 6 sebanyal 3 (Tiga) Lembar;

7. Fotocopy Tanda Lunas PBB Tahun ini;

8. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

9. Melampirkan Fotocopy IMB (sesuai dengan kegiatan usahal;

10. Melampirkan gambar lokasi tempat usaha;

11. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotocopy KTP bagi
yang diluasakan.

DAFTAR ULANG :

12. Mengisi formulir permohonan diatas materai Rp.6000 dan cap;

13. Rekemendasi dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

14. Asli sertifikat izin tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata yang
Masih berlaku;

15. Fotocopy Dokumen Lingkungan;

16. Pas foto warna 4x6 sebanyak 3 lembar;

17. Fotocopy Lunas PBB Tahun ini;

18, Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotocopy KTP bagi
yang dikuasakarn.

3 Sisten  Mekanisme | }- Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /

10. Sekretaris melalui stal sekretariat memberikan penomoran

Pelayanan

Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Peririnan;

Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;
Selanjuinva Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembal
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi,
PTP melalui Kabid PTSP;

Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penermaan sesual dengan perundang-
undangan untuk permehonan izin terntentu;

Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohenan izin yang memerlukan tinjau lapangan melahui
Surat Tugas;

Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

Keoordinator Tim Teknis melaporkan hasil tnjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
FTSP dan FO untuk pembuatan SK proscs dan pemarafan pada
SK proses tersebut dean menyerahkan kepada Sekretaris;
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registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin,

11. Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
seleretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13. Pengarsipan;

14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 | Jangka Waktu | 7 (Tujuh ) Hari Kalender Kerja.
Penyelesaian
Biaya / Taril Tidak dikenalan Retribusi
6 Produk Layanan Dokumen perizinan
7 Sarana, Prasarana, | !+ Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan penzinan terdiri dari :
2. Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
3. Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelavanan perizinan
meliputi :
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan:
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aphkas GIS,
8 Kompetensi 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
Pelaksana ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memilila pengetahuan peraturan tentang penanaman modal dan
perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 3. Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382 444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenimi@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraemmbkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesual dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;
Pelayanan 2, Pt:nmnan yang berkualitas imrﬂm .mclibatkan pihak terkait
antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal.
14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-

pisp.muaraenimkab.go.id.
3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non

perizinan dilihat pada website www.dpm-
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Sertifikasi Usaha

NO | KOMPONEN URAIAN
1 Dasar Hdoum 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966):
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi
Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105,
| Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 5311);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Berizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelavanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim
2 Persyaratan Layanan | BARU: .
1. Mengisi formulir permochonan diatas materai Rp. 6000 dan di
cap;
2. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) dan NPWP pemohon;
3. Fotocopy Akta Pendirisn Badan dan perubahannya yvang telah
zmhkan oleh pejabat yang berwenang bagi vang berbentuk
adan;
4. Fotocopy Atas Kepemilikan Tanah;
5. Fotocopy Dokumen Lingkungan;
6. Pas Foto Berwarna 4 x 6 schanvak 3 (Tiga) Lembar;
7. Fotocopy Tanda Lunas PBB Tahun ini;
8. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
Melampirkan Fotocopy IMB (sesuai dengan kegiatan usaha);
1{!. Melampirkan gambar lokasi tempat usaha;
11. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotocopy KTP bagi
yvang dikuasalkan.
DAFTAR ULANG :
1. Mengisi formulir permohonan diatas materai Rp.6000 dan cap;
2. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahrags;
3. Asli sertifikat izin tanda Daftar Usaha Daya Taritk Wisata vang
Masih berlaku;
4. Foatocopy Dokumen Lingkungan;
5. Pas foto warna 4xb sebanyak 3 lembar;
6. Fotocopy Lunas PBB Tahun ini;
7. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotocopy KTP bagi
vang dikuasakan.
3 Sistem  Mekanisme | 1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office [

dan Prosedur

Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap
diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan periu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi.
PTP melalui Kahid FTSP;

6. Pemohon melakukan pembavaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendazhara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin vang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10. Sekretaris melalui stal sckretarial memberikan penomoran
regisirasl pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
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untuk cetak sertfikat permohonan izin; -l

11, Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertfikat permohonan untuk ditandatangani
oleh Kepala DPM-FTSE;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
13, i

Pengarsipan;
14, Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan,

4 Jangka Waktu | 7 (Tujuh ) Hari Kalender Kerja.
Penyelesaian
Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi
Produk Layanan Dokumen perizinan
Sarana, Prasarana, | 1+ Sarana dan prasarana FTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :
2. Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran:
¢. Loket Pengambilan.
3. Sistem aplikasi vang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi :
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.
8 Kompetensi 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
Pelaksana ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal dan
perizinan
3. Memilili pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2, Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Kensultasi : 0811 7382 444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaracnim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimbkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;
e e——— 2. Perizinan vang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
: antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal.
14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan |
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewakitu-waktu;
2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website
pisp.muaraenimkab.go.id,
3. Progres report penyelesalan pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

www.dpm-
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¢ Izin Lingkungan

NO | KOMPONEN "URAIAN
1 Dagar Hialmm 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012
tentang lzin Lingkungan

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2012
tentang Kegiatan Wajib Amdal

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2012
tentang Pedoman Keterlibatan Masyvarakat dalam Proses Analisis
Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nemor 16 tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

6. Peraturan Mentenn Lingkungan Hidup Nomor 8 tahun 2013
tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemenksaan Dokumen
Lingkungan Hidup serta Penerbitan [zin Lingkungan

7. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat h Kabupaten Muara Enim

2 Persvaratan 1. Mengtst Formulir yang ditanda tengani oleh pemchon disertai
Layanan materai Rp. 6.000.- dan cap;
2. Fotocopy KTP dan NPWP pemohon;
3. Surat Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari Dinas Lingkungan
Hidup;
Fotocopy Berita acara Dokumen UKL-UPL;
Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
NPFWP Perusahaan;
Fotocopy NIB;
Fotocopy Izin Lingkungan dari oss;
Fotocopy lzin Usaha;
0. Bentuk Rencana Usaha atau Kegiatan yang akan dilakukan;
1. Rekomendasi UKL-UPL dan Dokumen UKL-UPL / Fotocopy SPPL
dan Dokumen AMDAL:
12. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun ini;
13. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotocopy KTP bagi yang

bk

CEe®NT

dikuasakan,
a3 Sistem Mekanisme | |- Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
dan Prosedur Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap
diteruskean ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikas: oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi.
PTP melalui Kabid PTSF;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel babel
atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan
untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi FTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui Surat
Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal vang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10. Selretaris melalui  staf sekretariat  memberikan  penomoran
registrasi pada permeohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11. Pemarafan dilakukan cleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan sekretans
terhadap sertifikat permchonan untuk ditandatangani olch
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Kepala DPM-PTSP;
12. Kepala DPMFTSP menandatangani SK izin (pengesahan};
13. Pengarsipan;
14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangka Walty | 7 ( Tujuh ) Hari Kalender Kerja. (Apabila Persyaratan dinyatakan
Penyelesaian lengkap)
Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi
Produk Layanan Dokumen perizinan
T Sarana, Prasarana, | 1-Sarana dan prasarana FTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas produk pelayanan perizinan terdiri dari :
2. Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
3.Sistern aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan meliputi
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.
8 Kompetensi 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
Pelaksana ckonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal dan
perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan perizinan
elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
Internal
10 | Penanganan 1. Melalui konsultas: langsung;
Pengaduan, SBaran, | 2, Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811 7382 444
4. Short Message Service (SMS] : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenimi@gmail .com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan | Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana | Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara akuntabel
Keamanan dan | dan transparan;Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak
Keselamatan terkait antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal.
Pelayanan
14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan

Pelayanan

kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun,
maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2, Secara berkala dilaporkan juga melalui
pisp.muaraenimkab.go.id.
3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

website www.dpm-
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* lzin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3}

Dasar Hulum

1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun
2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun;

2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun
2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta
Pengawasan Pemulhan Akibat Pencemaran Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3] oleh Pemerintah Daerah:

3. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

Mengisi formulir permohonan diatas materai Rp.6000 dan di
cap;

Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup;

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NFWP Pemohon:
Fotocopy Akta Pendirian Badan dan perubahannya yang telah
disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi vang berbentuk
badan;

Fotocopy NIB;

Fotocopy lzin Lingkungan;

Pas Foto Berwarna 4 x 6 sebanyak 3 (Tiga) Lembar;

Fotocopy IMB (sesuai dengan kegiatan usaha);

Melampirkan gambar lokasi tempat usaha;

Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotocopy KTP bagi
yang dikuasakan,

Sistem Mekanisme dan
Prosedur

—_

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office |

Pelayanan

Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian

menyerahkan ke Front ofice / Pelavanan;

Font office memverdikasi kelengkapan permohonan, jika

lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan:

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyvaratan berkas permohonan
dikembalikan wuntuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi.
PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

B. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaraten teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinater Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menverahkan kepada

10, Sekretaris melalui staf sckretariat memberikan penemoran

registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP

untuk cetak sertifikat permohonan izin;

Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan

sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk

ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13. Pengarsipan;

14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loker pengambilan.

L

11.

Jangka Waktu

Penyeclesaian

7 | Tujuh ) Hari Kalender Kerja.(Apabila Persyaratan dinyatakan
lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Dokumen perizinan
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Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

1. Sarana dan prasarana PISP dalam melaksanakan
identifikasi produk pelayanan perizinan terdiri dari :
2. Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
¢. Loket Pengambilan.
3. Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelavanan perizinan
melipun :
Aplikasi Online Perizinan;
Aplikasi Bedah Investasi;
Aplikasi Perizinan;
Aplikasi Pengarsipan;
Aplikasi GIS.

PRP TP

Kompetensi Pelaksana

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;

Memiliki kemampuan menpgoperasikan
perizinan elektronik; dan

Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

2w w®

aplikasi layanan

@

Pengawasan Internal

a

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung):

10

Penanganan

Pengaduan,
dan Masukan

Saran,

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;

Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382 444
Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444

Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com

Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp. muaraenimkab.go.id

NoNsOR

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai denpan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS

12

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13

Jaminan  Keamanan
dan Keselamatan

Pelayanan

Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan:Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan instansi
vertikal.

14

Evaluasi

Pelayanan

Kinerja

l. Laporan evaluasi pelaksanaan mgas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan juge melalui website www.dpm-

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.
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¢ Izin Pembuangan Air Limbah / Air Limbah (IPLC)

Dasar Hulkum

1. Peraruran Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang
Baku Mutu Air Limbah Domestik

2. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

1. Mengisi formulir permohonan diatas materai Rp.6000 dan di

cap;

Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup;

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTF) dan NFWP Pemohon;

Fotocopy Akta Pendirian Badan dan perubahannya yang telah

disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi yvang berbentuk

badan;

Fotocopy NIB;

Fotocopy lzin Lingkungan;

Pas Foto Berwarna 4 x b sebanyak 3 (Tiga) Lembar;

Fotocopy IMB (sesuai dengan kegiatan usaha);

Melampirkan gambar lokasi tempat usaha;

0. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotecopy KTP bagi
yvang dikuasakan.

L o

g S

Sistem  Mekanisme
dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian

menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

Font office memverifikasi kelengkapan permohonan,

lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang

kelengkapan permchonan serta pembuatan Nota untuk

diteruskan dan de verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan wuntuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi.
PTF melalui Kabid PTSF;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9, Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan

menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid

PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada

SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

Sekretaris melalul staf sekretariat memberikan penomoran

registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP

untuk cetak sertifikat permohonan izin;

Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan

sekretaris terhadap sertifilcat permohonan untuk

ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12, Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin [pengesahan);

13. Pengarsipan;

14, Penyverahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

3. jika

4.

10.

1.

Jangkea Waktu

Penyelesaian

7 { Tujuh ) Hari Kalender Kerja.(Apabila Persyaratan dinyatakan
lengkap)

Biaya [ Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Praduk Layanan

Dokumen perizinan

Sarana, Prasarana,
dan [atau fasilitas

1. Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

2. Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
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c. Loket Pengambilan.
3. Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan

meliputi
a. Aplikasi Online Perizinan:
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi L. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
Pelaksana ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal dan
perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanen terpadu;
4. Memilili kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elekironik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal | Dilakukan secara berjenjang [atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2, Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Lavanan Pengaduan dan Konsultasi; 0811 7382 444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-pispmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelavanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlsh pelaksana Maksimal 5 (ima) crang
13 | Jaminan Keamanan Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;Perizinan yang berkualitas karena
Pelayanan melibatian pihak terkait antara lain dinas sektoral dan instansi
vertikal,
14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu:
2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-

ptsp.muaracnimkab.go.id.
3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-

pisp.muaraenimbkab.go.id.
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e Izin Pembuangan Air Limbah Domestik

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang
Baku Mutu Air Limbah Domestilk

2. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelaya.mm Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

1. Mengisi formulir permohonan diatas materai Rp.6000 dan di
cap;

2. Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup;

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP Pemohon;

4. Fotocopy Akta Pendirian Badan dan perubahannya yvang telah
disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang berbentuk
badan;

5. Fotocopy NIB;

6. Fotocopy lzin Lingloungan;

7. Pas Foto Berwarna 4 x 6 sebanyak 3 (Tiga) Lembar;

8. Fotocopy IMB (sesuai dengan kegiatan usahal;

9. Melampirkan gambar lokasi tempat usaha;

10, Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotocopy KTP bagi
vang dikuasakan.

Sisten  Mekanisme
dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice [ Pelayanan;

3. Tont office memverifikasi kelengkapan permohonan,
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4, Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikes: ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Neta wuntuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan Kkelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permchonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permchonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi.
PTP melahii Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PIP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalii
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang periu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan

menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid

PI'SP dan FO uniuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada

SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran

registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP

untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11. Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan |
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-FTSP;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahany};

13. Pengarsipan;

14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

jika

10.

Jangka Wakiu

Penyelesaian

7 | Tujuh | Hari Kalender Kerja. (Apabila Persynratan dinyatekan
lengkap)

Biaya /| Tarifl

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Dokumen perizinan

Saranse, Prasarana,
dan/atau fasilitas

1. Sarana dan prassrana TSP dalam mclaksanakan idontifilkkasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :

2. Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
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c. Loket Pengambilan.

Sistemn aplikasi vang digunakan dalam pelayanan penzinan
meliputi

a. Aplikas: Online Perizinan;

b. Aplikasi Bedah Investas:;

¢. Aplikasi Perizinan;

d. Aplikasi Pengarsipan;

e. Aplikasi GIS.

Kompetensi
Pelaksana

1.

2.
3.
4.

5.

Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

Memuliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal dan
perizinan

Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi
perizinan elektronik; dan

Memilild kemampuan mengolah data secara elekironik.

layanan

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang [atasan langsung);

10

Penanganan
Pengaduan,
dan Masukan

Saran,

1.

il ol e

7.

Melalui konsultasi langsung;

Kotak saran dan pengaduan;

Whatsapp Lavanan Pengaduan dan Konsultasi: 0811 7382 444
Short Message Service [SMS) : 0811 7382 444

Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com

Aplikasi SMS Gate Away;

Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 088

12

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan instansi
vertikal,

14

Evaluasi
Pelayanan

Kinerja

T

Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampailkan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
pisp.muaraenimkab. go.id.

Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan
perizinan dilihat pada website i
ptsp.muaraenimkab.go.id.

non
m—
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¢ [zinPemanfaatan Air Limbah Pada Tanah

-

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Linglkunpan Hidup Dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor: P.68 /Menlhk /Setjen/Kum.1/8/2016
Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

2. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat [ Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

1. Mengisi formulir permohonan diatas materai Rp.6000 dan di

cap;

Rekomendasi Dinas Lingloangan Hidup;

Fotocopy Karfu Tanda Penduduk (KTP) dan NFWP Pemohon;

Fotocopy Akia Pendirian Badan dan perubahannyva vang telah

disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi vang berbentuk

badan;

Fotocopy NIB;

Fotocopy lzin Lingkungan,

Pas Foto Berwarna 4 x 6 sebanyak 3 ({Tiga} Lembar;

Fotocopy IMB (sesuai dengan kegiatan usaha;

Melampirkan gambar lokasi tempat usaha;

0. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotocopy KTP bagi
yang dikuasalan.

Pl

AR M

Sistem Mekanisme dan
Prosedur

—

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office |

Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permchonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi.
PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel

babel atau bendahara penerimasn sesual dengan perundang-

undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerinitahkan petugas un[ukl'
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk |

permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilaltukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

10. Sekretaris melalui stal sekretariat memberikan penomoeran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikar permohonan izin;

11. Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13. Pengarsipan;

14. Penyerahan SK kepada pemochon melalui loket pengambilan.

Jangka Wakm
Penyelesaian

7 | Tujuh | Hari Halender Kerja. ([Apabila Persyaratan
dinyatakan lengkap)

Biaya [/ Tarif

Tidak dikenaksn Retribusi

Produl: Layanan

Dolmimen perizinan

Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanalan identifikasi
produlk pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti ¢
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a. Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran;

¢. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi

a. Aplikasi Online Perizinan;

b. Aplikasi Bedah Investasi;

c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.
8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan i
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elekironik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronilk. |
9 Pengawasan [nternal Dilaloukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2. Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444
4, Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (Hma) orang
13 | Jaminan  Keamanan Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatsan akuntabel dan transparan:Perizinan yang berkualitas karena
Pelayanan melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan instansi
vertikal,
14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan l
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-walktu;

2. Secara herkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyclesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
prep.muaraenimkab.go.id.
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e Surat Pernyataan Kesanggupan Pengeiolaan dan pernantauan Lingkungan

(SPPL)
1 Dasar Hulkum 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik

Indonesia Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/RKum.1/8/2016 Tentang
Baku Mutu Air Limbah Domestik

2. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

|2 Persyaratan Layanan | - Mengisi formulir permohonan diatas materai Rp.6000 dan di

cap;

Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup;

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP Pemohon;

Fotocopy Akta Pendirian Badan dan perubahannya vang telah

disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang berbentuk

badan;

Fotocopy NIB;

Fotocopy lzin Lingkungan;

Pas Foto Berwarna 4 x 6 sebanyak 3 [Tiga) Lembar;

Fotocopy IMB (sesuai dengan kegiatan usahal;

Melampirkan gambar lokasi tempat usaha;

0. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 dan Fotocopy KTP bagi

yang dikuasakan. |

3 Sistem  Mekanisme Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
P Pelayanan

g e 2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang
kelengkapan permchonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi.
FPTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kahid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Surat Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyvampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemerikssan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan vang sudah lengkap ke Kabid
PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada
SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris;

10. Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11. Pemarafan dilakukan oleh Kasi AF, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifilat permohonan untule
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13. Pengarsipan;

14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

ot o

LOENe

it

4 Jangka Wakty | 7 ( Tujuh ) Hari Kalender Kerja.(Apabila Persyaratan dinyatalkan
Penyelesaian lengkap)
Biaya / Tarif Tidal dikenakan Retribusi
Produk Layanan Dekumen perizinan

Sarana, Prasarana, | 1 Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :
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dan/atau fasilitas

2. Loket-loket Pelayanan seperti :
a, Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
3. Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliput
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.

B Kompetensi 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
Pelaksana ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal dan
perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elekironik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah dara secara elektronik.
9 Pengawasan Internal | Dilakukan secara berjenjang {atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2. Kotak saran dan pengaduan:
dan Masukan 3. Whatsapp Layansn Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382 444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenimi@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;Perizinan vang berkualitas karena
Pelayanan melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan instansi
vertikal.
14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-walctu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinun dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
pisp.muaracnimkab.go.id.
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BIDANG KOPERAS] DAN UK

» Izin Koperasi simpan Pinjam (KSP)/ unit simpan pinjam (USP)

NO | KOMPONEN URAIAN

 § Dasar Hukum 1. Undang-undang Ne 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian:

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjamoleh Koperasi|
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995Nomor
19);

3. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.Kukm/Ix/2015
Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian |
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. Surat Permohonan pengajuan Izin Usaha Simpan Pinjam;

: 2. Fotocopy pengesahan akta pendirian/perubahan anggaran
dasar Koperasi beserta surat keputusannya;

3. Fotocopy surat bukti setoran modal dalam bentuk rekening
tabungan pada Baank Umum atas nama Koperasi dan/atau
salah satu pengurus;

4. Daftar riwavat hidup Pengurus dan Pengawas serta fotocopy
Kartu Tanda Penduduk Pengurus dan Pengawas;

5. Fotocopy nomor rekening atas nama koperasi; dan

6. Rencana kerja paling sedikit 3 [tiga) tahun.

3 Sistem Melcanisme dan | 1- Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office

/ Pelayanan

Prascdur Femchon melengkapi formulir beserta persyaratan

kemudian menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika

lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi

ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota

untuk diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi
perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permchonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas
permohonan  dikembalikan untuk  dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat srat kepada Kasi, PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai  dengan
perundang-undangan untuk permohonan izin terntentu:

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permochonan izin yvang memerlukan tinjau lapangan |
melalui Surat Tugas;

8, Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menvampaikan hal-hal yang perlu dilakukan
oleh pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis
serta menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan hberkas permohonan vang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris;

10. Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AF untuk cetak sertifikat permohonan izin;

11. Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris  terhadap sertifikat  permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13. Pengarsipan;

14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket

F omow

i pengambilan,
4 Jangka Wakty | @ Hari Kalender Kerja.

Penyelesaian
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Biaya / Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

6 Produk Layanan Dokumen perizinan
T Sarana, Prasarana, | 1- Sarana dan prasarana PISP dalam melaksanakan
dan/atau fasilitas identifikasi produk pelayanan perizinan terdiri dari :
2. Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c. Loket Pengambilan.
3. Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi :
a. Aplikasi Online Perizinan:
b. Aplikasi Bedah Investasi;
¢.  Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.
8 Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang
pemerintahan, ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elekironik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan [nternal 6. Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan Pengaduan, | 1. Melalui konsultasi langsung;
Saran, dan Masukan 2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
b
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan dan | Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
Keselamatan Pelayanan akuntabel dan transparan;Perizinan yang berkualitas karena
melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan instansi
vertikal
14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
Pelayanan disampaikan kepada Bupati baik secara berkala setiap

bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan
sewalktu-walctu;
2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id.
3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
.mu i b.go.id.
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* Izin Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan pembiayaan Syariah (KSPPS)/
Unit Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah (USPPS)

NO | KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Undang-undang No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjamoleh Koperasi(
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995Nomor
19);

3. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan 1. Surat Permochonan pengajuan lzin Usaha Simpan Pinjam;

2, Fotocopy pengesahan akta pendirian/perubahan anggaran
dasar Koperasi beserta surat keputusannya;

3. Fotocopy surat bukt setoran modal dalam bentuk rekening
tabungan pada Baank Umum atas nama Koperasi dan/atau
salah satu pengurus;

4. Daftar nwayat hidup Pengurus dan Pengawas serta fotocopy
Kartu Tanda Penduduk Pengurus dan Pengawas;

5. Fotocopy nomor rekening atas nama koperasi; dan

©. Rencana kerja paling sedikit 3 (tigaj tahun.

a Sistern Mekanisme dan | 1. Pemchon mendapat formulir dan penjelasan di Front office |

Prosedur / Pelayanan

2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan
kemudian menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvelifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota
untuk diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi
perizinan;

5. Selanjumya Verifikator dan Kasi AP memenksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan  berkas
permohonan  dikembalikan untuk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP
membuat srat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimasn sesuai dengan
perundang-undangan untuk permohonan izin terntentu:

7. Kabid PTSF dan Kasi PTF memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

B. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangen, menyampaikan hal-hal vang perlu dilakukan
oleh pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis
serta menuangkan hasil pemeriksasn dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lepang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO unmk pembuatan SK proses dan
pemaralan pada SK proses tersebut dan menyerahkan
kepada Sekretaris:

10. Sekretaris melalui stal sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi
AP untuk cetak sertifikat permohonan izin:

11. Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris  terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandarangani olch Kepala DPM-PTSP;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan):

13. Pengarsipan;
14, Penyerahan SK  kepada pemochon melalui loket
pengambilan.
4 Jangka Wakty | 3 Hari Kalender Kerja.
Penyelesaian
s Biaya / Tarif Tidak dikenakan Retribusi
Produk Layanan Dokumen perizinan
T Sarana, Prasarana, | - Sarana dan prasarana PISP dalam melaksanakan
dan/atau fasilitas identifikasi produk pelayanan perizinan terdiri dari

2. Loket-loket Pelayanan seperti :
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a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c.  Loket Pengambilan.

Keselamaran Pelayanan

2.

3. Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan |
mehputi :
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investas:;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e. Aplikasi GIS.
8 Kompeterisi Pelaksana 1. Pendidikan  minimal sarjana  terutama  bidang
= pemerintahan, ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman
modal dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elekironik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan [nternal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsungl;
10 | Penanganan Pengaduan, | 1. Melalui konsultasi langsung;
Saran, dan Masukan 2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi ;: 0811 7382
444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6. Aplikasi SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesual dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlsh pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
18 | Jaminan Keamanan dan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan

secara akuntabel dan transparan;
Perizinan vang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal.

14

Evaluasi
Pelayanan

Kinerja

Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
disampaikan kepada Bupat baik secara berkala setiap
bulan dan setiep tahun, maupun apabila diperlukan
sewaktu-waktu;

Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
plsp.muaraenimkab.go.id.

Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www. dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
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Izin Pembukaan Kantor Cabang

NO

URAIAN

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
Nomor :10/PER/M.KUKM/2015tentang Kelembagaan Koperasi

2 i’eraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
Nomor :10/PER/M.EUKM/2015tentang Kelembagaan Koperasi

3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
Nomor - 17 /Per/M.KUKM/X1/2015tentang Pedoman
Pengawasan KoperasiSimpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam
Koperas

4. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

1. Surat Permohonan lzin Pembukaan Kantor Cabang yang
ditanda tangani oleh pemohon disertai materai Rp. 6000.- dan
di cap:

Alamat Kanter Cabang vang akan dibuka;

Fotocopy anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

Modal kerja untuk Kantor Cabang;

Fotocopy hasil penilaian kesehatan dengan predikar paling
sedikit cukup sehat;

Daftar sarana kerja beserta kondisi fisiknya;

Neraca dan perhitungan hasil usaha koperasi yang
bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir;

Rencana kerja Kantor Cabang paling sedikit setahun;
9, Daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar
nama calon karvawan Kantor Cabang; dan

10. Calon Kepala Cabang wajib memiliki sertifikat standar
kompetensi.

i

o opow

el

®

Sistemn Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemochon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

2, Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota uniuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada
Kasi. PTF melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjan lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

8, Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

89, Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kalmd PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

10, Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalkan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin:

11. Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasl Pelayanan dan
sekretars terhadap sertifilat permohonan untuk
ditandatangani cleh Kepala DPM-PTSP;

12, Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13. Pengarsipan;
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14. Penverahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangka Walty | 2 (Tiga) Hari Kalender Kerja. ( Apabila Persyaratan dinyatakan
Penyelesaian lengkap)
Biaya / Taril Tidak dikenakan Retribusi
6 Produk Layanan Dokumen perizinan
T Sarana, Prasarana, | |- Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan/atau fasilitas pﬂ:ldl.lk pelaj‘nn&n pemzman terdiri dari :
2, Loket-loket Pelayanan sepert :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran:
c. Loket Pengambilan,
3. Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan
perizinan meliputi :
a. Aplkasi Online Perizinan;
b. Aphkasi Bedah Investasi; l
¢. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan; .
_ e. Aplikasi GIS. |
8 Kompetensi Pelaksana | 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu;
4. Memilili kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5.  Memiliki kemampuan mengolah data secara eleltronik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Fengaduan, Saran, | 2, Kotak saran dan pengaduan;
dan Masulkan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
b
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmeail.com
6. Aphkas: SMS Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesual dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi O3S
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara

dan Keselamatan akuntabel dan transparan;
Pelayanan 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal.
14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewakiu-waktu;
2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-

ptsp.muaraenimkab.go.id.
3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non

perizinan dilihat pada website www.dpm-

384



¢ [zin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-undang No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjamoleh Koperasi|
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995Nomor 19);
Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

[
=

» B PNE LR

=
(=]

Surat Permohonan Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu
yang ditanda tangani oleh pemohon disertai materai Rp. 6000.-
dan di cap;

Alamat Kantor Cabang Pembantu yang akan dibuka;

Fotocopy anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

Muodal kerja untuk Kantor Cabang Pembaniu;

Fotocopy hasil penilajian kesehatan dengan predikat paling
sedikit cukup sehat;

Daftar sarana kerja beserta kondisi fisiknya;

Neraca dan perhitungan hasil usaha koperasi yang
bersanghutan dalam 1 (satu) yahun terakhir;

Rencana kerja Kantor Cabang Pembantu paling sedikit
setahun;

Daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar
nama calon karyawan Kantor Cabang Pembaniu; dan

Calon Kepala Cabang Pembantu wajib memiliki sertifikat
standar kompetensi.

Prosedur

Sistemn Mekanisme dan

[y
H

-

10,

11.

12,
13.
14.

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan doe verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi.
PTP melalui Kabid PTSP:

Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel artan bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas:

Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk Kekurangan persyaratan tekmis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Sekretaris;

Sekretaris melalui staf sekrefariat memberikan penomoran
registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
untuk cetak sertifikat permohonan izin;

Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
selretaris terhadap sertifikat permohonan untuk
ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP;

Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);
Pengarsipan;

Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan,

Jangka

Penyelesaian

Waktu

3 Hari Kelender Kerja,

Biaya / Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Dokumen perizinan
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Sarana, Prasarana,
danfatau fasilitas

1. Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :
2. Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
c¢. Loket Pengambilan.
3. Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi :
a, Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
¢. Aplikasi GIS.

Kompetensi Pelaksana

1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan administrasi negara;

2, Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan

J. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;

4. Memililki kemampuan mengoperasikan aplkasi layanan
perizinan elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elekironik.

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);

10

Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masulkan

1. Melalui konsultasi langsung;

2. Kotak saran dan pengaduan;
3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444

4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email :dpm-ptspmuaraenim@gmail.com

6. Aplikasi SMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkah.go.id

11

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai denpan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS

Jumlah pelaksana

Maksimal 5 (lima) orang

13

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan

Pelayanan

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
akuntabel dan transparan;

2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal.

14

Evaluasi Kinerja
Pelayanan

1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilapurkan juga melalui website www.dpm-
pisp.muaraenimkab.go.id

3. Prumsreponpﬁnynhsamnpcnga;umpemmndnnm
perizinan dilihat pada website www.dpm-
pisp.muaracnimkab.go.id.

384



Izin Pembukaan Kantor Kas.

URAIAN

Dasar Hukum

1. Undang-undang No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Simpan Pinjamoleh Koperasi| Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 1995Nomor 19);

3. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelavanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Layanan

1. Surat Permohonan [zin Pembukaan Kantor Kas yang ditanda
tangani oleh pemochon disertai materai Rp. 6000.- dan di cap;

2. Memiliki Kantor Cabang dan/atau Kantor Cabang Pembantu

dalam satu wilayah kabupaten/kota dimana kantor kas tersebut

dibuka: dan

Nama Calon Kepala Kantor Kas,

Sistem  Mekanisme
dan Prosedur

il ol

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front offiee [

Pelayanan

Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian

menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap

diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang

kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk

diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali

keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila

kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permchonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada Kasi,

PTP melalui Kabid PTSP;

6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu;

7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instans Teknis uniuk
permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui
Sural Tugas;

8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan,
menyampaikan hal-hal yang perlu dilaltukan oleh pemohon
termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan
hasil pemeriksaan dalam BAP;

9. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan

menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid

PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pemarafan pada

SK proses tersebut dan menyerahkan kepada Sekretaris:

Sekretaris melalui staf sekretariat memberikan penomoran

registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP

untuk cetak sertifilkat permohonan izin;

11. Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk ditandatangani
oleh Kepala DPM-PTSP;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin [pengesahan);

13. Pengarsipan;

14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

Rl L

o

10.

Jangka Waktu

Penyelesaian

3 Hari Kalender Kerja.

Biaya [ Tarif

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Layanan

Dokumen perizinan

Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

1. Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
produk pelayanan perizinan terdiri dari :
2. Loket-loket Pelayanan seperti :
a. Loket informasi:
b. Loket Pendaftaran;
¢. Loket Pengambilan,
3. Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan
meliputi ;
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
c. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
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e. Aplikasi GIS.

Pelayanan

'8 Kompetensi 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
Pelaksana ekonomi, hukum dan administrasi negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal
dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
4, Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2, Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layvanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382 444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email ;dpm-ptspmuaracnimizgmail.com
6. Aplikasi SM3 Gate Away;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (ima) orang
13 | Jaminen Keamanan |1. Pelayvanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;
Pelayanan 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak rterkait
antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal,
14 | Evaluasi Kinerja |1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan

kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun,
maupun apabila diperlukan sewakiu-wakiu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaracnimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non

perizinan dilihat pada website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.
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BIDANG KETENAGAKERJAAN

* Perpanjangan lzin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Peraturan Bupati Ne. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan
Camat Di Kabupaten Muara Enim

Persyaratan Lavanan

e B L

4.

| l. Permohonan tertulis ditujukan kepada Kepala DPMPTSP,

dan/atau Surat Kuasa bermaterai cukup disertai dengan
melampirkan Fotokopi KTP Penerima Kuasa (apabila pengajuan
permohonan dikuasakan);

Surat Pernyatasn Alasan Perpanjangan lzin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing (IMTA);

Fotokopi Bukt Pembayaran Retribusi Perpanjangan lzin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing melalui Bank vang telah
ditunjuk oleh Bupati;

Fotokopi Keputusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
(RPTKA);

.Fotokopi Paspor Tenaga Kerja Asing yang masih berlaku;

-Pas photo berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
Fotokopi Perjanjian Kerja atau Perjanjian Melakukan Pekerjaan;
Fotokopi Bukti Gajif Upah Tenaga Kerja Asing;

Fotokopi NPWP bagi Tenaga Kerja Asing yang bekerja lebih dari
6 (enam) bulan;

10. Fotokopi NFWP bagi Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing;k.Bukti

Polis Asuransi di Perusahaan Asuransi berbadan hukum
Indonesia;

11.1Fotokopi Kepesertaan ikut Program Jaminan Sosial Nasional

bagi Tenaga Kerja Asing yang bekerja lebih dari 6 (enam)
bulan;m Fotokopi Surat Penunjukan Tenaga Kerja Indonesia
Pendamping;

12. Laporan Realisasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

Tenaga Kerja Indonesia Fendamping dalam rangka alih
teknologi; dano.Rekomendasi Jabatan vang akan diduduki sleh
Tenaga Kerja Asing dari instansi teknis sesua dengan
peraturan yang berlaku di instansi teknis terkait

Sistern Mekanisme dan

Prosedur

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office |
Pelayanan

Pemahon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan:

Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, Jika
lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan;

Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi
ulang kelengkapan permohenan serta pembuatan Nota untuk
diteruskan dan do verifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan:
Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali
keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila
kelenkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu
peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat kepada
Kasi. PTP melalui Kabid PTSP;

Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel
babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-
undangan untuk permohonan izin terntentu:

Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk
melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis
untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan
melalui Surat Tugas;

Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta
menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;

Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan
menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke
Kabid PTSP dan FO untuk pembustan SK proses dan
pemarafan pada SK proses tersebut dan menyerahkan kepada
Selkretaris;

10. Sekretaris melalui stal sekretariat memberikan penomoran

registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP
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untuk cetak sertifikat permohonan 1zin;

11. Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayanan dan
sekretaris terhadap sertifikat permochonan  untuk
ditandatangani oleh Kepala DFM-PTSP;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13. Pengarsipan;
14. Penyerahan SK kepada pemohon melahu loket pengambilan.

4 Jangka Wakty | 3 Hari Halender Kerja.
Penvelesalan
5 Biaye / Tarif Tidak dikenakan Retribusi
Produk Layanan Dokumen perizinan
T Sarana, Prasarana, | Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi
dan et fsihites produk pelayanan perizinan terdiri dari :
Loket-loket Pelayanan seperti
a. Loket Informasi;
b. Loket Pendaftaran;
C. Loket Pengambilan.
Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan periginan
meliputi :
a. Aplikasi Online Perizinan;
b. Aplikasi Bedah Investasi;
¢. Aplikasi Perizinan;
d. Aplikasi Pengarsipan;
e.  Aplikasi GIS,
] Kompetensi Pelaksana | 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan,
ekonomi, hukum dan adminisiras: negara;
2. Memiliki pengetahuan peraturan teniang penanaman model
dan perizinan
3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanamen modal
dan pelayanan terpadu;
4, Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan
perizinan elektronik; dan
5. Memililki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1.  Melal konsultasi langsung;
Pengaduan, Saran, | 2. Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382
444
4. Short Message Service (SMS) : 0811 7382 444
5. Email ddpm-ptspmuaraenim@gmail.com
6.  Aplikasi SMS Gate Awary;
7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id
11 | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanaitan sesusi dengan Standar Operasional
Prosedur dan Aplikasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan akuntabel dan transparan;
Pelayanan 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal.
14 | Evaluasi Kinerja | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelayanan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila d.iperlukau sewaktu-wakiu;

2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpm-
ptsp.muaraenimkab.go.id.

3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non
perizinan dilihat pada website www.dpm-
pisp.muaraenimicab,go.id.
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* lzin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

1 Dasar Hukum

1.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 17 Tahun 2016
tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan
Kerja

Peraturan Bupat No. 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepata
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Camat Di Kabupaten Muara Enim

2 Persyaratan Layanan

18.

15,

20.

21.

23.
24,

25.

26,

Mengisi formulir permohonan dengan dibubuhi matere; Rp.
6.000,-

Foto copy KTP Penanggung Jawabh.

Surat Keterangan Domisili / Rekomendas: Usaha dari Lurah mengetahui
Camat.

Persetujuan Tetangga sekitar lokasi usaha,

Foto copy Kartu BRJS,

Foto copy [MB.

Foto copy [zin Lokasi,

lzin Linglkungan atau (SPPL, UKL/ UPL, Amds}).

Foto copy NPWP.

Foto copy AKTA Notaris pendirian dan perubahan bagi perusahasn yang
berbadan hukum.

Foto copy BIUP dan TDP bag yang berbadan hukum.

Past foto ukuran 4x5 cm sebanyak 2 (dusa) lembar,

Rekomendas: Instansi Terkait.

Foto Copy/Salinan Akte Notaris Pendirian lembaga yvang disyahkan dan
didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat, yang dapat berupa Akte
Pendirian Yayasan, Koperasi dan bentuk usaha lain;

Nama dan Riwayat Hidup penanggung Jawab LPKS:

Tanda Bukti pemilikan prasarana berupa kepemilikan tansh dan gedung
pelatihan kerja atau bukti penguasaan berupa sewa atau kontrak atau
izin areal air, udara, tanah dan gedung sekurang-kurangnya 1 ([satu)
tahun;

Program pelatihan yang mengacu kepada keterampilan atau keahlian dan
atau kompetensi kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, berupa
kurikulum, silabus untuk masing-masing bidang kejuruan pelatihan;
Tanda bukti memiliki sarana pelatihan sesuai program pelatihan yang
akan disslenggarakan, berupa daftar inventaris kelengkapan dan kantor
dan peralatan/mesin untuk masing-masing bidang kejuruan pelatihan;
Foto Copy strukiur orgenisasi dan tatakerja yang jelas, yang
menggambarkan mekanisme antar bagian-bagian yang terkait satu sama
lain dalam orgenisasi LPKS

Foto Copy Daftar Nama dan Daftar Riwayat Hidup Instruktur Pelatih
Kerja serta Daftar Nama Tenaga Kepelatihan yang dilengkapi dengan
Surat Keputusan Pengangkatan dari pimpinan LPKS;

Surat Pernyataan tersedianya dana bagi kelangsungan penyelenggaraan
pelatihan kerja yang disertai buktirekening di Bank atau lembaga
keuangan lmn vang disyshkan pemerintah;

Syaral Penambahan Program LPKS @

Kurikulum dan silabus program pelatihan vang diajukan.

Tanda Bukti pemilikan prasarana berupa kepemilikan tansh dan gedung
pelatihan kerja atau bukti penguasaan berupa sewa atau kontrak atau
izin areal air, udara, tanah dan gedung sekurang-kurangnya 1 (satu)
tahun;

Fato Copy Daftar Nama dan Daftar Riwayat Hidup Instruktur Pelatih
Kerja serta Daftar Nama Tenaga Kepelatihan yang dilengkapi dengan
Surat Keputusan Pengangkatan dari pimpinan LPKS;

Surat Pernyataan tersedianya dana bagi kelangsungan penyelenggaraan
pelatihan kerja yang disertai bukti rekening di Bank atau lembaga

keuangan lain yang disyahkan pemerintah,

3 Sistem Mekanisme dan
Prosedur

Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office /
Pelayanan

Pemchon melengkspi  formulir  beserta persyaratan  kemudian
menyerahkan ke Front ofice / Pelayanan;

Font office memverifikasi kelengkapan permchonan, jika lengkap
diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan:

Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvelifikasi ulang
kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk diteruskan dan
do verifikas: oleh Kasi Admninistrasi perizinan;

Selanjutnya Verifikator dan Hasi AP memeriksa kembali keabsahan dan
kelengkapan permohonan dan apabila kelenkapan belum memenuhi
perayaratan berkas permochonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika
permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat srat
kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP:

Femohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumse] babel atau
bendahara penerimaan sesuai dengan perundang-undangan untuk
permohonan izin terntenti:

Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk melakiukan
jadual tinjsu lapang bersama Instansi Teknis untuk permohonan izin
yang memeriukan tinjau lapangan melalui Surat Tugas;

Tim Teknis melakukan pemeriksaan adminisirasi dan lapangan,
menyampaikan _hal hal yang perlu dilskukan oleh pemohon termasuk
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kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan hasil pemeriksman
dalam BAP,

9.  Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan menyerahkan
berkas permchonan yang sudah lengkap ke Katad PTSP dan FO untuk
pembuatan 8K proses dan pernarafan pada SK proses terssbut dan
menyerahkan kepada Sekretans;

10. Sekretaris melalui staf seleretariat memberikan penomoran registras: pada
permohonan dan dikembalikan kepada Kasi AP untuk cetak sertifikat
permchonan izin;

11. Pemarafan dilakukan oleh Kasi AP, Kasi Pelayenan dan sekretaris
terhadap sertifikat permohonan untuk ditandatangani oleh Kepala DPM-
PTSF;

12. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan);

13. Pengarsipan;

14. Penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan.

4 Jangka Walktu | 3 Hari Kalender Kerja.
Penyelesaian

5 Biaya / Tanf Tidak dikenakan Retribusi
Produk Layanan Dokumen perizinan

7 T, o, Prasarana, | Sorana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi produk
dan/atau fasilitas pelayanan perizinan terdiri dari :

Loket-loket Pelayanan seperti :

a.  Loket Informasi;

b. Loket Pendaftaran;

e.  Loket Pengaminlan.

Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan meliput :

a.  Aplikasi Online Perizinan;

b Aplikasi Bedah Investasi;

¢ Aplikasi Perizinan;

d.  Aplikasi Pengarsipan;

e. Aplikasi GIS.

8 Kompetensi Pelaksana | 1. Pendidiken minimal sarjana terutama bidang pemerintahan, ekonomi,
hukum dan administrasi negara;

2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal dan
perizinan

3. Memilila pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan pelayanan
terpadu;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan perizinan
elektronik; dan

5. Memiliki kemampuan mengolah data secara alektronilk,

9 Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
10 | Penanganan 1. Melalui konsultasi langaung;
Pengaduan, Saran, | 2. Kotak saran dan pengaduan;
dan Masukan 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 0811 7382 444

4.  Bhort Message Service (SMS) : 0811 7382 444

5.  Email :dpm-ptspmuaraenimiggmail.com

6. Aplikasi BMS Gate Away;

7. Website : dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id

11 | Jaminan Pelavanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
dan Aphkasi 0SS
12 | Jumlah pelaksana Maksimal 5 (lima) orang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
dan Keselamatan ﬂlm-l'l.i‘abel dan transparan;
Pelavanan 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait
antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal.
14 | Evaluasi Kinerja | 1. lLaporan evaluasi pelaksanaan tugss dan fungsi disampaikan kepada
Pelayanan Bupati baik secara berkala sctiap bulan dan setiap tahun, maupun
apabila diperlukan sewaktu-waktu;

2. Secara berkala dilaporkan jugs melalui  website www.dpm-

. :

3.

Progres report, pmyelmhﬁn pengajuan perizinan dan non periginan dilihat
pada website wyw.dpm-ptap.muaraenimkab.po.id.

Plt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI

Dito

JUARSAH
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